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Bab i

BAB I
PENDAHULUAN

menentukan prioritas kebijakan dalam APBN 2005 mengingat pada dasarnya
hak untuk melakukan perubahan-perubahan APBN 2005 sesuai dengan
prioritas kebijakan fiskal sepenuhnya ada di tangan Pemerintah dan DPR
hasil Pemilu 2004,

Dalam upaya mewujudkan kesinambungan fiskal dimaksud, maka langkah
strategis yang perlu dijalankan oleh Pemerintah, yaitu; (/) menurunkan defisit
APBN secara bertahap menuju kondisi seimbang atau surplus, dan (if)
melakukan manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan

Pendahuluan

APBN 2005 disusun
dengan  yemangai
pembaharuan

Penvusunan APBN 2003
bersifat khusus terkait
dergan masa peralihan
kekwuwasaan
pemerintahan  dan
ketentuan-ketentuan
baru dalam UU Ne 17
Takunr 2003 tentang
Keuangan Negara

Penyusunan APBN 2005
diarahkan untuk tetap
menjadl jangkar dalam
menjaga  stabilitas
ekonomi makro

Langhah  strategis
mewujudkan
kesinambungan fiskal,
yaitu; 1) menurunkan



Pendahuluan

defisit APBN secara
bertahap menufu
kaondisi seimbang atau
surplus, (1) melakukan
manajemen pemblayaan
anggw an yang optimal,
efisien, dan efektif.

APBN dipengaruhi oleh
asums! makro yang
mendasarinya

Bab [ menguraikan
perkembangan ekonotii
Indonesia terkini, arah
kebijakan ekonami
makre, dan prospek
ckonami fndonesia

Bab I

efektif. Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar tambahan beban

Nola Keuangan dan APBN 2005, secara berurutan diawali dengan Bab
Pendahuluan yang menguraikan dasar hukum, kondisi khusus yang
melatarbelakangi penyusunan, arah kebijakan, dan gambaran umum APBN
2005.

Bab I Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2005 dan Asumsi Dasar APBN
2005 menguraikan perkembangan ekonomi Indonesia terkini, arah kebijakan
¢konomi makro, dan prospek ekonomi Indonesia beserta asumsi dasar
ekonomi makro APBN 2005. Secara umum, kinerja ekonomi Indonesia
dalam tahun 2004 diperkirakan cukup baik. Sasaran pertumbuhan ekonomi
4.8 persen dalam tahun 2004 diperkirakan dapat dicapai, dan masih ditopang
oleh konsumsi serta didukung oleh lingkungan eksternal yang kondusif.
Pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya lebih rendah yaitu untuk



Bab ] Pendahuluan

Bab Il menguraikan
perkembangan
pelaksanaan kevangan
negara (APEN) selama
tga tahun terakhur dari
lakun 2002, 2003, dan
2004

Bab IV menjelaskan
target dan langkah-
langkah  kebijakan
APBN 2003
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BAB 11

PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN
2005 DAN ASUMSI DASAR APBN 2005

Pendahuluan
Manajemen ekonomi Manajemen ekonomi makro yang sehat dan kemajuan yang dicapai dalam
mukro yang sehat dan reformasi struktural telah menghasilkan perbaikan kinerja ekonomi secara
kemajuan yang dicapal mantap. Dalam beberapa tahun terakhir, PDB riil telah melampaui tingkat
delam  reformasi sebelum krisis, nilai tukar relatif stabil, inflasi terkendali pada tingkat yang

struktureal telah
menghasilkan
perbaikan  kinerja
ekonomi secara Maniap.

ekonomi nasional,

Kinerja ekonomi Indo-
nesia masih teriinggal
dibandingkan dengan
beberapa aegara
fetangga

sistem hukum.

Prospek ekonomi Indo-
nesia tahun 2003 dan
Jangka merengah cukup
merjanjikan

yang relatif aman.

Prospek ekonomi
didukung oleh komitmen
Pemerintah  uniuk
melanjutkan konsolidasi
Siskal,



Bab If Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2005 dan Asumsi Dasar APBN 20035

ketergantungan pada penerimaan minyak. Dalam konteks ini, reformasi

Kemajuan dalam menurunkan inflasi dalam beberapa tahun terakhir telah
memungkinkan Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter yang lebih
akomodatif. Tingkat bunga telah turun secara berarti dibandingkan tahun
sebelumnya tanpa meningkatkan inflasi dan mengganggu stabilitas rupiah.
Kedepan, kebijakan moneter yang hati-hatt perlu terus dipelihara mengingat
adanya polensi sentimen pasar yang cukup rentan selama periode pemilihan
umum, dan kemungkinan adanya kenaikan tingkat bunga luar negeri. Selain
itu, mulai tahun 2005 Pemerintah dan Bank Indonesia bermaksud untuk
menerapkan kerangka target inflast yang konsisten dengan upaya mendorong
kecenderungan penurunan ekspektasi inflasi,

Prospek ekonomi tahun 2005 pada gilirannya sangat menentukan di dalam
penyusunan besaran-besaran APBN 2005, Dalam kaitan ini terdapat beberapa
indikator ekonomi makro yang terkait erat dengan besaran-besaran APBN
yaitu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBI)-3 bulan, harga minyak mentah, dan tingkat produksi
minyak Indonesia. Asumst pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat berperan
di dalam penyusunan kebutuhan prakiraan berbagai elemen APBN yang terkait
erat dengan kemajuan ekonomi seperti penerimaan perpajakan. Asumsi nilai
tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang
terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran
utang luar negert, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Asumsi
suku bunga SBI-3 bulan digunakan mengingat pembayaran bunga sebagian
utang dalam negeri pemerintah didasarkan kepada suku bunga tersebut.
Sementara itu, harga minyak mentah dan produksi minyak Indonesia menentukan
besarnya hasil penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan
demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan
besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan,
serta besarnya pembiayaan anggaran. Adapun asumsi ekonomi makro vang
mendasari penyusunan APBN 2005 terdapat dalam Tabel TL.1.

Tabelil.l
PERKEMBANGAN ASUMS| MAKRO, 2002-2005

2002 2003 2004 2005
Realisasi Realisasi Perk  Proyeksi

Rezlisasi
1 Herturnbuhan Bonom (persen 43 4.5 4.8 54
2 Tingkat inflasi { persen) 10 51 7 55
3 Nilzi Tukar Rupiah (Rp/USS) 9311 8577 8800 8.600
4 Suku Bunga $SB:3 bulan ( persen) 15,24 10,2 75 6,5
5 Harga Minyak Mentah Indonesia {US%/barel) 235 2875 36 24

8 Produksi Minyak {juta barel/hari) t26 1082 1072 1125

Kemajuan dalam
menurunkan inflasi
dalam beberapa takun

terakhir telah
memungkinkan Bank
Indonesia untuk

melakukan kebijakan
tmoneter yang lebih
akomodatlf.

Prospek ekonomi tahun
2005 pada gilirannya
sangal menentikan di
dalam  penyusunan
besaran-besaran APBEN
2005
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Kinerja perekonomiah
Indonesia yang stahil
dan membaik selama
tahun 2003, terus
berlangsung hingga
tahun 2004

Perckonomiarn Indone-
sia diperkirakan
tumbuh 4,8 persen
dalam tahun 2004,

Sejalan dengan
membaiknya
kepercayaan dunia
usaha (business confi-
dence), perbaikan
ekoromi terus berlanjut
dalam tahun 2003

Prospek Ekonomi Indonesia Tatun 2005 dan Asumsi Dasar APBN 2005

Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia
Terkini

pada perekonomian. Dalam kaitan ini, komitmen yang tinggi atas penerapan
kebijakan ekonomi sebagaimana tercantum dalam paket kebijakan ekonomi
pemerintah, serta pelaksanaan kebijakan yang responsif atas berbagai gejolak
eksternal mempunyai peranan kunci atas membaiknya kinerja perekonomian
Indonesia.

juga mendorong peningkatan konsumsi.

Sampai dengan triwulan 1II 2004, beberapa indikator ekonomi cenderung
menunjukkan perbaikan. Proses perbaikan ini terus bertangsung ditengah
pelaksanaan pesta demokrasi (Pemilu 2004) yang terbukti berlangsung aman,
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sehingga menambah kepercayaan konsumen dan para investor di samping
menjadi faktor pendukung ekspektasi positif perbaikan ekonomi ke depan.
Namun demikian, proses berlangsungnya perbaikan ekonomi di tahun 2004
masih menghadapi berbagai tantangan. Di sisi eksternal, hal yang perlu
diwaspadai adalah kenaikan suku bunga the Fed Fund dan upaya
pemerintah Cina untuk menahan laju pertumbuhan ekonominya. Sementara
itu di dalam negert, beberapa kendala yang dihadapi adalah terbatasnya
sumber investasi, tingginya pengangguran serta masalah kelebihan likuiditas
perbankan karena belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan.

Membaiknya kinerja perekonomian termasuk mantapnya stabilitas ekonomi
makro tidak terlepas dari kinerja fiskal. Kebijakan fiskal dalam tahun 2004
telah memberikan harapan kepada pasar bahwa ketahanan fiskal pemerintah
dapat terjaga. Realisasi defisit dalam APBN-P 2004 mencapai sebesar 1,3
persen terhadap PDB, lebih rendah dari realisasi defisit APBN tahun 2003

2004,

terutama oleh korporasi besar untuk pembayaran utang dan impor. Di sampiog
itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga dipicu oleh menguatnya nilai
dolar Amerika Serikat di pasar internasional, ekspektasi akan adanya
kenaikan suku bunga the Fed Fund, serta percepatan pemulihan ckonomi
Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Bank Indonesia telah melakukan

diperkirakan mencapai rata-rata Rp8.900/US3$.

Sampai dengan trivulan
HI 2004, beberapa
indikaror  ekonom
menunjukkan perbaikan

Membaiknya kinerja
perekonomian termasuk
mantapnya stabilitas
ekonomi makre tidak
terlepas dari kinerja
Siskal

Stabilitas ekonom!
didukung pula oleh
kinerja sektor moneter.
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Kebijakan mensiabilian
ajlai  tukar rupiah
merupakan salah satu
faktor yang sangat
penting uniuk mengen-
dalikan inflasi.

Akselerasi penurunan
suku  bunga  SBI
cenderung melambat
dalam beberapa bulan
terakhir

Penurunan suku bunga
SBI telah direspon
sektor perbankan

Kinerja sekior per-
barkan sampai dengon
wriwulan [ 2004 secara
keselurukan stabil,

Selama 10 bulan per-
tama tahun 2004 IHSG
menunjukkan
perkembangar dengan
kecendegrungan
menguat.

Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2003 dan Asumsi Dasar APBN 2005

dengan perkembangan inflasi dalam beberapa tahun terakhir, inflasi dalam
tahun 2004 masih dalam jalur kecenderungan inflasi yang menurun secara
bertahap dalam jangka menengah.

performing loan (NP1,) dalam tahun 2004.

Sementara itu selama 10 bulan terakhir tahun 2004 indeks harga saham
gabungan (IHSG) menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif dengan
kecenderungan menguat. Perkembangan THSG tersebut tidak terlepas dari
pergerakan nilai tukar rupiah, suku bunga, dan perkembangan bursa re gional,
Pada bulan Oktober 2004, THSG ditutup pada level 860 yang berarti
mengalami kenaikan 168 poin (24,3 persen) dibandingkan dengan penutupan
pada akhir tahun 2003.
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Perkembangan persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih
baik dibandingkan dengan penanaman modal asing (PMA). Sampai dengan
bulan Oklober tahun 2004, persetujuan penanaman modal dalam negeri
mencapai Rp28.865,4 miliar, lebih tinggi 47 persen dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya scbesar Rp19.688,6 miliar. Sementara
ity, persetujuan penanaman modal asing mencapai sebesar US$8.850,9juta,
lebih rendah 12 persen dari persetujuan periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar US$9.914.9 juta.

Penanaman modal dalam negeri yang disetujui dalam periode Januari sampai
dengan Oktober 2004 sebanyak 145 proyek, yang terdiri dari 126 proyek
baru dan 19 proyek pengalihan status. Di samping itu terdapat 89 proyek
perluasan. Dari 145 proyek yang disetujui, bidang usaha yang paling diminati
adalal Industri makanan, Transportasi, gudang dan komunikasi serta Industri
logam, mesin dan elektronik. Sementara itu, penanaman modal asing yang
disetujui scbanyak 969 proyek, yang terdiri dari 853 proyek baru dan 116
proyek pengalihan status. i samping itu terdapal 225 proyek perluasan.
Dar1 969 proyek yang disetujui, bidang usaha yang paling diminati adalah
perdagangan dan reparasi, Jasa lainnya, serta Industri logam, mesin dan
elektronik. Nilai persetujuan PMDN yang menonjol adalah bidang Industri
logam, mesin dan elektronik, Hotel dan restoran, serta Indusiri tekstil.

Dari sisi ekslernal, harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun
2004 diperkirakan masih relatif tinggi yaitu sekitar US$36 per barel, lebih
tinggi dari rata~-rata tahun 2003 yang mencapai US$28,75 per barel dan
asumsi dalam APBN 2004 yaitu US§$22 per barel. Tingginya harga minyak
antara lain karena masih belum pulihnya faktor keamanan di Timur Tengah
dan tingginya permintaan minyak sehubungan dengan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi dunia.

Nilai ekspor dan impor Indonesia dalam periode Januari-Oktober 2004
mengalami peningkatan terutama karena lebih tingginya harga minyak.
Dengan demikian, peluang membaijknya ekonomi internasional dalam tahun
2004 ini belum termanfaatkan sccara optimal yang tercermin dari relatif
rendahnya kenaikan volume perdagangan internasional (non-migas}
Indonesia. Hal ini terkait dengan permasalahan penawaran, antara lain
permasatahan struktural dan daya saing dalam sektor industri Indonesia
vang menghasilkan produk unggulan ekspor. Perturnbuhan nilai ekspor non-
migas dalam semester | 2004 {y-0-y) mencapai sebesar 15,76 persen, lebih
rendah dibandingkan pertumbuhan Januari-Oktober 2003 yang mencapai
sebesar 3,4 persen. Dalam kurun waktu yang sama, impor non-mtigas tumbuh
sebesar 38,81 persen, lebil tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 2,52 persen.
Tingginya impor terkait dengan relatif tingginya pertumbuhan konsumsi dan
mulai pulihnya investasi di Indonesia. Untuk periode Januari-Oktober 2004,
pertumbuhan total ekspor dan impor (y-o-y) meningkat masing-masing
sebesar 6,0 persen dan 5,84 persen.

Seiring dengan meningkatnya harga minyak di pasar internasional,
pertumbuhan impor diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan-bulan
mendatang. Pertumbuhan impor yang meningkat cukup tinggi melebihi
kenaikan ckspor, mengakibatkan neraca perdagangan turun sebesar 13,6

Persetujuan PMDN
menunjukkan kecen-
derungan meringkal,
sementara PMA me-
AUrun

Harga rata-rata minvak
mentah  Indonesia
selama tahun 2004
diperkirakan niasih
refatif tinggi vailu sekita
L/S836 per barel

Nilai ekspor dan impor
Indonesia dalam
periode Januari-Juni
2004 mengalami
peningkatan terutama
karena lebih fingginya
harga minvak
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Sasaran  kebijakan
ekonomi makra tahun
2005 adeluh menjaga
stabilitas  ekonomi
makro dan meningkat-
kan kualitas pertum-
buhan ekonomi

Stabilitas perekonomian
merupakan prasyarct
yang sangal mendasar
hagi para pelaku
perekanomian

Diperiukan perfum-
buhan dengan kualitas
yang lebih baik yaitu
yang dapatl nenyerap
lehih besar tenuga kerja
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persen selama periode Januari-Oktober tahun 2004. Selain itu, cadangan
devisa pada akhir Oktober 2004 turun sebesar US$0,9 miliar dibandingkan
dengan posisi akhir tahun 2003, yang antara lain digunakan untuk pembayaran
utang luar negeri dan operasi moneter Bank Indonesia. Namun demikian
dalam bulan Oktober 2004 posisi cadangan devisa masih cukup tinggi yaitu
mencapai US$35,4 miliar atau setara dengan 6 bulan impor dan pembayaran
utang luar negeri pemerintah.

Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia 2005

Kebijakan ekonomi makro Indonesia tahun 2005 pada dasarnya merupakan
kesinambungan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat
bahwa konsistensi kebijakan sangat penting di dalam mencapai sasaran-
sasaran pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk itu, kebijakan ekonomi makro tahun 2005 selain memperkuat
fundamental ekonomi yang sudah membaik sampai dengan tahun 2004, juga
untuk mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul sejalan
dengan kemajuan demokratisasi ekonomi di Indonesia dan globalisasi
ekonomi. Tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tahun 2005
tersebut terutama adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan
kualitas dan kinerja perekonomian.

Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar untuk memberikan
kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas yang dicapai dalam
beberapa tahun terakhir senantiasa dipertahankan dalam tahun 2005. Hal
ini mengingat terdapatnya kemungkinan perubahan arah kebijakan dari
negara-negara maju yang saat ini memberlakukan kebijakan moneter yang
agak longgar menuju kebijakan moneter yang agak ketat sehingga dapat
menimbulkan gejolak terhadap ekonomi dalam negeri. Di dalam negeri,
perubahan politik dengan terbentuknya administrasi pemerintahan baru pada
umumnya akan memberikan dampak baik positif maupun negatif, yang
keduanya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam tahun 2004
dipandang masih moderat dibandingkan dengan masa-masa sebelum krisis.
Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi
konsumsi, sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produktif, seperti
investasi dan ekspor masih harus lebih dioptimalkan.

Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan yang dicapai dalam tahun 2004 belum
dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja baru yang bertambah
sekitar 2,5 juta orang per tahunnya.Oleh karena itu, disamping upaya untuk
mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, perlu juga diupayakan
pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik yaitu yang dapat menyerap
lebih besar tenaga kerja, dan dengan demikian sekaligus dapat mengurangi
jumlah penduduk miskin.
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Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lebih berkualitas perlu
diupayakan agar terkesinambungan dimasa yang akan datang. Untuk
menjaga kesinambungan, pertumbuhan ekonomi perlu dicapai dengan
efisiensi perekonomian yang tinggi, yaitu melabui terwujudnya kelembagaan
ekonomi (khususnya lembaga-lembaga keuangan) yang efisien dan solid,
penerapan good corporate governance, serta pembenahan kelembagaan
di sektor pemerintah. Di samping itu, diperlukan penyempurnaan peraturan
perundangan yang dapat menjamin terwujudnya perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan yang efisien dan efcktif.

Beberapa pokok kebijakan ekonomi makro yang akan dilaksanakan dalam
tahun 2005 mencakup; (/) memaksimalkan implementasi Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan
sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF (lihat Boks
1:Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003), (//} menetapkan sasaran
laju pertumbuhan ekonomi dengan kualitas pertumbuhan yang lebih tinggi
dari tahun-tahun sebelumnya, (/i) menetapkan dan mencapai sasaran laju
inflasi vang relatif rendah melalui koordinasi dengan Bank Indonesia,
(iv) menjaga terbentuknya tingkat suku bunga yang cukup kondusif untuk
memberikan insentif kepada investor, (v) menjaga terbentuknya nilai tukar
yang cukup kondusif bagi kegiatan investasi dan perdagangan,
(vi) memantapkan sistem keuangan yang diupayakan melalui peningkatan
kinerja dan ketahanan perbankan, lembaga keuangan nonbank dan pasar
modal (lihat Boks 2:Reformasi Sektor Keuangan Indonesia),
(vit) memperbaiki iklim usaha dan investasi melalui pemantapan situasi
keamanan dan ketertiban, reformasi hukum, perbaikan iklim perburuhan,
perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan, perbatkan prasarana ekonomi,
pencabutan ketentuan-ketentuan pusat dan daerah yang menghambat
investasi dan perdagangan, (viif) mendorong investasi yang menyerap
banvak tenaga kerja, {ix) melanjutkan reformasi perekonomtian dalam bidang
peraturan dan perundangan di bidang industrt dan perdagangan untuk
mendorong ekspor, terutama ckspor non-migas, serta (x) menghidupkan
kembali formula subsidi, untuk mengatasi dampak krisis yang masih berlanjut
bagi sebagian penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Prospek Ekonomi 2005 dan Asumsi Dasar
APBN 2005

Proses pemantapan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berlangsung
di tahun 2005. Berbagai indikator makro diperkirakan akan semakin membaik
dan diharapkan dapat membentuk ekspcktasi positif para pelaku ckonomi
terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan
pada tahun 2003 diperkirakan akan semakin membaik dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Pertumbulian konsumsi tahun 2005 secara rclatif masih
kuat, meskipun dengan laju yang lebih rendah. Sementara itu, investasi juga
menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan kemajuan
dalam restrukturisasi utang swasta sehingga mengaktifkan kembali aliran
kredit perbankan.

Untuk menjaga kesi-
nambungan, perium-
buhan ekonomi perlu
dicapai dengan efisiensi
perekanomian  yang
tinggi

Proses pemantapan
ekanomi diperkirakan
akan berlangsung di
tahun 2003
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Boks I : Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003

%putusaam untuk menghentikan program kerjasama dengan IMF lahir dari suatu proses
yang tidak mudah. Proses tersebut diawali dengan mosi tidak percaya dari sebagian masyarakat
mengenai efektivitas kerjasama dengan IMF, kemudian dilanjutkan dengan perdebatan di forum
MPR, dan diakhiri dengan keluarnya Tap MPR Nomor VI/2002 yang ditetapkan dalam sidang
tahunan MPR dalam bulan Agustus 2003. Tap MPR tersebut meminta Pemerintah untuk
riempersiapkan terminasi yang kemudian dikenal dengan exit strategy dari program IMF tanpa
menimbulkan guncangan morieter.

Sebagai tindak lanjut dari Tap MPR tetsebut dan untuk lebih mendayagunakan sumber ekonomi
dalam negeri guna meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, ditetapkan
program kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003
tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama
Dengan IMF. Sasaran pokok dari program tersebut adalah untuk (/) memelihara dan
memantapkan stabilitas ekonomi makro, (i/) melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor
keuangan, dan (7ii) meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Hingga bulan Juni 2004 telah banyak langkah yang ditempuh dan hasil yang telah dicapai.
Secara keseluruhan, lebih dari 75 persen rencana tindak telah dilaksanakan sesuai sasaran
waktu yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan program stabilisasi ekonomi makro telah
ditempuh kebijakan konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara maupun belanja negara.
Di sisi pendapatan negara telah diselesaikan RUU tentang reformasi perpajakan, administrasi
perpajakan, kebijakan administrasi kepabeanan, dan kebijakan cukai rokok. Dari kebijakan
perpajakan telah diperoleh sekitar 500 ribu wajib pajak baru orang pribadi dan badan. Selain itu
juga teleh diterbitkan Keputusan Presiden yang menghapus pengecualian PPN atas rokok,
BBM, dan mobil di Pulau Batam.

Selanjutnya, untuk memperbaiki efisiensi belanja negara telah dilakukan pengembangan dan
implementasi e-procurement untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
Sejalan dengan itu, juga telah diselesaikan konsep 6 rancangan peraturan pemerintah (RPP)
sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan konsolidasi desentralisasi fiskal dilakukan
penyempurnaan unidang-undang di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, khususnya menyangkut hubungan keuangan antara Pemda Provinsi dengan Peimda
Kabupaten/Kota, peraberian diskresi yang lebih besar kepada daerah untuk mengenakan pajak
dan retribusi daerah, dan penyempurnaan sistem pelaporan keuangan pemerintah dacrah.

Untuk menjaga kemantapan rieraca pembayaran diupayakan tercapainya keamanan transaksi
berjalan yang gidukung oleh ckspor nonmigas, patiwisata, dan jasa TKI yang meningkat. Selain
itu, diupayakan pula peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi luar negeri dan arus modal
masuk, vang pelaksanaannya ditugaskan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan
Peningkatan Luvestasi. Dalam rangka pengamanan sektor keuangan, dilakukan persiapan
pembentukan otoritas jzsa keuangan (OJK), sementara dalam rangka restrukturisasi dan
penyehatan perbankan ditempuh divestasi bank-bank di bawah BPPN dan aset lain yang belum
terjual, serta perbaikan Governance Structure bank-bank BUMN.

Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2005 dan Asumsi Dasar APBN 2005
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Kebijakan lain yang ditempuh dalam kerangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003 adalah
kebijakan di bidang pasar modal, asuransi dan dana pensiun, peningkatan kinerja BUMN,
pengembangan profesi akuntan publik, penciptaan lapangan kerja, serta industri dan perdagangan.
Berkaitan dengan sektor transportasi dan telekomunikasi telah berhasil dilakukan percepatan
penyelesaian beberapa proyek pembangunan disektor tersebut. Sementara itu, pemrosesan
sertifikasi tanah untuk mendorong usaha kecil, menengah dan koperasi telah dipercepat. Untuk
membantu usaha kecil dan mikro dalam mengakses pinjaman bank, telah didirikan konsultan
keuangan mitra bank (KKMB) di pusat dan beberapa daerah. Selanjutnya strategi
penanggulangan kemiskinan nasional (SPKN) telah disusun untuk menanggulangi masalah
kemiskinan. Berbagai kebijakan lain yang telah ditempuh mencakup; reformasi hukum, energi,
kelistrikan, sumber daya air, keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat, serta
ketenagakerjaan.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung proyeksi pertumbuhan 2005. Perkembangan per-
Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, prospek pertumbuhan tahun ekonomian dunia 2005
2005 antara lain dipengaruhi oleh kondisi permintaan dunia, meskipun diperkirakan tidak
diperkirakan tidak sekuat tahun 2004. Perkembangan ekonomi dunia tahun sekuat tahun 2004
2004 merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang didukung

oleh membaiknya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, masih tingginya

pertumbuhan ekonomi China, dan pemulihan ekonomi Jepang yang lebih

tinggi dari yang diperkirakan semula. Dalam tahun 2005, kecenderungan

meningkatnya suku bunga global dan upaya perlambatan pertumbuhan

ekonomi China merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan

perkembangan perekonomian dunia 2005 diperkirakan tidak akan sekuat

tahun 2004, namun masih tetap dalam jalur penguatan. Pada tahun 2005,

kebijakan fiskal yang ekspansif dari negara-negara maju utama diperkirakan

masih akan mendukung tingkat produksi global yang tinggi. Perekonomian

negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa

diperkirakan masih cukup kuat.

Dalam tahun 2005 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih cukup Dalam tahun 2005
tinggi. Meskipun pertumbuhannya sedikit melambat, secara keseluruhan pertumbiuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan mencapai 4,3 persen yang dunia  diperkirakan
didukung oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara seperti Amerika Serikat masih cukup tinggi,
(3.5 persen), kawasan Eropa (2,2 persen) maupun negara-negara industri mencapai 4,3 persen
lainnya. Pertumbuhan ekonomi kawasan negara berkembang masih lebih

tinggi dibanding negara-negara maju namun dengan laju yang sedikit

melambat, yakni 5,9 persen . Sedikit melambatnya laju pertumbuhan ekonomi

dunia tersebut juga mempengaruhi volume perdagangan dunia, yang

diperkirakan menurun dari 8,8 persen (2004) menjadi 7,2 persen tahun 2005.

Gambaran ringkas laju pertumbuhan ekonomi dunia dapat dilihat pada

Tabel I1.2. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi makro, dan membaiknya

kondisi sosial politik dan keamanan dalam negeri akan semakin meningkatkan

13
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Boks 2: Reformasi Sektor Keuangan Indonesia

@rogTam reformasi sektor kenangan pada dasamya meliputi kegiatan-kegiatan utama, yaitu
Kebijakan Jaring Pengaman Sektor Kenangan (Financial Safety Net) dan Stabilitas Sistem
Keuangan, Penyusunan RUU LPS, Kebijakan Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan sesuai
dengan 25 Basel Core Principle, Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
Penyusunan Amandemen UU Pasar Modal.

Kebijakan Jaring Pengaman Sektor Keuangan bertujuan untuk membentuk suatu
mekanisme koordinasi yang efisien dan efektif diantara berbagai lembaga yang bertanggung
jawab dalam pembinaan sistem keuangan nasional terutama dalam menghadapi kondisi yang
bersifat sistemik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi
kepentingan pengguna jasa sektor keuangan Indonesia. Dengan adanya Jaring Pengaman Sektor
Keuangan diharapkan akan meningkatkan koordinasi diantara lembaga yang terkait dengan
pembinaan sistem keuangan nasional dalam menghadapi gangguan yang berpotensi mengancam
stabilitas sektor keuangan nasional. Ruang lingkup Jaring Pengaman Sektor Keuangan meliputi
lembaga pembina sektor keuangan yaitu, (i) Bank Indonesia yang bertugas sebagai pemegang
otoritas moneter dan melaksanakan sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Bank Indonesia memelihara stabilitas sistem keuangan melalui peranannya sebagai Lender of
The Last Resort (LoLR), yaitu pemberian fasilitas pembiayaan darurat atau krisis yang
pendanaannya menjadi beban Pemerintah, (7)) Otoritas Jasa Keuangan bertugas sebagai pengatur
dan pengawas jasa perbankan, (#if) Lembaga Penjamin Simpanan bertugas sebagai penjamin
simpanan nasabah bank termasuk didalamnya pelaksanaan klaim dan tindakan operasional, dan
(iv) Departemen Keuangan bertugas sebagai pemegang otoritas fiskal.

RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disusun dalam rangka pembentukan lembaga
penjamin simpanan, yang merupakan kelanjutan dari upaya Pemerintah untuk terus memberikan
rasa aman masyarakat atas dananya yang disimpan di lembaga perbankan. LPS tersebut akan
menggantikan fungsi Pemerintah dalam melakukan penjaminan. Secara garis besar RUU LPS
memuat berbagai hal yang terkait dengan program penjaminan simpanan nasabah bank, misalnya
fungsi, pendanaan, penggunaan dana, dan koordinasi dengan lembaga lain (Otoritas Jasa
Keuangan/OJK, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan).

Kebijakan Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan sesuai dengan Basel Core
Principle yang antara lain meliputi pedoman penerapan manajemen risiko bagi perbankan,
ketentuan CAR yang memperhitungkan risiko pasar, penyempurnaan ketentuan Fit and Proper
Test, pedoman Risk Based Supervision, penerapan prinsip mengenal nasabah untuk bank
umurn dan BPR, serta pelaksanaan pelatihan Risk Based Supervision (RBS). Selain itu, Bank
Indonesia juga tetap melakukan Prompt Corrective Action (PCA) dalam memastikan kepatuhan
bank-bank terhadap ketentuan kehati-hatian.

Sementara itu, kebijakan pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap simpanan dan
kewajiban perbankan (blanket guarantee) terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan
masyarakat terhadap sektor perbankan. Dalam waktu yang relatif singkat, dana masyarakat
kembali disimpan disektor perbankan hingga mencapai sekitar 70 persen dari total aset
perbankan. Pemberian blanket guarantee tersebut menimbulkan beban cukup besar bagi
Pemerintah, dan ditengarai dapat menimbulkan moral hazard pada sektor perbankan dikemudian
hari. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dirumuskan pola pengurangan cakupan penjaminan

Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2005 dan Asumsi Dasar APBN 2005
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secara bertahap, vaitu dari jaminan seluruh kewajiban bank menjadi jaminan terbatas pada
simpanan deposito dan lainnya. Selain itu, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan di
bidang asuransi dan dana pensiun yang meliputi restrukturisasi dan reformasi sektor asuransi
serta pemantapan pengelolaan dana pensiun.

Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan
menyempurnakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Umum dan BPR serta
Money Changer sesuai Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, dan rekomendasi The Financial Action Task Force on Money Loundering (FATF).
Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian
uang. Rekomendasi tersebut oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar
internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.

Amandemen UU Pasar Modal disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan
peraturan guna menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi
kepentingan investor. Amandemen UU Pasar Modal tersebut antara lain memuat ketentuan-
ketentuan untuk mendorong integritas pasar modal dengan mengarahkan pengelolaan emiten
yang memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance yang antara lain meliputi fairness,
transparency, accountability, dan responsibility. Selain itu dalam Amandemen tersebut juga
memuat ketentuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan mengatur beberapa hal
yang terkait dengan proses beralihnya pembinaan, pengawasan, dan pengaturan di bidang pasar
modal.

Kesepakatan Pemerintah dengan Bank Indonesia

.(E)enetapan sasaran inflasi yang semula ditetapkan Bank Indonesia, sesuai dengan
Amandemen Undang-undang Bank Indonesia No 3 tahun 2004, mulai tahun 2004 sasaran
inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Koordinasi
tersebut tertuang datam nota kesepakatan antara Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tentang
penetapan, sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi.

Dalam hal Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah dan
Bank Indonesia telah sepakat dalam beberapa hal pokok, vang mencakup kebijakan BLBI.
Kebijakan tersebut merupakan kebijakan bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam
masa krisis untuk menyelamatkan sistem moneter dan perekonomijan Indonesia. Penyelesaian
BLBI ini juga memperhatikan kemampuan APBN baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang serta memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia dalam jangka panjang (financial
sustainability). Selanjutnya pelunasan obligasi negara dalam rangka penyelesaian BLBI mengacu
pada rasio modal Bank Indonesia terhadap kewajiban moneter sebesar 3 persen-10 persen.
Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter kurang dari 3 persen, maka Pemerintah
akan menutup kekurangan dana yang diperlukan Bank Indonesia untuk mencapai rasio tersebut.
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Defisit anggaran akan
cenderunyg menurih
dalam beberapa takun
mendatang
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Tahetll.2
INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA, 2003-2005
{persen)
% peranan thd
2003 2004 20057 2kspor nonmigas
2003

Pertumbuhan ekonomidunia 3,9 5,0 4,3
Amerika Serikat 3.0 4.3 3.5 14,7
Jepang 27 4.4 2,3 14.4
Kawasan Uni Eropa 2.5 2,2 2,2 16
Malaysia 53 6,5 8,3 49
China 9.1 9,0 7.5 59
Korea 31 4.6 40 a7
Taiwan 33 56 41 2.7
Singapura 1.1 8.8 4.4 101
Australia 3.0 36 3.4 2.3

Volume Perdagangan Dunia 51 8.8 7,2

Sumber : Waorld Economic Qutlook (WED), Sepiember 2004, diolah
*) Perkiraan realisasi
**} Perkiraan

kepercayaan investor domestik dan internasional terhadap prospek ekonomi
Indonesia. Hal ini tercermin antara lain pada menurunnya premi risiko dan
membaiknya peringkat utang,

Pada sisi fiskal, defisit anggaran akan cenderung menurun dalam beberapa
tahun mendatang. Dalam tahun 2005, defisit anggaran diperkirakan mencapai
0,8 persen terhadap PDB, lebih rendah dari perkiraan APBN-P tahun 2004
sebesar 1,3 persen terhadap PDB. Penurunan defisit ini terutama didukung
oleh upaya peningkatan penerimaan perpajakan melalui langkah-langkah
peningkatan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan. Sementara
itu, belanja negara diupayakan stabil dalam beberapa tahun mendatang,
Dengan pertumbuhan yang kuat dalam konsumsi swasta, investasi, dan
ckspor, kebutuhan fiskal sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi
semakin berkurang. Penurunan defisit ini juga dimaksudkan untuk menjaga
kesinambungan fiskal. Lebih dari itu, penurunan defisit yang disertai
perlumbuhan ekonomi akan menurunkan rasio stok utang Pemertntah
terhadap PDB. Dalam tahun 2005, rasio utang Pemerintah terhadap PDB
diperkirakan mencapai 56,8 persen, lebih rendah dari perkiraannya tahun
20104 sebcsar 64,8 persen.

Dari sisi inflasi, pencapaian tingkat inflasi yang rendah sangat penting bagi
upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam
jangka panjang. Berkaitan dengan hal ini, berbagai upaya akan terus
dilakukan Bank Indonesia ke arah pencapaian sasaran tersebut dengan
memperhatikan keseimbangan baik dari sisi produksi maupun moneter
keuangan. Inflasi tahun 2005 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun
2004, turun dari 7,0 persen menjadi sekitar 5,5 persen. Beberapa faktor
yang mengurangi tekanan inflasi tersebut antara lain perkiraan menguatnya
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nilai tukar rupiah, lebih rendahnya harga minyak dan harga komoditas nonmigas
di tingkat internasional serta terjaganya pasokan dan lancarnya distribusi barang
didalam negeri. Sekalipun demikian, penurunan inflasi tahun 2005 akan bersifat
moderat mengingat masih adanya faktor-faktor yang mendorong inflasi dalam
tahun 2005 seperti kenaikan upah minimum regional, perbaikan efisiensi
perekonomian nasional yang masih terus berlangsung secara bertahap, asumsi
kenaikan pendapatan masyarakat dan antisipasi berbagai kenaikan harga barang
dan jasa yang dipengaruhi oleh kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun
daerah. Selain itu, prakiraan inflasi 2005 juga telah mempertimbangkan perkiraan
meningkatmya inflasi di kelompok negara maju dan negara berkembang dalam
tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat dalam tahun 2005
diharapkan dapat semakin mengurangi angka kemiskinan sebagai akibat dari
krisis ekonomi. Pengalaman Indonesia pada masa lalu menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terkendalinya harga-harga kebutuhan
pokok dapat berperan secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang disertai program-program
pemerintah dengan target khusus kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat
menurunkan angka kemiskinan pada masa datang.

Prospek beberapa variabel ekonomi makro tahun 2005 yang digunakan sebagai
asumsi dasar penyusunan APBN 2005 yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar
rupiah, inflasi, suku bunga SBI-3 bulan, harga minyak mentah dan produksi
minyak Indonesia. Variabel-variabel ekonomi makro di atas secara lebih rinci
dijelaskan sebagai berikut.

Pertumbuhan Ekonomi

Sejak tahun 2004, dasar tahun penghitungan PDB telah disesuaikan dari tahun
1993 menjadi tahun 2000. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk
mengakomodasi dinamika ekonomi Indonesia selama ini, khususnya berkaitan
dengan perluasan cakupan barang dan jasa (lihat Boks 3: Perehahan Dasar
Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya).

Stabilitas ekonomi makro selama tahun 2003 yang relatif terjaga dan terus
berlanjut hingga semester [ 2004 serta ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan
Pemilu 2004 diharapkan dapat memberikan landasan vang cukup kuat untuk
proses peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dalam tahun-tahun
berikutnya. Dalam semester I 2004, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan
sebesar 4,7 persen (y-0-y) dengan kecenderungan yang terus membaik. Dengan
dukungan sektor eksternal yang membaik dan sektor internal yang semakin
kondusif dan dinamis, penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi akan terus
berlanjut dalam semester I tahun 2004. Dengan demikian, sasaran pertumbuhan
ekonomi dalam tahun 2004 scbesar 4,8 persen diharapkan dapat tercapai.

Pengeluaran konsumsi, terutama konsumsi masyarakat, masih menjadi
penggerak utama perekonomian Indonesia. Hal ini, selain tercermin dari kontribusi
yang masih relatif tinggi juga tampak dari kecenderungan laju pertumbuhan
yang cukup tinggi. Sementara itu, kinerja investasi dalam beberapa tahun

Pertumbuhan ekonomi
yang diperkirakan
meningkat dalam rahun
2005 dikarapkan dapat
yemakin mengurangi
angka kemiskinan

Stabilitas  ekonomi
makro selama tahun
2003 yang relatif terjaga
darn terus berlanjut
hingga vemester I 2004

Konsumsi masyarakat,
masih menjadi peng-
gerak ulama per-
ekonomian Indonesia
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Boks 3: Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesia dan
Dampaknya

Sej ak triwulan I 2004, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengubah dasar penghitungan PDB
dari tahun 1993 menjadi tahun 2000. Nilai PDB dengan seri baru ini digunakan untuk menghitung
PDB atas dasar harga konstan yaitu output setiap tahunnya dinilai menggunakan harga barang
dan jasa pada tahun dasar tersebut untuk mengeliminir pengaruh perubahan harga sehingga
perubahan yang terjadi hanya disebabkan perubahan riil output. Perubahan tersebut kemudian
digunakzn untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Mei 2004, seri baru PDB
der:gan tahun dasar 2000 telah diterbitkan mulai periode triwulan I 2000 sampai dengan triwulan
12004.

Perubahan dasar penghitungan PDB di Indonesia digeser secara berkala hampir setiap 10
tahun. Pada masa lalu perubahan PDB telah dilakukan pada tahun-tahun: 1960, 1973, 1983, dan
1993, Melalui perubahan dasar tersebut, PDB sebagai salah satu indikator makro dapat lebih
menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan terjadinya perubahan struktur
gkonomi, yang diakibaikan antara lain dengan munculnya produk-produk batu terutama industri
yang terkait dengan teknologi informasi, seperti komputer dan telepon selular.

Penggunaan dasar tahun 2000 juga mengikuti saran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang
merekomendasikan tahun dasar untuk dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan
tahun berakhiran nol {0) atau lima (5).

Dengan perubahan tersebut, maka PDB Indonesia atas dasar harga konstan yang dihitung atas
dasar harga tahun 1993 diubah perhitungannya menjadi atas dasar harga kenstan tahun 2000.
Secara konsepsional, perubahan penghitungan PDB atas dasar harga konstan dari tahun 1993
menjadi 2000 meryebabkan perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena
perubahan poia struktur harga pada masing-masing tahun dasar.

Fada dasa:nya, penggunaan tahun dasar 2000 dalam penghitungan PDB atas dasar harga
konstan tidak akan mengubah PDB atas dasar harga berlaku, karena perubahan tahun dasar
tersebut hanya mengubah PDB atas dasar harga konstan. Namun pada penerapan perubahan
dasar tahun tersebut, juga terjadi perubahan pada PDB atas dasar harga berlaku. Hal ini
disebabkan perbaikan cakupan (coverage) pada masing-masing komponen PDB berdasarkan
data yang diperoleh atau tersedia, seperti data dari tabel Input-Output (tabel [-O) tahun 2000.

Basis data yang digunakan pada seri baru PDB dengan dasar tahun 2000 tersebut diturunkan
dari tabel Input-Output Indonesia tahun 2000, yang disusun oleh BPS setiap lima tahun sekali.
Lazimnya besaran PDB yang disusun melalui Tabe] I-O tersebut nilainya lebih tinggi dibanding
dengan estimasi PDB yang secara rutin disajikan pada skala tahunan melalui pendekatan yang
berbeda. Besaran PDB yang berasal dari Tabel I-O lebih lengkap cakupan kegiatan ekonominya
dan lebih konsisten. QOleh karena itu, besaran PDB seri tahunan harus diselaraskan nilainya
dengan besaran PDB lima tahunan yang berasal dari Tabel I-O tersebut.

Perubahan tahun dasar tersebut tentunya berdampak kepada meningkatnya besaran (level)
PDB baik secara nominal maupun riil. PDB dengan tahun dasar 2000 menjadi lebih tinggi
dibanding PDB tahun dasar 1993. Hal ini lebih disebabkan oleh perubahan: cakupan komoditi,
harga serta bobot penghitungan PDBnya sendiri, seperti tampak dalam Tabel 1. Angka
pertumbuhan PDB riil dengan tahun dasar 2000 dan 1993 selama periode 2001-2003 dapat
dilihat dalam Gambar 1 dan 2. Selanjutnya, dampak perubahan tahun dasar PDB terhadap tax
ratio, defisit APBN dan rasio utang Pemerintah dapat dilihat dalam Tabel 2.
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Tabel 1. Perubahan PDB Nominal Akibat Perubahan Dasar Tahun Penghitungan

PDB Atas Dasar Harga Berlaku
Dasar Tahun 2000 Dasar Tahun 1993

*) Asumsi dalam APBN-P
*=y Asumsi dalam APBN 2005
Sumber: BPS (lahun 2000 «/d 2003)

Grafik 1: Pertumbuhan PDB atas dasar harga Grafik 2: Pertumbuhan PDB nonmigas atas
konstan 1993 dar 2000 dasar harga konstan 1993 dan 2000
5.5% 55% :
Drasar 2K .
S0 50% |
Dasar 1943 '
455 4.5%
43%
10% Lh ‘ 1.0%
3.7% 1
218% 3.5% \ ‘ 15%
20% 0%
2001 2002 2002 2001 10002 2003
Sumber: BPS Sumber: BPS

Tabel 2. Dampak Perubahan Dasar Tahun Penghitungan PDB Terhadap Tax Ratio,
Defisit APBN Dan Rasio Utang Pemerintah

PDB Dengan Dasar Tahun 1993 PDE Dengan Dasar Tahun 2000
Tehun  TaxRatio Defisit APBN Rasio Utang Pemenintah  TaxRatio Defisit APBN Rasio Utang Pemerintah
2000 12,6% 2.8% 86,6% 11.08 24% 75,4%
2002 13,05 1.5% 76,7% L, 1% 1,2% 65.1%
2003 13,5% 20% 674% 11,6% 1,8% 51.7%
2004%)  14,0% 1,3% 62,4% 12,1% 1,t% 54.0%
2005%  13,6% €,8% 54.9% 11,6% 0,7% 47 0%

1 Asinkl dalamAPBN-IP
) Asunsi dalam AP BN 2003
Sunber: BES (Uniuk PDB Tahun 2007 s/d 2003)
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terakhir terlihat masih belum memuaskan. Namun dengan stabilitas ekonomi
makro yang relatif terjaga dan membaiknya kondisi sosial, politik, dan
keamanan di dalam negeri terutama terkait dengan penyelenggaraan Pemilu
2004, maka kinerja investasi diharapkan akan mengalami perbaikan cukup
signifikan, Selain ito, permintaan domestik yang masih mengalami penguatan
juga diharapkan akan diikuti oleh peningkatan aktivitas produktif yang pada
gilirannya akan mendorong peningkatan investasi. Pertumbuhan investasi
dalam keseluruhan tahun 2004 diperkirakan mencapai 6,7 persen setelah
sedikit melemah dalam tahun 2003. Pada sisi lain, dalam tahun 2004, ekspor
diperkirakan masih akan mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,2 persen
atau mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun schelumnya yang
tumbuh sebesar 6,6 persen terkait dengan kendala-kendala struktural sisi
penawaran yang masih menghadang. Dampak positif dari penguatan-
penguatan ini diharapkan akan berlanjut dalam tahun 2005 sehingga
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan mencapai 5,4 persen.

Dengan tahun dasar 2000, perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.4
persen dalam tahun 2005 didasarkan kepada ekspektasi akan membaiknya
berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi sisi internal serta masih kuatnya
sisi eksternal. Langkah awal dari faktor nonekonomi ini penting untuk
pemulihan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap ckonomi
makro dan moneter. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh meningkatnya
permintaan domestik serta lingkungan eksternal yang masih kondusif.

Dari sisi penggunaan, perlumbuhan konsumsi masyarakat dalam tahun 2005
diperkirakan masih cukup tinggi vaitu sekitar 4,9 persen, sedikit mengalami
perlambatan dibandingkan konsumsi tahun 2004 yang diperkirakan tumbuh
sebesar 5,3 persen. Relatif tingginya laju pertumbuhan konsumsi masyarakat
dalam tahun 2004 tidak terlepas dari pelaksanaan Pemilu, baik legislatif
maupun presiden yang harus dilakukan dalam dua kali putaran. Selain itu,
tanda-tanda penguatan kinerja investasi yang mulai tampak dalam semester
[ 2004, diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2005. Dalam tahun
2005, investasi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan cukup berarti
yang mencapai sebesar 8,1 persen atau mengalami peningkatan dibanding
tahun sebelumnya sebesar 6,7 persen. Sementara itu, ekspor dan impor
barang dan jasa tumbuh masing-masing 7,2 persen dan 11,3 persen. Realisasi
dan proyeksi pertumbuhan PDB dapat dilihat dalam Tabel IL3.

Pertumbuhan konsumsi terutama ditopang oleh konsumsi masyarakat. Hal
tersebut selain disebabkan oleh adanya perkiraan meningkatnya pendapatan
masyarakat dalam tahun 2005, juga dipengaruhi oleh relatif terkendalinya
tingkat harga dalam negeri, sehingga secara relatif daya beli masyarakat
meningkat. Masih relatif tingginya konsumsi masyarakat juga tercermin pada
kecenderungan pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen (JKK) yang terus
meningkat, Selain itu, masib terkendalinya tingkat bunga domestik pada level
vang relatif rendah diharapkan akan mampu mendorong kredit konsumsi
sehingga pada gilirannya akan menaikkan tingkat konsumsi swasta.
Maraknya penyaluran kredit oleh lembaga-lembaga pembiayaan Konsumen
juga merupakan faktor pendorong lain meningkatnya konsumsi masyarakat.
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Tabel 1.3
REALISASI DAN PROYEKS! PERTUMBUHAN
PRODUK DOMESTIK BRUTO {PDB) RiIL TAHUN 2002 - 2005
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (Persen)

Realisasi Proyeksi

Produk Domestik Bruto 4,3 4,8 5,4

Menurut Penggunaan

Konsumsi Masyarakat 3,8 3.9 5,3 49

Kensunmsi Pemerintah 13,0 10,0 8.1 1.7

Pembentukan Madal Tetap Bruto 22 1,9 6.7 8,1

Ekspor Barang dan Jasa -1.0 6,6 6,2 7,2

Impor Barang dan Jasa -4.0 28 12,0 11,3

Menurut Lapangan Usaha

Pertanian 28 3 29 3.0

Pertambangan 04 -16 1,0 39

Industri Pengolahan 59 50 53 6.1

Migas 25 2.1 6.3 0.5
Non Migas 6,4 54 80 6,2

Listrik, gas, air bersih 7.5 59 6,0 7.0

Bangunan 52 6,3 4.5 5,0

Perdagangan, hotel, restcran 39 53 5.5 50

Fengangkutan dan Komunikasi 8.4 116 14,0 13,0

Keuangan dan lain-lain 55 69 8,0 6,8

Jasa-jasa 3,2 41 3,0 3,3

Sumber BPS (Tahun 2002 dan 2003)
Sementara itu, kinerja investasi juga diperkirakan akan semakin mengalami Kinerja investasi diper-
perbaikan. Setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, kirakan akan semakin
kinerja investasi diperkirakan akan mengalami arah pembalikan yang mengalami perbaikar

semakin menguat dalam tahun 2004. Tanda-tanda penguatan ini mulai terlihat
dalam semester I 2004 yang tumbuh sebesar 8,3 persen, lebih tinggi dari
semester sebelumnya sebesar 3.5 persen. Penguatan kinerja investasi ini
Juga diperkirakan akan terus berlanjut dalam tahun 2005 terlebih mengingat
penyclenggaraan Pemilu tahun 2004 berjalan lancar dan aman. Hal ini juga
ditunjang dengan semakin baiknya proses reformast sektor keuangan,
restrukturisasi perusahaan, dan utang luar negeri swasta, serta mulai
berjalannya kembali beberapa proyek besar dalam rangka peningkatan
penyediaan prasarana fisik yang pada gilirannya juga diharapkan akan
mampu meningkatkan iklim investasi. Faktor-faktor lain yang diharapkan
akan mampu mendorong pertumbuhan investasi riil antara lain yaitu semakin
meningkatnya kepercayaan dunia usaha yang ditandai oleh kecenderungan
semakin baiknya manajemen ekonomi makro sebagaimana tercermin pada
relatif terkendalinya berbagai indikator makro dalam beberapa periode
terakhir. Pada sisi lain, investasi portofolio yang meningkat dalam beberapa
tahun terakhir akan diikuti oleh meningkatnya investasi riil.
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Pertumbuhan ekspor barang dan jasa dalam tahun 2005 juga diperkirakan
akan mengalami peningkatan yakni menjadi sebesar 7,2 persen dari semula
06,2 persen dalam tahun 2004. Peningkatan ini scjalan dengan relatif masih
kuatnya kinerja ekonomi global. Selain itu, respon kebijakan pemcrintah
yang tepat terhadap berbagai kendala struktural dan rendahnya daya saing
industri nasional akan sangat berperan mendorong peningkatan ekspor.

Dari sisi penawaran, jalur penguatan kinerja ekonomi diperkirakan berlanjut
dalam tahun 2005 yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka pertumbuhan
yang diperkirakan akan terjadi pada seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan
yang tinggi diperkirakan terjadi pada seitor pengangkutan dan komunikasi
(13,0 persen), bangunan (5,0 persen), listrik, gas, dan air bersih (7,0 persen),
dan keuangan (6,8 persen). Relatif tingginya pertumbuhian yang dicatat oleh
sektor-sektor yang tidak diperdagangkan (non-tradable sectors) ini akan
semakin memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Indonesia.

Datam tahun 2005, kinerja pertumbuhan sektor pertanian relatif stabil
dibandingkan dua tahun terakhir dengan kecenderungan meningkat. Laju
pertumbuhan sektor pertanian dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai
sebesar 3,0 persen, mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2004
sebesar 2,9 persen. Laju pertumbuhan sektor pertanian ini terutama didorong
oleh faktor produktivitas vang semakin baik dan iklim yang diperkirakan
akan relatif kondusif selama tahun 2005 sehingga akan mampu mendorong
pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan
perikanan. Sementara itu, kinerja sektor bangunan juga diharapkan akan
semakin membaik dalam tahun 2005. Membaiknya kinerja sektor bangunan
ini antara lain ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan volume kredit sektor
properti sejalan dengan kecenderungan menurunnya tingkat bunga domestik.

Pada sisi lain, kinerja sektor industri pengolahan terutama non-migas
diperkirakan juga akan terus membaik sejalan dengan meningkatnya investasi
dan upaya-upaya revitalisasi berbagai industri andalan yang mempunyai
daya saing tinggi. Tanda-tanda membaiknya kinerja pertumbuhan scktor
industri pengolahan non migas ini terlihat dari pergerakan angka indeks
produksi scktor industri yang cenderung terus meningkat dalam awal tahun
2004. Dalam tahun 2003, industri pengolahan non migas diperkirakan tumbuh
sebesar 6,9 persen atau lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya yang
berturut-turut tumbuh sebesar 5,4 persen dan 6,0 persen. Selain itu,
membatiknya prospek kinerja perekonomian global diharapkan akan dapat
mendorong permintaan produk ekspor hasil-hastl industri Indonesia.

Inflasi

Akumulasi laju inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2004 mencapat
4,38 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi dalam periode yang
sama tahun 2003 sebesar 3,34 persen. Secara tahunan (y-o-y) laju inflasi
dalam tahun 2004 mengalami peningkatan dari 4,82 persen dalam bulan
Januari menjadi 6,22 persen dalam bulan Oktober.
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Secara kescluruhan laju inflast bulanan selama kuiua wakto Januari sainpai
dengan Oktober 2004 febih tinggi dibanding periode vang sama tahun 20003,
kecuali untuk bulan Jaruari dan Februari. Lebih rendahnya inflasi pada bulan-
hulan tersebut didotong oleh menurannya harga-harga bahan makanan terkait
dengan pasokan vang relatit berlebilt.

Scmentara i, pada bulan Marct 2004 inflasi mencapai 0,36 persen,
sedangkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya terjadi deflasi sebesar
0,23 persert, Selanjutnya, inflast pada bulan April 2004 mencapai 0,97 persen
lebih tingg: dibanding inflasi pacda bulan yang sama tahun 2003 scbesar 0,15
persen. Inflasi bulan Aprit 2004 ini terutama didorong oleh kenaikan harga
daging ayvam rus sebagal akibat kenaikan harga pakan teinak, kenaikan
tarif air minum/PAM, serta harga kontrak rumah. Pada bulan Mei 2004
1ntlasi mencapai (L8 persen lebih tinggi dibanding inflasi bulan Mei 2003
schesar 0,21 petsen. Tingginva inflasi pada bulan Mei 2004 ini terulama
disebabkan olch adanya kenaikan tarif telepon, khususnya tant telepon Tokal.
Dalam bulan Juni 2004 inflasi mencapai 0,48 persen, lebih tinggi dari inflasi
bulan yang sama tahun 2003 sebesar 0,09 persen. Inflasi bulan Juli 2004
tercatal sebesa 0,39 persen lebih tinggi dari inflasi bulan Juli 2003 sebesar
0.03 persen. Peningkatan harga pada bulan Juni dan Juli 2004 tersebut
terutama didorong olch peningkatan harga-harga dalam sub kelompok bahan
makanan serta perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Perkembangan
inflasi berdasarkan kelompok pengeluman dapat di lihat pada Grafik IL1.

Graflk 1)1
PERKEM BANGAN LAJU INFLASI KUMULATIF BERDASARKAN
KELOM POK PENGELUARAN Januari - Oktober 2004
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Selanjutnya berdasarkan kelompok pengeluaran, 1aju inflasi kumulatif sebesar
4.38 persen periode Januart-Oktober 2004 discbabkan olch meningkalnya
mndek kelompok bahan makanan sebesar 1,59 persen, makanan jadi, minuman,
1okok dan tembakau sebesar 3,21 persen, perumahan 6,18 persen, sandang
2.94 persen, keschatan 3.79 persen, pendidikan. rekreasi dan olah raga 10,22
persen, serta transportasi dan komunikasi sebesar 5,29 persen.
Perkembangan inflasi dapat dilihat pada Grafik 1.2
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Inflasi puda akhir tahun
2004 diperkirakan dapat
dikendalikan  pada
tingkat sekitar 7 persen.

Inflasi tahun 2005
diperkirakan dapat
dikendalikan pada
tingkar sekirar 5,3
persen.
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Berdasarkan perkembangan inflasi bulanan tersebut, inflasi pada akhir tahun
2004 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 7 persen, lebih
tinggi dari inflasi tahun 2003 yang mencapai 5,06 persen. Perkiraan tingkat
inflasi 7 persen tersebut didasarkan pada perkembangan dan perkiraan
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju inflasi. Faktor yang
diperkirakan mendorong laju inflasi adalah perkiraan terdepresiasinya nilai
tukar rupiah dan kenaikan harga-harga perdagangan dunia, yang pada
gilirannya akan menaikkan harga barang—bdrdng impor (imported infla-
tion). Selain itu, kebijakan pembatasan impor gula, kenaikan harga BBM
untuk industri, serta peningkatan biaya transportasi untak impor sebagai
akibat kenaikan harga minyak mentah dunia merupakan faktor yang turut
mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2004. Di sisi lain, perkiraan akan
terjadinya panen raya di daerah pesisir utara Jawa yang merupakan salah
satu sentra produksi padi nasional dalam bulan Agustus 2004, merupakan
salah satu faktor yang diperkirakan dapat menahan laju inflasi dalam tahun
2004. Kondisi yang relatif aman selama masa kampanye maupun Pemilu
memberikan pengaruh positif bagi kelancaran distribusi barang yang pada
gilirannya dapat menjaga kestabilan pergerakan harga secara umum.
Selanjutnya, kebijakan moneter yang cenderung ketat pada awal tahun 2004
pada gilirannya juga akan mengurangi tekanan inflasi pada semester II 2004,

Sejalan dengan adanya langkah-langkah Pemerintah dan Bank Indonesia
baik di bidang moneter, fiskal, maupun kebijakan sektor riil, inflasi tahun
2005 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 5,5 persen. Asumsi
inflasi 5,5 persen tahun 2005 didukung oleh kebijakan fiskal dan moneier
yang berhati-hati, perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah pada tahun
2005, optimisme membaiknya kondisi politik dan keamanan pasca Pemilu,
serta asumsi lebih rendahnya harga minyak dunia yang diikuti oleh harga-
harga komoditas non-migas dunia,
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Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang cenderung menguat
scjak tahun 2001, kembali tertekan hingga mencapai Rp9.403 per dolar
Amerika Serikat pada bulan Juni 2004, Namun demikian, sciring dengan
lancar dan amannya pelaksanaan Pemilu serta efektifnya berbagai kebijakan
pemerintah, nilai tukar rupiah kembali menguat hingga mencapai rata-rata
Rp9.093 per dolar Amerika Serikat pada bulan Oktober 2004. Dengan
perkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah selama sepuluh bulan
pertama 2004 sebesar Rp8.897 per dolar Amerika Serikat atau terdepresiasi
3,5 persen bila dibandingkan dengan rata-rata nilai tukar rupiah pada periode
yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8.593 per dolar Amerika
Serikat.

Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut sebagai dampak rambatan penguatan
dolar Amerika Serikat secara global dan kenaikan harga minyak dunia.
Perkembangan terschul telah mendorong pelaku pasar untuk melepaskan
investasi portofolio dalam bentuk rupiah (capital outflows). Tekanan
depresiasi rupiah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya
permintaan valuta asing oleh beberapa korporasi dan BUMN (bandwagon
effect) yang ditengarai untuk memenuhi kewajiban luar negeri dan kebutuhan
Lmpor.

Kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah juga terlihat pada
meningkatnya indikator risiko khususnya dalam jangka pendek, yang
tercermin pada relatif meningkatnya premi swap antarbank dalam bulan
Mei-Juni 2004 untuk semua jangka waktu baik 1 bulan, 3 bulan, maupun 6
bulan.

Sementara itn, melemahnya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya ekspektasi
laju inflasi menyebabkan nilai tukar rupiah secara riil melemah yang
ditunjukkan oleh menurunnya indeks (Real Effective Exchange Rate/
REER) dari 100,44 pada akhir Desember 2003 menjadi 93,73 pada Oktober
2004. Perkcmbangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat
dilihat pada Grafik IL.3.

) Graflk 1.3
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Nominal den Rilt (REER)
terhadap Dolar Amerika Serlkat, Tahun 2003 - 2004

L L] Ot
e S i ——E—

Rata-rata nilal tukar ru-
piah Januari-Oktaber
2004 mencapai Rp8.897
per dolar Amerika
Serikat.

Nilai ndkar rupiah
melemal disebabkan
menguatnya  dolar
Amerika Serikar secara
global, serta meningkar-
aya  harga  minyak
internasional dan
perminiaan valas.

REER turun dari 100,44
pada Desember 2003
menjadi 93,73 pada
Ohktober 2004.
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BI telah mengeluarkan
seranghaian kebiyjakan
untuk menjaga nilai
tukar rupiah tetap
realisiis

Rata-rata nilai tukar
inhun 2004 diperkira-
kan Rp8 900/U58.

Dalam  fahun 2005,
rata-rata nilal kar ru-
piah diperkirakan men-
capal Rp8.600 per dolar
Amerika Serikal.

Suku bunga SBI 3 bulan
ceaderung menurun
hingga mencapal rata-
rata7, 41 persen selama

periode  Januari -
Oktober 2004

Penurunan suku bunga
SBI didorong oleh
membaiknya beberapa
indikator ekonomi
makro
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Pada bulan-bulan mendatang nilai tukar rupiah diperkirakan sedikit mengalami
tekanan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih relatif tingginya permintaan
valuta asing di dalam negeri dan menguatnya dolar Amerika terhadap mata
vang global. Dengan mencermati pengaruh tersebut dan perkembangan
realisasi selama 10 bulan pertama tahun 2004, maka rata-rata nilai tukar
rupiah selama tahun 2004 diperkirakan akan mencapai Rp8.900 per dolar
Amerika Serikat.

Dalam tahun 2005, nilai tukar rupiah diperkirakan cenderung menguat. Hal

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama tahun 2005 diperkirakan akan
mencapai Rp8.600.

Suku Bunga SBI 3 Bulan
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sejalan dengan target indikatif yang ditetapkan. Sejalan dengan meningkatnya
pertumbuhan uang primer pada tahun 2004, jumlah vang beredar (M1 dan
MZ) mengalami kenaikan yang masing-masing tumbuh sebesar 10,6 persen
dan 4,2 persen sclama Januari-Oktober 2004. Posisi dan target indikatil
uang primer dapat dilihat dalam Grafik IL4,

Grafik I1.4
POSISI DAN TARGET INDIKATIF UANG PRIM ER, 2003-2004
{miliar ruplah)
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Penurunan suku bunga SBI telah mendorong berlanjutnya penurunan suku bunga Penurunan suku bunga
kredit, walaupun belum seperti yang diharapkan. Sampai dengan Oklober 2004, SBI diikuti oleh pe-
suku bunga kredit modal kerja (KMK), kredit konsumsi (KK), dan kredit investasi nurunan suku bunga
{KI) mengalami pcnurunan masing-masing sebesar 143 basis poin, 143 basis perbankan.

poin, dan 180 basis poin dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Dalam
periode yang sama, suku bunga deposito berjangka I bulan menunjukkan
kecenderungan yang meningkal, yaitu dari 6,27 persen pada Januari 2004 menjadi
6,43 persen pada akhir Oktober 2004. Sementara itu, suku bunga pasar uang
antarbank (PUAB) over night pada periode Januari-Oktober 2004 menunjukkan
perkembangan yang berfluktuatif. Pada  Oktober 2004, suku bunga PUAB
aver night sebesar 10,92 persen, naik 627 basis poin dibandingkan dengan
akhir tahun 2003.

Penurunan suku bunga SBI ini ditengarai merupakan salah satu variabel yang
mempengaruhi aklivtas investor di pasar saham. Sclama sepuluh bulan terakhir
tahun 2004, THSG cenderung meningkat hingga mencapai 860,48 pada Oklober
2004. Demikian pula jumlah total volume dan nilai transaksi meningkat masing-
masing 83,01 persen dan 91.4 persen pada Oktober 2004.

Seiring dengan penurunan suku bunga perbankan dan diterapkannya kebijakan Kinerju beberapa in-
pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan valas serta penctapan dikator utuma per-
manajemen risiko pada aktivitas interner banking secara efektif, kincrja ”fmkf{” meninjukkan
perbankan dalam tahun 2004 menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin pada pethuikan.

peningkatan jumlah kredit yang disalurkan dari Rp437.944 miliar pada akhir
2003 menjadi Rp525.648 miliar pada Oktober 2004, sedangkan dana petbankan
meningkat 3 persen. Beberapa indikator perbankan lainnya juga menunjukkan
perbaikan seperti meningkatnya loan to deposit ratio (LDR) dan net interest
margin (NIM), serta relatif stabilnya non performing loans (NPLs).
Perkembangan suku bunga SBI, suku bunga perbankan, dan suku bunga pasar
vang antarbank dapat dilihat dalam Tabel I1.4.
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Tabel 1.4
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA
2002-2004 (persen)

Deposito

1BiIn 3 BIn 1 Bulan

2002 Desember 12,99 13,12 8,80 18,25 17,82 20,21 12,81
2003 Januari 12,69 12,94 10,77 18,26 17,82 20,16 1264
Februari 12,24 12,68 11,04 18,25 17,85 20,08 12,35
Maret 11,40 11,97 1270 18,08 17,85 20,12 11.90

April 11,06 11,29 9,12 17,87 17,74 19,09 11,44

Mei 10,44 10,88 5,81 17,75 17,67 18,88 11,02

Juni 9,53 10,18 8,95 17,41 17,43 19,73 10,31

Juli 9,10 9,18 5,91 16,88 17,03 19,59 B,95
Agustus B,91 9,08 7,10 16,36 16,70 19,48 B,17
September 8,66 8,75 4,89 16,07 16,53 19,33 7.67
Qktober 8,48 8,43 7.18 15,77 16,27 19,00 7.47
November 8,49 438 3,99 15,45 15,93 18,87 6,98
Desember a 8,34 4 865 15,07 15 68 18,69 5,62

2004 Januari 7.88 8,15 7.21 14,99 15,44 18,49 6,27
Februari 7.48 7.70 531 14,79 15,29 18,47 5,99
Maret 742 7,33 587 14,61 1512 168,11 586

April 7,33 7.25 4,53 14,48 14,98 17,89 588

Met 7,32 7,24 471 14,27 14,78 17 68 B,16

Juni 7.34 7.25 4,24 14,1 14,64 17,51 6,23

Juli 7.34 7,29 4,82 13,99 14,58 17,3 6,256
Aguslus 7.37 7.31 4,87 13,84 14,45 17,08 5,28
September 7,39 7.31 4,13 13,8 14,33 17,03 6,31

Oktober 7,41 7 10,92 14 16 B9
Sumber Hank Ingonesia

Sampai akhir tahun
2004, suku bunga SBI 3
bulan diperkirakan
mencapai 7,5 persen

2004 sebesar 8,5 persen.

Suku bunga SBI 3 bulan
dalam tahun 20035
diper kivakan mencapai
8.3 persen

6,5 persen.

Harga Minyak Mentah Internasional

Harga minyak mentah
internasional dalam
ighun 2004 cenderung

lingsil.
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Amerika Serikat menyebabkan harga minyak mentah internasional terus
menguat. Selain itu ketidakpastian yang cukup besar terkait dengan pasokan
minyak dunia akibat permasalahan yang terjadi di negara-negara pemasok
minyak di pasar internasional turut memicu tingginya harga minyak dunia.

Harpga minyak jenis Brent pada bulan September 2004 mencapai US$43.38
per barel atau meningkat sebesar 39,13 persen dibanding harga bulan Januari
sebesar US$31,18 per barel. Harga minyak Brent pada bulan tersebut
merupakan harga minyak tertinggi dalam tahun berjalan. Demikian juga
dengan harga rata-rata minyak mentah keranjang (hasker) OPEC mencapai
harga tertinggi pada bulan September 2004 sebesar UUS$40,36 per barel
atau meningkat 33,07 persen dibanding harga pada bulan Januari sebesar
US$30,33 per barel. Perkembangan harga minyak dapat dilihat dalam
Tabel I1.5.

Tabelli.5
PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA MINYAK
Januari 2003 - September 2004
{(USS ! barel)

Brent OPEC ICP
Januari 31,25 30,34 31,35
Februari 32,76 978 32,04
M aret 30,34 29,78 30,36
April 25,02 2534 27 41
Mai 25,81 2560 26,51
Juni 27,55 2674 26,15
Juli 28,40 2743 26,895
Agustus 29,82 2883 2843
September 27,10 2532 26,88
Okiaber 2980 28,54 2921
Nopember 28,77 2845 29,48
Desember 2988 29,44 30,50
Januarni 31,18 30,33 30,97
Peabruari 30,87 29,56 30,96
Maret 33,80 32,05 3315
April 33,36 32,35 32,89
Mei a7 g2 36,27 3753
Juni 3519 3452 36,12
Juli 38,37 36,29 3710
Agustus 4303 40,47 4261
September 4338 40,36 44,31

Sumber:Pertamina, Blcomberg

Meningkatnya harga minyak internasional mendorong peningkatan harga
rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Qil Price/ICP).
Pada bulan Desember 2003 harga rata-rata minyak mentah ICP mencapai
US$30,5 per barel dan terus meningkat hingga mencapat US$44.31 per
barel pada bulan September atau meningkat 45.3 persen. Selama sepuluh
bulan terakhir, rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai US$35,62
per barel. Kecenderungan meningkatnya harga tersebut diperkirakan akan
terus bertanjut hingga akhir tahun 2004. Secara keseluruhan dalam tahun
2004 harga rata-rata minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai
US$36 per barel. Perkembangan harga rata-rata minyak ICP 2003-2004
dapat dilihat dalam Grafik ILS.

Realisusi harga minyak
Brent dan OPEC Sep-
tember 2004 mencapai
tingka! tertinggi

Harga [CP 2004
diperkirakan mencapai
USE36/barel.
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Produfksi minyak
mentah fahun 2004
diperkirakan mencapal
LO72 juta barelthari.

Produkst minvik
mentah tahun 2005
diperkirakan mencapui
1125 juta barelfhari.

Fungsi neraca pem-
bayaran: barometer
kemaumpuan pereko-
nomian dalam transaksi
mternasional; indikator
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Graflk 1.5
PERAKEM BANGAN HARGA RATA-RATA MINYAK ICP
Januarl 2003-September 2004
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Dalam tahun 2005 harga rata-rata minyak ICP diperkirakan mencapai US$24
per barel, lebih rendah dari perkiraan realisasi tahun 2004, Pemirunan harga
tersebut diperkirakan terjadi terkait dengan semakin pulihnya pasokan minyak
di pasar inlernasional terutama yang berasal dari ladang-ladang minyak Irak,
relatif stabilnya permintaan minyak dunia, dan membaiknya situasi politik dan
keamanan di negara-negara produsen minyak.

Produksi Minyak Mentah Indonesia

Realisasi produksi minyak mentah Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan
mencapai 1,072 jutabarel per hari, lebih rendah dari asumsi dalam APBIN 2004
sebesar 1,15 juta barel per harl. Menurunnya produksi minyak menlah Indone-
sia dalam beberapa tahun terakhir ini terkait dengan kondisi sumur-sumur minyak
yang sudah tma schingga secara alamiah produksi minyak semakin berkurang,
sedangkan produksi minyak yang dihasilkan dari ladang-ladang minyak baru
masih belum cukup optimal.

Dalam tahun 2005 dengan perkiraan terjadinya peningkatan produksi minyak
yang dihasilkan oleh ladang minyak baru, volume produksi minyak mentah In-
donesia diperkirakan dapat mencapai 1,125 juta bare} per hari atan lebih tinggi
dibandingkan perkiraan realisasi tahun 2004 yang mencapai 1,072 jula barel
per hari.

Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran Indonesia (halance of payments) memainkan peranan
cukup penting dalam pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Selain dapat
dijadikan schagai barometer dalam mengukur kemampuan perekonomian
nasional dalam menopang transaksi-transaksi internasional, terutama yang
berhubungan dengan kewajiban pembayaran utang dan transaksi impor, posisi
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neraca pembayaran juga merupakan salah satu indikator yang turut
mempengaruhi sentimen para pelaku pasar. Di samping ilu, sejumlah besaran
yvang ada di dalamnya, seperti ckspor-impor barang dan jasa, memiliki
kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik
Bruto (PDB}. Oleh karena itu, sektor ini juga memiliki peranan yang sangat
stralegis dalam upaya mendorong perbaikan ekonomi di dalam negeri, baik
dart sisi ketersediaan cadangan devisa maupun dari sisi kontribusi sektor
tersebut terhadap pertufnbuhan ckonomi.

Dalam tahun 2004, kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan
mengalami penurunan, yaitu dari surplus sebesar US$4.257 juta dalam tahun
2003 menjadi defisit scbesar US$1.229 juta, Detisit neraca pembayaran itu
bersumber dari menurunnya surplus transaksi berjalan dan pada saat yang

sama defisit neraca modal mengalami peningkatan.

Transaksi Berjalan

Dalam tahun 2004, realisasi transaksi berjalan (current accounts)
diperkirakan mengalami surplus sebesar US$4.159 juta atau sekitar 1,9
persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan surplus dalam tahun
2003 yang mencapai US$7.253 juta atau sekitar 3,5 persen dari PDB.
Cenderung menurunnya surplus transaksi berjalan disebabkan oleh penurunan
surplus neraca perdagangan (trade balance) dan peningkatan defisit neraca
jasa-jasa (service accounts).

Penurunan surplus neraca perdagangan dari US$23.708 juta dalam tahun
2003 menjadi US$21.830 juta atau turun sekitar 7,9 persen dalam tahun
2004 terutama disebabkan oleh peningkalan ekspor yang lebih rendah bila
dibandingkan dengan peningkatan impor. Perkembangan transaksi berjalan,
neraca perdagangan dan neraca jasa dapat dilihat dalam Grafik 11.6.

Grafik 1.6
TRANSAKSIBERJALAN,NERACA PERDAGANGAN & NERACA
JASA, 1897-2005

2001 2002 200% 204" 0% )
*) PevbironRaciieenl ") Parkiraon

yang mempengaiuli
sentimen pelaku pasar;
dan komponen pem-
bentukan PDB.

Kinerja neraca pem-
hayaran mengalami
penurunan.

Surpluy transaksi
berjalan tauhun 2004
cenderung menurun
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Realisasi nilai ekspor
diperkirakan meningkat
6,7 persen.

Nilai impor meninghat
15,5 persen.

Defisit neraca jasa-jasa
diperkirakan meningkal
sekitar 7,4 persen

Realisasi neraca modal
diperkirakan menga-
lami peninglatan defisit.
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Realisasi nilai ekspor dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai US$67.505
juta, atau meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan dengan nilai ekspor dalam
tahun 2003 yang mencapai US$63.254 juta. Peningkatan ini bersumber dari
ekspor minyak bumi dan gas alam (migas) yang meningkat sebesar 21,6 persen
dan ekspor bukan minyak bumi dan gas alam (nonmigas) yang meningkat
sebesar 2,0 persen. Terjadinya peningkatan ekspor migas lebih disebabkan oleh
naiknya harga minyak di pasar internasional, sedangkan volume ekspornya
cenderung menurun. Sementara itu, peningkatan ekspor nonmigas diperkirakan
terutama karena meningkatnya ekspor produk primer seperti batu bara dan
tembaga serta beberapa produk manufaktur seperti CPO, dan produk kimia.
Peningkatan ekspor batu bara antara lain disebabkan oleh meningkatnya
permintaan komoditas tersebut terutama dari China guna menggerakan kegiatan
industrinya.

Sementara itu, reafisasi nilai impor dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai
US$45.675 juta, atau meningkat sebesar 15,5 persen dibandingkan dengan nilai

tahun sebelumnya.

Dalam pada itu, defisit neraca jasa-jasa dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai
US$17.671 juta, meningkat sebesar 7,4 persen dibanding defisit dalam tahun
2003 sebesar US$16.455 juta. Peningkatan defisit ini terutama sebagai akibat
meningkatnya investasi ke luar negeri.

Neraca Modal
Realisasi defisit lalu lintas modal dalam tahun 2004 diperkirakan terjadi
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aliran modal masuk tersebut terkait dengan meningkatnya kepercayaan
internasional terhadap stabilitas ekonomi makro. Dari sisi investasi lainnya
terjadi peningkatan defisit, hal ini terkait dengan pembayaran utang luar
negeri sekior korporasi yang cukup besar. Ringkasan ncraca pembayaran
Indonesia tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dapat dicermati pada Tabel

1.6
Tabel 1.6
RINGKASAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA, 2003 - 2005
{US$ juta)
ITEM 2003 20047 2005™
TRANSAKSI BERJALAN 7.253 4.159 9918
Neraca Perdagangan 23 708 21 830 18 032
a Elkspor fob 53 254 67 505 63 451
b tmpor fob -39 546 45 B75 45 419
Neraca Jasa-jasa, nato -16 4535 -17 671 -17 034
NERACA MODAL 949 -1.756 -2.128
Sektor Publik, neto B35 -2,002 -3.037
- Penedmaan pinjaman dan bantuan 2169 3 637 3155
a Bantuan program dan lainnya 210 350 1000
b. Bantuan proyekdan lainnya 1959 3 287 2155
- Pelunasan pinjaman '/ -3 004 -5 638 -6 192
Sektor Swasta, neto 114 246 809
- Penanaman modal langsung, nele -597 157 224
- Investasi partafalio 2.251 2.385 2392
- Lainnya, nato -1 768 -2.296 -1 707
C. TOTAL (A + B) 6.304 2,403 -1.130
D. SELISIH YANG BELUM -2.648 -2,458 0
DIPERHITUNGKAN

E. KESEIMBANGAN UMUM 3.656 <55 -1.130
F. PEMBIAYAAN -3.656 55 1.130

Memarandum items :
Perubahan cadangan devisa ¥ -4 257 1229 2276
Cadangan devisa 36 286 35 067 3z
Transaksi beralan/PDB (%) 35 1.9 1.0

Y Parkiraan realisas:
‘rf  ParKraan
1 Dalam tahun 2003 lelah memperhilung kan penyadwalan kambal (reschediiing) utang Juar neger
2 anda negalif berarti penambahan dewsa dan lande positif berarh pengurangan devisa
Sumber Bank Indonesla

Prospek Neraca Pembayaran Tahun 2005

Defisit neraca pem-
bayaran diperkirakan
mengalani penurinai
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Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2003 dan Asumsi Dasar APBN 2003

Penurunan surplus transaksi berjalan disebabkan oleh menurunnya surplus
neraca perdagangan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan defisit
neraca jasa-jasa. Penurunan surplus neraca perdagangan terjadi sebagai
akibat menurunnya ekspor sekitar 6,0 persen, sementara di sisi lain nilai
impor mengalami penurunan sekitar 0,6 persen. Penurunan ekspor lebih
disebabkan oleh menurunnya ekspor migas terkait dengan harga minyak
tahun 2005 yang diperkirakan lebih rendah dibanding tahun 2004, sedangkan
ekspor nonmigas diperkirakan meningkat sebesar 4,0 persen, Pertumbuhan
ekspor nonmigas diperkirakan lebih rendah antara lain karecna sedikit
melambatnya pertumbuhan permintaan dunia yang berdampak pada
menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia. Sedangkan perturunan
impor tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya impor migas sebagai
akibat menurunnya harga minyak mentah di pasar internasional. Sementara
itu, penurunan defisit neraca jasa-jasa terkait dengan menurunnya
pembayaran bunga utang LN dan meningkatnya penerimaan jasa pariwisata,

Sementara itu, dalam tahun 2005 defisit lalu lintas modal diperkirakan
meningkat menjadi US$2.128 juta atau naik sekitar US$ 372 juta dibanding
tahun 2004 yang mengalami defisit US$1.756 juta. Peningkatan defisit lalu
lintas modal tersebut diperkirakan terutama bersumber dari peningkatan
defisit sektor publik sebagai akibat menurunnya penerimaan pinjaman dan
bantuan pemerintah, sementara pelunasan pinjaman diperkirakan mengalami
peningkatan terkait dengan telah jatuh temponya kewajiban pembayaran
luar negeri sektor tersebut. Berdasarkan perkiraan tersebut di atas, posisi
cadangan devisa tahun 2005 mencapai US$32.791 juta atau lebih rendah
dibandingkan posisi tahun 2004 yang mencapai US$35.067 juta. Jumlah
tersebut berarti setara dengan 5,4 bulan pembayaran impor dan pembayaran
utang fuar negeri pemerintah.
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BAB IIl

PERKEMBANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA

Pendahuluan
APBN, scbagai salah satu jangkar pengaman perekonomian nastonal, harus APBN harus diyjaga
scnantiasa dijaga keseimbangannya antara tujuan untuk mengamankan keseimbangannya

kesinambungan fiskal dengan tujuan untuk mendorong perekonomian. Peranan
APBN tersebut, hingga saat ini, masih dalam batas rambu-rambu yang menjamin
kesinambungan fiskal, sedangkan stimulus ekonomi yang terbesar tetap
diandalkan dari masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan

elconomi.
Kebijakan fiskal, yang dituangkan melalui APBN, ditujukan untuk melanjutkan Kebijakan fiskal dituju-
dan memantapkan konsolidasi fiskal, dan penyehatan APBN dalam rangka kan untulk melanjutkan

dan memantapkan kon-
solidasi fiskal, dan
penvehatan APBN.

menciptakan ketahanan {iskal yang berkelanjutan. Konsolidasi fiskal tersebut
diupayakan melalui beberapa langkah utama sebagai berikut. Pertama,
peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan
pencrimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak
(PNBP). Kedua, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara
dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja
minimum. Ketiga, pengelolaan utang negara yang sehat, dalam rangka menutupi
kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah mulai tahun 2004,
Keempat, perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan
memperbesar peranan sektor pajak nonmigas, dan pengalihan subsidi secara
bertzhap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang
mampu agar lebih tepat sasaran. Kelima, pengelolaan keuangan negara yang
Ichih efektid, efisien, dan berkesinambungan, yang dilakukan antara lain melalui
perbaikan manajemen pengeluaran negara.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan rasio perpajakan terhadap Upaya-upaya mening-
PDB (tax ratioj secara bertahap, telah dan akan terus dilakukan langkah- katkan pencrimaan
langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi pajak

perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, dan potensi pajak yang

tersedia dapat dipungut secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, rasio

penerimaan perpajakan terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir dapat

ditingkatkan, dari sekitar 13 persen pada tahun 2002, menjadi 14,0 persen dalam

APBN-P 2004. Dengan perkembangan tersebut, peranan penerimaan

perpajakan terhadap pendapatan negara mengalami perubahan, yakni dari 70,4

persen dalam tahun 2002, menjadi 69,1 persen dalam APBN-P 2004,

Di sisi lain, perkembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sangat Perkembangan PNBP
dipengaruhi antara lain oleh perkembangan harga dan produksi minyak mentah menunjukkan pening-
Indonesia, perbaikan kinerja BUMN (yang memberikan kontribust melalui fatar

pay oul ratio dari laba BUMN), serta efektivitas pengumpulan berbagai
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Pet kembargan belania
negara menunjukkan
perninghkatan.

Defisit anggaran dapat
dikendalikan,

Pendapatan Negara dan
Hibah periode 2002-
2004 meningkal rata-rata
18,3 persen per tahin
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pungutan dari departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen melalui
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dari perkembangan berbagai
faktor di atas, dalam tiga tahun terakhir perkembangan PNBP terus
mengalami peningkatan, yakni dari Rp88,4 triliun (5,5 persen terhadap PDB)
dalam tahun 2002, kemudian meningkat menjadi Rp98,2 triliun (5,5 persen
terthadap PDB) dalam tahun 2003, dan dalam APBN-P 2004 diperkirakan
realisasinya mencapai Rp123,8 triliun (6,2 persen terhadap PDB) atau
meningkat 25,2 persen dibandingkan realisasinya dalam tahun sebelumnya.

Demikian pula, perkembangan belanja negara dalam tiga tahun terakhir,
secara nominal juga terus menunjukkan peningkatan dari Rp322,2 triliun
dalam tahun 2002 menjadi Rp430,0 triliun dalam APBN-P 2004. Peningkatan
ini terutama berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan aparatur
pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberian
stimulus fiskal secara terbatas pada perekonomian, dan peningkatan alokasi
anggaran ke dacrah sejalan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi
fiskal. Dengan demikian, rasio belanja negara terhadap PDB dalam periode
tersebut juga menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yaitu dari 20,0
persen pada tahun 2002 menjadi 21,6 persen dalam APBN-P 2004.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban subsidi dari
2,5 persen terhadap PDB pada tahun 2002 menjadi 3,5 persen terhadap
PDB dalam APBN-P 2004,

Dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal tersebut, defisit anggaran berhasil
dikendalikan dari 1,5 persen terhadap PDB dalam tahun 2002, menjadi 1,3
persen terhadap PDB dalam APBN-P 2004. Sumber pembiayaan yang
diandalkan untuk dapat menutup defisit anggaran dalam periode tersebut,
terutama berasal dari dalam negeri, yaitu dari hasil penjualan aset program
restrukturisasi perbankan, privatisasi BUMN, dan penerbitan surat utang
pemerintah. Sementara itu, sumber pembiayaan dari luar negeri relatif terbatas,
terkait dengan beban pembayaran pokok utang luar negeri yang cukup besar,
terlebih setelah berakhirmya program kerjasama dengan IMF yang berdampak
pada tidak dapat diperolchnya lagi fasilitas penjadwalan (rescheduling) utang
luar negeri pemerintah. Ke depan, beban pembiayaan anggaran akan menjadi
semakin berat, terutama karena semakin berkurangnya jumlah aset negara
yang dapat dijual dan semakin inembengkaknya beban pembayaran pokok wtang,
baik utang dalam negert maupun utang luar negeri yang telah jatuh tempo.
Karena itu, tidak ada jalan lain yang harus ditempuh selain melanjutkan langkah-
langkah konsolidasi fiskal dalam upaya memantapkan kesinambungan fiskal.

Ringkasan perkembangan pelaksanaan APBN dalam tahun 2002-2004 dapat
diikuti dalam Tabel ITL1.

Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam masa konsolidasi fiskal yang telah berlangsung scjak tiga tahun terakhir,
pendapatan negara dan hibah mempunyai peranan yang sangat besar dalam
meningkatkan kapasitas fiskal, baik dalam pembiayaan belanja negara maupun
dalam pengendalian defisit anggaran. Dalam periode ini, pendapatan negara
dan hibah naik rata-rata 16,3 persen per tahun, dari Rp298,6 triliun (18,5
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Tabel .14
RINGKASAN PERKEMBANG AN PELAKSANAAN APBN, 2002 -2004
(trlllun ruplah)

2002 2003 2004
Uraian % thd % thd %
a a o thd
PAN PDB PAN PDB APEN-P PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah 2986 185 3414 194 403,8 20,3
|. Penarimaan Dalam Negerl 2985 185 3409 191 403,0 20,3
1 Penerimaan Perpajakan 2101 13,0 2420 13,5 2792 140
a Pajak Dalam Negeri 199,5 124 2309 12,9 2670 13,4
b, Pajak Perdagangan

Internasional 106 0,7 14 0.6 12,2 0,6
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak §8,4 5.5 98.9 55 123,8 6,2
a Penerimaan SDA 64,8 4,0 67.5 3.8 92,4 4.6

b Bagian Pemerintah atas
Laba BUMN 9.8 0,6 12,6 0.7 9.1 0,5
c. PNBP Lainnya 13,9 0,9 18.8 1.0 223 1,1
II. Hibah 0,1 0.0 0,5 0,0 0,7 0,0
B.Belanja Negara 3222 20,0 376,58 211 4300 218
l. Anggaran Belanja Pemarintah Pusat 2240 139 2662 14,3 300,06 151
1 Pengeluaran Rutin 186,7 11,6 1859 105 2281 115
2 Fengeluaran Pembangunan 37.3 2,3 692 39 71.9 3.6
a Pembiayaan Rupiah 256 1.6 50,3 2.5 52,7 2.6
b Pembiayaan Proyek 1.7 0.7 18.9 11 19.2 1.0
Il. Belanja Daerah 98,2 61 1203 6,7 130,0 6,6
1. Dana Perimbangan 94,7 59 1111 6.2 1233 6,2

2. Dana Otanomi Khusus

dan Penyesuaian 3,5 0,2 9,2 0,5 6,9 0,3
C.Surplus/Defisit Anggaran (A - B} -236 1,5 -351 -2,0 -26,2 1,3
D.Pemblayaan (D + D.II) 23,6 1.5 32,7 1,8 26,3 1,3
I. Pemhiayaan Dalam Negeri 16,9 11 321 1,8 50,0 2,5
1 Perbankan Dalam MNegert -8,2 -0.5 83 0.5 239 1,2
2. Non-perbankan Dalam Negeri 252 1.8 239 1.3 26,1 1.3
Il. Pamhiayaan Luar Negeri (neto) 6,6 0.4 0.5 0.0 -23.8 1,2
1 Penarikan Pinjaman LN (bruto) 18,9 1.2 20.4 1.1 21,7 1.1

2 Pembayaran Cicilan Pokak
Utang LN -t123 -0,8 -18.8 -1,1 -455 .23

1} Perbedaan satu angka dibelakang kam a larhadap angka penjumlahan adalah karena pembulalan
Sumber: Deparlem en Kevangan R
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persen terhadap PDB) pada tahun 2002 menjadi Rp403,8 triliun (20,3 persen
terhadap PDB) pada APBN-P 2004. Dengan perkembangan kinerja terscbut,
kemampuan fiskal (pendapatan negara dan hibah) dalam membiayai belanja
negara dalam periode tersebut meningkat dari 92,7 persen pada tahun 2002
menjadi 93,9 persen pada APBN-P 2004,

Di samping pertumbuhannya yang cukup signifikan, perkembangan lain yang
cukup menggembirakan terjadi pada komposisi pendapatan negaia yang
semakin didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama pajak dalam
negeri dari sektor nonmigas. Sclama tiga tahun terakhir, peranan penerimaan
perpajakan tethadap pendapatan negara dan hibah relatif ber{luk(uasi, dari
70,4 persen pada tahun 2002 menjadi 70,9 persen pada tahun 2003, dan
69,1 persen pada APBN-P 2004. Sedangkan kontribusi penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) terhadap total pendapatan negara dan hibah juga
mengalami fluktuasi dari 29,6 persen pada tahun 2002 menjadi 30,7 persen
dalam APBN-I 2004.

Struktur pendapatan negara yang didominasi oleh sumber-sumber
penerimaan perpajakan yang relatif stabil tersebut, telah membentuk
landasan yang kuat bagi proses konsolidasi [iskal, khususnya dalam
mendorong terciptanya kondisi APBN yang schat dan berkesinambungan.

Perkembangan pendapatan negara dalam tahun 2002-2004 dapat dilihat
pada Grafik TIL.1.

Grafik .1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2002 - 2004

Persentase thd PDB

H Perpajakan WPNBP
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Penerimaan Perpajakan

Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, kebijakan penerimaan negara
antara lain diarahkan pada peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur.
Dalam pelaksanaannya, secara umum Pemerintah telah berhasit mendorong
peningkatan penerimaan perpajakan secara cukup signifikan, sekalipun dalam
upaya optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut masih banyak dihadapi
kendala-kendala, baik yang menyangkut kebijakan perpajakan maupun yang
terkait dengan kapasitas administrasi pemungutan pajak.

persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004.

Di samping itu, struktur penerimaan perpajakan juga menjadi semakin kuat,
oleh karena lebih didominasi oleh sumber-sumber penerimaan pajak dalam

Dalam masa konsolidasi fiskal, kontribusi penerimaan pajak dalam negert
ini cukup stabil, bahkan sedikit meningkat dari 95,0 persen pada tahun 2002
menjadi 95,6 persen dari total penerimaan perpajakan pada APBN-P 2004.
Keberhasilan di dalam menghimpun penerimaan dan memperkuat struktur
perpajakan tersebut, tidak terlepas dari serangkaian langkah pembaharuan
kebijakan dan administrasi perpajakan yang telah dilaksanakan secara terus
menerus, bertahap, konsisten, dan berkelanjutan sejak tahun 1984, 1994,
1997, dan terakhir tahun 2000,

mendorong investasi, dan menciptakan keadilan secara bersamaan memang
sulit untuk dicapai sekaligus.

Dalam batas-batas tertentu, pelaksanaan fungsi regulasi dari sistem
perpajakan di dalam mendorong investasi belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan secara optimal, oleh karena masih terdapat beberapa kebijakan
yang dinilai oleh banyak kalangan dianggap tidak terlalu kondusif bagi iklim
investasi, dan balikan cenderung menimbulkan distorsi dalam perekonomian.

Penerimaan perpajakan
masihdapat ditingkatian

Penerimaon perpa/akan
selama periode 20012-
2004 meningkat rata-rate
13,3 persenper tahun

Kontribusi penerimaan
pajakdalam negeripada
tehun 2004 meningkatjika
dibandingkanpada tafun
2002,

Sektor perpajakan di-
funtut untuk mampu
mendorong investasi,
daya saing, dan efisiensi
perekonomian,

Regulast sistem perpi-
jakan di dalam men-
dorong invesiasi belum
sepenufiya optimal.
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Sebagai contoh, pengenaan PPnBM dan tarif PPh badan yang progresif
dan relatif iebih tinggi dari negara tetangga, perbedaan perlakuan PPh atas
pendapatan modal seperti perlakuan terhadap reksadana yang berbeda
dengan instrumen keuangan lainnya, serta perbedaan perlakuan PPN atas
beberapa barang (fasilitas PPN) yang menyebabkan putusnya mata rantai
pajak masukan-pajak keluaran (PM-PK), akan merugikan perckonomian
dan iklim investasi secara keseluruhan.

Menyadari hal itu, Pemerintah terus berupaya untuk selalu mencari titik
keseimbangan diantara pencapaian ketiga tujuan tersebut secara optimal.
Upaya'ini secara eksplisit dilakukan melalui penyempurnaan terhadap
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terakhir tertuang
dalam Paket Amandemen UU Perpajakan Tahun 2000. Paket amandemen
UU Perpajakan ini meliputi Perubahan UU PPh, Perubahan UU PPN dan
PPnBM, Perubahan UU PBB, serta Perubahan UU Bea Meterai. Pada
intinya Paket Amandemen Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 ini lebih
dititikberatkan untuk memberi rasa keadilan dan kepastian hukum,
sebagaimana ditunjukkan dengan kebijakan penyesuaian batas penghasilan
tidak kena pajak (PTKP), perbedaan antara PPh Badan dan Orang Pribadi
(OP), memperlebar tarif PPh OP dari yang semula 10 persen sampai 30
persen menjadi 5 persen sampai 35 persen, dan memperlebar lapisan tarif
dari tiga lapisan menjadi lima lapisan untuk PPh OF.

Di bidang administrasi perpajakan, disadari juga masih banyak hal yang
perlu disempurnakan, seperti antara lain terjadinya kerancuan dalam
penafsiran undang-undang, proses pemberian restitusi yang lambat,
ketidaksetaraan wajib pajak dan aparat pajak di hadapan hukum dan formulir
pajak yang dianggap terlalu kompleks. Berbagai permasalahan tersebut pada
dasarnya bermuara pada undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang
tidak tegas, kelembagaan yang belum mendukung, sarana yang belum
memadai, dan integritas pegawai yang belum optimal.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah sejak talun 2001 telah melakukan langkah-
langkah reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan. Langkah-

aparat pajak.
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Langkah-langkah penyempurnaan, baik administrasi maupun kebijakan
perpajakan yang telah dan sedang dilakukan tersebut, telah membawa
dampak posiiif terhadap perkembangan penerimaan perpajakan selama tiga
tahun terakhir, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan
internasional.

Perkembangan penerimaan beberapa jenis pajak dalam tahun 2002-2004
dapal diikuti dalam Grafik I11.2.

Gratik 01.2
PERKEMBANGAN PENERIMAAN
BEBERAPA JENIS PAJAK, 2002 - 2004

Perzentase thd PDB

B Bea Masuk WCukal H PPN dan PPRBM W PPh

Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan BPHTB,
cukai, serta pajak lainnya. Perkembangan rcalisasi penerimaan ini dalam
tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan 15,7 persen per tahun, yaitu
dari Rp199,5 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp267.,0 wiliun dalam
APBN-P 2004. Begitu juga rasio penerimaan pajak dalam negeri terhadap
PDB meningkat dari 12,4 persen pada tahun 2002, menjadi 13,4 persen
pada APBN-P 2004.

Salah satu jenis penerimaan pajak yang memberikan kontribusi terbesar
bagi penerimaan pajak dalam negeri adalah penerimaan PPh. Dari tahun
ke tahun penerimaan PPh senantiasa mengalami peningkatan, dari Rp101,9
triliun atan 6,3 persen terhadap PDB pada tahun 2002, menjadi Rpl115,0
triliun atau 6,4 persen terhadap PDB pada tahun 2003, dan Rp135.9 triliun
atau 6,8 persen terhadap PDB dalamm APBN-P 2004,

Dalam APBN-P 2004, sebagian besar penerimaan PPh tersebut, yaitu 83,0
persen bersumber dari PPh nonmigas, sedangkan sisanya [ 7,0 persen berasal
dari PPh migas. Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan PPh nonmigas,
sccara hominal meningkat rata-rata 15,6 persen per tahun, yaitu dari Rp84,4
triliun pada tahun 2002 menjadi Rp1 12,8 triliun dalam APBN-P 2004. Dengan
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Penerimoan  pajak
dalam negeri selama
periode  2002-2004
meningkal ruta-rata
13,7 persen per tahumn.

Kontribusi tetbesur
penetimaan  pujek
dalam negeri wdalah
penerimeaan PPh.

Pernerimaan PPh non-
migas selama periode
2002-2004 meningkat
rata-rata 15,6 persen per
{ethun,
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peningkatan tersebut, rasio penerimaan PPh nonmigas terhadap PDB juga
mengalami peningkatan, dari 5,2 persen pada tahun 2002 menjadi 5,7 persen
dalam APBN-P 2004. Peningkatan penerimaan PPh nonmigas tersebut,
terutama didorong oleh peningkatan potensi PPh, sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, walaupun ada juga potensi
PPh, seperti PPh atas bunga deposito, yang cendcrung menurun akibat
penurunan tingkat suku bunga.

Sejalan dengan perkembangan potensi PPh, pemerintah juga berupaya
mengoptimalkan penerimaan PPh nonmigas melalui berbagai langkah
kebijakan, baik berupa penyempurnaan administrasi dalam rangka
intensifikasi pemungutan, maupun langkah-langkah ekstensifikasi dalam
rangka memperluas basis pajak. Langkah-langkah kebijakan tersebut antara
lain meliputi: (i} program ekstensifikasi bagi wafib pajak (WP) orang pribadi
maupun badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP; (i) program
intensifikasi pemungutan pajak melalui penegakan hukum secara tegas dan
konsisten disertai dengan upaya mengintensifkan pencairan tunggakan; serta
(iii) peningkatan kualitas pelayanan kepada WP dalam rangka mendorong
kepatuhan sukarela (voluntary compliances) melalui perluasan penerapan
sistem e-registration, e-filing, dan e-payment.

Sementara itu, perkembangan penerimaan PPh migas relatif cenderung
meningkat, seiring dengan perkembangan kurs, serta harga dan produksi
(lifting) minyak mentah di pasar internasional. Dalam beberapa tahun
terakhir, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar
internasional relatif cenderung terus meningkat. Sebaliknya, produksi (/ifting)
minyak mentah Indonesia cenderung menurun dari 1.270 MBCD pada tahun
2002 menjadi 1.072 MBCD pada APBN-P 2004, Di lain pihak, nilai tukar
rupial terhadap dolar Amerika Serikat cenderung berfluktuasi dari Rp9.311,0
pada tahun 2002 menjadi Rp8.577,0 pada tahun 2003, dan Rp8.900,0 pada
tahun 2004, untuk setiap dolar Amerika Serikat. Perkembangan berbaga
faktor tersecbut, telah menyebabkan realisasi penerimaaan PPh migas
meningkat dari Rp17,5 triliun (1,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2002,
menjadi Rp23,1 triliun, atau 1,2 persen terhadap PDB dalam APBN-P
2004. Jumlah tersebut, berarti lebih tinggi Rp4,1 trifiun atau 21,6 persen,

tahun 2003,

persen dalam APBN-P 2004,
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meningkatkan penerimaan PPN dan PPrBM tersebut, tidak terlepas dari
berbagai kebijakan dan langkah-langkah ekstensifikasi, intensifikasi, dan
peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Upaya ekstensifikasi antara
lain dilakukan melalui: (/) perluasan pengusaha kena pajak (PKP), terutama
vang melakukan penyerahan barang kena pajak di pusat-pusat pasar;
(/i) pencabutan berbagai fasilitas PPN dan PPuBM yang dianggap sudah
tidak relevan lagi; dan (/i) pengenaan PPN atas jasa kena pajak, seperti
Jasa kepelabuhan, pelabuhan udara, evakuasi medik, pengelolaan rumah
sakit, dan perscwaan ruang praktek dokter atay seminar dan lain-lain; scrta
(1v) rencana pengenaan PPN dan PPnBM di Pulau Batam secara bertahap.

Sementara itu, kebijakan intensifikasi antara fain dilakukan melalui: Kebijakan intensijikas:
(i) intensifikasi pemungutan PPN dari PKP pada sektor-sektor usaha yang pemunguitan PPN dan
pesat perkembangannya; (i) intensifikasi penagihan aktif dan pencairan PPrBM.

tunggakan terutama terhadap penunggak potensial; (i) penghitungan
kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan; dan (7v) penelitian
kembali atas wajib pajak yang memperoleh fasilitas pembayaran
nendahuluan.

Di lain pihak, upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dilakukan Upava  peninghkatan
antara lain melalui peningkatan pelayanan restitusi secara cepat, khususnya pelayanankepada WE
dengan memperbaiki administrasi PPN dan mewujudkan bank data yang

lengkap. Melalui langkah-langkah kebijakan terscbut, diharapkan mekanisme

konfirmasi dapat dilakukan secara cepat dan benar, sehingga hak-hak wajib

pajak dapat dipenuhi dengan baik, dan keamanan penerimaan negara dapat

dijamin.
Dalam rangka merangsang kegiatan perekonomian nasional, dalam tiga tahun Beberapa kebijakan di
terakhir pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bidang bidang PPN dan PPrBA

PPN dan PPnBM, antara lain dengan: (i} melakukan penghapusan dan
penurunan tarif PPaBM terhadap barang mewah tertentu dan
(#i) memberikan fasilitas pembebasan pemungutan PPN terhadap barang-
barang modal atau mesin. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut
berpengaruh negatif terhadap penerimaan negara. Namun dalam jangka
panjang, kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan insentif
bagi peningkatan investasi di dalam ncgert, yang pada akhirnya akan dapat
mendorong peningkatan basis pajak.

Penerimaan pajak dalam negeri lainnya yang potensinya relatif cukup Penerimaan PBR selama
menjanjikan di masa datang adalah penerimaan PBB dan BPHTB. Walaupun periode 2002-2004 me-
kontribusi penerimaan PBB dan BPHTB tersebut saat ini relatif masih kecil ningkat rata-rata 28,3

dibandingkan dengan PPh dan PPN dan PPnBM, namun perkembangannya persenper takun,
dari tahun ke tahun cukup stabil dan meningkat secara konsisten. Dalam
tiga tahun terakhir, penerimaan PBB secara nominal meningkat rata-rata
28,3 persen per tahun, yaitu dari Rp6,2 triliun pada tahun 2002 menjadi
Rpl0,2 triliun dalam APBN-P 2004. Namun, rasio penerimaan PBB terhadap
PDB relatif stabil, yaitu 0,5 persen. Salah satu faktor yang cukup besar
pengaruhnya terhadap perkembangan penerimaan PBB dalam tiga tahun
terakhir adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional
yang cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan penerimaan PBB dari
sektor pertambangan meningkat secara signifikan. Sejalan dengan
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Penerimaan BPHTE
selama periode 2002-
2004 meningkar rata-
rata 41,4 persen per
fathun,

Penerimaan  cukal
selama periode 2602-
2004 meningkat rata-
raia 10,6 persen per
tahun

Fakior-fakior  yang
mempengaruhi peneri-
magn cukai

Langkah-langkah ad-
ministratif dalom meng-
optimatkan penerimaan
cukal
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dan data smart mapping PBB.

penerimaan BPHTB.

daya beli masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan cukai, datam
periode 2002-2003 pemerintah telah menempuh berbagai langkah administratif,
antara lain berupa: (i) peningkatan pengawasan atas peredaran produksi barang
kena cukai dan kepatuhan pabrikasi dalam membayar cukai;
(ii) pemberantasan peredaran rokok polos, rokok yang dilekati pita cukai
palsu, dan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang bukan haknya;
(ifi) pemantauan secara intensif terhadap HJE barang kena cukai di
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peredaran; (iv) pengujian tingkat kepatuhan melalui audit; serta
(v peningkatan pelayanan dalam rangka penyediaan dan distribusi pita cukai.

Demikian pula, dalam tahunr 2004 pemerintah telah menempuh beberapa
langkah kebijakan administratif ianjutan, antara lain berupa: (i) penerapan
excise service system (ESS), yaitu komputerisasi sistem pelayanan pita
cukai hasil tembakau dalam rangka mempercepat proses pelayanan pita
cukai, serta meningkatkan akurasi data penerimaan cukai hasil tembakau;
(ii} peningkatan sistem pengawasan melalui peningkatan sarana dan
prasarana pengawasan, pengetahuan dan keahlian SDM di bidang
pengawasan, terutama untuk mencegah peredaran rokok polos dan pita
cukai palsu, serla dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan
masyarakat, dan (i#i) peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit melalui
penetapan kriteria dokumen cukai yang memperoleh prioritas utama,
pelaksanaan audit secara reguler dan insidentil, serta audit bersama DIBC,
DIP, dan BPKP, serta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur
kegiatan verifikasi dan audit.

Sementara itu, perkembangan realisasi penerimaan pajak lainnya dalam
periode tahun 2002-2004 relatif stabil pada kisaran 0,1 persen terhadap
PDB. Namun demikian, secara nominal penerimaan pajak lainnya tetap
meningkat, yaitu dari Rp1,5 triliun dalam tahun 2002, menjadi Rp1,7 triliun
dalam tahun 2003. Dalam APBN-P 2004, penerimaan pajak lainnya
ditetapkan sebesar Rp1.8 triliun.

Perkembangan penerimaan pajak lainnya dipengaruhi oleh perkembangan
nilai transaksi ekonomi yang membutuhkan bea meterai. Pertumbuhan ckonomi
yang cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir, telah berpengaruh positif
terhadap peningkatan penerimaan pajak lainnya. Faktor lain vang juga turut
berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak lainnya adalah berbagai
kebijakan yang ditempuh dalam tiga tahun terakhir, antara lain meliputi:
(i) peningkatan pengawasan atas pemakaian benda meterai, penggunaan mesin
teraan meterai, dan pencetakan tanda lunas bea meterai; (i) peningkatan
pencegahan atas beredarnya meterai terapel palsu; (iii) pemantauan atas
penyaluran meterai secara periodik oleh Perum Peruri ke Kantor Pos;
(iv) pengenaan bea meterai atas pembayaran kartu kredit di atas jumlah tertentu
(berlaku mulai Juli 2002): serta (v} peningkatan kerjasama dengan Polri untuk
melakukan pengawasan tcrhadap pemalsuan meterai.

Pajak Perdagangan Internasional

ang terdiri dari bea masuk dan pajak/

tan transaksi perdagangan luar negeri,

rang terlentu. Perkembangan realisasi

_ 1n terakhir cenderung lambat, bahkan

enderung menurun. Apabila pada tahun 2002

realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai
Rpl10,6 triliun, maka dalam APBN-P 2004 sasaran pencrimaan pajak
perdagangan internasional ditetapkanRp12.2 triliun, atau naik rata-rata 7.3
persen per tahun. Namun demikian, rasio penerimaan pajak perdagangan

Kebijakan administratif’
crckai lanjutan,

Faktor-fakioryang mem-
penrgaruhi pererimaan
pajaklainnya

Pajak perdagangan
internasional terdivi dari
bea masuk dan pajak
ekspor.
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internasional terhadap PDB dalam kurun waktu tersebut cenderung turun,
dari 0,7 persen pada tahun 2002, menjadi 0,6 persen dalam APBN-P 2004.

Demikian pula, peranan pencrimaan pajak perdagangan internasional
terhadap penerimaan perpajakan juga cenderung menurun. Apabila pada
tahun 2002 kontribusi pajak perdagangan internasional terhadap penerimaan
perpajakan mencapai 5,0 persen, peranan tersebut terus menurun masing-
masing menjadi 4,6 persen pada tahun 2003, dan 4,4 persen dalam
APBN-P 2004.

Sebagian besar, yaitu 97.2 persen dari penerimaan pajak perdagangan
internasional tersebut bersumber dari penerimaan bea masuk, sedangkan
sisanya berasal dari pajak/pungutan ekspor. Datam periode tiga tahun
terakhir, penerimaan bea masuk secara nominal mengalami peningkatan
rata-rata 7,0 persen per tahun, yaitu dari Rp10,3 triliun pada tahun 2002,
menjadi Rptl,8 triliun pada APBN-P 2004. Namun, bila dilihat dari
persentase terhadap PDB rasionya cenderung turun dari 0,64 persen pada
tahun 2002, menjadi 0,59 persen pada APBN-P 2004,

Peranan bea masuk yang cenderung menuru tersebut merupakan
konsekuensi dari kebijakan pemerintah dalam  endukung liberalisasi
perdagangan internasional melalui penurunan tarif secara bertahap, Sampai
dengan tahun 2003, telah dilakukan perubahan struktur dan penurunan tarif
bea masuk, sehingga proporsi barang impor yang termasuk ke dalam
kelompok tarif 0%-5% mencapai 67,8 persen; dan yang termasuk ke dafam
kelompok tarif 10%-15% mencapai 28,5 persen; sedangkan sisanya sebesar
3,7 persen masuk ke dalam kelompok tarif di atas 20%.

Dalam tahun 2004, pemerintah kembali melakukan perubahan struktur, dan
penurunan tarif’ sebagaimana tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk
Indonesia 2004 (BTBMI 2004), yang disusun berdasarkan Aarmonized
system (HS) dari World Customs Organization (WCO), dan struktur
klasifikasi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatur (AHTN) dari ASEAN.
Dalam BTBMI 2004 tersebut, diberlakukan dua macam tari{ bea masuk,
yaitu (i) tarif berdasarkan Most Favoured Nation (MFN), dan (if) tarif
berdasarkan skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN
Free Trade Area (CEPT for AFTA). Berdasarkan MFN pengenaan tarif
bea masuk atas seluruh importasi barang dari seluruh negara diperlakukan
sama, Sementara itu, skema CEPT dalam rangka AFTA dikenakan hanya
untuk negara-negara ASEAN. Berdasarkan BTBMI 2004, jumlah total pos
tarif adalah 11.163. Dari jumlah tersebut, proporsi jumlah barang yang
termasuk ke dalam kelompok tarif bea masuk 0%-5% mencapai 69,8 persen;
kemudian untuk kelompok tarif 10%-] 5% mencapai 29,3 persen; sedangkan
sisanya 0,9 persen masuk ke dalam kelompok tarif 20%. Dengan demikian,
jumlah pos tarif yang masuk ke dalam kelompok tarif bea masuk 0%-5%
dan 10%-15% semakin meningkat, sedangkan yang masuk ke dalam
kelompok tarif 20% ke atas semakin berkurang.

Dalam rangka mengantisipasi penurunan tarif bea masuk tersebut sekaligus
mendukung kegiatan perekonomian dalam negeri, pemerintah senantiasa
berupaya meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan melalui berbagai
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prakarsa kebijakan, yang mencakup: (i) prakarsa fasilitasi perdagangan;
(ii) prakarsa pemberantasan penyelundupan dan undervaluation, (iii) pra-
karsa peningkatan kerjasama dengan stakeholder; dan (iv) prakarsa
peningkatan integritas pegawai.

DIBC.

dan penyederhanaan sistem verifikasi dokumen,

tersebut diharapkan peranan DJBC sebagai fasilitator perdagangan,
pelindung masyarakat, dan sebagai pemungut pajak, akan dapat semakin
ditingkatkan.

Sementara iln, perkembangan penerimaan pajak/pungutan ekspor, dalam tiga
tahun terakhir relatif cukup stabil. Apabila pada tahun 2002, realisasi

Perkembangan penerimaan perpajakan sejak tahun 2002 sampai dengan
tahun 2004 dapat diikuti dalam Tabel IIL2.

Prakarsa fosilitasi per-
dagangan.

Prakarsa pemberantas-
an penyelundupan dan
undervaluation.

Prakarsa peningkatan
kerjasama  dengan
stakeholder

Penerimaan pajak ¢ks-
por mengalami pe-
ningkaetan
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Tabe! 1112
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2002 - 2004 "
(triliun rupiah)

Uralan % thd % thd % thd

PAN PDB PAN POB APBN-P FDB
I. Pajak Dalam Negeri 199,5 12,4 230,9 12,9 267,0 13,4
1. Pajak Penghasilan 1019 6,3 115,0 6,4 135,9 6,8
a Migas 17,5 1,1 120 1.1 23,1 1,2

b. Nenmigas B4, 4 52 a8, 1 54 1128 57

2 PPN dan FPFnBM 65,2 4,0 KAl 4.3 87.5 4.4
3. PBB 6,2 o4 8,8 0.5 10,2 0.5
4 BPHTB 1,6 c1 2.1 0,1 32 0,2
5 Cukai 23,2 1,4 26,3 1,5 28,4 1.4
B, Fajak Lainnya 1,56 6.1 17 0,1 1,86 a,1

. Pajak Pardagangan

Internaslonal 10,6 0,7 111 12,2 0,6
1 Bea Masuk 103 0.8 10,9 0,6 11,8 0,6
2. Pajak/Pungutan Bespor 0,2 0,0 0.2 0,0 0,3 0,0
Jumlah 2101 2420 135
Keterangan :

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan
Sumber: Dapartemen Keuangan RI

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Perkembangan PNBP
dalaom tiga tahun
terakhir menunjukkan
kecenderungan me-
ningkat seiring me-
ringkamya harga rata-
rata minyak mentah di
pasar internasioral.
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Demikian pula halnya dengan nilai tukar rupiah dalam tahun 2004 yang
diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaian
sebelumnya, juga turut mempengarvhi peningkatan perkiraan realisasi PNBP
dalam perhitungan APBN-P 2004.

Selain dipengaruhi oleh perubahun fuktor-faklor cksternal, seperti harga minyak Kebijakan dan langkah-

mentah dan kurs, perkembangan dan kontribusi PNBP terhadap pendapatan tanghak stiategis yang
. ; . S . .. ditempueh Perrerintalt di

negara, juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan dan langkah-langkah bidatig PNBP

strategis dan berkelanjutan yang ditempul dalam upaya mobilisasi PNBF. § '

Langkah-langkah kebijakan tersebut, secaua garis besar meliputi: (/) optitnalisasi,

efisicnsi. dan efektivitas PNBP yang bersumber dari sumber daya alam (SDA);

(£ intensifikasi upayu pencegahan illegal mining, illegal logging, dan ille-

gl fishing: (i) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN disertai dengan

penerapan good corporate governance; setla (iv) peningkatan pengawasan

terhadap peluksanaan pungutan departemen/LPND.

Perkembangan penerimaan negara bukan pajak dalam tahun 2002-2004
dapat diikuti dalam Grafik ITL3.

Grafik 1IL3
PERKEMBANGAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK, 2002 - 2004

Persentase thd PDB

OTotal WP enerimaan S umber Daya Alam
HBagian Pemerilntah Atas Laba BUMN HBPNBP Lainnya

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)

Pencrimaan SDA masih tetap merupakun sumber andalan bagi PNBP, Pererimoa SDA meru-
karena kontribusinya yang cukup besar, baik terhadap PNBP maupun pakan sumber dandutun
terhadap pendapatan ncgara. Dalam tiga tahun terakhir, peranan penerimaan FNGE

ini lerhadap total PNBP rata-rata mencapai 72,1 persen per tahun.

Penerimaan SDA ini ditopang olch penerimaan SDA dari migas,

pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.
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Penerimaan SDA migas dalam kurun waktu yang sama, masih menjadi
sumber utama bagi PNBP, dengan kontribusi mencapai rata-rata sekitar
67,0 persen per tahun. Penerimaan SDA migas ini menunjukkan
perkembangan yang berfluktuasi, seiring dengan perkembangan harga dan
produksi minyak mentah. Apabila dalam tahun 2002, realisasi penerimaan
SDA migas mencapai Rp60,0 triliun (3,7 persen terhadap PDB), maka dalam
tahun 2003 realisasi penerimaan tersebut menjadi Rp61,5 triliun (3,4 persen
terhadap PDB), vang berarti meningkat Rpl1,5 triliun atan 2,5 persen.
Sedangkan, dalam APBN-P 2004, rencana penerimaan migas diperkirakan
Rp87,7 triliun (4,4 persen dari PDB), yang berarti meningkat Rp26,2 triliun
atau 42,6 persen dari realisasinya dalam tahun 2003.

'Perkembangan penerimaan SDA migas tersebut, pada dasarnya dipengaruhi

oleh faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi, serta langkah-langkah kebijakan

antara lain adalah gangguan keamanan di beberapa daerah konflik di dalam
negeri, serta memanasnya situasi politik di beberapa ncgara Timur Tengah.

Di sisi produksi, rata-rata /ifting minyak mentah Indonesia dalam tahun
2002 mencapai 1,270 MBCD, dan kemudian turun menjadi 1,092 MBCD
dalam tahun 2003, sebagai akibat adanya beberapa sumur minyak yang
dalam kondisi kapasitas marginal. Penurunan kapasitas sumur minyak masih
berlanjut hingga tabun 2004, yang diperkirakan produksi minyak hanya
mencapai 1.072,0 MBCD.

diasumsikan Rp8.900 per US$, atau mengalami penurunan kembali.
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terhadap eksploitasi dan produksi minyak dan gas alam, upaya-upaya
perluasan pasar/negara tujuan ekspor m1gas serta pemberian fasilitas berupa
keringanan pajak dan kemudahan perijinan bagi investor di bidang migas.

Berbeda halnya dengan penerimaan SDA migas, dalam kurun waktu yang
sama, perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum cenderung
mengalami fluktuasi. Apabila pada tahun 2002, realisasi penerimaan SDA
pertambangan umum mencapai Rpl,5 triliun, maka dalam tahun 2003
realisasi penerimaan tersebut telah menjadi Rp2,0 triliun, atau naik 33,3
persen. Sedangkan, dalam APBN-P 2004, sasaran penerimaan SDA
pertambangan umum diperkirakan sebesar Rp 1,8 triliun, yang berarti turun
10,0 persen terhadap realisasinya dalam tahun 2003. Penurunan ini, antara
fain disebabkan dalam realisasi penerimaan SDA pertambangan umum tahun
2002 dan 2003, di dalamnya termasuk realisasi penerimaan dari penjualan
hasil tambang, sementara dalam APBN-P 2004 hanya mencakup
penerimaan yang berasal dari iuran tetap dan royalti (iuran eksplorast dan
eksploitasi). Besarnya iuran tetap ditentukan atas dasar luas area
penambangan, dan taril per hektar per tahun, yang diberlakukan pada
perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), kontrak
karya, dan kuasa pertambangan. Sementara itu, besarnya royalti dihitung
berdasarkan volume penjualan, persentase tarif royalti, harga jual hasil
tambang, serta kurs, vang diberlakukan bagi PKP2B, kontrak karya, dan
kuasa pertambangan.

Dengan demikian, perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum

lersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu tarif

per jenis pertambangan, harga jual, luas atau volume, dan nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, faktor nonekonomi yang
diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan penerimaan SDA
pertambangan umum antara lain meliputi masalah keamanan di daerah-
daerah penambangan, yang rawan terjadi penambangan tanpa ijin (Peti).
Sekalipun sumbangannya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan
kontribusi penerimaan SDA migas dalam tiga tahun terakhir, namun kontribusi
penerimaan SDA pertambangan umum terhadap total penerimaan SDA,
telah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Bila kontribusi
penerimaan SDA pertambangan umum terhadap total penerimaan SDA
dalam tahun 2002 sebesar 2,3 persen, maka dalam APBN-P takun 2004,
kontribusi penerimaan SDA pertambangan umum terhadap total penetitnaan
SDA mencapai 1,9 persen.

Di samping faktor-faktor tersebut, perkembangan penerimaan SDA
pertambangan umum juga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang
ditempuh pemerintah di bidang pertambangan umum. Langkah-langkah
kebijakan tersebut antara lain meliputi: (i) peningkatan upaya konservasi,
diversifikasi sumber daya mineral dan energi, serta penataan ruang dengan
memperhatikan fungsi lingkungan; serta (if) inventarisasi dan eksplorasi
sumber daya mineral, batubara, gambut bitumen padat, panas bumi, gunung
api, dan air bawah tanah. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-
langkah dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan penambangan
tanpa ijin (Peti).

Perkembangan peneri-
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an wmum dalam  figa
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Pencrimaan SDA kehutanan, termasuk dalam salah satu jenis sumber
penerimaan negara bukan pajak berasal dari iuran hak pengusahaan hutan
(IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR).
Perkembangan penerimaan ini, dipengaruhi antara lain oleh besarnya produksi
(volume dan luas areal tebangan), kebijakan yang berkaitan dengan jenis dan
besarnya tarif; perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
berkaitan dengan dana reboisasi; serta faktor keamanan wilayah hutan akibat
terjadinya penebangan kayu secara iffegal. Selain itu, perkembangan penerimaan
SDA kehutanan juga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang ditempuh
pemerintah di bidang kehutanan, yang meliputi antara lain: (/) upaya konservasi
dan rehabilitasi sumber daya hutan; (if) pemantapan restrukturisasi sektor.
kehutanan, serta (/i) intensifikasi penerimaan provisi sumber daya hutan dan
dana reboisasi.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perkembangan penerimaan SDA
kehutanan juga bersifat fluktuatif. Sebagai gambaran, bila dalam tahun 2002
realisasi penerimaan SDA kehutanan mencapai Rp3,1 triliun (0,2 persen terhadap
PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi penerimaannya meningkat menjadi
Rp3,7 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Namun, dalam APBN-P 2004
penerimaan SDA kehutanan diperkirakan Rp2,7 triliun (0,1 persen terhadap
PDB), atau turun sekitar 27,0 persen dari realisasinya dalam tahun 2003. Hal
ini terutama berkaitan dengan diterapkannya kebijakan soft landing, baik untuk
mendukung pemulihan kembali (recovery) hutan yang rusak, mavpun untuk
mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

Pada penerimaan SDA perikanan, sumber utamanya berasal dari pungutan
pengusahaan perikanan (PPP), pungutan perikanan asing (PPA), dan pungutan
hasil perikanan (PHP). Perkembangan penerimaan ini, dipengaruhi antara lain
oleh jenis kapal, produksi dan lingkungan alam, berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan pungutan kelautan dan perikanan, terutama jenis dan besarnya tarif,
serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, khususnya pungutan bagi
kapal perikanan asing, Selain tarif pungutan perikanan, langkah-langkah kebijakan
di bidang perikanan yang mempengaruhi, antara lain meliputi pembenahan sistem

dan dalam APBN-P 2004 diperkirakan realisasinya mencapai 0,3 persen.

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
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seria (iii) kebijakan dividen “pay out ratio” yang ditetapkan 50 persen terhadap
laba bagian pemerintah bagi masing-masing BUMN, kecuali BUMN minoritas,
masih datam akumulasi rugi dan restrukturisasi manajemen serta BUMN
asuransi. Kondisi fundamental ekonomi berpengaruh pada tingkat aktivitas/
operasional masing-masing BUMN, baik dalam skala nasional maupun
internasional, yang pada akhirmnya akan berpengaruh pada perolehan laba setelah
pajak. Sementara itu, kebijakan dividen “pay owt ratio ” ditetapkan dalam forum
rapat umum pemcgang saham (RUPS), berdasarkan besarnya kepemilikan
saham Pemerintah dalam BUMN yang bersangkutan, setelah
mempertimbangkan kepentingan “stakeholder”, di antaranya keperlvan dana
bagi reinvestasi ataupun keperluan ekspansi usaha.

Disamping dipengaruhi oleh ketiga faktor di atas, perkembangan penerimaan
bagian pemerintah atas laba BUMN juga tidak dapat dilepaskan dari langkah-
langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya peningkatan
kesehatan dan kinerja BUMN, melalui berbagai penyempurnaan, baik yang
menyangkut organisasi, manajemen maupun operasionalnya, serta kewajiban
bagi BUMN untuk mencrapkan good corporate governance.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan yang berasal dari bagian
pemerintah atas laba BUMN meningkat dari Rp9,8 triliun (0,6 persen terhadap
PDB) dalam tahun 2002 menjadi Rp 12,6 triliun (0,7 persen tcrhadap PDB)
pada tahun 2003, Peningkatan realisasi penerimaan dividen BUMN ini, di
samping disebabkan oleh lebih besamya laba setelah pajak, juga disebabkan
oleh adanya ketepatan waktu BUMN, baik dalam melaksanakan RUPS maupun
dalam melakukan penyectoran dividen kepada Pemerintah. Dalam APBN-P
2004, perkiraan realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN
ditctapkan Rp9, 1 triliun (0,5 persen terhadap PDB), yang berarti Rp3,5 triliun
atau 27,8 persen lebih rendah dari realisasinya dalam tahun 2003, Seiring dengan
perkembangan realisasi tersebut, dalam kurun waktu yang sama, kontribusi
penerimaan bagian pemerintah atas taba BUMN terhadap total PNBP menurun,
vaitu dari 11,1 persen dalam tahun 2002, menjadi 7.4 persen dalam APBN-P
2004,

Kontribusi dividen yang cukup besar dalam penerimaan bagian pemerintah
atas laba BUMN tersebut, diberikan oleh BUMN yang bergerak di sektor-
scktor perbankan, jasa keuangan, konstruksi, usaha pertambangan, industri
strategis, serta energi dan telekomunikast.

PNBP Lainnya

PNBP lainnya merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai pungutan
vang dikelola oleh departemen/LPND, sehubungan dengan fungsinya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pos penerimaan ini di antaranya
juga menampung penerimaan kembali pinjaman, yang berasal dari pendapatan
pelunasan piutang, Faktor yang mempengaruhi perkembangan PNBP lainnya
adalah: (i) volume atau aktivitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai
departemen/LPND bersangkutan; serta (77 jenis dan tarif pungutan. Mengingat
dewasa ini masth terdapat beberapa tarif pungutan yang dirasakan sudah tidak
sesuai lagi dengan segi keekonomiannya, maka dalam rangka mengoptimalkan
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penerimaan PNBP lainnya, telah diambil langkah-langkah kebtjakan untuk terus
melakukan evaluasi dan penetapan jenis dan tarif pungutan pada depariemen/
LPND. Di samping itu, pada saat yang bersamaan juga dilakukan upaya
peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya
ke kas negara.

dalam talwn 2003, serta adanya penerimaan premi penjaminan perbankan
nasional Rp2,2 triliun yang sebelumnya nihil. Dalam APBN-P 2004, sasaran
PNBP lainnya ditetapkan Rp22,3 triliun (1,1 persen terhadap PDB), atau lebih
tinggi 18,6 persen dari realisasinya dalam tahun 2003.

Hibah

Penerimaan hibah berasal dari sumbangan atau donasi (grant) dari beberapa

diikuti pada Tabel TIL.3.

Tabel 1.3
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN HIBAH, 2002 - 2004 "
{triliun rupiah)

o K0 o K0 e 0

|. Penerirmaan Negara Bukan Pajak g84 55 989 55 1238 6,2
a Penerimaan Sumber Daya Alam 848 40 B7.5 3,8 92,4 4,6

b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 88 0B 128 0.7 an 0,5

c. PNBP Lainnya 136 09 18,8 1.0 223 1.1

IIl. Hibah 01 00 0,5 0,0 07 00

885 565 984 56 1245 63

Parpadaan satu angka dl belakang koma terhadap angka penjuriahan adalah karena pembulatan
Sumber : Depariemen Keuangan RI



Bab il

Belanja Negara

Anggaran belanja negara mempunyai peranan yang cukup strategis dalam
mendukung pencapaian sasaran utama fiskal, yaitu memantapkan konsolidasi
fiskal dan penyehatan APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang
berkelanjutan, Dalam tiga tahun terakhir, penggunaan anggaran belanja negara
diarahkan untuk mendukung dan memantapkan kebijakan konsolidasi fiskal,
vang antara lain dilakukan melalui () penyempumaan manajemen belanja negara,
(ii) peningkatan efisiensi dan cfektivitas pengelolaan belanja negara,
(iii) pengalokasian belanja negara sesuai skala prioritas dengan
mempertimbangkan kemampuan kevangan negara untuk mendukung pemulihan
ekonomi nasional, dan (i) konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan arah kebijakan fiskal yang diambii Pemerintah dalam kurun
waktu tersebut, berbapgai langkah pengendalian dalam pemantfaatan anggaran
belanja negara terus dilakukan. Dengan demikian rasio anggaran belanja
negara terhadap PDB cenderung meningkat. Dalam tahun 2002, rasio
tersebut sebesar 20,0 persen, tahun 2003 mencapai 21,1 persen, dan dalam
tahun 2004 naik menjadi 21,6 persen. Perubahan beban anggaran belanja
negara tersebut terutama dipengaruhi ofeh beberapa faktor. Pertama,
pengelolaan pembayaran bunga utang dalam negeri. Kedua, arah
{pengalokasian) subsidi guna menjaga stabilitas harga dan membaatu
masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, pemberian stimulus ekonomi
melalui peningkatan anggaran belanja pembangunan. Keempat, mendukung
anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Presiden secara langsung tahun
2004. Kelima, implikasi kebijakan otonomi dacrah dan desentralisasi fiskal
sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Realisasi belanja negara dalam tahun 2003 sebesar Rp376,5 triliun menunjukkan
peningkatan 10,9 persen dari realisasinya dalam (ahun 2002. Peningkatan
tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban anggaran belanja
pemerintah pusat untuk belanja pegawai, penyediaan dana untuk persiapan
Pemilu tahun 2004, pengeluaran pembangunan, serta anggaran belanja untuk
daerah. Namun, dalam tahun 2004 belanja negara meningkat 14,2 persen
menjadi Rpd30,0 triliun. Hal int terutama karcna menurunnya belanja
pemerintah pusat yang cukup signifikan, sedangkan di sisi lain belanja untuk
daerah relatif tidak banyak berubah, Selanjutnya, perkembangan belanja
negara tahun 2002-2004 dapat dilihat pada Tabel 111.4.

Belanja Pemerintah Pusat

Rasio belanja pemerintah pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir
menunjukkan peningkatan. Apabila dalam tahun 2002 rasio belanja
pemerintah pusat terhadap PDB mencapai 13,9 persen, meningkat menjadi
14,3 persen dalam tahun 2003 dan mencapai 15,1 persen dalam tahun 2004,
Peningkatan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
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Tabel lll.4

PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2002 - 2004 "
(trifiun rupiah)

Uralan ) o o,
PAN Yo thd PAN s thd APBN-P % thd

PDB PDB PDB

|. Belanja Pemerintah Pusat 224,0 13,9 256,2 14,3 300,0 151
a Pengeluaran Rutin 186,7 11,6 1869 10,5 2281 145
b Pengeluaran Fembangunan 37,3 2,3 69,2 3,9 71,9 3.6

1. Belanja Untuk Daerah 9§,2 61  120.3 6,7 130,0 6,5
a Dana Perimbangan 94,7 59 1111 6,2 1231 6,2

b Dana Otenomi Khusus
dan Penyesuaian 3,5 0,2 52 c,5 6.9 0.3
Jumlah 322,2 20,0 376,6 211 430,0 21,6

1) Perbedaan salu angka di belakang koma tarhadap angka penjumiahan adalah karena pembuiatan
Sumber : Deparlemen Keuangan RI

Dengan demikian perkembangan belanja pemerintah pusat secara nominal
dalam tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Dalam tahun 2003,
belanja pemerintah pusat sebesar Rp256,2 triliun, atau meningkat 14,3 persen
dari realisasinya dalam tahun 2002, dan dalam tahun 2004 belanja pemerintah
pusat mencapai sebesar 17,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya
menjadi sebesar Rp300,0 triliun.

Pengeluaran Rutin

Secara keseluruhan, realisasi pengeluaran rutin dalam tahun 2003
menunjukkan kenaikan secara nominal sekitar 0,1 persen dibandingkan
realisasinya dalam tahun 2002, Namun dalam rasionya terhadap PDB
cenderung menurun, yakni dari 11,6 persen dalam tahun 2002 menjadi 10,5
persen dalam tahun 2003, Dalam tahun 2004, pengeluaran rutin diperkirakan
menjadi Rp228,1 triliun atan 11,5 persen dari PDB.

Pemanfaatan anggaran pengeluaran rutin dalam tiga tahun terakhir
senantiasa diarahkan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan

dan pengeluaran rutin lainnya.
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Meskipun fasilitas penjadwalan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang
tuar negeri (rescheduling) sudah tidak disediakan lagi sebagai konsekuensi
berakhirnya program kerjasama dengan IMF, pembayaran bunga utang dalam
tahun 2004 menunjukkan kecenderungan yang menurun, dalam besaran nominal,
nainun dalam rasionya terhadap PDB dibandingkan cukup berfluktuasi dengan
realisasinya dalam tahun-tahun sebelumnya. Nilai nominal pcmbayaran bunga
ulang dalam tahun 2004 scbesar Rp63,2 triliun, yang berarti mengalami
penurunan rata-rata 14,3 persen per tahun dari realisasinya dalam tahun 2002
sebesar Rp87,7 triliun dan Rp65,4 triliun dalam tahun 2003. Dalam periode
yang sama, rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB juga menunjukkan
penurunan, yakni dari 5,4 persen dalam tahun 2002 menjadi 3,3 persen dalam
tahun 2003, dan diperkirakan 3,2 persen dalam tahun 2004. Terjadinya penurunan
beban pembayaran bunga utang tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah
untuk sccara bertahap mengurangt dan mengendalikan jumlah utang, serta
langkah otoritas moncter untuk menstabilkan dan menekan tingkat bunga di
dalam negeri.Dalam periode 2002-2004, jumlah stek utang pemerintah juga
cenderung semakin berkurang, vaitu dari sekitar 77 persen terhadap PDB dalam
tahun 2002 diperkirakan menjadi sekitar 65 persen terhadap PDB dalam tahun
2004.

Menurut komposisinya, 62,9 persen dari total pembayaran bunga utang dalam
tahun 2004 dialokasikan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan 37,1
persen untuk pembayaran bunga utang luar negeri. Pembayaran bunga utang
dalam negeri dalam tahun 2004 yang diperkirakan sebesar Rp39,8 triliun
menunjukkan penurunan yang cukup berarti dibandingkan realisasi
pembayarannya dalam dua tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan
oleh semakin rendahnya tingkat suku bunga SBI-3 bulan yang berpengaruh
kepada pembayaran bunga utang dalam negeri berbentuk mengambang
(variable rate). Sebagaimana diketahui, dari keseluruhan surat utang negara
per September 2003 yang mencapai Rp618,9 triliun, sekitar 37 persen berbentuk
bunga mengambang yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga SBI-3 bulan,
sekitar 25 persen berbentuk bunga tetap (fived rare), sekitar 3 persen berbentuk
obligasi lindung nilai (reclge bonds), dan sisanya sekitar 35 persen berbentuk
surat utang kepada Bank Indonesia (SRBI) yang tidak diperdagangkan. Dengan
Jumlah utang dalam negeri sebesar di atas, maka komposisi pembayaran bunga
utang dalam negeri tahun 2004 terdiri dari variable rate sebesar 45,4 persen,
Jixed rate sebesar 52,5 persen, hedge bonds sebesar 1,7 persen, dan surat
utang kepada Bank Indonesia (SRBI) sebesar 0,4 persen.

Selain faktor tingkat suku bunga SBI, besaran pembayaran bunga utang dalam
negeri juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan di bidang pengelolaan
utang dalam negeri. Hal itu terkait antara lain dengan pembayaran jatuh tempo
utang dalam negeri, penyeimbangan struktur jatuh tempo portfolio obligasi
negara agar selaras dengan perkembangan anggaran negara dan daya serap
pasar, dan penurunan jumlah obligasi negara dengan melakukan pembelian
kembali (buyback} di pasar sckunder.

Untuk bunga utang luar negeri. pembayarannya dalam beberapa tahun terakhir
mengalami fluktuasi. Hal ini terutama dipengaruhi sukn bunga internasional dan
penarikan pinjaman baru. Bila dilihat lebih mendalam, realisasi pembayaran bunga
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utang luar negeri dalam tahun 2003 sebesar Rpi9,0 triliun menunjukkan
penurunan sebesar 25,2 persen dari realisasinya dalam tahun 2002. Realisasi
vang rendah tersebut selain disebabkan oleh masih rendahnya tingkat suku
bunga internasional juga oleh pengaruh menguatnya nilai tukar mata vang rupiah
terhadap dolar Amerika Scrikat. Namun dalam tahun 2004, pembayaran bunga
utang luar negeri diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp23,4 triliun
yang antara lain sebagai dampak dari sedikit melemahnya perkiraan nilai tukar
mata vang rupiah, serta beban bunga rencana penarikan pinjaman baru dan
penerbitan obligasi internasional dalam tahun 2004,

Dari perkiraan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp23.4 triliun
dalam tahun 2004, terdiri dari pinjaman multilateral sebesar 40,8 persen,
pinjaman bilateral sebesar 27,3 persen, fasilitas kredit ekspor sebesar 28,0
persen, dan dari pinjaman lainnya sebesar 3,9 persen. Berdasarkan data
per Maret 2003, dari jumlah utang luar negeri pemerintah sebesar US$65,8
miliar, sekitar 39 persen berasal dari Jepang, sekitar 16 persen dari Bank
Dunia, sekitar 13 persen dari Bank Pembangunan Asia, sekitar 6 persen
dari Amerika Serikat, dan sisanya 26 persen dari negara dan lembaga
internasional lainmnya.

Rasio belanja pegawai pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir
menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 2,5 persen dalam tahun
2002, meningkat menjadi 2,7 persen dalam tahun 2003 dan tahun 2004,
Peningkatan rasio belanja pegawai 2002-2004 tersebut sejalan dengan upaya
Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS),
anggota TNI/Polri, dan penerima pensiun, melalui berbagai kebijjakan
kepegawaian dalam kurun waktu tersebut. Setelah tidak mengalami kenaikan
gaji dalam tahun 2002, pada tahun 2003 Pemerintah melakukan kebijakan
perubahan skala gaji pokok PNS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor J1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001. Kebijakan terscbut menjadi salah satu
faktor utama meningkatnya realisasi belanja pegawai pusat dalam tahun
2003 menjadi Rp47,7 triliun, atau meningkat 20,7 persen bila dibandingkan
dengan realisasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2002. Selain faktor
tersebut, peningkatan belanja pegawai pusat dalam tahun 2003 juga berkaitan
dengan adanya kebijakan kenaikan tunjangan tenagz kependidikan untuk
guru, perubahan sharing beban pembayaran pensiun antara APBN dengan
PT Taspen dari 75 persen berbanding 25 persen menjadi 79 persen
berbanding 21 persen, penyesuaian tunjangan fungsional yang selama ini
belum dinaikkan, serta kenaikan uang makan/lauk pauk anggota TNI/Polri.

Selanjutnya, alokasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2004 diperkirakan
sebesar Rp54,2 triliun, atau meningkat 13,6 persen bila dibandingkan dengan
realisasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2003, Peningkatan tersecbut
terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian gaji ke-13 untuk
PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun, sebagaimana
dilelapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pemberian Gaji/Penstun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun
Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima
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Pensiun/Tunjangan. Di samping itu, peningkatan alokasi tersebut juga
dipengaruhi oleh adanya kenaikan uang makan/lauk pauk anggota TNI/
Polri, serta kenaikan tunjangan fungsional guru dan paramedis .

Dalam kurun waktu yang sama, rasio belanja barang terhadap PDB
cenderung tetap, yaitu sekitar 0,8 persen. Dalam tahun 2004, belanja barang
diperkirakan sebesar Rp16,8 triliun, yang berarti mengalami kenaikan rata-
rata 14,6 persen per tahun bila dibandingkan dengan realisasinya sejak tahun
2002. Peningkatan alokasi belanja barang ini tidak terlepas dengan
perkembangan jumlah dan jenis kegiatan yang membutuhkan dukungan
pembiayaan operasional dan pemeliharaan, seperti reorganisasi dan
pemekaran satuan kerja baru, dan pembukaan kantor baru perwakilan RI
di luar negeri, serta mengantisipasi inflasi.

Pengeluaran subsidi datam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Dalam tahun 2002 dan tahun 2003 rasio pengeluaran subsidi
terhadap PDB masing-masing sebesar 2.5 persen, namun dalam tahun 2004
diperkirakan meningkat menjadi 3,5 persen. Demikian juga bila dilthat secara
nominal, pengeluaran subsidi dalam tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp69,9
triliun, lebih tinggi dari realisasi tahun 2003 sebesar Rp43,9 triliun dan tahun
2002 sebesar Rp40,0 tritiun.

Perkembangan subsidi tersebut sangat dipengaruhi oleh subsidi BBM yang
menyerap pengeluaran paling besar di antara berbagai jenis subsidi. Dalam
tiga tahun terakhir, rasio subsidi BBM terhadap PDB mengalami fluktuasi dari
1,9 persen dalam tahun 2002 menjadi 1,7 persen dalam tahun 2003, dan 3,0 persen
dalam tahun 2004. Secara nominal, pengeluaran subsidi BBM dalam tahun 2004
diperkirakan Rp59,2 triliun atau naik 97,3 persen dibandingkan dengan realisasinya
dalam tahun 2003. Pengeluaran subsidi BBM tersebut dipengaruhi oleh
perkembangan harga minyak mental internasional, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat, volume konsumsi BBM di dalam negeri, serta adanya
kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri yang telah dilakukan secara
bertahap mutai akhir tahun 2001

Sementara itu, rasio pengeluaran subsidi non-BBM terhadap PDB mengalami
kenaikan dari 0,5 persen dalam tahun 2002 menjadi 0,8 persen dalam tahun
2003. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya subsidi pupuk yang kembals
mulai diberikan pada tahun 2003. Dalam tahun 2004, pengeluaran subsidi non-
BBM diperkirakan Rp9,8 triliun atau turun 29,5 persen dibandingkan dengan
realisasinya dalam tabun 2003. Subsidi non-BBM tersebut antara lain berupa
subsidi pangan, listrik, bunga kredit program, pupuk, benih, kendaraan, dan pajak
yang ditanggung pemerintah.

Subsidi listrik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB dalam periode
2002-2004 mengalami penurunan, yaitu dari Rp4, | triliun dalam tahun 2002
menjadi Rp3,3 triliun dalam tahun 2004, Penurunan ini terutama discbabkan
oleh adanya kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL), perubahan
mekanisme pemberian subsidi listrik melalui PT PLN dari corporate cash
Jlow subsidy menjadi subsidi terarah mulai tahun 2001, dan penajaman sasaran
konsumen listrik vang disubsidi.

Pevkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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Untuk subsidi pangan, perkembangannya secara nominal dalam tiga tahun
terakhir sedikit mengalami peningkatan, yakni dari Rp4.5 triliun dalam tahun
2002, menjadi Rp4,7 triliun dalam tahun 2003, dan diperkirakan menjadi sebesar
Rp4,8 triliun dalam tahun 2004. Kenaikan pengeluaran subsidi pangan ini
antara lain dipengaruhi olch perubahan harga pokok pembelian beras (HPB)
Bulog oleh Pemerintah dan jumlah keluarga miskin yang menerima beras
dari program Raskin.

Sementara itu, subsidi bunga kredit program tahun 2002 sebesar Rp0,2 triliun
dan Rp0,6 triliun dalam tahun 2003, serta diperkirakan turun menjadi Rp0,2
triliun dalam tahun 2004. Subsidi bunga kredit program diberikan antara lain
untuk pembayaran selisih bunga skim eks pola KLBI, skim kredit ketahanan
pangan (KKP), risk sharing KICP, dan pendanaan kredit pemilikan ramah
schat (KPRSh). Pengeluaran subsidi bunga kredit program terutama
dipengaruhi oleh besaran tingkat suku bunga SBI-3 bulan dan besarnya
outstanding kredit.

Selain itu juga dialokastkan subsidi lainnya yang realisasinya dalam periode
2002-2004 cenderung berfluktuasi, yakni dari Rp3,7 triliun dalam tahun 2002,
menjadi Rp4.8 tritiun dalam tahun 2003, dan diperkirakan turun menjadi
Rpl,5 triliun dalam tahun 2004, Sebagian besar alokasi subsidi lainnya
diperuntukkan bagi subsidi pupuk. Adapun pupuk yang disubsidi adalah pupuk
urca dan pupuk non-urea dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga pupuk
agarterjangkau oleh petani. Dalam tahun 2004, subsidi lainnya juga diberikan
dalam bentuk subsidi benih (ikan, padi, jagung, dan kedelai) sebesar Rp121,0
miliar.

Sementara itu, mulai tahun 2004 dalam anggaran subsidi juga ditampung
bantuan kepada BUMN dalam rangka menjalankan penugasan pelayanan
umum (Public Service Obligation/PSO). Anggaran bantuan PSO tersebut
sebelum tahun 2004 ditampung dalam pos pengeluaran rutin lainnya. Untuk
anggaran PSO dalam tahun 2004 yang ditampung dalam pos subsidi adalah
sebesar Rp0,8 triliun dan sebagian lagi (Rp0,3 triliun) ditampung datam pos
pengeluaran rutin lainnya (dana cadangan umum}. Adapun BUMN yang
menerima bantuan PSO dalam tahun 2004 adalah PT Kereta Api Indonesia
{Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia
{Persero), PT TVRI (Persero), dan Perum BULOG

Selanjutnya, rasio pengeluaran rutin lainnya sejak tahun 2002 hingga 2004
mengalami peningkatan yang cukup tajam, yaitu dari Rp6,7 triliun dalam
tahwm 2002 menjadi Rp1 3,0 triliun dalam tahun 2003, dan diperkirakan menjadi
Rp24,0 triliun dalam tahun 2004. Peningkatan tersebut terutama berkaitan
dengan pembiayaan anggaran persiapan hingga berlangsungnya Pemilu tahun
2004, pemulihan keamanan dan penegakan hukum di Nanggroe Acch
Darussalam (NAD) dan beberapa daerah rawan konflik lainnya, penanganan
bencana alam, serta untuk gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan
(GN-RHL). Selanjutnya, perkembangan pengeluaran rutin dalam tahun
anggaran 2002 — 2004, dapat dilihat pada Tabel II1.5 dan Grafik IIL. 4.
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Tabel ll.5
PERKEMBANGAN PENGELUARAN RUTIN, 2002 - 2004 "
(triliun rupiah)

2003 2004
Uraian % thd % thd % thd
PAN PDB PAN FDB APBN-P POB
¥, Belanja pegawai 39,5 2,5 477 2,7 54,2 2,7
2. Belanja barang 12,8 0,8 15,0 0,8 16,8 0,8
3 Pembayaran bunga utang 87,7 5.4 65,4 3,7 63,2 3,2
a Dajam negeri 62,3 3.9 46,4 2.6 39.8 2,0
b, Luar negeri 25,4 1,6 12,0 i1 23,4 1,2
4, Subsidi 40,0 2.5 43,9 2,5 69,9 3,5
a Subsidi BBM 31,2 1.8 30,0 1,7 59,2 3,0
b. Subsidi non-BBM < 8.8 .5 13,9 0,8 9,8 0.5
c. Bantuan/PSO ¥ - - 0,8 0.0
5 Pengeluaran rutin lainnya 6,7 0,4 150 0.8 24,0 1.2
Jumlah 186,7 11,6 186,9 10,5 228,1 11,5

t) Perbedaan salu angka di belakang koma lerhadap angka penjumilahan adalah karena pembulalan
2) Untuk tahun 2002 termasuk pajak yang ditanggung pemerintah

3) Sebelumn lahun 2004 ditarmpung dalam pos pengeluaran rutin lainnya

4) Unluk tabun 2002 termasuk dana langgap darurat

Sumber : Deparlemen Keuangan RAi

Grafik lIl.4
PERKEMBANGAN PENGEL UARAN RUTIN, 2002 - 2004

Persentase thd PDB

2003
Tahun Anggaran
M Bel. Pegawai W Bel. Barang M Pemb. Bunga Utang
E Subsid! B Rutin Lalnnya

01
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Pengeluaran Pembangunan

Sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, setama tahun 2002-2004
realisasi pengeluaran pembangunan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Pertama, sebagai bagian dari alat kebijakan fiskal, kebijakan pengeluaran
pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan investasi pemerintah
untuk mempercepat pemulihan ekonomi, namun tetap dalam koridor upaya-
upaya konsolidasi mencapai kondisi fiskal yang berkesinambungan (fiscal
sustainability). Kedua, perkembangan variabel ekonomi makro, terutama
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara signifikan
berpengaruh terhadap besarnya realisasi pengeluaran pembangunan,
terutama pada proyek-proyek yvang bersumber dari pinjaman lfuar negeri.
Ketiga, faktor teknis administratif persiapan dan pelaksanaan proyek serta
faktor non-teknis, seperti perkembangan stabilitas sosial dan keamanan di
beberapa daerah yang menjadi lokasi proyek juga turut menentukan kinerja
pengeluaran pembangunan.

Dalam tahun 2002, realisasi pengeluaran pembangunan mencapai Rp37,3
triliun, sedangkan dalam tahun 2003 realisasinya meningkat menjadi Rp69,2
triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 85,5 persen. Demikian pula
dengan rasio pengeluaran pembangunan terhadap PDB juga meningkat
cukup signifikan, yaitu dari 2,3 persen dalam tahun 2002 menjadi 3,3 persen
dalam tahun 2003, Peningkatan realisasi pengeluaran pembangunan tersebut
berasal dari peningkatan pembiayaan rupiah sebesar 96,5 persen dan
peningkatan pembiayaan proyek sebesar 61,5 persen. Peningkatan yang
cukup besar tersebut merupakan kebijakan khusus sebagai respon terhadap
kenyataan bahwa tragedi bom di Bali telah memberikan dampak negatif
terhadap kegiatan perekonomian, terutama yang terkait dengan sektor
pariwisata. Melalui kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan
tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus fiskal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional atau sedikitnya dapat mempertahankan
kondisi perekonomian agar tidak mengalami penurunan yang signifikan,

Dalam realisasi anggaran pembangunan yang berasal dari pembiayaan rupiah
yang dikelola oleh departemen/lembaga, terdapat dana kompensasi sosial
vang diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu
sebagai akibat terjadinya kenaikan harga bahan bakar dan encrgi. Sejalan
dengan kebijakan pengurangan subsidi energi, dana kompensasi sosial dar
tahun ke tahun telah meningkat dengan cukup signifikan. Realisasi dana
kompensasi sosial di luar OPK beras pada tahun 2002 telah mencapai Rp2.,9
triliun dan dalam tahun 2003 meningkat menjadi Rp3,9 triliun. Dana
kompensasi sosial tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan dan
kesejabteraan sosial, transportasi, sarana air bersih, usaha kecil,

kedua bidang tersebut masing-masing mencapai 49,1 persen dan 27,6 persen
dari total dana kompensasi sosial. Selanjutnya, mulai tahun 2004 dana
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kompensasi sosial tidak lagi merupakan program khusus pemerintah tetapi
merupakan bagian dari program dan anggaran dari masing-masing
departemen/lembaga yang bersangkutan.

Dilihat dari realisasi anggaran pembangunan sektoral, dalam tahun 2003
ada lima sektor yang mendapat alokasi dan penyerapan anggaran
pembangunan yang cukup besar. Kelima sektor tersebut adalah: (7) sektor
pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga; (7i) sektor
iransportasi, meteorologi dan geofisika; (7ii) sektor pertahanan dan
keamanan; (ivj sektor kesejahteraan sosial, keschatan, dan pemberdayaan
perempuan; dan (v) sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, dalam APBN-P tahun 2004, pengcluaran pembangunan
diperkirakan sebesar Rp71,9 triliun, atau meningkat 3,9 persen dibandingkan
dengan realisasinya pada tahun 2003 sebesar Rp69,2 triliun. Peningkatan
tersebut berasal dari meningkatnya pembiayaan rupiah sebesar 4,7 persen
dan pembiayaan proyek 1,6 persen. Demikian pula, apabila dilihat dari
rasionya terhadap PDB, pengeluaran pembangunan tersebut mengalami
peningkatan sebesar 0,3 persen, yaitu dari 3,3 persen dalam tahun 2003
menjadi menjadi 3,6 persen dalam tahun 2004,

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, dalam tahun 2004 terdapat
beberapa sektor yang memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang
cukup besar, antara lain : (i) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda
dan olahraga; (i) sektor pertahanan dan keamanan; (7ii) sektor transportasi,
meteorologi, dan geofisika; (v} sektor kesejahteraan sosial, kesechatan dan
pemberdayaan perempuan; dan (v) sektor pengairan.

Dari semua sektor yang ada, sektor pendidikan, kebudayaan nasional,
pemuda dan olahraga, selama beberapa tahun terakhir senantiasa mendapat
prioritas tertinggi. Hal ini cukup beralasan, mengingat bahwa kualitas sumber
daya manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan nasional relatif
masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sektor pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga menjadi salah satu prioritas pembangunan
nasional. Sebagai sektor yang menjadi prioritas, alokasi anggaran
pembangunan yang diberikan pada sektor dimaksud paling besar dibanding
sektor lainnya. Selama tiga tahun terakhir sektor ini mendapat alokasi
anggaran pembangunan setiap tahunnya tidak kurang dari 20 persen dari
total anggaran pembanguoan dalam APBN-nya.

Sementara itu, dari berbagai kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka
konsolidasi fiskal, nampaknya semakin menunjukkan hasilnya. Salah satu
indikasinya adalah semakin meningkatnya kemampuan Pemerintah dalam
membiayai program-program pembangunan dari sumber-sumber
pembiayaan dalam negeri. Hal ini antara lain dapat dilihat dari proporsi atau
perbandingan antara pembiayaan luar negeri (proyek) terhadap total
pengeluaran pembangunan. Proporsi pembiayaan proyek terhadap total
pengeluaran pembangunan pada tahun 2002 sebesar 31,4 persen, kemudian
pada tahun 2003 menurun menjadi 27,3 persen dan tahun 2004 turun kembali
menjadi 26,7 persen. Sebaliknya, proporsi pembiayaan rupiah terbadap total
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pengeluaran pembangunan dalam tahun 2002, sehesar 68,6 persen dan dalam
tahun 2003 meningkat menjadi 72,7 persen, dan dalam tahun 2004 kembali
meningkat menjadi 73,3 persen. Selanjutnya, perkembangan pengeluaran
pembangunan dalam tahun anggaran 2002 — 2004, dapat dilihat pada Tabel

IIL6 dan Grafik IILS5.

Tabel lll.6

FPERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 2002 - 2004 "
{trlliun rupiah)

Uralan

PAN
I. Pamblayaan Ruplah 25.6

a. Pemblayaan Departemen/
Lembaga 25,3
1 Departemen/Lembaga 23,3
2. Hankam 1.5
3. Kepolisian Nagara 0.5
h. Laln-laln pembangunan 0,3
Il. Pemblayaan Proyek .7
Jumlah a7,

% thd
PDB

1,6

1,6
1.4
0,1
0,0
0,0

a,7

2,3

PAN

50,3

50,1
45,5
3.1
1,4
0,3

18,9

69,2

% thd

PDB

2,8

2,8
2,5
0,2
0,1

0,0
1,1

3,9

APBN-P

52,7

52,1
46,2
4,3
1,8

0,6
19,2

71,9

% thd
PDB

2,6

2,6
2,3
0,2
0.1

0,0
1,0

3,6

1) Perbedaan satu angka di belakany koma larhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Sumbar ; Daparlemen Keuangan Rl

Grafik lIL5
PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN,
2002 - 2004
1]
&
2002 2003

Tahun Anggaran

#l Pembiayaan Ruplah

B Pemblayaan Proyak
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Belanja Untuk Daerah

Sejak dilaksanakannya kebijakan otenomi daerah dan desentralisasi fiskal
pada tahun 2001, perkembangan belanja untuk daerah cenderung meningkat,
baik dilihat dari besarnva dana yang dialokasikan ke dacrah, maupun
cakupan dan jenis dana yang ditranster ke daerah. Apabila dalam tahun
2001 dana yang dialokasikan ke daerah hanya berupa dana perimbangan,
yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokast umum (DAU), dan
dana alokasi khusus (DAK), maka sejak tahun 2002, selain dana
perimbangan, Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk
Papua, dan dana penveimbang/penyesuaian. Selain itu, sejak tahun 2003
Pemerintah juga memperluas cakupan dana alokasi khusus, menjadi DAK
dana reboisasi (DAK DR), dan DAK non dana reboisast (DAK Non-DR)

Dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan ke daerah, apabila dalam tahun
2002 realisasi belanja untuk daerah mencapai Rp98.2 triliun (6,1 persen
terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 rcalisasi belanja untuk daerah
mencapai Rpl120,3 triliun (6,7 persen terhadap PDB), atau mengalami
peningkatan sebesar 22,5 persen. Selanjutnya dalam APBN-P tahun 2004,
alokasi belanja untuk dacrah ditetapkan Rp130,0 trifiun (6,5 persen terhadap
PDR) atau meningkat sebesar 8,1 persen dari realisasi belanja untuk daerah
dalam tahun 2003,

Sebagai komponen terbesar dari belanja untuk daerah, realisasi dana
perimbangan senantiasa menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun
ke tahun. Apabila dalam tahun 2002 realisasi dana perimbangan mencapat
Rp94,7 triliun (5,9 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi
dana perimbangan mencapai Rpl{1,] triliun (6,2 persen terhadap PDB),
atau meningkat sebesar 17,3 persen. Selanjutnya, dalam APBN-P tahun
2004 alokasi dana perimbangan tersebut diletapkan sebesar Rp123,1 triliun
(6,2 persen tethadap PDB) atau lebih tinggi 10,8 persen dari realisasinya
dalam tahun 2003. Realisasi dana perimbangan tersebut terdiri dari realisasi
DBH, realisast DAU, dan realisasi DAK.

Besarnya realisasi DBH, vang terdiri dari DBH perpajakan dan DBH sumber
daya alam (SDA), selain sangat dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam
negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengenai besarnya persentase bagian daerah
penghasil. Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan
yang dibagihasilkan ke daerah melalui APBN meliputi pajak penghasilan,
yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Scmentara itu, penerimaan negara yang berasal dari SDA yang
dibagihasilkan ke daerah meliputi antara lain SDA minyak bumi, SDA gas
alam, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan.

Dalam perkembangannya, realisasi DBH menunjukkan kecenderungan
meningkat tergantung kepada realisasi penerimaan negara yang
dibagihasilkan, Dalam tahun 2003, realisasi DBH mencapai Rp31,4 triliun
atau meningkat 26,1 persen dibandingkan dengan realisasi DBH tahun 2002

Perkembangan belanfa
urtnk daevah dalam
empar tahun pertana
cukup menggembira-
kan

Realisasi belanja untuk
daerak  cenderung
meningkat

Realisast dana perim-
bangan cendering
mmeningkat.

Dana bagi husil terdir
dari DB SDA dan
DEBH perpajakan

Realisasi dana bagi
hasil cenderung mening-
kat tergantung kepada
realisasi penerimaan
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sebesar Rp24.9 triliun. Sementara itu, dalam APBN-P tahun 2004, alokasi
DBH tersebut ditetapkan sebesar Rp37.4 triliun atau 19,1 persen lebih tinggi
darirealisasinya dalam tahun 2003,

Schagal instrumen yang berperan untuk mengatasi kesenjangan horisontal
(horizontal imbalance) antardaerah, realisasi DAU senantiasa diupayakan
meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin antara lain dari
meningkataya rasio alokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri (PDN)
neto dari 25 persen dalam periode tahun 2001 hingga tahun 2003, menjadi
25,5 persen dalam tahun 2004. Dilihat dari daya serapnya, apabila dalam
tahun 2002 realisasi DAU mencapai Rp69,2 ¢riliun, maka dalam tahun 2003
reatisasi DAU mencapai Rp77,0 triliun, atau meningkat 11,3 persen bila
dibandingkan dengan realisasi DAU tahun 2002. Dalam APBN-P takun
2004, alokasi DAU ditetapkan Rp82,1 triliun atau 6,6 persen lebih tinggi
dari realisasi DAU tahun 2003,

Diana alokasi khusus (DAK) disediakan kepada daerah untuk memenuhi
kebutuhan khusus. Apabila dalam tahun 2002, ralisasi DAK mencapai Rp0.6
triliun, maka dalam tahun 2003, realisasi DAK tersebut mengalami
peningkatan yang cukup tinggl, sehingga mencapai Rp2,7 triliun. Peningkatan
ini karena pada awalnya, DAK yang disediakan bagi daerah seluruhnya
bersumber dari dana reboisasi (DR) yvang dialokasikan sebesar 40 persen
dari penerimaannya, namun mulai tahun 2003, selain untuk membiayai
kegiatan reboisasi di daerah penghasil, DAK juga diberikan dalam bentuk
DAK Non-DR untuk membiayai kegiatan bidang-bidang lain, seperti bidang
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintahan daerah
pemekaran,Selanjutnya, dalam APBN-P tahun 2004, alokasi DAK
ditetapkan schesar Rp3,7 triliun atau 0,2 persen dari PDB, yang berarti
naik sebesar 37,0 persen dari realisasinya dalam tahun sebelumnya.
Peningkatan ini terutama karena sejak tahun 2004, bidang-bidang vang
dibiayai dengan DAK Non-DR ditambah dengan bidang kclautan dan
perikanan,

Selain dana perimbangan, sejak tahun 2002 Pemerintah juga mengalokasikan
dana otonomi khusus dan penyeimbang, yang sejak tahun 2004 dana
penyeimbang diubah menjadi dana penyesuaian. Dana otonomi khusus
disediakan hanya untuk Provinsi Papua sebagai implementasi dari UU Nomor
2] Tahum 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Besarnya dana otonomi
khusus tersebut setara dengan 2 (dua) persen dari jumlah DAU, Mckanisme
percairan dana otonomi khusus diatur dalam KMK Nomor 47 Tahun 2002
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang
pada dasarnya sama dengan mekanisme pencairan DAU, dan Keputusan
Bersama Menteri Kevnangan Nomor 1602/KMK .02/2003 dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2003 tentang Penyaluran dan Penerimaan Khusus
dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam perkembangannya, realisasi dana otonomi khusus menunjukkan
kecenderungan meningkat, sejalan dengan meningkatnya alokasi DAU.
Realisasi dana otonomi khusus dalam tahun 2003 mencapai Rp1,5 triliun,
atau meningkat 25,0 persen dari realisasinya dalam tahun 2002 yang sebesar
Rp1,2 triliun. Selanjutnya, dalam APBN-P tahun 2004 alokasi dana otonomi
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khusus ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun atau 6,7 persen lebih tinggi dari
realisasi dana otonomi khusus dalam tahun 2003,

Realisasi dana penyesuaian menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi.
Apabila realisasi dana penyesuaian dalam tahun 2002 hanya mencapai
Rp2,4 triliun, maka dalam tahun 2003 realisasinya mencapai Rp7,7 triliun,
atau meningkat 220,8 persen. Namun demikian, dalam APBN-P tahun 2004
alokasi dana penyesuaian ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun, atau menurun
32,5 persen dari realisasi dana penyesuaian dalam tahun 2003. Penurunan
ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi alokasi dana
penyesuaian secara bertahap, mengingat dana penyesuaian ini hanya bersifat
sebagai bantuan, dan tidak mencakup seluruh kebutuhan pendanaan pos
anggaran yang bersangkutan. Perkembangan dana yang dialokasikan ke daerah
sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat diikuti dalam Tabel ITL7
dan Grafik ITL6.

Tabel 5iL7

PERKEMBANGAN BELANJAUNTUK DAERAH, 2002 - 2004 "
{triliun rupiah)

Uraian % thd %thg % thd
PAN  ppB por APENF  ppp
DANA PERIMBANGAN 94,7 59 11,1 5,2 1231 8,2
a. Dana Bagi Hasil 24,9 1.5 314 1,8 37,4 1,9
1 Pajak 1,9 07 16,0 0,0 17,7 09
i Pajak Panghasilan 4.1 0,3 572 0,3 4.8 0,2
i, Pajak Bumi dan Bangunan 6,1 0.4 8,7 0,5 9.8 0,5

iii. Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan 1.7 0.1 2,2 c.1 3.2 0,2
2. Sumber Daya Alam 13,0 0.8 15,3 0,9 19,6 1,0
I Minyak Bumi 8.4 0,4 6,8 0.4 9.7 0,5
ii. Gas Alam 53 0.3 g,4 0.4 77 0,4
i Pertambangan Umum 0,6 0,0 1,1 0,1 1.4 0,1
iv. Kehutanan 0,6 0,0 0,7 0,0 05 G0
v. Perikanan 0,1 0,0 0,2 0,0 0.2 G0
b. Dana Alokasi Umum 69,2 4.3 77,0 4.3 82,1 4.1
1. Provinsi 6,9 0,4 77 0.4 8,2 0.4
2 Kabupalen 62,2 39 69,3 39 73,9 37
¢. Dana Alokasi Khusus 0,6 0,0 2,7 0,2 37 0,2
1. Dana Reboisasi 0,6 1,0 0,8 0,0
2. Non-dana Reboisasi 2,7 0,2 2,4 0,1

DANA OTONOMI KHUSUS

DAN PENYESUAIAN 2 35 0,2 92 05 63 03
a. Dana Otonomi Khusus 1,2 0,1 1,5 0,1 1,6 0,1
b. Dana Penyesualan 2,4 0,1 77 0,4 5,2 0,3
Jumiah a8,2 6,1 120,3 6,7 130,0 8,5

11 Perbsdaan satu angka dl belakang koma lerhadap angka penjumiahan adalah karena permbulatan
2) inluk tahun 2002-2003 disebut Dana Penyeimbang
Sumber : Departernen Keuangan Rl

Realisasi dana penye-

suaian berfluktuasi.
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Grafik 1.6
PERKEMBANGAN BELANJA UNTUK DAERAH, 2002 - 2004
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Keseimbangan Umum dan Defisit APBN

Sejalan dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN untuk
menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dalam tiga tahun terakhir,
rasio defisit anggaran terhadap PDB terus menunjukkan penurunan, yaitu dari
1,5 persen pada tahun 2002, menjadi 1,3 persen dalam APBN-P 2004.
Penurunan defisit fiskal ini, terjadi lerutama karcna pendapatan negara dan
hibah dalam kurun waktu tersebut dapat ditingkatkan rata-rata 16,7 persen per
tahun, sementara perkcmbangan belanja negara dalam periode yang sama dapat
dikendalikan schingga hanya mengalami kenaikan rata-rata 15,5 persen per
tahun. Keherhasilan dalam upaya pengendalian deftsit anggaran tersebut, benar-
benar sangat membantu mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan
anggaran sclama karun waktu tersebul,

Pembiayaan Anggaran

Dalam rangka mengurangi ketergantungan dana dari luar negert, sebagaimana
diamanatkan dalam GBHN [999-2004, maka dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir, pcmbiayaan luar negeri secara bertahap diupayakan untuk dapal
dikurangi. Sebaliknya, kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit
anggaran maupun untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang,
sedapat mungkin bisa diupayakan untuk dipenuhi dari sumber-sumber dalam
ncgeri. Hal ini, terutama dimaksudkan untuk menunjang langkah-langkah
konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN dalam mendukung terwujudnya
ketuhanan fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainability). Kebijakan
yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, sclama
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Dalam  tiga  tahun
ferakchi, toral kebubih-
an pembiayaun me-
ningka! rata-raig 351
persen per fahun,

Total kewajiban pokok
wlang naik rata-rata
107, ] persen per taliin,
utang dalant negeri janh
fempo naik rata-rata
1481 persen per tahin,
utang luar negeri jatuh
fempo naik rara-) ata
923 persen per tahun

Rasio  pembiayaan
unluk merutup defisit
menurin
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Selama periode 2002-
2004 sumber pem-
biayaan dalam negeri
naik rara-rata 59,6
persen per lahun;
peranan sumber pem-
biayaan dalam negeri
naik menjadi 77,3
persen

Peranan sumber pem-
bhiavaan luar negeri
furun davi 47,5 persen
dalam tahun 2002
menjudi 22,7 persen
dalam tafmn 2004

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kebutuhan pembiayaan tersebut dipenuhi dari: (i) sumber-sumber
pembiayaan dalam negeri, antara lain melalui penggunaan sebagian saldo
rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), hasil privatisasi BUMN, hasil
penjualan aset program restrukturisasi perbankan, dan hasil penerbitan surat
utang negara; serta (ij) sumber-sumber pembiayaan luar negeri dalam bentuk
penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman
proyek.

Dalam tiga tahun terakhir, sumber pembiayaan dalam negeri yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan meningkat rata-rata 59,6 persen
per tahun, yaitu dari Rp29,1 triliun (1,8 persen terhadap PDB) pada tahun
2002, menjadi Rp74,1 triliun (3,7 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004.
Dari jumlah tersebut, sumber pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam
negeri, berupa saldo rekening pemerintah di BI juga digunakan untuk
memenuhi pembiayaan APBN. Dalam tahun 2002 terdapat sisa lebih
pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp8,2 triliun (0,5 persen terhadap
PDB), sedangkan dalam tahun 2004 digunakan saldo rekening pemerintah
di Bl sebesar Rp23.9 triliun (1,2 persen terhadap PDB). Selanjutnya, sumber
pembiayaan nonperbankan, yang berasal dari hasil privatisasi BUMN, hasil
penjualan aset program restrukturisasi perbankan, serta hasil penerbitan surat
utang negara dalam periode yang sama, meningkat rata-rata 31,3 persen per
tahun, yaitu dari Rp29,1 triliun (1,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2002,
menjadi Rp50,2 triliun (2,5 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004,
Dengan perkembangan tersebut, peranan sumber pembiayaan dalam negeri
terhadap total kebutuhan pembiayaan dalam periode yang sama meningkat
dari 73,1 persen pada tahun 2002 menjadi 77,3 persen dalam APBN-P 2004,

Total penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman
proyek dalam kurun waktu yang sama secara nominal meningkat rata-rata
7,2 persen per tahun, yaitu dari Rp18,9 triliun (1,2 persen terhadap PDB)
pada tahun 2002 menjadi Rp21,7 triliun (1,1 persen terhadap PDB) dalam
APBN-P 2004. Demikian pula, peranan sumber-sumber pembiayaan dari
luar negeri, yang berasal dari penarikan pinjaman program dan pinjaman
proyck, terus diusahakan untuk dikurangi yakni dari 47,5 persen pada tahun
2002 menjadi 22,7 persen dari total pcmbiayaan anggaran dalam APBN-P
2004. Perkembangan kebutuhan pembiayaan dan sumber-sumber
pembiayaan secara ringkas dapat diikuti dalam Tabel IT1.8 dan Grafik 11L7.
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Tabel I11.8
KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN, 2002-2004 "
(triliun rupiah)

2003 2004
Uraian % thd % thd % thd
PAN POB PAN PDB APBN-P PDB
Kebutuhan Pembiayaan 39,8 2,5 69,4 3,9 95,8 4,8
1 Defisit Anggaran 23,6 1,5 35,1 2,0 26.3 1,3
2. Pembayaran Pokak Utang 16,2 1.0 34,3 1.9 69.5 3.5
- Dalam Negeri 3,9 0,2 14,5 0,8 241 1.2
- Luar Negeri 12,3 0,8 19,8 1,1 45 5 2,3
Sumber Pembiayaan 48,0 3,0 67.0 3,7 95,8 4.8
t. Dalam Negeri 291 1.8 46,6 2,6 74.1 3,7
2. Luar Negen 18,9 1,2 20,4 1.1 21,7 1,1
- Pinjaman Program 7,2 0,4 1.8 0.1 3,1 0,2
- Pinjaman Proyek 11,7 0,7 18,6 1.0 18,6 0,9
Kelehkihan (Kekurangan) 8,2 0,5 24 -01 0,0 0,0

1} Perbedaan satu angka di belakang %oma lerhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan
Surnber : Departernen Keuangan Ri

Grafik 1.7
KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN, 2002 - 2604
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Selanjutnya, perkembangan pembiayaan delisil anggaran sejak tahun 2002
sampat dengan tahun 2004 dalam {ormat yang sesuai dengan Undang-undang
APBN dapat diikuti dalam Tabel IIL9 dan Grafik IILS.

Tabel I8
FPERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, 2002 - 2004 R
{triliun rupiah}

Uraian % thd % thd % thd

PAN PDB PAN PDB APBN-P PDB

Pembiayaan Dalam Negerl 16,9 11 32,1 1.8 50,1 25
1. Petbankan dalam negeri -B2 05 8.3 0.5 23,9 1,2
2. Non-perbankan dalam negeri 25,2 1.6 239 1,3 26,1 13
Pembiayaan Luar Negeri {neto}) 6,6 0,4 0,5 0,0 238 1,2
1 Penarikan pinjaman LN (bruto) 18,9 1.2 20,4 1,1 21,7 11
2, Pembayaran cicilan pokok -123 DB 198 14 -455  -2.3

utang LN

236 1,5 az27 1,8 26,3 1,3

1) Perbedaan satu angka di helakang koma lerhadap angka penjumlahan adalah karena pembulalan
Sumber : Depantsmen Keuangan Rl

Grafik ill.8
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN,
2002 - 2004
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Dengan semakin berkurangnya peranan sumber-sumber pembiayaan dari
luar negeri dalam upaya menutup pembiayaan anggaran, serta tidak adanya
[asilitas penjadwalan ulang {rescheduling} utang luar negeri olch negara
dan lembaga donor melalui fasilitas Paris Club sejak tahun 2004, dan
dipenuhinya kewajiban pemerintah dalam membayar cicilan pokok utang
luar negeri secara lepat waktu, maka rasio posisi utang luar negeri terhadap
PDB menurun dari 36,3 persen pada tahun 2002 menjadi 30,7 persen dalam
APBN-P 2004.

Demikian pula, sebagai akibat dari adanya pelunasan surat utang negara
{SUN) yang jatuh tempo, asset fo hond swap, dan pembelian kembali
{buyback) SUN yang belum jatuh tempe, yang jumlah kescluruhannya jauh
lebih besar daripada penerbitan SUN dalam kurun waktu yang sama, maka
rasio stok utang dalam negeri terhadap PDB juga menurun dari 40,4 persen
pada tahun 2002 menjadi 31,8 persen dalam APBN-P 2004,

Dengan berbagai perkembangan tersebut, maka rasio utang pemerintah
terhadap PDB terus menurun dari 76,7 persen pada tahun 2002 menjadi
62,4 persen pada tahun 2004. Perkembangan rasio utang pemerintah
terhadap PDB dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat diikuti
pada Grafik 111.9.

Grafik .9
RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2002 - 2004

80
70
60
50

40

Persentase thd PDB

30

20

2003
Tahun Anggaran

3 Utang Dalam Negeri W Lkang Luar Negeri O Utang Pemerintah

Rasio utang pemer intah
cenderung Menurin
dari 76,7 persen POB
el 2002 menjadi 62,4
persen PDB tahun 2004,



Bab IV

APBN 20035 merupakan
APBN masa transisi
dari pemerintak lama ke
pemerintah baru
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hadapi dalam APBN
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Sirategi kebijakan fiskal
tahun 2003 harus kon-

sisten
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BAB 1V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2005

Pendahuluan

APBN tahun 2005 merupakan APBN pertama yang disusun berdasarkan
mekanisme pembahasan dan format baru sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena itu,
penyusunan APBN 2005 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN 2005.

Sebagai APBN transisi, APBN 2005 disusun sedemikian rupa, sehingga
mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk menjamin terjaganya
konsistensi arah dan kesinambungan proses konsolidasi fiskal, dengan
menyediakan ruang gerak yang cukup bagi inisiatif baru oleh Pemerintah
dan DPR hasil Pemilu 2004, di wilayah-wilayah kebijakan yang strategis,
seperti kebijakan belanja gaji bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan, belanja
subsidi BBM dan non-BBM, penetapan prioritas alokasi anggaran, serta
alternatif dan komposisi sumber-sumber pembiayaan defisit.

Dengan kerangka kebijakan demikian, tantangan yang dihadapi dalam
pengelolaan kebijakan fiskal pada APBN 2005 masih cukup berat dan
semakin kompleks. Tantangan pokoknya tidak hanya terfokus pada upaya
mengendalikan defisit anggaran semata, melainkan bergeser kepada masalah
pemenuhan kebutuhan pembiayaan dibanding dengan sumber-sumber
pembiayaan anggaran yang terbatas (financing gap). Hal ini disebabkan
terutama oleh membengkaknya beban kewajiban pembayaran pokok utang,
baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri dalam jumlah yang sangat
besar. Kewajiban tersebut harus dipenuhi seluruhnya dan secara tepat waktu,
oleh karena sebagai konsekuensi dari diakhirinya program kerjasama dengan
IMF, sejak tahun 2004 Pemerintah tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas
penjadwalan ulang (rescheduling) utang luar negeri melalui forum Paris
Club (PC).

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun
2005 tetap dijaga agar konsisten dalam mendorong upaya peningkatan
penerimaan negara, mengendalikan dan mengefisienkan belanja negara, serta
mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran.
Strategi ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan (reformasi) yang
berkelanjutan pada berbagai jenis instrumen fiskal, yang meliputi (i} bidang
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perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), (ii) penganggaran
belanja negara, (iii) pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayaan
anggaran, serta (/v) penataan kelembagaan keuangan negara.

Reformasi perpajakan, yang diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2005,
akan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak, tarif
dan klasifikasi atau strata tarif, serta prosedur dan administrasi pcrpajakan.
Reflormasi tersebut akan dilakukan melalui perubahan Undang-undang Pajak
Penghasilan, Undang-undang PPN dan PPnBM, serta Undang-undang
Ketentuan Umum Perpajakan. Langkah-langkah pembaharuan yang akan
dilakukan tersebut diperkirakan baru akan menuai hasil pada tahun 2006.
Dalam jangka pendek, pembaharuan kebijakan perpajakan tersebut justru
diperkirakan akan menyebabkan terjadinya potensi kehilangan (potential
loss) pada penerimaan perpajakan. Untuk mengkompensasikan penurunan
penerimaan pajak tersebut, Pemerintah akan mengintensifkan pelaksanaan
langkah-langkah modernisasi dan reformasi administrasi perpajakan, disertai
dengan upaya-upaya khusus lainnya {exfra effort), terutama melalui
intensifikasi pemungutan dan peningkatan pelayanan.

Sementara itu, kebijakan pencrimaan negara bukan pajak (PNBP) akan
lebih dititikberatkan pada upaya-upaya perbaikan sistem administrasi dan
kebijakan dalam rangka meningkatkan kontribusi penerimaan SDA, bagian
pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya.

Di bidang belanja negara, kebijakan tahun 2005 lebih diarahkan pada
langkah-langkah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja
negara, serlta penyempurnaan manajemen belanja negara, dalam rangka
pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara secara bertahap. Langkali-langkah pembaharuan tersebut antara
lain meliputi penganggaran terpadu (unified budget), anggaran berbasis
kinerja, kerangka pengeiuaran berjangka menengah, dan standar akuntansi
pemerintah.

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk memperbaiki pendapatan
aparatur negara, tcrbatas mempertahankan pendapatan nominal,
sedangkan kebijakan belanja barang diarahkan untuk mempertahankan
fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah, serta meningkatkan
cfisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas,

an pemeliharaan asel negara. Sementara itu, kebijakan belanja modal

iarahkan pada kegiatan investasi sarana dan prasarana pembangunan
dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan,
serta modal fisik lainnya.

Pada belanja daerah, kebijakan umum tahun 2005 diarahkan antara lain
untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi

daerah (taxing power).

Cakupan dalan: refor-
masi perpajakan

Titik beral reformasi
penerimaan  bukan
pajak

Kebijakarn umum belan-
ja negara dalam tahun
2005

Kebijakan belanja pe-
gawat

Kebijakan umum be-
fanja daerah fahun
2005
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Dalam kaitan ini, kebijakan dana bagi hasil (DBH) diarahkan untuk
mempercepat penetapan alokasi DBH pajak dan bukan pajak (SDA)
melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data, Sementara itu, kebijakan
dana alokasi umum (DAU) tetap mengacu pada konsep kesenjangan
fiskal (fiscal gap) untuk mengatasi ketidakseimbangan antardaerah,
dengan formula sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor
84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
{04 Tahun 2000 tcentang Dana Perimbangan, serta fetap
mempertimbangkan faktor penyeimbang (alokasi dasar) berdasarkan
kebutuhan belanja pegawai. Sesuai dengan kesepakatan Pemerintah
dengan DPR-RI pada Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN
tahun 2005, proporsi DAU tahun 2005 ditetapkan sebesar 25,5 persen
dari penerimaan dalam negeri neto. Di lain pihak, alokasi anggaran untuk
Dana Alokasi Khusus (DAK) non-Dana Reboisasi ditingkatkan, dengan
prioritas pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, serta bidang
pertanian.

Dengan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN 2005,

PDB.

Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan
langkah-langkah mobilisasi sumber-sumber pembiayaan melalui:
(i) penggunaan sebagian dana simpanan pemerintah di BI; (ii) penjualan
aset eks BPPN yang sekarang dikelola oleh PT PPA (Perusahaan
Pengelola Aset) dan melanjutkan kebijakan privatisasi BUMN secara
optimal; (iii) penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan

Tabel 1V.1. dan Graflik I'V.1.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pendapatan negara dan hibah dalam APBN tahun 2005 ditetapkan Rp380,4
triliun, atau 17,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti menurun Rp23.4

kemandirian APBN.
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Tabel IV.1
RINGKASAN APBN-P 2004 DAN APBN 2005 "
(triliun rupiah)

2004 2005
Uraian % thd % thd
APBN-P APBN
FDB PDB

A.Pendapatan Megara dan Hibah 403,8 20.3 3804 17,4
Penerimaan Dalam Negeri 403,0 20,3 379.6 17,3
1 Penerimaan Perpajakan 279.,2 14,0 297 .8 13.6
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 123,8 5,2 81.8 3.7
I Hibah 0.7 0,0 0.8 D0
E.Belanja Negara 430,0 21,6 397.8 18,2
I Belanja Pemerintah Pusat 300.,0 15,1 266,72 12,2
H Belanja Daerah 130,0 5,5 131,56 6.0
1 Dana Perimbangan 1231 6,2 124.3 5.7

2 Dana Qlonami Khusus dan
Penyesuaian 6,9 0,3 7.2 0,3
C.Surplus/Defisit Anggaran (A - B) -26,3 -1,3 17,4 -0,8
D.Pembiayaan (D |+ D) 26,3 1,3 17.4 0,8
{ Pembiayaan Dalam Negeri 50,1 2.5 37,6 1.7
1l Pembiayaan Luar Negeri (neto) -23.8 -1,2 20,2 -0,9

1) Perbedaan satu digit di belakang koma lerhadap angka pemumlahan adaiah karena pembulatan
Sumber Departemen Keuvangan R

Grafik IV.1
RINGKASAN PERKEM BANGAN APBN, 2002 - 2005

Persentase terhadap
PDE

2002 2003 2004 2005
Tahun Anggaran
HPendapatan Negara dan Hibah HBelanja Negara
1Surplus / Deflsk HEPombiayaen Dalam Nagerl

HEPemblayaan Luar

Penerimaan Perpajakan

Dalam APBN 2003, penetimaan perpajakan direncanakan Rp297.8 wiliun, Sasaran penerimaan

atau 13,6 persen terhadap PDB dengan dasar perhitungan tahun 1993 perpajakan fahun 2005
Apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaan perpajakan dalam Bp297.8 tritiun (13,6

APBN-P 2004, penerimaan perpajakan (ahun 2005 tersebul meningkat persen tevhadep PDB).

Rp18,6 triliun atau 6,7 persen. Kenaikan ini relatif modesat, baik dilihat dari
nilai nominal maupun persentasenya terhadap PDB, bila dibandingkan dengan

#} Lihat boks 3 untuk perbandingan angka rasio perpajakan (fay ratio) dengan menggunakan
PDB atas dasar tahun pechitungan 1993 dan 2000
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Targe! penerimaan PP
tahun 2003 6,5 persen
terhadap PDB
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modernisasi pemungul-
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peningkatan relatif pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan atas
perhitungan adanya kemungkinan terjadinya penurunan (pofential loss)
penerimaan berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan amandemen Undang-
undang tentang PPh, PPN, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). (Lihat
Boks 4: Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Perpajakan).

Reformasi perpajakan, yang diharapkan akan mulai diimplementasikan pada
tahun 2005 tersebut, terutama bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan
yang sehat dan kompetitif dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusit
bagi kegiatan investasi dan perdagangan. Reformasi tersebut pada dasarnya
merupakan kelanjutan dari langkah-langkah pembaharuan kebijakan perpajakan
(tax policy reform) yang telah dilakukan pada tahun 1984, 1994, 1997, din
terakhir tahun 2000,

Di samping melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan,
Pemerintah juga akan melanjutkan langkah-langkah perbaikan dalam bidang
administrasi perpajakan (tax administration reform) yang telah dimulai sejak
tahun 2001. Reformasi administrasi perpajakan tersebut mencakup modernisasi
administrasi pajak dan kepabeanan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan
ini, diharapkan akan dapat dihasilkan tambahan penerimaan pajak guna
mengkompensasikan potensi hilangnya penerimaan (potential loss),
sehubungan dengan penyempurnaan pada aspek kebijakan perpajakan. (Lihat
Boks 5: Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan).

Penerimaan perpajakan dalam tahun 2005 masih tetap mengandalkan
pencrimaan dari sektor pajak dalam negeri, khususnya pada tiga sumber utama
yaitu PPh, PPN dan PPnBM, serta cukai. Sebagai gambaran, dari total
penerimaan perpajakan tahun 2005 sebesar Rp297,8 triliun, sebesar Rp285.5
triliun atau 95,9 persen di antaranya bersumber dari pajak dalam negeri,
sedangkan Rp12,4 triliun atau 4,1 persen lainnya berasal dari pajak perdagangan
internasional.

Salah satu sumber penerimaan pajak dalam negeri terbesar adalah pajak
penghasilan (PPh). Dalam APBN 2005, rencana penerimaan PPh, yang terdiri
dari PPh nonmigas dan PPh migas, ditetapkan Rp142,2 triliun atau 6,5 persen
terhadap PDB.

Dari jumlah tersebut, penertmaan PPh nonmigas dalam tahun 2005 ditetapkan
Rp128,6 triliun, atau 5,9 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, secara nominal
lebih tinggi Rpl5,8 triliun atan 14,0 persen, dibandingkan dengan sasaran
penerimaan PPh nonmigas yang ditetapkan dalam APBN-P 2004.
Peningkatan ini relatif lebih moderat bila dibandingkan dengan peningkatan basis
pajak sebagaimana tercermin dari asumsi perkiraan pertumbuhan ekonomi dan
tingkat inflasi yang digunakan dalam perhitungan APBN tahun 2005. Hal ini
didasarkan atas perkiraan terjadinya potensi kehilangan (pofential loss)
penerimaan PPh, berkaitan dengan adanya rencana kebijakan penyesuaian
PTKP PPh orang pribadi, dan penyesuaian tarif PPh badan sebagaimana
divsulkan dalam RUU Perubahan Undang-undang tentang PPh.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan PPh nonmigas tahun 2005
tersebut, Pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah modernisasi
pemungutan PPh dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak,
yang telah dimulai sejak tahun 2003. Langkah dimaksud antara Jain berupa
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Boks 4:  Pokok-pokok Perubahan Undang-Undang Perpajakan

Latar Belakang

@alam upaya penyehatan APBN sebagaimana diamanatkan oleh GBHN tahun 1999 - 2004,
dan pelaksanaan konsolidasi fiskal dalam rangka kesinambungan fiskal (fiscal sustainability),
penerimaan negara terutama yang bersumber dari sektor perpajakan perlu semakin dimantapkan.
Kebijakan untuk mengoptimalkan dukungan penerimaan sektor perpajakan merupakan opsi
vang paling realistis karena sumbcr-sumber penerimaan negara bukan pajak sangat fluktuatif,
tergantung pada perkembangan berbagai faktor eksternal yang relatif sulit diprediksi. Selain itu,
banyak sekali masukan-masukan baik dari lembaga internasional maupun lembaga nasional,
yang menganggap bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah kurang kondusif, dan kurang
kompetitif lagi bagi kegiatan investasi di Indonesia. Beberapa permasalaban utama yang
dikemukakan, antara lain adalah struktur tarif yang tidak kompetitif, adanya perlakuan yang
tidak adil, prosedur perpajakan yang terlalu kompleks, serta adanya peraturan yang kurang
tegas, schingga seringkali menimbulkan ketidakpastian.

Tujuan

Sehubungan dengan hal terscbut, Pemerintah telah menyusun draf perubahan (amandemen)
UU Perpajakan yang bertujuan untuk (i) menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan
kompetitif dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi nasional, {#) meningkatkan tingkat
kepatuhan sukarela, (#ii) meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan,
dan (iv) meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Reformasi perpajakan ini meliputi aspek
kebijakan dan administrasi perpajakan yang mencakup perubahan Undang-undang PPh,
perubahan Undang-undang PPN dan PPnBM, serta perubahan Undang-undang KUP.

RUU PPh

@okok—pokok perubahan Undang-undang PPh meliputi (i) perluasan subyek dan obyek pajak,
antara lain pengenaan PPh Pasal 25 atas WI yang melakukan pembelian barang mewah serta
transaksi derivatif dikenakan pajak; (77) penyclarasan pengurang penghasilan bruto, antara lain
kompensasi kerugian dipisahkan antara kerugian operasional dan non-operasional,

(it} penyesuaian PTKP, antara lain WP bersangkutan dinaikkan 300% sedangkan tanggungan
(dependent) turun; (¥v) perubahan dan penurunan tarif, antara lain tarif PPh Badan menjadi
tarif tunggal, khusus UKM tarif tersendiri; (v) perluasan pemotongan pemungutan PPh dan
pembedaan tarif pemotongan antara WP yang ber-NPWP dan yang tidak ber-NPWP;
fvi) perluasan dan penyesuaian pembayaran angsuran pajak tahun berjalan; (vi) penyederhanaan
pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pekerja (Withholding System); (viii) mempertegas
ketentuan pencegahan penghindaran pajak; serta (ix) SPT Tahunan PPh Pasal 2] ditiadakan
dan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan cukup memberitahukan.

RUU PPN dan ’''nBM

q)okok-pokok perubahan Undang-undang PPN dan PPaBM meliputi () penyederhanaan proses
restitusi, antara lain restitusi setiap bulan hanya boleh diajukan oleh eksportir dan PKP yang
melakukan penyerahan pada pemungut; (i) pemusatan tempat pajak terutang dipermudah untuk
mengurangi beban administrasi WP; (7ii) pengaturan mengenai JKP atau BKP tidak berwujud
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dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean (ekspor); (iv) pengaturan kembali BKP, yaitu
pengalihan BKP karena perjanjian legsing, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan dan penyerahan BKP dalam rangka penggabungan usaha (merger);
(v} pengkreditan Pajak Masukan harus memenuhi syarat formal dan material; (vi) faktur pajak,
antara lain mempertegas ketentuan mengenai syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan; serta
(vii) fasilitas, antara lain pengusaha yang berorientasi ekspor, perusahaan penerbangan dan
pelayaran internasional serta perwakilan asing.

RUU KUP

q)okok-pokok perubahan Undang-undang KUP meliputi (i) definisi; (77) pemberian NPWP
dan pengukuhan PKP secara jabatan; (7ii) surat pemberitahuan, antara lain penandatanganan,
pengambilan dan penyampaian SPT; (iv) sanksi administrasi, antara lain pengenaan sanksi
administrasi pada penyampaian SPT yang tidak tepat waktu; (v) pembayaran pajak;
(vi) penetapan dan ketetapan, antara lain tidak semua SPT Lebih Bayar harus diperiksa terlebih
dahulu; (vii) penagihan pajak; (viii) penyelesaian sengketa di bidang perpajakan; ¢ix) pembukuan
dan pencatatan, {x) pemeriksaan; (xi} akses data perpajakan; serta (xii) ketentuan pidana dan
penyidikan.

Dampak Pencrimaan

@alam jangka pendek, amandemen Undang-undang Perpajakan ini diperkirakan akan
menimbuikan dampak penurunan penerimaan perpajakan. Potensi penurunan penerimaan
diperkirakan terjadi pada PPh, yang terdiri dari penyesuaian PTKP PPh OP, perubahan tarif
PPh Badan, dan perlakuan khusus yaitu pembentukan NPL. Pada PPN diperkirakan terjadi
potensi penurunan perierimaan akibat dari penghapusan pengenaan PPN.Dilain pihak, juga ada
potensi peningkatan penerimaan, pada PPh yang diperkirakan bersumber dari perluasan basis
pajak, dan perlakuan khusus dengan penerapan Norma Penghitungan Penghasilan, sedangkan
pada PPN, potensi peningkatan penerimaan diperkirakan diperoleh dari pertuasan basis pajak
pada premt asuransi. Selanjutnya, dalam jangka panjang, reformasi kebijakan perpajakan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan daya saing sistem perpajakan Indonesia, sehingga mampu
mendorong perkembangan investasi dan penciptaan lapangan kerja, vang pada akhirnya akan
berdampak pada peningkatan output nasional dan penerimaan perpajakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
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Boks 5:  Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan

Latar Belakang dan Tujuan

eformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) yang digulirkan Pemerintah
sejak tahun 2001 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi DJP, yaitu menjadi model pelayanan
masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang
dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan ncgara
dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan
Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Secara garis besar, ada tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi administrasi
perpajakan jangka menengah, yaitu : (i) tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi;
(ii) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan; dan (iif) tercapainya
produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Program dan Kegiatan

q)ro gram dan kegiatan datam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara
komprehensif, yang meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya inanusia
Reformasi perangkat lunak mencakup perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta
penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran
informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan)
agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi dilakukan dengan berbasis teknologi informasi
dan ditunjang oleh kerjasama operasi dengan instansi lain.

Reformasi perangkat keras diupayakan melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi
persyaratan mutu sehingga dapat menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di
seluruh Indonesia. Program reformasi pada aspek sumber daya manusia ditempuh melalui
penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Program ini dilakukan
antara lain melalui pelaksanaan uji kemampuan dan kelayakan secara ketat, penempatan aparat
sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program
pengembangan self capacity.

Untuk uji coba pelaksanaan keseluruhan program tersebut secara utuh telab dipilih Kanwil DJP
WP Besar sebagai proyek percontohan. Kanwil DJP WP Besar merupakan Kantor Pelayanan
Pajak percontohan yang modern, yang didukung oleh organisasi yang ramping, teknologi informasi
vang memberikan percepatan pelayanan sekaligus pengawasan yang baik, dan sumber daya
manusia yang profesional dengan kode etik yang ketat. Keberhasilan pengimplementasian Kantor
Pelayanan Pajak modern ini akan dilanjutkan ke kantor-kantor lainnya di seluruh Indonesia
secara bertahap.

Perbaikan Peraturan

ebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan, Pemerintah juga akan melakukan
amandemen terhadap Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), dan
penyempurnaan terhadap peraturan terkait lainnya. Revisi UU KUP dan peraturan terkait lainnya
tersebut, dan penerapan praktik geod governance dilaksanakan dalam konteks penegakan
hukum dan keadilan, yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.
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Target penerimaan PPh
migas 0,6 persen terha-
dap PDBE

Penerimaan PPN dan
PPnBM tahun 2005
ditargetkan 4,5 persen
terhadap PDEB

Langhkah-langkah
kebijakan administratif’
di bidang PPN dan
PPrBM tahun 2005

Sasaral penerimadn
P8 dan BRIHTED tahun
200135 Rypi 3,5 triliun (0.6
persen terhudap PDB).
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pengembangan dan pengawasan e-filing, e-registration, e-payment, dan
e-counseling. Scjalan dengan itu, Pemerintah juga akan terus berupaya
untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban
perpajakannya melalui kampanye sadar dan peduli pajak. Selain dilakukan
melalui #illboard, videotron, highway information system, dan komik
pajak untuk konsumsi anak-anak, kampanye sadar dan peduli pajak tersebut
juga difaksanakan melalui media elektronik. Di samping itu, optimalisasi
penerimaan pajak juga akan dilakukan melaiui program canvassing,
peningkatan manajemen pemeriksaan pajak, serta mengintensifkan
penagihan tunggakan pajak.

Sementara itu, penerimaan PPh migas dalam tahun 2005 ditetapkan Rp13,6
triliun, atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami penurunan
Rp9,5 triliun, atau 41,1 persen dari sasaran penerimaan PPh migas yang
ditetapkan dalam APBN-P 2004. Lebih rendahnya rencana penerimaan
PPh migas tahun 2005 ini dikarenakan asumsi harga minyak yang digunakan
scbagai dasar perhitungan APBN 2005 (US$24/bbl) jauh lebih rendah bila
dibandingkan dengan asumsi harga minyak pada APBN-P 2004 (US$36/
bbl).

Penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2005 ditetapkan Rp98,8 triliun,
atau 4,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan
Rp11,3 triliun, atau 12,9 persen bila dibandingkan dengan sasarannya dalam
APBN-P 2004 scbesar Rp87,5 triliun. Peningkatan penerimaan PPN dan
PPnBM tersebut didasarkan atas kalkulasi perkiraan terjadinya peningkatan
nilaj transaksi ekonomi yang merupakan obyek PPN dan PPnBM, sclaras
dengan peningkatan kegiatan ekonomi seperti tercermin pada asumsi
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2005. Faktor lain yang
juga turut berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPN adatah
perkiraan terjadinya tambahan penerimaan (potential gain) PPN dari
kebijakan perluasan basis pajak sebagaimana diusulkan dalam amandemen
Undang-undang PPN dan PPnBM.

Untuk mendukung pencapaian sasaran penerimaan PPN dan PPnBM tahun
2005 tersebut, Pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya dan langkah-
langkah administratif, di antaranya berupa: () penagihan kembali PPN yang
tertunda; (7)) penghitungan kembali atas pajak masukan yang tidak dapat
dikreditkan; dan (iii) penelitian kembali atas WP yang memperoleh fasilitas
pembayaran pendahuluan. Namun, untuk mendorong perkembangan kegiatan
ekonomi, tangkah-langkah administratif tersebut juga akan diiringi dengan
upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada WP, terutama dalam hal
pengurusan restitusi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam tahun 2005, penerimaan PBB dan BPHTB ditetapkan Rp13,5 triliun,
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penurunan, dari 0,7 persen dalam tahun 2004 menjadi 0,6 persen dalam
tahun 2005,

Target pencrimaan PBB dan BPHTB tersebut didasarkan atas perkiraan
kondisi perckonomian yang terus membaik, yang pada gilirannya aka
berdampak positif pada sektor konstruksi dan transaksi properti pada tahu
2005. Di samping itu, berbagai upaya yang akan dilakukan, seperti program
ekstensifikasi melalui digital mapping, dan penyempurnaan sistem
administrasi perpajakan diharapkan juga turut berperan dalam pencapaian
sasaran penerimaan PBB dan BPHTB tersebut.

Di bidang cukai, dalam APBN 2003, penerimaan cukai ditetapkan Rp28,9
triliun, atau 1,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti meningkat Rp0,5
triliun atau 1,8 persen, bila dibandingkan dengan sasarannya dalam APBN-
P 2004 sebesar Rp28,4 triliun atau [,4 persen terhadap PDB. Peningkatan
sasaran penerimaan cukai tersebut, didasarkan atas perkiraan terjadinya
peningkatan produksi rokok, baik sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek
mesin (SKM}, maupun sigaret putih mesin (SPM). Peningkatan produksi
rokok tersebut didorong oleh kebijakan HJE dan tarif cukai yang stabil,
serta meningkatnya permintaan, sejalan dengan peningkatan daya beli
masyarakat. Di samping itu, pengenaan cukai atas produk kaset/CD/VCD/
DVD dan LD mulai tahun 2005 diperkirakan dapat memberikan tambahan
penerimaan cukai tergantung pada tarif cukai yang akan dikenakan. (Lihat
Boks 6: Penambahan Barang Kena Cukai (BKC) atas Kaset/VCD/DVD
dan LD). Seluruh hasil dari penerimaan cukai terhadap produk kaset/CD/
VCD/DVD dan LD akan dialokasikan untuk upaya-upaya pengawasan
dan penegakan hukum terhadap produk-produk bajakan tersebut.

Di samping peningkatan produksi dan penambahan barang kena cukai (BK.C)
tersebut, dalam rangka mengamankan sasaran penerimaan cukai tahun 2005,
berbagai kebijakan dan langkah-langkah administrasi yang telah ditempuh
dalam tahun 2004, terutama langkah dan upaya dalam menanggulangi
peredaran rokok polos dan pita cukai palsu, akan terus semakin dimantapkan.
Selain itu, berbagai langkah administratif lainnya di bidang cukai juga akan
lebih dimantapkan pada tahun 2005, di antaranya berupa penerapan excise
service system (ESS), yaitu komputerisasi pelayanan pita cukai hasil
tembakau untuk mempercepat pelayanan pita cukai dan meningkatkan
akurasi data cukai hasil tembakau. Sejalan dengan itu, juga akan dilakukan
langkah-langkah peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan
hukum di bidang cukai, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan
sarana dan prasarana pengawasan, serta peningkatan pengetahuan dan
keahlian SDM di bidang pengawasan. Berbagai langkah tersebut, juga akan
disertai dengan peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit yang akan
dilakukan melalui: penetapan kriteria dokumen cukai yang memperoleh
prioritas utama; pelaksanaan audit secara reguler maupun insidensial serta
audit bersama-sama DJBC, DJP dan BPKP; pemantauan pelaksanaan tindak
Janjut temuan hasil audit; serta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan
prosedur kegiatan verifikasi dan audit.

Langkah-langkah
kebijakan administratif’
untuk mendukung pe-

PRB dan
BPHTB.

Sasaran pererimaan
cukai 2005 Rp28.9
trifiun (1,3 persen tevha-
dap PDB)

Reberapa kebijakan di
bidang cukai yang akan
ditempuh dalam tahun
2005
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Boks 6: Upaya Pemberantasan Pembajakan Kaset, CD, VCD, DVD,
dan LD melalui Penambahan Barang Kena Cukai (BKC)

Latar Belakang dan Tujuan

Usulan penambahan BKC atas produk-produk rekaman ini didasarkan atas pertimbangan
bahwa sekitar 90 persen dari total Kaset, CD, VCD, DVD, dan LD yang beredar di
Indonesia diperkirakan merupakan hasil bajakan. Maraknya peredaran barang-barang
bajakan tersebut, selain telah menimbulkan ketidakpastian usaha bagi industri rekaman, dan
kerugian yang sangat besar bagi stakeholders, seperti para musisi, penyanyi, komposer,
aransemen, dan industri rekaman, juga mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dari sektor
pajak, baik PPN maupun PPh.

Pengenaan cukai atas produk-produk rekaman tersebut sesungguhnya lebih ditekankan pada
aspek pengawasan untuk mengurangi peredaran produk bajakan. Hal ini sejalan dengan
UU No.11/1995 tentang Cukai, yang menetapkan karakteristik usulan produk yang menjadi
barang kena cukai adalah barang-barang tertentv yang mempunyai sifat dan karakteristik yang
ditetapkan, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.

Produk-produk rekaman tersebut dapat dikategorikan sebagai barang-barang yang patut diawasi,
antara lain karena peredaran atau pemakaiannya bisa memiliki content yang dapat menimbulkan
dampak negatif bagi ketertiban dan keamanan masyarakat (pornografi, kekerasan dan bahasa/
syair yang tidak sesuai dengan etika dan budaya bangsa), dan produk bajakan yang
mengakibatkan terjadinya eksternalitas negatif, seperti misalnya, kerugian finansial bagi industri
rekaman, tidak adanya kepastian usaha, dan dapat mematikan kreativitas pihak-pihak yang
berkaitan dengan dunia usaha.

Kenapa Cukai ?

q)emilihan pengenaan cukai didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain : (i) pungutan
cukai lebih bersifat mengawasi peredaran produk yang dikategorikan sebagai Barang Kena
Cukai (BKC); (i) UU No.11/1995 tentang Cukai memiliki kepastian dalam pengawasan baik
fisik maupun administratif, serta mempunyai ketentuan pidana atas pelanggarannya; dan
(iii) UU No.11/1995 tentang Cukai dapat bersinergi dengan ketentuan di bidang HAKI dalam
mencegah kebocoran penerimaan negara.

Berbeda halnya dengan PPN yang lebih menganut prinsip "self assessment", yaitu : (i) PPN
lebih ditujukan untuk penerimaan negara dan dikenakan terhadap semua barang pada setiap
tahapan mulai dari tahap produksi sampai dengan pedagang pengecer, kecuali barang untuk
kebutuhan pokok; (7)) UU PPN dan PPnBM belum mengatur masalah pengawasan fisik atas
pelunasan pungutannya; dan (i) UU PPN dan PPnBM belum maksimal dalam mencegah
kebocoran penerimaan negara dan penegakan hukum yang berkaitan dengan HAKI.

Harapan

Melalui kepastian dalam pengawasan baik fisik maupun administratif yang diberikan oleh
Undang-undang Cukai terhadap produk yang dikenai cukai tersebut, diharapkan produk-produk
rekaman bajakan secara bertahap dapat dikurangi, sedangkan produk-produk rekaman yang
legal dapat ditingkatkan, sehingga hak-hak para stakeholders, seperti para musisi, penyanyi,
industri rekaman, dan pihak-pihak yang terkait lainnya justru akan dapat dipulihkan. Hal ini
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terutama karena dengan maraknya pembajakan (yang mencapai 90%), maka para musisi, para
penyanyi, dan produser rekaman legal yang justru dirugikan.

Tarif Cukai

Mengenai kekhawatiran pengenaan cukai terhadap produk ini akan menaikkan harga jual
tidak beralasan, oleh karena cukai yang dikenakan nilainya relatif kecil, sehingga tidak signifikan
Jjika dibandingkan dengan harga jualnya. Tarif cukai yang diusulkan akan dikenakan pada produk
kaset, CD, VCD, DVD dan LD misalnya antara Rp100-Rp1.000. Apabila dibandingkan dengan
harga produk-produk tersebut di pasaran, antara Rp15.000-Rp150.000, maka tarif cukai tersebut
hanya berkisar antara 0,1%-1%. Mengenai kekhawatiran bahwa pengenaan cukai akan
menurunkan permintaan terhadap produk rekaman, juga kurang beralasan, karena dari hasil
kajian terbukti bahwa penurunan permintaan akibat pengenaan cukai juga tidak terlalu signifikan.
Dampak positif (keuntungan) dari pengenaan cukai diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan
dengan kerugian yang diperkirakan akan timbul.

Dampak Penerimaan

@engan asumsi, bahwa pada tahap awal pengenaan cukai dapat mengurangi peredaran
produk bajakan sekitar 30 persen, (dari sebelumnya 90 persen menjadi 60 persen), maka
hal ini diperkirakan akan berdampak positif terhadap upaya pemberantasan produk-produk
tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dana yang dikumpulkan dari cukai
atas kaset, CD, VCD, DVD dan LD seluruhnya akan dialokasikan kepada upaya-upaya
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pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2005 ditetapkan mencapai
Rp2,0 triliun, atau 0,1 persen terhadap PDB. Sasaran penerimaan ini, lebih
tinggi Rp0,2 triliun atau 11,1 persen bila dibandingkan dengan sasaran
penerimaan pajak lainnya dalam APBN-P 2004 sebesar Rpl,8 triliun,
Peningkatan penerimaan pajak laintya tersebut diperkirakan bersumber terutama
dari meningkatnya jumlah dan nilai transaksi yang membutuhkan bea meterai.

Pada sisi lain, penerimaan pajak perdagangan internasional juga diperkirakan
meningkat. Dalam APBN 2005, penerimaan pajak perdagangan internasional,
yang terdiri dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor, ditetapkan Rp12 4 triliun,
atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti meningkat Rp0,2 triliun atau
1,6 persen apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaannnya dalam
APBN-P 2004 sebesar Rp12,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerimaan bea masuk ditetapkan Rp12,0 triliun, atau 0,5
persen terhadap PDDB. Sasaran penerimaan bea masuk ini, berarti Rp0,2 triliun
atau 1,7 persen lebih tinggi, dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2004.
Peningkatan sasaran penerimaan bea masuk yang relatif moderat tersebut
didasarkan atas perkiraan terjadinya peningkatan impor barang, sejalan dengan
peningkatan kegiatan ekonomi dalam negert. Namun dampak peningkatan
volume impor tersebut, tidak sepenuhnya dapat dinikmati, oleh karena pada
saat yang bersamaan, juga terjadi penurunan tarif efektif rata-rata bea masuk,
berkaitan dengan penurunan tarif nominal, batk dalam rangka skema Conmmon
Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area (CEPT for AFTA),

Penerimaan  pajak
lainnya ditargetkan
Rp2, 0 triliue atau 0,1
persen ferhadap POB,

Savaran penerimaan
pajak perdagangan
internasional fahun
2005 mencapat 0,86
persen terhadap POB

Penerimaun bea musuk
tahun 2005 ditargetkan
0,3 persen terhadap
PDE
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Kebijakan yang men-
dikunyg pererimaan
bea masul

Susaran peneiimaan
pajakipungulon ekspor
datam tahun 2005
sebesar 0,02 persen
terhadap PDB
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maupun akibat dari kerangka kerjasama perekonomian ASEAN dengan China
(ASEAN-China Free Trade Area), India (ASEAN-India Free Trade Area),
dan Jepang (ASEAN-Japan on Comprehensive Economic Cooperation).

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran penerimaan bea masuk tersebut,
dan sckaligus mendorong kegiatan perdagangan internasiona), Pemerintah akan
scnantiasa memantapkan kebijakan reformasi administrasi kepabeanan
(customs adminisiration reform} yang telah diluncurkan sejak tahun 2002.
Reformasi dalam bidang administrasi kepabeanan tersebut mencakup prakarsa
fasilitasi perdagangan; prakarsa pemberantasan penyelundupan dan
undervaluation; prakarsa peningkatan koordinasi dengan stakeholder; serta
prakarsa peningkatan integritas pegawai. (Lihat Boks 7: Reformasi Administrasi
Kepabeanan).

Sementara itu, penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam APBN 2005 ditetapkan
Rp0,3 triliun, atau 0,02 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan
sasaran penerimaan pajak ckspor dalam APBN-P 2004, maka rencana
penerimaan pajak ckspor tahun 2005 tersebut berarti mengalami peningkatan
Rp8,3 miliar, atau 2,5 persen. Beberapa faktor yang mendasari peningkatan
sasaran penerimaan pajak/pungutan ekspor tahun 2005 tersebut antara lain
adalah perkiraan peningkatan volume ekspor barang yang kena pajak/pungutan
ekspor, serta langkah-langkah intensifikasi pemungutan, penagihan, dan
pengawasan pembayaran pajak/pungutan ekspor. Gambaran pendapatan negara
dan hibah dalam APBN-P 2004 dan APBN 2005 dapat diikuti lebih fanjut pada
Tabel IV.2.

Tabel IV.2
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
APBN-P 2004 dan APBN 2005 "
(triliun ruplah}

2004 2005

Uralan % thd % thd
APBN-P PDE APBMN PDB

enerimaan Valam Neger 403.0
I, Penerlmaan Perpalakan 279.,2 14,0 297,8 13,8
1. Pajak Dalam Negerl 267.,0 13,4 285.,5 13,0
a Pajak Penghasilan 135.9 5.8 142.2 8.5
migas 23 .1 1.2 13,6 0.6
- non migas 112.8 5.7 128,86 58
b PPN dan PPnBM 87.5 4.4 98.8 4.5
¢ PEBB 10,2 0,5 10,3 0.5
d BPHTB 3,2 0.2 3,2 a1
e Cukai 28.4 1.4 28,9 1,3
f, Pajak Lamnnya 1.8 0.1 2,0 0.1

2 Pajak Perdagangan
Internasianal 12,2 0,6 12,4 a,6
a Bea Masuk 11.8 0.6 12.0 0.5
b Pajak/Pungutan Ekspar 0.3 0.0 0.3 0,0
I Penerlmaan Negara Bukan

Pajak 123,38 6,2 81.8 3.7
1 Sumber Daya Alam 92.4 4.6 50.9 2.3
2 8dagman Pemerinlah alas Laba BUMN 9.1 0.5 10,6 ]
3 PNEBP lainnya 223 1.1 20,3 0.9
B Hibah 0.7 c0 0.B (o]
20,3 3480,4 17,4

1) Perbedaan satu digil di belakang kama ierhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan
Sumber Departeman Kauangan R1
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Boks 7: Reformasi Administrasi Kepabeanan

eformasi kepabeanan pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 dan akan terus berlanjut
selama lima tahun ke depan. Reformasi kepabeanan dititikberatkan pada pembaharuan dalam
bidang administrasi kepabeanan (customs administration reform), guna mengantisipasi
perkembangan globalisasi ckonomi dan perdagangan dunia. Reformasi kepabeanan ini disusun
berdasarkan hasil kajian komprehensif terhadap hampir semua sistem dan prosedur pelayanan
dan pengawasan di bidang kepabeanan, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukal
dibantu oleh stakeholders terkait, yaitu bersama-sama dengan lembaga-fembaga internasional
dan lembaga swasta dalam negeri.

Cakupan reformasi kepabeanan tersebut meliputi penyempurnaan {ungsi utama Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sebagai frade facilitaror, community protector dan revenue collector
Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, maka disusunlah program reformasi
kepabeanan yang dikelompokkan ke dalam (i) prakarsa Fasilitasi Perdagangan, (1i) prakarsa
Pemberantasan Penyelundupan dan Undervaluation, (iii) prakarsa Peningkatan Koordinasi
dengan Stakeholder, serta (iv) prakarsa Peningkatan Integritas Pegawai.

1. q)rakarsa Fasilitasi Perdagangan

Dalam prakarsa ini, sistem dan prosedur pelayanan yang berkaitan dengan proses penyelesaian
pengeluaran barang di pelabuhan (khususnya barang impor), dan penyelesaian kewajiban pabean
impor harus diciptakan sedemikian rupa, schingga importir dapat melaksanakan kegiatannya dengan
efisien, dan tanpa adanya intervensi yang signifikan dari aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
natun sekaligus berfungsi secara efektif sebagai filter bagi kemungkinan beroperasinya iflegal
trader.

Prakarsa fasilitasi perdagangan meliputi langkah-langkah strategis, berupa : pembertakuan jalur
priotitas, pemberlakuan sistem baru penetapan jalur, penyempurnaan sistem pembayaran, perbaikan
database harga, pengembangan Harmonized System (HS), perbaikan sistem pengeluaran barang,
perbaikan teknik pemeriksaan barang, serta modernisasi sistem otomasi Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

2. @rakarsa Pemberantasan Penyelundupan dan Undervaluation

Masing-masing fungsi trade facilitator, community protector, dan revenue collector yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai karakteristik yang dapat saling
melemahkan. Untuk dapat mengoptimalkan fungsi fasilitasi perdagangan, Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai harus mampu memperlancar arus barang melalui penyederhanaan sistem dan prosedur
pabean. Sebaliknya, sebagai community protector, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan
prosedur pengawasan yang ketat. Lebih lanjut, sistem dan prosedur pengawasan mempunyai
pengaruh vang signifikan terhadap penerimaan negara, terutama dalam mengatasi kebocoran-
kebocoran.

Sehubungan dengan itu, maka sistem dan prosedur pelayanan di bidang impor disempurnakan
dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada importir, dan sekaligus
memberikan pengawasan yang tepat kepada high risk importir, sehingga sistem dan prosedur
pelayanan di bidang impor tersebut dapat mencegah terjadinya penyelundupan dan undervaluation.

Langkah-langkah strategis yang diambil dalam memberantas penyelundupan dan undervaluation
yaitu melalui program registrasi importir, kampanye anti penyelundupan, penyediaan tempat
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pemeriksaan, optimalisasi penggunaan Hi-Co Scan X-ray, peningkatan peran unit intelijen dalam
pengawasan barang, pemeriksaan lapangan (spof check), penyederhanaan sistem verifikasi dokumen
serta penagihan tunggakan.

rakarsa Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholder

Untuk dapat melaksanakan fungsinya secara aptimal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memerlukan
kerjasama dengan stakeholder. Di bidang pemerintahan, terdapat kebijakan berbagai departemen
yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga
perlu adanya koordinasi yang optimal agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping
itu, koordinasi dengan masyarakat, khususnya masyarakat usaha juga perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan itu, dirumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan koordinasi
dengan stakeholder melalui program pembentukan Tim Pendamping Pemerintah, penyempurnaan
situs Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pengembangan komunitas pertukaran data elektronik
I%abeanan (PDE kepabeanan).

rakarsa Peningkatan Integritas Pegawai

Berbagai kebijakan strategis yang diambil di bidang kepabeanan tidak akan dapat berjalan dengan
efektiftanpa didukung oleh pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi. Kritik yang berkembang
dalam masyarakat mengenai rendahnya kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hakekatnya
bermuara pada ketidakmampuan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan
tugasnya, baik di bidang pelayanan maupun di bidang pemberantasan penyelundupan,

Sehubungan dengan hal itu disusunlah prakarsa peningkatan integritas pegawai melalui langkah-
langkah strategis, yaitu penyempurnaan Kode Etik, pembentukan Komite Kode Etik, Peningkatan
Fungsi Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai, Penyediaan Saluran Pengaduan,
Peningkatan Kerjasama Penanganan Pengaduan Masyarakat Antara Komisi Ombudsman Nasional

(KON) dan Departemen Keuangan, serta Program Pemberian Insentif. E
£

Dalam tahun 2005
Pemerintah memantap-
kan pelaksanaan kebi-
Jakan di bideng PNBP.

Sasaran PNBP dalam
takiun 2005 Rp8l1.8
tritiun (3,7 persen
terhadap PDE)
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Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap pendapatan
negara akan senantiasa diupayakan lebih meningkat dari waktu ke waktu.
Untuk meningkatkan PNBP dimaksud, dalam tahun 2005 akan terus
dilanjutkan langkah-langkah pemantapan pelaksanaan kebijakan di bidang
PNBP yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan
tersebut antara lain meliputi: (i) optimalisasi dan intensifikasi PNBP yang
bersumber dari SDA; (7i) penanggulangan pertambangan tanpa izin (Peti);
(iii) optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dengan berwawasan hutan
lestari, (iv) pengelolaan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan
dan lestari; (v) peningkatan kinerja dan kesehatan BUMN melalui
peningkatan intensitas penerapan good corporate governance; serta
(vi) evaluasi dan peninjauan kembali tarif PNBP yang dikelola di berbagai
departemen/LPND.

Sampai saat ini, dominasi PNBP masih ditopang oleh penerimaan SDA migas.
Karena itu, perkembangan PNBP ini, di samping ditentukan oleh upaya dan
kebijakan yang ditempuh pemerintah, juga sangat dipengaruhi oleh
perkembangan harga dan tingkat produksi minyak mentah. Dengan
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memperlimbangkan laktor-faktor tersebut, maka dalam APBN 20035,
sasaran PNBP mencapai Rp81,8 triliun, atau 3,7 persen terhadap PDB.
Jika dibandingkan dengan sasaran PNBP dalam APBN-P 2004 sebesar
Rp123,8 triliun, jumlah tersebut berarti menurun Rp42,0 triliun atau 33,9
persen. Sasaran PNBP tersebut terdiri dari penerimaan SDA Rp50,9 triliun
(2,3 persen terhadap PDB), pencrimaan bagian pcmerintah atas laba BUMN
Rp10,6 triliun (0,5 persen terhadap PDB), dan PNBP lainnya Rp20,3 triliun
(0.9 persen terhadap PDB).

Dalam tahun 2003, pencrimaan SDA masih merupakan komponen terbesar,
yaitu 62,2 persen dari total PNBP. PNBP yang bersumber dari SDA meliputi
penerimaan SDA migas, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanar.

Dalam APBN 2005, penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas) Penerimaan SDA ter-
ditctapkan schesar Rp47,1 triliun, atau 2,1 persen terhadap PDB. Jumlah uta ”FZ SD;; migas
ini menyumbang 92,5 persen dari total penerimaan SDA, atau berperan manp | eominast

hampir 57,6 persen dari total keseluruhan PNBP. Jika dibandingkan dengan
sasaran penerimaan SDA migas dalam APBN-P 2004 sebesar Rp87,7 triliun,
maka penerimaan migas tahun 2005 tersebut berarti lebih rendah Rp40,6
(riliun, atau 46,3 persen. Target pencrimaan SDA migas tahun 2005 tersebut,
terdiri dari penerimaan SDA minyak bumi Rp3 1.9 triliun (1,5 persen terhadap
PDB), dan penerimaan SDA gas alam Rp15,3 triliun (0,7 persen terhadap
PDRB). Sasaran penerimaan ini didasarkan pada asumsi: (/) harga rata-rata
minyak mentah Indonesia US$24,0 per barel; (i) tingkat produksi minyak
mentah 1,125 juta barel per hari; dan (#f) rata-rata nilai tukar rupiah Rp8.600
per dolar Amerika Serikat.

Pada penerimaan SDA pertambangan umum, langkah-langkah kebijakan Target pererimaan SDA
yang akan ditempuh dalam tahun 2005 antara lain meliputi : (f) implementasi pertambangan wmum
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis PNBP fahun 2005 sehesar

Rp2 () ivitiun (0,1 persen

Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; erhadap PDB)

(if) pembinaan dan pengelolaan usaha pertambangan sumber daya mineral
dan batubara; (if7) upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam
dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan; serta (iv) optimalisasi
produksi dan penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi
dalam upaya meningkatkan devisa. Selain itu, juga dilakukan langkah-langkah
untuk menyediakan informasi secara lengkap dan mudah diperoleh dalam
rangka mewujudkan daya tarik investasi, terutama dengan melakukan upaya
inventarisasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara. Berdasarkan
berbagai kebijakan tersebut, dalam APBN tahun 2005, penerimaan SDA
pertambangan umum ditetapkan sebesar Rp2,0 triliun, atau 0,1 persen
terhadap PDB. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan
SDA pertambangan umum dalam APBN-P 2004 sebesar Rpl,8 triliun, berart
terdapat peningkatan Rp0,2 triliun atau 11,1 persen. Penerimaan
pertambangan umum tersebut didasarkan pada asumsi adanya peningkatan
volume, serta penerapan PP Nomor 45 Tahun 2003 secara cfekuf dalam
tahun 2005. Penerimaan tersebut meliputi penerimaan iuran tetap (landrent)
Rp0,04 triliun, serla penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty)
Rp1,97 wriliun.
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Dalam tahun 2003
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SDA kehutanan di-
targetkan Rpl ! wiliun
alaw 0, | perser terhadap
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optimalisesi penel inaan
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Di bidang penerimaan SDA kehutanan, kebijakan yang ditempuh dalam
tahun 2005, selain diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan, sekaligus
Jugaditujukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari, Untuk mencapai
tujuan tersebut, kebijakan yang akan dilakukan meliputi (i} akselerasi
rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; (/) intensifikasi terhadap
provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi; (ifi) pemantapan
restrukturisasi sektor kehutanan; (#v) pemantapan pelaksanaan desentralisasi

memayungi seluruh kegiatan yang menjadi jabaran kebijakan, Karena itu,
dalam tahun 2005, Pemerintah masih akan tetap melanjutkan kebijakan soff
landing (pengurangan annual allowable cut secara bertahap). Kebijakan
ini ditujukan untuk mengurangt kegiatan eksploitasi hutan secara bertahap,
guna mendukung pemulihan kembali (recovery) hutan yang rusak, serta
pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih realistis, sehingga diharapkan
akan terwujud pengelolaan hutan secara lestari.

Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, dalam APBN 2005,
penerimaan SDA kehutanan ditetapkan Rp1,1 triliun atau 0,1 persen terhadap
PDB. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dana rcboisasi {DR) Rp0,8
triliun, penerimaan provisi sumber daya hutan {PSDH) Rp0,3 triliun, scrta
iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) Rp6,0 miliar. Jika dibandingkan dengan
sasarannya dalam APBN-P 2004 sebesar Rp2,7 triliun, jumlah tersebut berarti
mengalami penurunan Rpl,6 triliun atau 59,3 persen. Lebih rendahnya
penerimaan SDA kchutanan dalam tahun 2005, karena dalam APBN-P
2004 terdapat hasil tunggakan tahun-tahun sebelumnya .

Target penerimaan SDA kehutanan tahun 2005 tersebut didasarkan pada
asumsi produksi kayu sebagai berikut : (/) untuk dana reboisasi diperkirakan
5.457 ribu m'; (ii) untuk PSDH, produksi kayu yang berasal dari Perhutani
diperkirakan 847 800 m’, dari hutan tanaman industrt diperkirakan 22.794
ribu m’, dan produksi hasil hutan bukan kayu diperkirakan 422.500 ton.
Di samping ilu, juga diasumsikan adanya penyempumaan berbagai ketentuan
tarif untuk masing-masing jenis kayu dan produksi hutan bukan kayu.

Penerimaan SDA perikanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, meliputi pungutan
pengusahaan perikanan (PPP), termasuk pungutan perikanan asing (PPA),
dan pungutan hasil perikanan (PHP). Dalam tahun 2005, kebijakan yang akan
ditempuh, selain diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, juga
ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya kefautan secara
berkelanjutan. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh, antara lain
meliputi peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari, serta peningkatan kualitas
pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu. Selain itu, juga akan dilakukan
berbagai kegiatan, meliputi antara lain; (i) pengembangan sistem sarana dan
prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
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(if)y implementasi monitoring, controlling and surveilance (MCS) atau vessel
monitoring system (VMBS (ii) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan
sumber daya kclautan dan perikanan; (iv) pengembangan sistem dan mekanisme
hukum dan kelembagaan nasional maupun internastonal, (v) peningkatan
pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; serta
(vi) peningkatan sistem informasi kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT).

Dengan mempertimbangkan berbagai langkah kebijakan tersebut, penerimaan Sasaran penerimaan
SDA perikanan dalam APBN tahun 2005 ditetapkan Rp0,7 triliun. Jumlah ini, SDA perikanan dalam
jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan SDA perikanan yang ditetapkan tahun 2005 ditetapkan

datam APBN-P 2004 sebesar Rp0,3 triliun, berarti terdapat peningkatan Rp0,4 Rp0,7 trdiun
triliun atau 133,3 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan kenaikan

produksi ikan. Penerimaan SDA perikanan dalam APBN 2005 didasarkan pada

asumst produksi perikanan vang diperkirakan mencapai 7,3 juta ton, dengan

jumlah kapal (angkap domestik 4.762 unit dan kapal tangkap asing 1.355 unit,

serta asumsi tarif yang bervariatif per gross tonage. Jumlah tersebut meliputi

pungutan pengusahaan perikanan (PPP) RpQ,5 triliun dan pungutan hasil

perikanan (PHP) Rp0.2 triliun,

Selain penerimaan SDA, komponen PNBP yang potensinya cukup besar dalam Dafam (ahun 2003
meningkatkan kapasitas pendapatan negara adalah penerimaan yang berasal penerimaan Pemeriniah
dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Potensi jenis penerimaan ini atas  laba BUMN
dipengaruhioleh kemampuan BUMN dalam meraih laba, serta kebijakan dan ditetaphan R‘g 0 6_”” il
upaya yang ditempuh pemeriniah dalam pengelolaan BUMN. Karena itu, dalam ;’f S’I;O'J persenterhadap
rangka meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMN, Pemerintah telah dan

akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan strategis, dengan melakukan

berbagai penataan dan penyempurnaan, baik manajemen, operasional, maupun

keorganisasian. Langkah-langkah kebijakan strategis dimaksud antara lain

meliputi kewajiban bagi BUMN untuk meningkatkan intensitas penerapan prinsip-

prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan schat (good corporate

governance), evaluasi dan penetapan secara transparan mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab bagi komisaris dan direksi, serta optimalisasi

alokasi sumber daya yang dimiliki BUMN. Dengan mempertimbangkan langkah-

langkah kebijakan dimaksud, serta memperhitungkan dampak perkembangan

berbagai indikator ekonomi makro terhadap perkiraan laba BUMN, maka

penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2005 ditetapkan

Rp10,6 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini, jika dibandingkan

dengan sasaran penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam

APTIN-P 2004 sebesar Rp9, 1 trifiun berarti mengalami peningkatan Rp1,5 tritiun

atau 16,5 persen. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya pelaksanaan

program divestasi dan privatisasi beberapa BUMN tertentu yang sebelumnya

merupakan kelompok BUMN potensial penyumbang dividen.

Sementara itu, potensi PNBP lainnya, yang sebagian besar berasal dari PNBP
vang dikelola oleh berbagai departemen/LPND, dan pendapatan pelunasan
piutang, juga akan semakin dikembangkan agar memberikan kontribusi yang
lebih besar bagi pendapatan negara.

Dalam rangka meningkatkan PNBP lainnya, dalam tahun 2005, Pemerintah PNBP lainnya dalam
akan terus melanjutkan program optimalisasi dan intensifikasi, antara lain melalui tahun 2005 ditetapkan
evaluasi dan penetapan tarif pungutan PNBP yang lebih realistis, serta sebesar Rp20.3 trifiun
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peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya
ke kas negara. Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, dan
mempertimbangkan prospek perekonomian dalam tahun 2005 yang diperkirakan
akan lebih baik dari tahun sebelumnya, maka PNBP lainnya dalam APBN
2005 ditetapkan Rp20,3 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jika dibandingkan
dengan sasarannya dalam APBN-P 2004 sebesar Rp22,3 triliun, jumlah tersebut
berarti mengalami penuronan Rp2,0 triliun atav 9,0 persen. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana pendapatan lain-lain, karena
dalam APBN-P 2004 termasuk penerimaan premi penjaminan sekitar Rp2,0
triliun yang dalam APBN 2005 tidak dianggarkan lagi, mengingat beban premi
penjaminan tersebut sudah dibebankan pada Lembaga Penjaminan Simpanan
(LPS).

Hibah

Dalam APBN 2005, penerimaan negara dart hibah ditetapkan mencapai
Rp750,0 miliar, yang berarti naik Rp12,3 miliar atau 1,6 persen dari
penerimaan hibah dalam APBN-P 2004 sebesar Rp737,7 miliar. Penerimaan
hibah ini berasal dari beberapa komitmen yang telah disepakati oleh negara/
lembaga donor pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, yang dibarapkan
dapat dicairkan selama pelaksanaan APBN 2005.

Belanja Negara

Dalam satu tahun terakhir, telah dimulai langkah reformasi di bidang
pengelolaan keuangan negara, dengan diberlakukannya satu paket
perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu (/) Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2} Undang-undang
Nomor { Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lihat Boks 8: Reformasi Manajemen
Keuangan Negara dalam Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara),

Diberlakukannya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara
tersebut, merupakan satu loncatan yang telah dilakukan Pemerintah dan
DPR-RI di bidang pengelolaan keuangan negara, karena dalam beberapa
periode pemerintahan sebelumnya paket perundang-undangan tersebut
belum dapat diselesaikan. Paket perundang-undangan tersebut menjadi
landasan hukum pengelolaan keuangan yang mandiri bagi bangsa untuk
menggantikan perundang-undangan lama yang disusun pada masa kolonial
Hindia Belanda, vaitu Indische Comptabiliteitswei (ICW), Relegen voor
het Administratif beheer (RAB), dan Instructie en Verdere Bepalingen
voor de Algemene Rekenkamer (IAR)

Paket perundang-undangan di bidang keuvangan negara yang menjadi
landasan reformasi pengelolaan keuangan negara merupakan dasar hukum
yang kuat di bidang kevangan negara untuk lebih mandiri, transparan, dan
akuntabel. Hal ini penting, sebagai upaya untuk meluruskan kembali tujuan
dan fungsi anggaran secara sungguh-sungguh, guna meningkatkan kualitas
pengelolaan anggaran.
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Boks 8:  Reformasi Manajemen Keuangan Negara dalam
Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara

q)aket Rancangan Undang-undang Bidang Keuangan Negara (RUU tentang Keuangan Negara,
RUU tentang Perbendaharaan Negara dan RUU tentang Pemeriksaan Tanggungjawab
Keuangan Negara) kepada DPR-RI pada tanggal 29 September 2000 merupakan babak penting
dari rangkaian sejarah reformasi manajemen keuangan pemerintah. Paket RUU dimaksud kini
telah menjadi paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-undang
(UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Reformasi Manajemen Keuangan Negara mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangan
negara, yaitu penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran. Dalam bidang penyusunan anggaran, perubahan yang dilakukan meliputi
penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), pencrapan
penyusunan anggaran dalam kerangka pengelnaran jangka menengah (Medium Term
Expenditure Framework, MTEF), dan penerapan anggaran terpadu (unified budger).
Sedangkan dalam bidang pelaksanaan anggaran, dilakukan pembagian kewenangan yang lebih
jelas dalam pengelolaan keuangan antara menteri teknis dan Menteri Keuangan.

Pembagian kewenangan yang baru ini memberikan jaminan (1) terlaksananya mekanisme saling
uji (check and balance) dalam pelaksanaan pengeluaran negara; dan (2 kejelasan akuntabilitas
Menteri Kcuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan menteri teknis sebagai Pengguna
Anggaran. Pembagian kewenangan ini memberikan pula fleksibilitas kepada menteri teknis,
sebagai Pengguna Anggaran, untuk mengatur penggunaan dana anggaran kementeriannya
secara efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan
owtpul yang telah ditetapkan.

Di bidang perbendaharaan, perubahan yang sangat signifikan antara lain adalah penerapan
TSA (Ireasury Single Account) dalam pengelolaan kas negara yang memungkinkan dana
pemerintah dikelola secara optimal untuk mendukung pelaksanaan APBN.

Undang-undang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam
UUD 1945 ke dalam asas-asas umum, yang meliputi, baik asas-asas yang telah lama dikenal
dalam pengelolaan kevangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan,
dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru yang mendukung pencapaian good governance
dan clean government dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas yang
berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan
keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Sementara itu, di bidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pemerintah akan menyajikan
Japoran yang lebih lengkap dan akurat dalam waktu yang relatif singkat. [.aporan keuangan
tersebut meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, yang disusun dan
disajikan berdasarkan akuntansi pemerintah. Schubungan dengan itu, Pemerintah telah
menyiapkan standar akuntansi pemerintahan dengan mengacu kepada international public
sector accounting standard (IPSAS). Selain itu, untuk menjamin pengelolaan keuangan negara
secara transparan dan bertanggung jawab, berdasarkan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan
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pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan
negara. Prinsip pemeriksaan kevangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri tersebut
sejalan dengan “Codes of Good Practices on Fiscal Transparency”, yang diterbitkan oleh
Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, yang meliputi (i) Clarity of Roles
and Responsibilities, (ii) Public Availability of Information, (iii) Open Budget Preparation,
Execution, and Reporting, dan (iv) Assurances of Integrity.

Asas-asas umum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangal/l Negara, selain menjadi
acuan dalam reformasi pengelolaan kevangan negara, dimaksudkan pula untuk mendukung
terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan
dalam Bab VI UUD 1945, dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur fungsi/kewenangan
Daerah, sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur pengalokasian dana yang
diper{ukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut
dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah,
diperlukan asas-asas umum sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan kenangan daerah. Oleh
karena itu, tidak berkelebihan bila dikatakan bahwa Paket Undang-undang Bidang K euangan
Negara selain menjadi landasan reformasi dalam pengelolaan Kevangan Negara pada tingkat
pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi

dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tahun 2003 telah
dilaksanalkan reformasi
belanja negara dengan
mengubah formar ang-
garan belanja negara
menjadi bersifat terpadu
(unified budget), yailu
menyatukan anggaran
belanja rutin dengan
anggaran  belanja
pembangunan
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Sebagai implementasi reformasi kevangan negara tersebut, dalam waktu
dekat, Pemerintah dengan didukung oleh DPR-RI, sedang dan akan
melaksanakan secara bertahap suatu reformasi di bidang manajemen belanja
negara. Langkah reformasi ini sejalan dengan amanat Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara.

Reformasi belanja negara yang sedang dipersiapkan saat ini, dan akan mulai
dilaksanakan dalam tahun 2005 adalah dengan perubahan anggaran belanja
negara yang sebelumnya terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan menjadi anggaran terpadu (unified budget).
Anggaran belanja terpadu itu diwnjudkan dalam bentuk penyatuan anggaran
belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan dalam APBN yang
selama ini dipisahkan, menjadi satu format anggaran belanja pemerintah
pusat yang komprehensif. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga reklasifikasi
belanja negara, khususnya belanja negara untuk pemerintah pusat. Hal ini
dilakukan dengan tujuan, antara lain (J) agar tidak terjadi duplikasi anggaran
yang disebabkan kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional
dengan proyek, khususnya proyek-proyek nonfisik; (2):memudahkan
penyusunan anggaran berbasis kinerja yang akan diterapkan dalam beberapa
tahun ke depan, guna memperjelas keterkaitan antara output/outcome yang
dicapai dengan penganggaran orgamsasn {3) memberikan gambaran yang
objektif dan proporsional mengenai kegiatan keuangan pemerintah; serta
(4) meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah, dengan
mengacu pada format keuangan pemerintah sesuai standar internasional.
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Dualisme/pembedaan yang ada saat ini antara anggaran belanja rutin dengan
anggaran belanja pembangunan telah mengalihkan fokus dari kinerja
penganggaran secara keseluruhan. Pemaduan kedua anggaran tersebut
sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan belanja operasional
yang berulang (recurrent) secara simultan dipertimbangkan pada saat-saat
kunci pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran. Di samping itu,

investasi maupun untuk biaya operasional.

Penyusunan anggaran belanja pemerintah pusat yang bersifat terpadu
tersebut diikuti dengan perubahan format anggaran belanja pemerintah pusat
dalam APBN 2005 menjadi terinci menurut jenis belanja, organisasi, dan
fungsi.(Lihat Boks 9 : Format Baru Belanja Negara).

menurut fungsi dibedakan dalam 11 fungsi, yaitu (7) pelayanan umum,
(2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (3) lingkungan
hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan
budaya, (9) agama, (10} pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

Perubahan format dan struktur belanja negara sesuai Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti Pemerintah
telah mengikuti konsep statistik keuangan pemerintah standar
internasional (Government Finance Statistics!GFS Manual 2001),
dengan melakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian itu antara lain
berupa (1) dalam format dan struktur belanja negara yang baru, belanja
negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dengan belanja
untuk daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003; ¢2) semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan/
subsidi yang disalurkan melalui perusahaan dalam rangka penugasan

Ke depan, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003, akan dilakukan penerapan secara bertahap (i) anggaran berbasis

mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan

Pengintegrasian ang-
garan belanfa rulin
dengan anggaran belan-
Jja pembangunan meru-
pakan tahapan yung
diperlukan untuk me-
mudahkan penyusunan
dan pelaksanaan ang-
garanyang berorientas!
kinerja, yang akan di-
terapkan pemerintah
dalam jangka me-
nengah.

Dalam APBN 2003,
anggaran belanja pe-
merintah pusat terinci
mernuwrut jenis belanja,
organisasi, dan fungsi
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Boks 9:  Format Baru Belanja Negara

q)erubahan format di sisi belanja negara mulai dilaksanakan dalam penyusunan RAPBN 2005,
sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan-perubahan
yang diterapkan pada intinya : (1) melaksanakan sistem penganggaran secara terpadu (unified
budget), yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan
yang sebelumnya dipisahkan; dan (2) mereklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi,
fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya menurut sektor dan jenis belanja.

Tujuan perubahan format adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui (@) minimalisasi duplikasi rencana kerja dan
penganggaran dalam belanja negara, dan (b) meningkatkan keterkaitan antara keluaran (outpur)
dan hasil {(outcomes) yang dicapai dengan penganggaran organisasi. Kedua, menyesuaikan
dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional.

Secara ringkas, beberapa perubahan pokok sebagai akibat dari penerapan 2 hal sebagaimana di
atas, dapat diikuti dalam persandingan format lama dan format baru berikut.
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Formal Lama

KlasifikasiJenis Belanja

= Dual Budgeting

« Belanja pusat terdinndari 6 jenis belunja
{termasuk belanja pembangunan)

Klasifikasi Organisasi

» Tidak lercantum dalam NK dan UU APBN
tetapibanya tercantum daiam buku Saluan
yvang ditelapkan dengan Keppres

»° Klasifikasi Sektor

= terdiriatas 20 sektor dan 50 subscktor
= Program merupakan rincian dari sektor pada
pengeluaran rutin dan pembangunan

= Nama-nama program antara pengeluaran rutin
don pengeluaran pembangunan ngak berbeda

Dasar Alokasi
= Alokasianggarin berdasarkan scktor,
subscktor dan program

Format baru

KlasifikasiJenis Belenja
= Unified Budgeting
= Belanja pusat terdiri dari 8 jenis belanja

Klasifikasi Organisasi

v Daftarorganisasipengguna anggaran belanja
negara tercanium dalam NK dan UU APBN
Jumlah kementerian negara‘lembaga
disesuaikan dengan yang ada

Klasifikasi Fungsi

s (erdiriatas 11 fungsidan 7% subfungsi

" Program pada masing-masing kementerian
negara/lembaga dikompilasisesuaidengan
fungsinya

¢ Nama-nama program ielah disesuaikan
dengan wrified budget

Dasar Alokasi
= Alokasianggaran berdasarkan program
kementerian negara/lembaga

Dalam format baru, belanja negara menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) tetap dibedakan
antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Khusus untuk belanja pemerintah pusat,
perubahan pokok sebagai akibat penyempurnaan format APBN, antara lain sebagai berikut :

a. Dengan sistem penganggaran yang terpadu (unified budget), rincian belanja negara menurut
jenis belanja (ekonomi) tidak lagi memisahkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan.

b Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan kementerian negara/lembaga
yang ada, dan akan termuat dalam UU APBN. Dalam format yang lama, rincian menurut
organisasi hanya termuat dalam buku Satuan 3.
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¢. Rincian belanja menurut jenis (tidak termasuk belanja pembangunan) terdiri dari 5 jenis
belanja, yaitu : belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan
belanja rutin lainnya. Dalam format yang baru ditambah lagi dengan 3 jenis belanja baru,
yaitu belanja modal, belanja hibah, dan bantuan sosial.

d. Pengeluaran pembangunan dalam format lama dikonversikan dalam format baru dan
terdistribusikan ke dalam belanja pegawali, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial,
dan belanja lain-lain.

Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan perubahan format baru khususnya perubahan rincian

belanja negara menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) dapat diikuti dalam konversi sebagai
berikut:

KONVERSL BELANJA NEGARA MENURUT JENIS BELANJA DALAM I-ACCOUNT

FORMAT LAMA FORMAT BARU
A.PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
I. Penerimaan Dalam Negeri I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penarimaan Perpajakan 1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Megara Bukan Pajak 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
TI. Panerimaan Hibah II. Penerimaan Hibah
B. BELANJA NEGARA BELANIA NEGARA

L
1. Pengeluaran Rutln

i
It
r

. Belanja Pegawai

a.Belanja Pegawali - 2. Belanja Barang
— 3. Belanja Modal
b.Belanja Barang
— 4. Pembayaran Bunga Utang
c. Pembayaran Bunga Utang
— 5. Subsidi
d. Subslid|
--» &. Belanja Hibah
e. Pengaluaran Rutin Lainnya
=% 7. Bantuan Sosial
2. Pengeluaran pembangunan
=% 3. melanja lain-lain
I Sclania Yntuk Dagrah
1. Dana Parimbangan 1. Dana Perimbangan
2, Dana Otonom| Khusus dan Penyasualan 2. Dana Dtenomi Khusus dan Penyesuaian

C. Keseimbangan Primer
,Surplus/Defisit Anggaran
. Pembiayaan

o

Keseimbangan Primer

. Surplus/Defisit Anggaran
Pembiayaan

mg
mo

Sementara itu, rincian belanja menurut fungsi merupakan reklasifikasi atas program-program
yang dalam format lama merupakan rincian dari sektor/subsektor. Meskipun merupakan
reklasifikasi, namun program-program dalam format baru (unified budger) tidak bisa
dipersandingkan dengan program-program dalam format lama, karena terdapat perbedaan
program.

Fungsi/subfungsi bukan merupakan dasar pengalokasian anggaran. Pengalckasian anggaran
dalam format APBN yang baru didasarkan pada program-program yang diusulkan oleh
kementerian negara/lembaga. Selanjutnya, program-program tersebut dikelompokkan sesuai
dengan fungsi dan subfungsinya. Dengan demikian, rincian anggaran belanja menurut fungsi
adalah merupakan kompilasi dari anggaran program-program kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, rincian belanja negara menurut fungsi hanya merupakan alat analisis (tools of
analysis) yang digunakan untuk menganalisa fungsi-fungsi yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan international best practices. Dalam hal ini
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Indonesia telah mengacu pada classification of the functions of government (COFOG) yang
disusun oleh UNDP dan diadopsi GF'S manual 2001 - IMF, dan hanya sedikit berbeda dengan
memisahkan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya dan agama (recreation, culture, and
religion). Dengan demikian, dalam APBN rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari
11 fungsi dengan rincian, ¢/} pelayanan umum, (2} pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan,
(4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata
dan budaya, (9) agama, (70) pendidikan, dan (/1) perlindungan sosial.

Sesunl devigan Undang-
wndang Nomor
17 Tahun 2003, anggar-
an belanja negara
disusun dengan berpe-
doman pada Rencana
Kerfa  Pemerintah
(RKPF) fahun 2005, dan
didukung oleh Rencana
Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-KL)

Dalam APBN 20035,
anggarcn  belanja
negara  diletapkan
Rp3@7.8 wiliun, alau
18,2 persen terhadap
PO,

08

strategis; serta (7ii) standar akuntansi pemerintahan, agar laporan
keuangan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, sejalan
dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara
internasional. Sejalan dengan berbagai perubahan tersebut, maka di
lingkungan Departemen Keuangan dilakukan reorganisasi yang
memisahkan secara tegas fungsi perumusan kebijakan, perencanaan
anggaran, dan fungsi pelaksanaan anggaran di dalam unit organisasi
yang terpisah. (Lihat Boks 10: Reorganisasi Departemen Keuangan).

Dalam proses penyusunan APBN 2005 juga dilakukan pembaharuan, sesuai
dengan penggarisan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu anggaran
belanja negara disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2005, vang didukung oleh Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). RKP merupakan rencana
pelaksanaan pembangunan pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi, yang berisi kebijakan
pembangunan, baik yang terkait dengan APBN maupun yang diarahkan
untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan
RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, vang merupakan
penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dengan format belanja negara yang baru tersebut, selanjutnya besaran-
besaran anggaran belanja negara dalam APBN 2005, berikut kebijakan-
kebijakan yang mendasarinya dapat disampaikan sebagai berikut.

Dalam APBN 2005, anggaran belanja negara ditetapkan Rp397,8 triliun,
atau 18,2 persen terhadap PDB. Adapun penggunaan anggaran belanja
negara tersebut pada intinya akan diarahkan untuk membiayai kegiatan
operasional dan non-operasional pemerintah dengan efisiensi dan efektivitas
yang semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam
pengelolaan keuangan negara, agar setiap rupiah penerimaan yang diperoleh
dari rakyat dapat didistribusikan kembali dan bermanfaat, terutama untuk
pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat dan dumia usaha,
bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, serta perbaikan pelayanan
pemerintah.
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Boks 10: Reorganisasi Departemen Keuangan

ngorganisasi Departemen Keuangan merupakan bagian dari reformasi di bidang
kelembagaan (institutional reform} untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (geod
governance) dalam pengelolaan kevangan negara, terutama yang berkaitan dengan fungsi-
fungsi pengelolaan kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran negara, dan perbendaharaan
negara. Dalam rangka reorganisasi tersebut, dilakukan penataan kembali tugas dan fungsi
unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip
profesionalitas, rentang kendali, akuntabilitas berdasarkan hasil, transparansi, pemisahan
fungsi vang jelas antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (check and
balance), serta penyatuan fungsi serupa dalam satu unit organisasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dilakukan reorganisasi Departemen Kevangan dengan
pendekatan bahwa setiap unit organisasi diarahkan untuk memberikan kontribusi yang
optimal dalam pencapaian visi dan misi dalam rangka pengelolaan fiskal (sérazregy focused
organization). Sesuai dengan pendekatan ini, fungsi-fungsi penyusunan kebijakan yang
semula dilaksanakan oleh berbagai unit organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA), Badan Analisa Fiskal (BAF), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah (DJPKPD), Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), serta Sekretariat
Jenderal dikelompokkan kembali ke dalam unit-unit organisasi Departemen Keuangan.
Dalam pengelompokan tersebut dibedakan fungsi penyusunan kebijakan yang bersifat
konsepsional (conceptual framework) dengan fungsi penyusunan kebijakan yang bersifat
teknis operasional (operational and technical policy). Selain itu, fungsi-fungsi pelaksanaan
kebijakan yang selama ini tersebar pada DJA, Badan Akuntansi Keuangan Negara
(BAKUN), DJLK, Sekretariat Jenderal (Setjen}, dan Badan Informasi dan Teknologi
Keuangan (BINTEK), dikelompokkan ke dalam unit organisasi tersendiri.

Sejalan dengan pengelompokan dimaksud, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 35, 36, dan 37 tahun 2004, 5 (lima) unit organisasi setingkat eselon [, yaitu DJA,
DIPKPD, BAF, BAKUN, dan BINTEK dihapus dari struktur organisasi Departemen
Keuangan. Sebagai gantinya, dibentuk tiga unit organisasi setingkat eselon I, yaitu Badan
Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI), Direktorat
Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPD).

Melalui penataan organisasi ini, unit-unit organisasi dalam Departemen Keuvangan,
khususnya tiga unit organisasi baru dimaksud, diharapkan mampu mendukung pelaksanaan
tugas Departemen Keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam paket
Undang-undang Bidang Keuangan Negara, antara lain melalui:

i. terciptanya kebijakan fiskal yang sehat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional yang berkesinambungan,

{i. terlaksananya alokasi anggaran negara secara efektif dan efisien, antara lain melalui
penerapan sistem anggaran terpadu (unified budget), penggunaan kerangka
pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran (Medium Term Expenditure
Framework — MTEF), serta penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja
(performance based budget).
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ii. terwujudnya sistem perbendaharaan yang transparan dan bertanggung jawab yang
mampu menjamin ketersediaan dana secara efisien untuk mendukung kegiatan unit-
unit pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Presiden tentang Organisasi Departemen
Keuangan yang baru, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan serta
KMK Nomor 303/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara.
Dengan organisasi yang baru tersebut, selain lebih terfokus pada pencapaian visi dan misi,
struktur organisasi Departemen Keuangan menjadi lebih ramping.

Anggaran  belanja
negara dalam tahun
2005, sekitar sepertiga-
nya akan ditransfer
untuk belanja daerah,
sebagal wwjud nyata
penerapan kebijakan
desentralisasi fiskal
yang telah dijalonkan
sejak tahun 2001

Belanja pemerintah
pusatl dalam APBN
2005 ditetapkan
Rp266,2 triliun, atau
66,9 persendari belanja
negara.
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Selain itu, pengelolaan belanja negara juga akan diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan tiga agenda pembangunan tahun 2005, sebagaimana tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005, yaitu (i) mempercepat
reformasi, (i) meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta (/i) memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kemudian, dari anggaran belanja negara dalam tahun 2005 tersebut, sekitar
sepertiganya akan ditransfer untuk belanja daerah, sebagai wujud nyata
penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dijalankan sejak tahun 2001.
Pengalokasian anggaran untuk daerah tersebut didukung oleh beberapa kebijakan
umurn yang mendasari antara lain dengan: (1) memperhatikan aspirasi daerah,
memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan, (2) memperbaiki
kesenjangan fiskal antardaerah, (3) memperkecil kesenjangan pelayanan publik
antardaerah, terutama melalui penyusunan standar pelayanan minimum,
(4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah
(PAD), serta (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
masyarakat.

Dari keseluruhan anggaran belanja negara dalam APBN 2005 sebesar
Rp397,8 triliun, sebesar 66,9 persen atau Rp266,2 triliun dialokasikan untuk
belanja pemerintah pusat, dan sebesar 33,1 persen atau Rp131,5 triliun untuk
belanja untuk dacrah. Rincian mengenai belanja negara dalam tahun 2005
dapat diikuti dalam Tabel IV.3.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp266,2
triliun atau 66,9 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut diperlukan untuk
memenuhi kewajiban pemerintah dalam pembayaran gaji aparatur negara,
pelaksanaan fungsi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat,
pengadaan sarana dan prasarana pembangunan, pemberian subsidi, serta
pemenuhan kewajiban pemerintah pada pihak ketiga.
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TabellV.3
BELANJA NEGARA

APBN 2005 "
{triliun ruplah)

2005

Uralan % thd
APBN PDB
|. Belanja Pemerintah Pusat 266,2 12,2
1 Bealanja Pegawai 60,7 2.8
2 Balanja Barang 34,0 1.5
3 Belanja Modal 431 2.1
4, Pembayaran Bunga Utang 641 2.9
5 Subsidi 31,3 1,4
6. Belanja Hibah - -
7. Baniuan Sosial 17.1 c.8
8 ®Belanja Lain-lain 15,8 0,7
II. BelanjJa Untuk Daereh 131,5 5,0
1. Dana Perimbangan 124.3 5,7
a Dana BagiHasil 31.2 1.4
b Dana AlekasiUmum 88,8 4.1
c. Dana Alokasi Khusus 4.3 4,2

2 Dana Otanomi Khusus
dan Penyesuaian 7.2 0,3
Jumlah 3a7.,8 18,2

1) Perbedaan satu angka di befakang koma terhadap angka penjumtahan
adalah karena pembulatlan
Sumber:Departemen Keuangan RI

Dengan penerapan format baru belanja negara, khususnya di sisi belanja
pemerintah pusat, maka tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dengan
belanja pembangunan. Selama ini, pengelompokan belanja pemerintah pusat
dalam bentuk belanja rutin dan belanja pembangunan yang semula bertujuan
untuk memberikan penckanan pada arti pentingnya anggaran pembangunan,
dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi,
penunipukan, dan penyimpangan anggaran. Perkembangan dinamis dalam
penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal
yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan
sesuai dengan kerangka pengeluaran berjangka menengah dan berbasis
kinerja. Untuk melangkah kesana, maka kegiatan awal yang dilakukan adalah
dengan melakukan unifikasi anggaran (unified budgeting), melalui
perubahan format belanja pemerintah pusat menjadi tiga bentuk, yaitu
menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi, sesuai dengan yang digariskan
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

Menurut jenis belanja, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005
antara lain untuk mempertahankan pendapatan nominal aparatur negara
relatif tetap seperti tahun 2004, meningkatkan pelayanan publik setiap instansi
pemerintah, mendukung penyediaan sarana dan prasarana pembangunan
nasional, membantu masyarakat yang kurang mampu, petani, serta usaha
kecil dan menengah melalui program subsidi, dan memenuhi kewajiban
pemerintah dalam hal pembayaran bunga utang.
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Klasifikasi organisasi
didasarkan artas alokasi
anggaran program-
program yang akan
dilaksanakan  oleh
kementerian/fembaga.

Anggaran belanfa pe-
merintah pusat menurul

Jurgsi.

Dalam APBN 2005,
kebijakan  belanja
pegawai tetap diarah-
kan untuk mernjaga
kelancaran kegiatan
operasional pemerin-
tahan dan meningkat-
kan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

Anggaran gaji dan tn-
jangan dalam APBN
2005 ditetapkan Rp34,6
iritiun.

102

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Sementara itu, menurut organisasi yang dasar pengalokasian anggarannya
menurut program-program yang akan dilaksanakan, dari keseluruhan anggaran
belanja pemerintah pusat sebesar Rp266,2 triliun, beberapa kementerian
memperoleh alokasi anggaran yang relatif besar, yaitu Departemen Pertahanan,
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah, Kepolisian Negara, dan Departemen Kesehatan. Anggaran belanja
pemerintah pusat tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional
dan non-operasional setiap kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, dilihat menurut fungsi, sebagian besar anggaran belanja pemerintah
pusat terkonsentrasi pada beberapa fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi
ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, serta fungsi ketertiban dan
keamanan. Fungsi-fungsi ini kemudian terinci dalam subfungsi, yang memuat
program-program yang akan dijalankan kementerian negara/lembaga.

Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan format belanja negara yang baru, rincian anggaran belanja
pemerintah pusat menurut jenis belanja, dapat diuraikan sebagai berikut.

Dalam APBN 2005, anggaran belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, pembyaran bunga utang, subsidi, belanja
hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja pegawai pada dasamya merupakan kompensasi, baik dalam bentuk
uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur negara, yang bertugas di
dalam negeri dan di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dalam APBN 2005, kebijakan belanja pegawai tetap diarahkan untuk menjaga

serta untuk kontribusi sosial.

{ain-lain ditetapkan Rp6,6 triliun.
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Selanjutnya, alokasi anggaran untuk kontribusi sosial dalam APBN 2005
ditetapkan Rp17,1 triliun, atau 6,4 persen dari belanja pemerintah pusat. Alokasi
anggaran tersebut telah memperhitungkan penyesuaian besaran manfaat THT
bagi penerima pensiun, yang mengacu kepada skala gaji menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana
Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001,

Belanja barang merupakan belanja negara yang digunakan untuk pembelian
barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang
dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang ini dirinci dalam
belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

Dalam APBN 2005, kebijakan belanja barang diarahkan untuk mempertahankan
fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah, sertameningkatkan efisiensidan
efektivitas pengadaan barang dan jasa, petjalanan dinas, dan pemeliharaan asetnegara.
Berdasarkan pada kebijakan tersebut, alokasi belanja barang dalam APBN 2005
ditetaplan Rp34,0 triliun, atau 12,8 persen dari belanja pemerintah pusat.

Sejalan dengan rencana kerja pemerintah pusat tahun 2005, belanja modal
diarahkan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana fisik yang
manfaatnya dapat dinikmati untuk lebih dari satu tahun anggaran. Untuk
mendukung agenda tersebut, belanja modal dalam APBN 2005 ditetapkan
Rp43,1 triliun, atau 16,2 persen dari total belanja pemerintah pusat. Belanja
modal tersebut dipergunakan untuk kegiatan investasi pemerintah melaui
penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan
dﬂ{l mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Beﬁlagarkan asumsi-asumsi ekonomi makro serta rencana kebijakan dalam
pengelolaan utang negara, pembayaran bunga utang dalam APBN 20035
ditetapkan Rp64, ] triliun atau 24,1 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Hal tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan tingkat suku
bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2005 yakni sebesar 6,5 persen.

tukar rupiah Rp8.600 per dolar Amerika Serikat. Komposisi pembayaran bunga
utang dalam negeri tahun 2005 antara lain terdiri dari fixed rate sekitar 61,9
persen, variable rate sekitar 36,7 persen, serta sekitar 1,4 persen bunga atas
hedge bonds dan surat utang kepada Bank Indonesia.

tahun2005.
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Anggaran kontribusi
sostal dalam APBN
2003 ditetapkan Rp 19,2
trifiun,

Dulam APBN 2005,
belanja barang di-
lelapkan Rp32,4 triliun.

Dalam APBN 2005,
belanja modal  di-
tetapkan Rp43, 1 triliun,
yang berarti meningkat
16,2 persen dari
anggarar yang samda
dalam tahun 2004

Dalam APBN 2003,
pembayaran  bunga
ulang ditetaplan Rp64,1
iriliun,

Pembayaran bungu
utang dalam negeri
ditetapkan mencapai
Rp39,0 trifiun.

Pembayaran bunga
utang luar negeri dolam
APBN 2005 ditetapkan
Rp23,1 triliun.
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Dalam APBN 2003,
anggaran untuk subsidi
ditetapkan  Rp31,3
triliun,

Dari alokasi subsidi
dalam tahun 20035,
hampir seluruhnyva
disglurkan melalul
perusahaan negara.

Kebyakan pokok yang
berkaitan dengan pe-
nyaluran BBM dalam
neger! vang akan di-
ambil dalam tabun 2003
antara lain jenis BBM
vang menjadi prioritas
subsidi adalah minyak
tanah untuk rumah
tangga.

Dalam APBN 2005
subsidi melalui PT Per-
taming (Persero)
ditetapkan Rp!9,0
eriliun.

Dalam tahun anggaran
2005 ditempub ke-
Bijakan untuk tidak
menaikkar tarif dasar
listrik (TDL).
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Dalam APBN 20035, subsidi dialokasikan sebagai upaya pemerintah untuk
menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan vsaha
kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta
membantu BUMN vang melaksanakan tugas pelayanan umum. Dalam
APBN 20035, anggaran untuk subsidi ditetapkan Rp31,3 triliun, atau 11,8
persen dari belanja pemerintah pusat. Subsidi tersebut disalurkan melalui
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau
mengimpor barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,
schingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat.

Dari alokasi subsidi dalam tahun 2005 tersebut, hampir seluruhnya
disalurkan melalui perusahaan negara, dan sisanya disalurkan melalui
perusahaan swasta. Selanjutnya, apabila dilihat dari jenis perusahaannya
maka sebagian besar subsidi melalui perusahaan negara dalam tahun
2005 disalurkan melalui lembaga non-keuangan, seperti PT Pertamina
(Persero) sebagai pengelola subsidi BBM sebesar Rp19,0 triliun, Perum
Bulog sebagai pengelola subsidi pangan dan penugasan mengelola stok
beras nasional sebesar Rp5,9 triliun, PT PLN (Persero) sebagai
pengelola subsidi listrik sebesar Rp3,4 triliun, beberapa BUMN produsen
pupuk yang mengelola subsidi pupuk sebesar Rp1,3 triliun, serta beberapa
BUMN lainnya dialokasikan Rp0,8 triliun sebagai bantuan dalam rangka
menjalankan penugasan pemerintah (public service obligation/PSO).

Penyediaan anggaran subsidi melalui perusahaan negara non-lembaga
keuangan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk
memberlakukan administered price bagi beberapa jenis komoditi, sehingga
harganya lebih murah dari harga pasar. PT Pertamina (Persero) sebagai
perusahaan negara yang menyediakan dan menyalurkan BBM menerima
subsidi karena adanya selisih antara biaya penyediaan BBM dalam negeri
dengan jumlah penerimaan dari penjualan BBM dalam negeri. Selisih tersebut
terjadi karena Pemerintah menetapkan harga jual BBM dalam negeri yang
lebih rendah dari biaya pokok pengadaan BBM. Adapun kebijakan pokok
yang berkaitan dengan penyaluran BBM dalam negeri yang akan diambil
dalam tahun 2005 antara lain (i) jenis BBM yang menjadi prioritas subsidi
adalah minyak tanah untuk rumah tangga, dan (i) volume konsumsi BBM
dalam negeri dalam tahun 2005 ditetapkan 59,6 juta kilo liter.

Dengan demikian, dalam APBN 2005 subsidi harga BBM yang disalurkan
melalui PT Pertamina (Persero) ditetapkan Rp19,0 triliun, atau 60,7 persen
dari pengeluaran subsidi tahun 2005. Besarnya alokasi subsidi harga BBM
tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan harga minyak mentah
internasional dalam tahun 2005, yang diasumsikan rata-rata US$24 per barel.

Selanjutnya, dalam APBN 2005 juga dianggarkan subsidi yang disalurkan
melalui PT PLN (Persero) sebesar Rp3,4 triliun, atau 10,9 persen dari
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menaikkan tarif dasar listrik (TDL), dan meningkatkan pelayanan dengan
menambah sambungan baru, termasuk untuk daya terpasang 450 VA.

Sementara itu, subsidi dan bantuan PSO yang disalurkan melalui Perum
Bulog dalam APBN 2005 ditetapkan Rp5,9 triliun. Subsidi tersebut
dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program beras untuk rakyat
miskin (Raskin) sebesar Rp4,7 triliun dan bantuan PSO dalam rangka
pengelolaan cadangan stok beras nasional sebesar Rpl,2 triliun. Untuk
program Raskin, diharapkan dapat menjangkau sekitar 8,3 juta kepala
keluarga (KK) miskin, dengan masing-masing KK memperoleh rata-rata
20 kg beras per bulan dimana 12 bulan, dengan harga jual Raskin Rp1.000
per kg. Sementara itu, pengalokasian dana lainnya sebesar Rp1,2 triliun
digunakan untuk biaya pengelolaan sekitar 350 ribu ton cadangan stok
beras nasional, sebagai penugasan Pemerintah kepada Perum Bulog.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga stabilitas harga pupuk di tingkat petani
dengan harga yang terjangkau, dalam APBN 2005 ditetapkan subsidi melalui
perusahaan negara produsen pupuk sebesar Rp1,3 triliun, atau 4,2 persen
dari pengeluaran subsidi 2005. Dengan alokasi subsidi tersebut, maka
diharapkan harga pupuk di tingkat petani, baik urea maupun non-urea, akan
dapat terjangkau oleh petani.

Dalam APBN 2005 juga dialokasikan subsidi sebesar Rp120,0 miliar melalui
perusahaan negara penyedia benih, yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero),
PT Pertani (Persero), dan UPT Pusat di lingkungan Departemen Kelautan
dan Perikanan. Subsidi tersebut digunakan untuk pengadaan benih unggul
padi, kedelai, jagung hibrida, jagung komposit, dan ikan budidaya, schingga
petani bisa mendapatkan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan pelayanan umum (Public
Service Obligation/PSO), dalam APBN 2005 juga dialokasikan subsidi
melalui BUMN pelaksana PSO sebesar Rp0,8 triliun. BUMN tersebut
adalah PT Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta
api kelas ekonomi, PT Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa
pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan laut kelas
ekonomi, dan PT TVRI (Persero) antara lain untuk program penyiaran
publik.

Selain melalui perusahaan negara non-tembaga keuangan, sebesar Rp0,8
triliun subsidi dalam APBN 2005 juga disalurkan melalui perusahaan negara
berbentuk [embaga keuangan yang mengelola subsidi bunga kredit program.
Lembaga keuangan milik negara tersebut adalah PT Permodalan Nasional
Madani (PNM), beberapa bank BUMN, dan bank pembangunan daerah
(BPD) yang menyalurkan berbagai skim kredit program dan kredit pemilikan
rumah sederhana sehat (KPRSh). Penyediaan kredit bersubsidi tersebut
diharapkan dspat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga pasar.

Selain kepada perusahaan negara, dalam APBN 2005 juga dianggarkan
subsidi melalui perusahaan swasta (antara lain PT Bank Agroniaga, PT Bank
Central Asia Tbk, dan PT Bank Bukopin) sebesar Rp73,9 miliar. Alokasi

Subsidi dan bantuan
PSQ yarg disalurkan
melalul Perum Bulog
dalam APBN 2005
ditetapkan Rp3,9 iriliun,

Dalam APBN 2005
subgidi melalui
perusahaan negara
produsen pupuk
ditetapkan Rpl, 3 triliun.

Dalam APBN 2005 juga
dialokasikan subsidi
melalui BUMN pe-
laksana PSO sebesar
Rp0,8 triliun.
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Dana untuk belunja
hibah dalam APBN
2005 belumn ditetapkan,

Dalam APBN 2003
ditetapkan bhantuan
sasial Rpl6,3 triliun

Dalam APBN 2003
belanja lain-lain sebesar
Rp 15,8 triliur
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subsidi tersebut akan digunakan antara lain untuk subsidi bunga atas skim
kredit ketahanan pangan (KKP) dan KPRSh.

Sementara itu, alokasi dana untuk belanja hibah dalam APBN 2005 belum
dapat ditetapkan. Hal ini mengingat belanja hibah merupakan transfer yang
sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional.
Belum dialokasikannya anggaran hibah tersebut berkaitan dengan belum
adanya rencana untuk memberikan bantuan atau sumbangan yang sifatnya
tidak wajib kepada negara lain atau lembaga internasional, seperti bantuan
lkemanusiaan.

Dalam APBN 2005 bantuan sosial ditetapkan Rpl17.1 triliun atau 6,4 persen
dari belanja pemerintah pusat. Bantuan sosial dalam tahun 2005 tersebut
diberikan dalam bentuk cadangan anggaran untuk penanggulangan bencana
Rp2.0 triliun, dan bantuan yang diberikan melalui kementerian negara/lembaga
Rp14,5 triliun. Anggaran bantuan sosial ini merupakan transfer uang atau barang
yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun penggunaannya
antara fain untuk penanggulangan bencana alam, serta bantuan untuk sarana
peribadatan, beasiswa, pelayanan hukum, usaha ekonomi produktif, dan
penanggulangan kemiskinan,

Selain pos-pos pengeluaran tersebut di atas, dalam APBN 2005 belanja lain-
lain ditetapkan sebesar Rp15,8 triliun atau 5,9 persen dari belanja pemerintah
pusat.

Pemanfaatan belanja lain-fain ini adalah untuk menampung belanja pemerintah
pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja yang telah
disebutkan di atas, dan dana cadangan umum. Rincian belanja pemerintah pusat
menurut klasifikasi jenis belanja dapat likat pada Tabel TV.4

Tabel IV.4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA
APBN 2005 "
(trillun ruplah)
2008

Uralan % thd
APBN PDE
1 DBelanja Pegawal 60,7 2.8
2 Belanja Barang 340 1,6
3 DBelanja Modal 43,1 2.0
4. Pembayaran Bunge Utang 64,1 2.9
a Dalam NMegearl 39,0 1.8
b LuarNegari 251 1.1
5 Suhslgl 31,3 7.4
a Perusahaan Negara 31,2 1,4
- Lembage Keuangan 0,8 0.0
- Lembage Mon-Keuangan 30,4 1.4
b, Perusahaan Swasta 0,1 0,0

6. Belanja Hibah
7. Baniuen Soslal 171 0.8
a8, Belanja Laln-lain 15,8 0,7
Jumiah 266,2 12,2

1) Perbedaan satu digh di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah
karena pembulatan
Sumber : Departemen Kauangan Ri
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Menurut Organisasi

Sebagaimana yang telah tertuang di dalam penjelasan pasal 11 ayat §
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rincian
belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian
negara/lembaga pemerintah pusat. Untuk memenuhi ketentuan pasal 11
UU No.17 Tahun 2003, sebagai perencanaan, rincian belanja negara disusun
berdasarkan pada organisasi yang ada beserta dengan program-program
yang diusulkannya.

Dalam APBN 2005, belanja negara yang dirinci menurut organisasi adalah
hanya belanja pemerintah pusat, sedangkan belanja untuk daerah tetap dirinci
ke dalam dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
Pada dasarnya, selama ini sudah ada rincian belanja negara menurut
organisasi, yaitu sebagaimana termuat dalam buku Satuan 3 yang menjadi
lampiran tak terpisahkan dari UU APBN, Perbedaan yang prinsip antara
rincian belanja menurut organisasi dalam APBN 2005 dengan APBN tahun-
tahun sebelumnya adalah terletak pada penyajian dan proses/mekanisme
penyusunannya.

Dalam NK dan APBN 2005, rincian belanja pemerintah pusat menurut
organisasi akan tersaji dalam tabel ringkas, sedangkan rincian secara lengkap
tersaji dalam lampiran NK dan APBN 2005 dan dalam UU No. 36 tentang
APBN 2005, Selain itu, proses dan mekanisme penganggaran dan
penyusunan APBN 2005 juga sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Dalam penyusunan APBN, dalam tahun sebelumnya lebih bersifat fop
down, sedangkan dalam penyusunan APBN 2005 dilakukan melalui proses
penganggaran bersifat kombinasi antara fop down dan bottom up. Masing-
masing kementerian negara/lembaga menyusun rencana kerja (RK-KL) yang
didalamnya memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh unit-unit
organisasi yang bersangkutan. Kemudian, RK-KL dari semua kementerian
negara/lembaga tersebut dihimpun menjadi satu rencana kerja pemerintah
(RKP). Sementara itu, Pemerintah bersama-sama Panitia Anggaran DPR-RI
menetapkan pagu anggaran sementara untuk setiap kementerian negara/
lembaga berdasarkan program. Berdasarkan RK-KL dan pagu anggaran per
program tersebut, masing-masing kementerian negara/lembaga bersama dengan
komisi mitra kerjanya di DPR membagi pagu anggaran sementara per program
ke dalam kegiatan yang ditetapkan dan menurut jenis belanja, sehingga tersusun
rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL).
Selanjutnya, kementerian negara/lembaga menyusun dan sekaligus
menyampaikan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) dimaksud kepada
Menteri Keuangan. Akhirnya, RKA-KL dari semua kementerian negara/
lembaga dan RKP dijadikan pedoman dalam penyusunan NK dan APBN 2005
dan sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2005.

Melalui proses sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disusun anggaran
belanja pemerintah pusat beserta rinciannya menurut organisasi. Secara
keseluruhan, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN 2005
ditetapkan sebesar Rp266,2 triliun atau 12,2 persen terhadap PDB.

Rincian anggaran be-
lanja negara menurut
orgarisast

Alokasi anggaran be-
lanja pemerintah pusat
dalam APBN 2003
sebesar Rp266,2 triliun.
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Anggaran  belanja
negara bagi Depar-
temen  Pertahanan
dalam APBN 2003
sebesar Rp22,0 triliun,

Pemanfaatan anggaran
belanja negara bagi
Departemen Pen-
didikan Nasional.

Dalam APBN 2003,
Departemen Pekerjaan

Umum mendapat
alokasi  anggaran
Rpl3,1 piliun,

Dalam APEN 2005,
alokasi anggaran bagi
Kepalisian Negara
sebesar Rpli,2 trilun,

Dalam APBN 2003,
anggaran bagi Depar-
temen Kesechatan se-
besar Rp7.8 triliun atau
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Anggaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN 2005
tersebut, diperuntukkan bagi seluruh kementerian negara/lembaga selaku
pengguna anggaran sebesar Rp127,4 triliun, dan kepada Departemen
Keuvangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp138,8 triliun.

Dalam tahun anggaran 2005, Departemen Pertahanan ditetapkan mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp22,0 triliun atau 8,3 persen dari belanja
pemerintah pusat. Sesuai dengan program-program yang tercantum dalam
Rencana Kerja Pemerintah {(RKP) yang telah mendapatkan persetujuan
dari DPR, alokasi anggaran belanja Departemen Pertahanan akan
dipergunakan untuk membiayai program-program prioritas, antara lain
meliputi: {a} pengembangan pertahanan integratif, (5) pengembangan
pertahanan matra darat, (¢) pengembangan pertahanan matra laut, (d)
pengembangan pertahanan matra udara, dan (e} penegakan kedaulatan dan
penjagaan keutuhan wilayah NKRIL

Untuk Departemen Pendidikan Nasional dalam APBN 2005 ditetapkan
alokasi anggaran sebesar Rp21,6 triliun atau 8,1 persen dari belanja
pemerintah pusat. Alokasi anggaran bagi Departemen Pendidikan Nasional
terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia melalui bidang pendidikan nasional. Alokasi anggaran untuk
Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan akan dipergunakan terutama
untuk membiayai program-program prioritas, antara lain meliputi : (@)
program pendidikan anak usia dini, (b) program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun, (¢) program pendidikan menengah, (d} program
pendidikan tinggi, (¢} program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan, dan (f) program pendidikan non-formal.

Dalam APBN 2005, Departemen Pekerjaan Umum ditetapkan mendapat

pembangunan jalan dan jembatan.

Dalam APBN 2005, Departemen Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp7,8 triliun atau 2,9 persen dari belanja pemerintah pusat. Dengan
alokasi anggaran tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam
melaksanakan program-program prioritas yang meliputi: (@) upaya kesehatan
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masyarakat, (b) upaya kesehatan perorangan, (c) pencegahan dan
pemberantasan penyakit, dan (d) perbaikan gizi masyarakat.

Untuk Departemen Agama, dalam APBN 2005 ditetapkan anggaran sebesar
Rp6,7 triliun atau 2,5 persen dari belanja pemerintah pusat. Alokasi anggaran
tersebut terutama dimaksudkan untuk dapat menunjang program-program
pendidikan, yang selain dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional
Jjuga dilaksanakan oleh Departemen Agama, seperti : {¢) program pendidikan
anak usia dini, () program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, (¢)
program pendidikan menengah, (@) program pendidikan tinggi, dan () program
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa untuk keenam kementerian negara/
lembaga tersebut sebagai pengguna anggaran, dalam APBN 20035 dialokasikan
anggaran sebesar Rp82,4 triliun atau 04,7 persen dari total alokasi anggaran
unituk kementerian negara/lembaga sebagai pengguna anggaran sebesar Rp
127 4 triliun. Selebihoya, yaitu Rp45,0 triliun atau 35,3 persen akan dialokasikan
untuk membiayai berbagai program yang dikelola oleh masing-masing
kementerian negara/lembaga selain dari keenam kementerian negara/lembaga
yang telah diuraikan di atas,

Sementara itu, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Departemen
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, yang besarnya mencapai Rp138,8
triliun, akan dipergunakan untuk program-program sebagai berikut:
(a2) pembayaran bunga utang, (b} subsidi dan transfer lainnya, serta (¢) belanja
lain-lain.

Selanjutnya, berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, menteri atau pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran atau pengguna barang negara bertanggung jawab atas
pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN
dari segi manfaat atau hasil (outcome). Sedangkan pimpinan unit organisasi
dari kementerian atau lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN dari segi barang dan/
atau jasa vang disediakan (output).

Secara keseluruhan alokasi anggaran belanja negara menurut organisasi untuk
APBN 2005 dapat dilihat pada Tabel IV.5. Sedang dalam Lampiran S dapat
diikuti rinctan belanja menurut organisasi dan program.

Menurut Fungsi

Fungsi pokok pemerintah adalah (7) melaksanakan tanggung jawab atas
ketersediaan barang dan jasa kepada masyarakat, baik untuk konsumsi kelompok
maupun konsumsi perorangan; dan (2) mendistribusikan kembali pendapatan
dan kekayaan melalut transfer. Dalam rangka penyediaan barang dan jasa
tersebut, suatu unit organisasi pemerintah dapat melakukan dengan
(@) memproduksi sendiri barang dan jasa dan mendistribusikannya, (5) membeli
dari pihak ketiga dan mendistribusikannya, atau (¢) mentransfer uang {ceash)
kepada rumah tangga sehingga memungkinkan mereka mampu membeli barang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

meningkat 16,4 persen
dari tahun sebelumnya

Departemen Agama
dalam APBN 2003

mendapai  alokasi
anggaran  sebesar
Rp6, 7 triliun.

Dalam APBN 2005,
Departemen Keuangan
selakuy BUN mendapat
alokasi anggaran se-
hesar Rp!38,8 trifiun

Tanggung jawab pim-
plnan kementerian/
lembaga dan pimpinan
unit organisasi pemarin-
tak dalam pengelolaan
keuangan regard.
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Tabel IV.5

BELANJAPEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2004 - 2005 1

KDDE

R s

L1

12
i3
15
13
1%
20
2
23
24
a5
26
27
2y
3z
EE]
34

EE
36

4
42
43
44
47
48
56
51
52
54
55
6
57
59
40
53

hS
66
67
L1
14
15
76
7

{miliar rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MAIELIS PERMUSY AWARATAN RAKYAT

DEWAMN BORWAKILAN RAKYAT

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

MAHKAMAH AGUNG

KEJAKSAAN AGUNG

KEPRESIDENAN

WARIL PRESIDEN

DEPARTIMEN DALAM HEGERI

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

DEPARTEMEN PERTAHANAN

DEPARTEMEN 1IUKUM DAN HAM

DEPARTEMEN KEUANGAN

DETARTEMEM PERTANIAN

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DEPARTEMEM ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL
DFPARTEMEN PEFHUBUNGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DEPARTEMEN KESEHATAN

DEPARTEMEN AGAMA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS]
DEPARTEMEN B0SIAL

DEFARTEMEN XEHUTAMAN

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DEFARTEMEN PEKERJAAN UMUM

KEMENTERIAN KDORDIMATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESESJAHTERAAN RAKYAT
KEMEN FERIAN KEBUDAYAAN UAN PARIWISATA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

KEMOMTERIAN LINGELUMNGAN HIDUP

KEMENTERIAN KOPERAS]I DAN USAHA KECIL DAN MEMENGAH
KEMEMTERIAN PEMBERDAY AAN PEREMPLIAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
RADAN INTELIJEN NEGARA

LEMBA{A SANDI NEGARA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

BADAN PUSAT STATISTIK

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/AAPPENAS

BADAN PERTAMAHAN WASIONAL

PENPUSTAKAAN NASIONAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI AN INFORMASI
KEPOLISIAN WEGARA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LEMBAGA KETAHANAN NASICNAL

BADAN KODRDINASI PENANAMAN MODAL

BADAN NARKOTIKA MASIONAL

KEMENTERIAMN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
HADAM KQORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KOMISI NASIONAL HAK AZASI MAMUSIA

BADAN METEDROLOGI DAN GEOTISIKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MAHKAMAH KONSTITUSL

JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAGLAN PEMBIAYAAN DAN PERINITINGAN

61
61
&9

CICIEAN DAN BUNGA UTANG
SUBSID DAN TRANSFER LAINNY A
BELANIA LATN-LAIN

JUMLALL BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHETUNGAN

JUMLAH

APDEN 2004

202,
79,5
21,2
158,
739,8
632,8
52,6
38,1
16784
214222
2186,7
37204
35481
11877
33729
603756
19 16,6
57170
59141
13BS5,6
1919,8
1244,7
17457

11 998,5

506
63,2
32,8
504,7
50,4
13044
2138
10067
58,2
559,2
436,5
1645
ik
3055
124,7
929,1
™3
2476
10.645,7
156,
26,5
204,4
136,
(%)
1367,7
14,5
721
11,6

117.790.9

45 801,0
539655
17 706 9

1374733

285.264,2

AFPBN 2005

2182
7502
226,4
11054
8581
727,2
79
BR36
37485
21 97,6
1607,
4566,0
4024,8
14150
32066
54261
21 5%5,1
2796,
66905
1470,2
10218
1275,6
1028,7
13 G819

67,8
64,5
408

5105
555

| 396,8
218,1
1065,2
84,6
6222
676,38
364,7
FING
46,9
140,z

1 06,6
100,
27192
11165,%
207,0
112
220,60
194,5
77,3
95,5
14,8
179,8
115
1550

127.4224

64 665,5
54358,3
157173,8

138.797.8

266,220,3

1) Perbedaan satu diglt di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan
Sumper : Departernen Keuangan Rl
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dan jasa secara langsung di pasar. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut,
selain dibiayai melalui penerimaan yang bersumber dari perpajakan, juga dibiayai
dari pinjaman dan sumber-sumber lain yang tidak merupakan pembayaran wajib
bagi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan bahwa salah
satu rincian belanja negara adalah belanja negara menurut fungsi. Mengacu
kepada amanat UTU Nomeor 17 Tahun 2003 tersebut, dalam APBN 2005 belanja
pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari 11 (sebelas) fungsi, yaitu:
(1) pelayanan umnm, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan,
(4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, {6) perumahan dan fasilitas umum,
(7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (/0) pendidikan, dan
(11) perlindungan sosial. Rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri
dari subfungsi-subfungsi, yang merupakan kumpulan dari program-program
yang akan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam rangka
melaksanakan 3 (tiga) agenda pokok pembangunan, yaitu (/) mempercepat
penyelesaian reformasi, (2) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
(3) memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses penganggaran, dasar alokasi anggaran adalah program-
program yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga. Besaran
anggaran untuk masing-masing fungsi atau subfungsi merupakan kompilasi
anggaran dari program-program yang termasuk fungsi atau subfungsi yang
bersangkutan. Selanjutnya, kompilasi dari alokasi anggaran tersebut menjadi
data statistik yang disusun mengikuti standar internasional sebagaimana
ditetapkan dalam classification of the functions of government (COFOG)
yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian,
klasifikasi belanja negara menurut fungsi dapat dipergunakan sebagai alat
analisis (tools of analysis) yang menggambarkan perkembangan belanja
suatu negara menurut fungsi, subfungsi dan program, vang selanjutnya
dapat diperbandingkan dengan negara lainnya yang rincian belanjanya
mengikuti COFOG. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2005, dalam APBN 2005, terdapat 194 (seratus
sembilan puluh empat) program, dimana 102 (seratus dua) diantaranya
merupakan program prioritas, yang tersebar di semua fungsi. Selain ke-
194 program yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga, masih
terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN), yaitu (/) program pembayaran
bunga utang, (2) program subsidi dan transfer lainnya, dan (3) program
pembiayaan lain-lain.

Membandingkan antara rincian belanja menurut fungsi dan menurut sektor
pada hakekatnya adalah bahwa klasifikasi fungsi, subfungsi dan program
merupakan pengganti klasifikasi sektor, subsektor, dan program yang semula
terbagi dalam anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan demikian
rincian belanja negara baik menurut fungsi maupun menurut sektor merupakan
kompilasi dari program-program yang dilaksanakan kementerian negara/
lembaga. Dengan berubahnya sebagian nama-nama program dalam Rencana

Rincian belanja negara
menurut fungsi terdiri 11

Jungsi

Rincian belanja regara
menurul fungsi meru-
pakan tools of analysis.

Alokasi anggaran per
program menurut fungsi
tghun 20035 tidak dapat
dipersandingkan
dergan alokasi pro-
gram menurul sekior
tarhuen 2004,
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Sebagian besar belanja
pemerintah pusat untuk
membiayai pelaksanaan
program-prograim dari
fingsi-fungsi pelayanan
wmum, ekonomi, pendi-
dikan, dan periahanan,
serta ketertiban dan
keamanan.

Alokasi anggaran untuk
program-program da-
lam furgsi pelayanan
umum dalam APBN
2005 ditetapkar sebesar
Rp158,6 triliun

Alokasi anggaran wniuk
program-program da-
lam fungsi ekonomi
dalam APBN 2005
ditetapkan sebesar
Rp28,0 triliun,

Alokasi anggaran untuk
program-program da-
lam fungsi pendidikan
dalam APBN 2005
ditetapkan sebesar
Rp26,0 triliun.
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Kerja Pemerintah (RKP) 2003, maka program-program yang terdapat dalam
belanja negara menurut fungsi dalam APBN 2005 tidak dapat dipersandingkan
dengan program-program yang terinci dalam belanja negara menurut sektor
dalam APBN 2004, Di samping itu, tidak seluruh program-program yang
diajukan kementerian negara/lembaga pada tahun 2004 dapat dikonversikan
ke dalam program-program yang diajukan pada tahun 2005. Dengan kata lain,
dalam tahun 2005 terdapat perubahan sejumlah program. Perubahan tersebut
meliputi adanya usulan program-program baru yang sebelumnya belum ada,
dan adanya program-program gabungan atau pemecahan dari program yang
dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan tiga agenda pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah
dalam tahun 2003, sebagian besar anggaran belanja negara untuk Pemerintah
Pusat dialokasikan untuk menjalankan program-program dalam fungsi pelayanan
umum, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi pertahanan, serta fungsi
ketertiban dan keamanan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa program-
program yang tercakup dalam fungsi-fungsi yang lain menjadi kurang penting,
karena program-program tersebut juga mendapatkan alokasi anggaran yang
cukup memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Dalam tahun 2005 sebagian besar belanja pemerintah pusat terdapat pada fongsi

pusat.
Dalam APBN 2003, total alokasi anggaran pada program-program yang terdapat

pangan.
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pendidikan menengah, yang diarahkan untuk mengantisipasi meningkatnya
lulusan sekolah menengah pertama sebagai konsekuensi dari keberhasilan
program wajar 9 tahun dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan
menengah yang berkualitas, dan (3) program pendidikan tinggi, dalam rangka
meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan
yang memenuhi kebutuhan pasar kerja, serta mampu menciptakan dan
mengembangkan iptek. Selain pendidikan wmum dan kejuruan, Pemerintah juga
memberikan perhatian pada pendidikan agama dan keagamaan. Berkaitan
dengan hat tersebut, dalam fungsi pendidikan juga terdapat program peningkatan
pendidikan agama dan keagamaan. Keberhasilan dari pelaksanaan program-
program tersebut tidak terlepas dari jumlah, kualitas, kompetensi dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan itu,
dalam APBN 2005 juga akan dilaksanakan program peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikarn.

Program-program

Sebagai salah satu upaya untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan _
dalam fungsi perta-

bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), fungsi hanan " dan  fungsi
pertahanan dan fungsi ketertiban dan keamanan merupakan fungsi-fungsi hetertiban dan keamf:n_
strategis dari Pemerintah. Dalam APBN 2005, program-program yang akan an dalam APBN 2005
dilaksanakan untuk mengaktualisasikan fungsi pertahanan antara lain:

(1) program pengembangan pertahanan integratif, (2) program pengembangan

pertahanan matra darat, laut, maopun udara, (3) program pengembangan potensi

dukungan pertahanan. Sementara itu, fungsi ketertiban dan keamanan akan

diaktualisasikan melalui: (1) program pemeliharaan kamtibmas, (2) program

pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, (3} program pemantapan

keamanan dalam negeri, (4) program pembinaan sarana dan prasarana hukum,

dan (5) program pembinaan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia

(HAM).

Datam Tabel I'V.6 dapat diikuti rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi,
sedangkan dalam Lampiran 6 dapat diikuti rincian lebih lengkap belanja
pemerintah pusat menurut fungsi.

Tabel IV.6

ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, APBN 2005 "
(miliar rupiah}

KODE FUNGSI JUMLAH
01 PELAYANAN UMUM 158.550,3
02 PERTAHANAN 22,0010
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 16.685,4
04 EKCONOM| 28.016,1
05 LINGKUNGAN HIDUP 3.104,7
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 22804
07 KESEHATAN 7.038,1
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 9204
09 AGAMA 691,3
10 PENDIDIKAN 25,987 4
11 FERLINDUNGAN SOSIAL 2.0356,3

JUMLAH 268.220,3

1} Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pambutatan
Sumper ; Departemen Keuangan RI
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Sejak tahun 2001,
melalui APBN, Peme-
rintah telah menyedia-
kan alokasi belanja
untuk daerah dengan
jumlah dan cakupan
yang cenderung me-
ningkat.

Arah kebijakan belanja
untuk daerah tahun
2005 terutama untuk
meningkathan efisiensi
dan akuntabilitas.
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Belanja Untuk Daerah

Guna mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang mencerminkan
pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

meningkat.

andalan, strategis, dan cepat tumbuh.

perimbangan, pinjaman daerah, pengaturan pengelolaan keuangan daerah,
dan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lihat Boks 11:
Amandemen Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).
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Boks 11: Amandemen Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalar
beberapa kelemahan, antara lain, yang berkai
perimbangan, dan pinjaman daerah yang bersumbe
daerah yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU
Negara.

Di samping itu, Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan Tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi
atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA
merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar
dan menyeluruh terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Pemerintah bersama DPR telah berhasil menetapkan UU
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999 di atas. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan akuntabilitas publik dan pelayanan publik tingkat lokal, dan sesuai dengan asas
demokrasi. Beberapa perubahan yang telah berhasil dirumuskan dalam UU ini, antara lain meliputi
pengaturan sumber-summber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, penegasan
mekanisme penyaluran bagian daerah, penyesuaian persentase bagi hasil minyak dan gas bumi,
penetapan maksimal 130 % atas penyaluran realisasi minyak dan gas bumi, penambahan bagian
daerah dari sektor pertambangan panas bumi, penyesuaian persentase Dana Alokasi Umum, definisi
dan kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus, prinsip-prinsip pelaksanaan pinjaman daerah,
pengaturan secara rinci pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan sistem informasi keuangan
daerah.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan ketentuan mengenat prinsip Kebijakan
perimbangan keuangan dan ketentuan lebih lengkap mengenai sumber-sumber penerimaan daerah
dengan mencantumkan jenis-jenis dari lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dan ketentuan-
ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh daerah dalam upaya meningkatkan PAD-nya. Upaya
untuk meningkatkan PAD ini akan dilakukan dengan memperluas fax base dan memberikan taxing
powerkepada kabupaten/kota yang tidak berdampak tumpang tindih dengan pajak nasional, sehingga
menutup peluang kabupaten/kota untuk menambah jenis pajak baru di luar yang tercantum dalam
UU. Ketentuan tersebut akan dielaborasi lebih lanjut dalam Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan dana perimbangan, terdapat beberapa ketentuan tambahan dalam UU Nomor 33
Tahun 2004, antara lain meliputi (§} dimasukkannya persentase bagi hasil PPh Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 yang diadopsi dari PP 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan
PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
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Daerah; (ii) disesuaikannya persentase bagi hasil minyak dan gas bumi yang akan berlaku sejak
tahun 2009, yaitu dari minyak bumi, imbangan untuk Pemerintah sebesar 84,5 % dan untuk Daerah
15,5 %. Sedangkan dari gas bumi, imbangan untuk Pemerintah sebesar 69,5 % dan untuk Daerah
sehesar 30,5 %, Kemudian, 0,5 % dari imbangan untuk Daerah baik dari minyak bumi dan gas bumi
akan dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar; (4if) penetapan realisasi penyaluran
bagi hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130 % (seratus tiga
mrink moream dari asnmsi dasar harea minvak dan bumi dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal
| tersebut, maka kelebihannya akan diperlakukan
. dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.
a masih menunggu pembahasan lebih lanjut; (i)
penyempurnaan bagi hasil SDA, meliputi sistematika dan redaksional, serta penambahan bagian
daerah dari sektor pertambangan panas bumi; (v) penyesuaian persentase Dana Alokasi Umum
(DAU), yaitu sejak tahun 2008, persentase tersebut minimal sebesar 26 % dari PDN Neto yang
ditetapkan dalam APBN; serta (vi) penyempurnaan definisi dan kriteria Dana Alokasi Khusus,
dengan mengalihkan DAK yang bersumber dari Dana Reboisasi ke dalam Dana Bagi Hasil.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 juga dikemukakan mengenai dana darurat, yaitu bahwa untuk
keperluan mendesak yang diakibatkan bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak
dapat ditanggulangi dacrah, Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN
dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pengaturan pinjaman daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 telah disesuaikan dengan
UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini, pinjaman dacrah yang bersumber
dari luar negeri tidak perlu lagi dibatasi hanya untuk membiayai proyek-proyek yang menghasilkan
penerimaan (revenue generating). Pembatasan yang masih diperlukan adalah pengendalian defisit
'APBN dan APBD tidak melebihi 3% dari PDB tahun anggaran yang bersangkutar, dan kumulatif
pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% dari PDB tahun anggaran
vang bersangkutan. Sementara itu, pinjaman ya
oleh Pemerintah Daerah, melalui baik Jembaga
non-perbankan, termasuk penerbitan obligasi D:
undangan yang berlaku. Penerbitan obligasi har
hanya boleh digunakan untuk membiayai investa

Datam UU Nomer 33 Tahun 2004 juga membahas mengenai pengaturan secara rinci pengelolaan
keuangan daerah, dan pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah. Pengaturan prinsip-prinsip
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dimaksudkan untuk lebih mendorong
ierwujudnya good governance yang mengacu pada pengalaman internasional. Pengaturan tersebut
juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dan ekonomi makro daerah, serta
cbih menjamin kepastian hukum. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tersebut juga telah diatur lebih
lengkap mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk mengenai
anggaran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
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Dalam tahun anggaran 2005, alokasi anggaran belanja untuk daerah
ditetapkan Rp131,5 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB, Secara nominal,
jumlah tersebut meningkat Rp1,5 triliun, atau 1,2 persen dibandingkan dengan
alokasinya dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi belanja untuk daerah tersebut
sebagian besar merupakan alokasi dana perimbangan, yaitu sebesar 94,5
persen, dan sisanya sebesar 5,5 persen merupakan alokasi dana otonomi
khusus dan penyesuaiar.

Dana Perimbangan

Dalam tahun 2005, kebijakan dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi
hasil (DBH), dana alokasi umwm (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK),
diarahkan terutama untuk (i) memperkuat koteksi ketimpangan horisontal;
¢it) meningkatkan pelayanan publik; dan (i) meningkatkan efisiensi melalui
angwaran kinerja berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Berkaitan dengan itu, alokasi dana perimbangan dalam tahun 2005 ditetapkan
sebesar Rp124,3 triliun atau 5,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara
nominal meningkat sebesar 1,0 persen bila dibandingkan dengan alokasi
dana perimbangan dalam APBN-P tahun 2004. Dari total alokasi dana
perimbangan dalam tahun 2005 tersebut, 25,1 persen merupakan alokasi
dana bagi hasil, 71,4 persen merupakan alokasi dana alokasi umum, dan 3,5
persen merupakan alokasi dana alokasi khusus.

Dana Bagqi Hasil

2001, dan UU Nomor 21/2001.

Dalam tahun 2005, alokasi DBH ditetapkan Rp31,2 triliun atau 1,4 persen
terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami penurunan Rp6,2
triliun, atau 16,6 persen dibandingkan dengan alokasi DBH dalam APBN-P
tahun 2004. Demikian pula, rasionya terhadap PDB menurun 0,5 persen
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alokasi DBH dalam tahun 2005
terdiri dari alokasi DBH perpajakan 62,5 persen dan alokasi DBH SDA
37,5 persen.
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Palam tahun 2005
alokasi  belanja untuk
daerah  ditetapkan
Rpl31,5 tritiun atau 6,0
persen terhadap PDB,
naik 1,2 persen dari
tahun sebelumnya.

Alokasi dana perim-
bangan ditetapkan
sebesar Rpl24,3 triliun
atau 5,7 persen terhadap
PDB, naik 1,0 persen
dari tahun sebelumnya.

Kebijakan dana bagi
hasil mengacu kepada
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Alokasi DBH ditetapkan
Rp31,2 triliun atau 1.4
persen terhadap PDB,
turun 16,6 persen dari
tahun sebelumnya
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Penetapan  bagian
daerah atas DBH Pajak
herdasarkon Peraturan
Pemerintah Nomor 115
Tahun 2000,

Alokasi DBH perpajak-
an ditetapkan Rpl9.3
trifiun alau 0,9 persen
terhadap PDB.

Penetapan  bagian
daerah atas DBH 5DA
sesuai dengan Undang-
undang Nomor 23
Tahun 1999 dan PP
Nomor {04 Tahun 2000.
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DBH Perpajakan

DBH Perpajakan meliputi bagi hasil atas penerimaan pajak penghasilan
(PPh) pasal 21 dan PPh 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan
(PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah
atas PPh, baik PPh pasal 2| maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan
masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya, dengan rincian
8 persen menjadi bagian provinsi, dan 12 persen menjadi bagtan kabupaten/
kota yang pembagiannya diatur melalui Keputusan Gubernur dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor lainnya yang
relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, berdasarkan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999, bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar
90 persen dari penerimaan PBB, sedangkan sisanya sebesar 10 persen
merupakan bagian pemerintah pusat, yang seluruhnya juga dikembalikan
lagi kepada daerah. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999,
bagian daerah atas BPHTB ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaan
BPHTB, sedangkan sisanya sebesar 20 persen merupakan bagian
pemerintah pusat yang dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah.

Dalam tahun 2005, alokasi DBH perpajakan ditetapkan Rp19,5 triliun atau
0,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan
Rp1,8 triliun, atau 10,2 persen dibandingkan dengan alokasi DBH perpajakan
dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi DBH perpajakan meliputi DBH PPh
Rp6,4 triliun, DBH PBB Rp9,8 triliun, dan DBH BPHTB Rp3,2 triliun.

DBH Sumber Daya Alam

DBH sumber daya alam terdiri dari bagi hasil dari penerimaan sumber daya
alam (SDA), yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum,
kehutanan, dan perikanan,

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
K.euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, alokasi untuk dacrah
dari bagi hasil minyak bumi dan gas alam ditetapkan masing-masing 15
persen dan 30 persen dari penerimaannya setelah dikvrangi pajak. Namun,
khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi
Papua, sejalan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Undang-undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai dengan tahun ke-8, dan provinsi
Papua sampai dengan tahun ke-25, masing-masing menerima alokasi dana
bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar 70 persen
setelah dikurangi pajak.

Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan SDA pertambangan umum,
kehutanan, dan perikanan ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen.
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Dalam tahun 2005, alokasi DBH SDA ditetapkan Rp11,8 triliun atau 0,5
persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal, mengalami penurunan
Rp7,8 triliun, atau sekitar 39,8 persen dibandingkan dengan alokasi DBH
SDA dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi DBH SDA terdiri dari DBH
minyak bumi Rp4,7 triliun, DBH gas alam Rp4,6 triliun, DBH pertambangan
umum Rp|,6 triliun, DBH kehutanan Rp0,3 triliun, dan DBH perikanan Rp0,6
trilinn.

Dana Alokasi Umum

DAU diberikan kepada daerah dengan tujuan terutama untuk mengatasi
kesenjangan horisontal (horizontal imbalance) antardaerah, dan
dialokasikan dalam bentuk block grant. Namun demikian, penggunaan
DAU harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing
daerah, yang merupakan tugas dan kewenangan daerah.

Sesuai dengan Pasatl 7 UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, besarnya dana alokasi
umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan
dalam negeri bersih, yaitu penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan
dana bagi hasil dan DAK vang bersumber dari dana reboisasi.

Dalam tahun 2005, kebijakan DAU mencakup hal-hal sebagai
berikut: (i) alokasi DAU ditetapkan 25,5 persen dari penerimaan dalam
negeri bersih; (i) formula sesuai dengan PP Nomor 104/2000 sebagaimana
telah diubah dengan PP Nomor 84/2001; (/ii) tetap mempertimbangkan
faktor penyeimbang (alokasi dasar) berdasarkan /umpsm dan proporsional
kebutuhan belanja pegawai; (iv) bagi daerah otonom baru, DAU dihitung
secara proporsional dari daerah induknya; serta (v) peningkatan akurasi
data dasar perhitungan DAU.

Formula DAU tahun 2005 ditetapkan berdasarkan bobot daerah, yang
dihitung dari selisih kebutuban fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Adapun
variabel kebutuhan fiska! daerah meliputi: (i) jumlah penduduk; (i{} luas
wilayah; (#ii} keadaan geografi; dan (iv} tingkat pendapatan masyarakat
dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, variabel
kapasitas fiskal daerah terdiri dari (i) potensi industri; (7i) potensi SDA;
(iii} potensi SDM, dan (#v} Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan perkiraan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran
2005 yang sebesar Rp379,6 triliun, serta dengan memperhitungkan perkiraan
alokasi DBH sebesar Rp31,2 triliun dan alokasi DAK DR sebesar Rp0,3
triliun, maka besarnya DAU yang akan ditransfer ke daerah dalam tahun
2005 adalah Rp88,8 triliun (4,1 persen terhadap PDB) atau 25,5 persen dari
total penerimaan dalam negeri bersih. Jumlah ini secara nominal naik Rp6,7
triliun, atau 8,2 persen dari total DAU dalam APBN-P tahun 2004.

Dari jumlah tersebut, pemerintah provinsi akan memperoleh bagian 10 persen,
atau sebesar Rp8,9 triliun (0,4 persen terhadap PDB), sedangkan pemerintah
kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi 90 persen, atau sebesar Rp79,9
triliun (3,6 persen terhadap PDB). DAU bagian pemerintah provinsi tersebut
naik 8,5 persen dari alokasi DAU provinsi tahun 2004 dan alokasi DAU
kabupaten/kota juga mengalami peningkatan 8,1 persen.
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Alokasi DBII S5DA
ditetapkan Rpll1,8 triliun
atan 0,5 persen
terhadap PDB, twrun
39,8 persen dari tahun
sebelumnya

Penpounaan DAU tehun
2005 disesuaikan de-
ngan prioritas dan
kebutuhan masing-
masing daerah

Pencelapan formula
DAU 2005 sesuai de-
ngan PP 104/2000 seba-
gaimana telah diubah
dengan PP 842001

Alokasi DAU ditetapkan
Rp8&. &8 triliun atau 4,1
persen terhadap PDB,
natk 8,2 persen dari
{ahun sebelumnya.
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DAK dialokasikan ke-
pada daerah untuk
memenuhi kebutuhan
Rhusus dengan menper-
hatikan ketersedioan
dana dari APBN.

Alokasi DAK ditetaphkan
Rpd, 3 wrifiun atan 0,2
persen terhadap PDB,
naik 16,2 persen dari
tahun sehelumnya.

DAK DR digunakan
untuk membiayai kegiat-
an reboisasi dan peng-
hifauan oleh daerah
penghasil.

Alokasi DAK DR
diterapkan Rp0, 3 triliun
atau 0,001  persen
terhadap PDB, turun
62,5 persen dari tahun
sebelumnya,

DAK Non-DR dialo-
kasikan untuk mendu-
kung kegiatan yang
merupakan kewenang-
an dan tanggung fawab
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Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 104 Tahun 2000,
DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan
memperhatikan ketersediaan dana dari APBN. Kriteria kebutuhan khusus
tersebut meliputi, perfama, kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan
menggunakan rumus alokasi umum, kedua, kebutuhan yang merupakan
komitmen atau prioritas nasional, dan ketiga, kebutuhan untuk membiayai
kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Berdasarkan
kriteria kebutuhan khusus tersebut, DAK dibedakan atas DAK dana reboisasi
(DAK DR) dan DAK non-dana reboisasi {DAK Non-DR).

Dalam tahun 2005, alokasi DAK ditetapkan Rp4.3 triliun atau 0,2 persen
terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan Rp0,6
triliun, atau 16,2 persen dibandingkan dengan alokasi DAK dalam APBN-P
tahun 2004. Alokasi DAK dalam tahun 2005 terdiri dari alokasi DAK DR
7,0 persen dan atokasi DAK Non-DR 93,0 persen.

DAK Dana Reboisasi

Sesuai dengan namanya, kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK
dana reboisasi adalah kegiatan reboisasi dan penghijanan oleh daerah
penghasil. Sumber pendanaannya berasal dari penerimaan dana reboisasi,
yaitu sebesar 40 persen, yang merupakan bagian daerah penghasil.
Sedangkan dana reboisasi yang sebesar 60 persen merupakan bagian
Pemerintah Pusat yang penggunaannya untuk rehabilitasi hutan dan lahan,
terutama bagi daerah yang sebelumnya merupakan daerah penghasil, melalui
mekanisme APBN yang secara teknis dibahas antara Departemen
Kehutanan, Departemen Keuvangan, dan Komisi IIT DPR RI.

Sumber penerimaan dana reboisasi berasal dari: (i) rencana karya tahunan;
(i) ijin pemanfaatan kayu; (7ii) tunggakan; (iv) pengembalian pinjaman hutan
tanaman industri (HTI) patungan dan BUMN yang jatuh tempo; dan
(v) keberhasilan dalam penanganan kayu ilegal.

Dalam tahun anggaran 2005, alokasi DAK DR ditetapkan sebesar Rp0,3
triliun atau 0,01 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal
menunjukkan penurunan Rp0,5 triliun, atau 62,5 persen dibandingkan alokasi
DAK DR dalam APBN-P tahun 2004 yang sebesar Rp0,8 triliun. Penurunan
tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya penerimaan dana reboisasi dalam
tahun 2005 dibandingkan dengan penerimaannya dalam APBN-P tahun
2004,

DAK Neon-Dana Reboisasi

DAK Non-DR dialokasikan sejak tahun 2003 dan digunakan untuk
membiayai kebutuhan khusus, seperti (i) kebutuhan yang tidak dapat
diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan
atau (7i) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. DAK
Non-DR dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pelaksanaan
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kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah
pemenuhan kebutuhan khusus. Daerah penerima alokasi DAK Non-DR
mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana pendamping sekurang-
kurangnya 10 persen dari nilai DAK yang diterimanya.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasian DAK Non-DR tahun 2005 dilakukan
dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Kriteria umum adalah dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah,
yang didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan daerah, tidak
termasuk sisa anggaran Jebih (SAL), dengan belanja PNS daerah (fiscal
netto) pada APBD tahun 2003. Sementara itu, kriteria khusus dalam
pengalokasian DAK Non-DR tahun 2005 adalah dengan memperhatikan
peraturan perundang-perundangan yang berlaku, seperti UU otonomi khusus
bagi NAD dan Papua serta Inpres percepatan pemulihan daerah di wilayah
provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah pascakonflik,
karakteristik daerah, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan
pangan. Selanjutnya, kriteria teknis ditetapkan oleh menteri teknis dengan
memperhatikan berbagai variabel yang berkaitan dengan bidang-bidang yang
akan dibiayai dengan DAK Non-DR tahun 2005, yang pada dasarnya
mencakup bidang-bidang (i} pendidikan; (7i) kesehatan; (#i) infrastruktur
jalan, irigasi, dan air bersih perdesaan; (iv) kelautan dan perikanan,
(v} prasarana pemerintahan daerah; dan (vi) pertanian.

Agar tidak terjadi tumpang tindib dalam hal pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai melalui dana desentralisasi dan kegiatan yang dibiayai melalui
program-program belanja pemerintah pusat, maka dalam tahun 2005 akan
dilakukan pengalihan sebagian kegiatan. Kegiatan yang selama ini
dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan, namun
kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab
daerah, secara bertahap pendanaan kegiatan tersebut dialihkan menjadi dana
desentralisasi melalui alokasi DAK Non-DR.

Berkaitan dengan itu, dalam tahun 2005 alokasi DAK Non-DR ditetapkan
sebesar Rpd4,0 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara
nominal menunjukkan peningkatan Rp1,2 triliun, atau sekitar 42,9 persen
dari alokast DAK Non-DR dalam APBN-P tahun 2004 sebesar Rp2,8 triliun.
Peningkatan ini karena adanya realokasi dari dana-dana dekonsentrasi ke
DAK. Alokasi DAK Non-DR tahun 2005 terdiri dari alokasi DAK Non-
DR bidang pendidikan Rp1,22 triliun, bidang kesehatan Rp0,62 triliun, bidang
infrastruktur Rp1,53 triliun, bidang kelautan dan perikanan Rp0,32 triliun,
bidang prasarana pemerintahan daerah Rp0, 15 triliun, dan bidang pertanian
Rp0,17 triliun.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana otonomi khusus dan penyesuaian dialokasikan ke daerah sejak tahun
2002. Dana otonomi khusus disediakan khusus untuk Provinsi Papua, sesuai
dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua, yaitu setara 2 {dua) persen dari alokasi DAU nasional,
yang penggunaannya diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan
dan kesehatan.

daerah ke arah pe-
menuhan kebutwhan
klisus.

DAK Nonr-DR tahun
2005 dilakukan menca-
kup  bidang-bidang
pendidian, kesehatan,
infrastruktur falan,
irigasi, dan air bersih
perdesaan, kelautan dan
perikanan, prasarana
pemerintahan daerah,
dan pertanian

Alokasi DAK Nonr-DR
ditetapkan Rp4,0 triliun
ataw 0,2 persen
terhadap PDB, naik
42,9 persen dari tahun
sebelumnya.

Dana otonomi khusus
disediakan untuk Pro-
vinsi Papua, vang peng-
gunaannya diarahkon
untuk pendidikan dan
kesehatan.
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Alokasi dana otonomi
lhusus dan peryesuaian
ditetaphan Rp7,2 triliun
atan 0,3 perser terhadap
PDAB, naik 4.3 persen
dari tahun sebelumnya

Defisit APBN 2005
ditetapkan sebesar 0,8
persen terhadup PDB.
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Dana penyesuaian yang dialokasikan ke daerah mencakup dana penyesuaian
murni dan ad-hoc. Dana penyesuaian murni dialokasikan sebagai
pelaksanaan kebijakan agar penerapan formula DAU tidak menimbulkan
adanya daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari DAU tahun
sebelumnya ditambah dana penyesuaian murni tahun sebelumnya (hold
harmless). Dana penyesuaian murni ini secara bertahap diupayakan
pengurangannya untuk mempercepat tujuan DAU sebagai alat pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah.

Sementara itu, dana penyesuaian ad-Aoc dialokasikan apabila ada kebijakan
Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pos anggaran tertentu dalam
belanja daerah, misalnya, dalam tahun 2005 dana penyesnaian ad-hoc
dialokasikan untuk mengantisipasi adanya kebijakan pemberian gaji ke-13
bagi PNS, termasuk PNS di daerah. Dana penyesuaian ad-hoc hanya
bersifat sebagai bantuan, dan tidak mencakup seluruh kebutuhan pendanaan
pos anggaran yang bersangkutan.

Dalam talun 2005, dana otonomi khusus dan penyesuaian ditetapkan sebesar
Rp7,2 triliun (0,3 persen terhadap PDB), yang terdiri atas dana otonomi
khusus sebesar Rp1,8 triliun atau setara dengan 2 persen dari DAU tahun
2005, dan dana penyesuaian sebesar RpS,5 triliun. Jumlah ini secara nominal
menunjukkan kenaikan Rp0,3 triliun, atau 4,3 persen bila dibandingkan dengan
alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian dalam APBN-P tahun
sebelumnya. Perbandingan anggaran belanja untuk daerah dalam APBN
2004 dengan RAPBN 2005 dapat diikuti pada Tabel IV.7,

Keseimbangan Umum dan Defisit APBN 2005

Berdasarkan angpgaran pendapatan negara dan hibah sebesar Rp380,4 triliun
(17,4 persen terhadap PDB), dan anggaran belanja negara sebesar Rp397,8
triliun (18,2 persen terhadap PDB), maka defisit anggaran dalam APBN
tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp17,4 triliun, atau 0,8 persen terhadap PDB.
Perlu dicatat, bahwa jika mempergunakan PDB dengan dasar perhitungan
tahun 2000, maka rasio defisit anggaran menjadi 0,65 persen (Lihat Boks 3:
Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya). Jumlah
ini, berarti Rp8,9 triliun atau 33,8 persen lebih rendah bila dibandingkan
dengan defisit anggaran dalam APBN-P 2004 sebesar Rp26,3 triliun (1,3
persen terhadap PDB).

Penurunan besaran defisit dan rasionya terhadap PDB tahun 2005 tersebut,
mencerminkan besarnya kesungguhan dan komitmen Pemerintah dalam
melanjutkan program dan langkah-langkah konsolidasi fiskal (fiscal
consolidation) untuk memantapkan upaya peningkatan ketahanan fiskal

yang berkelanjutan (fiscal sustainability).

Pembiayaan Anggaran

Meskipun besaran defisit anggaran dalam APBN 2005 lebih rendah dari sasaran
defisit anggaran dalam APBN-P 2004, akan tetapi tantangan yang dihadapi di
sisi pembiayaan tidaklah semakin ringan. Pembiayaan yang perlu disediakan
tidak hanya dibutuhkan untuk menutupi defisit APBN semata-mata, akan tetapi
juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok viang
dalam negeri dan utang luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005.
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Dalam APBN 2005, jumtah seluruh kebutuhan pembiayaan ditetapkan
mencapai Rp86,1 triliun atau 3,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara
nominal turun Rp9,7 triliun atau 10,1 persen dari total kebutuhan pembiayaan
APBN-P 2004 sebesar Rp95,8 triliun atau 4,8 persen terhadap PDB.
Pembiayaan dimaksud diperlukan untuk:

a.

Menutup defisit anggaran Rp17,4 triliun (0,8 persen terhadap PDB).
Jumlah yang diperlukan untuk menutup defisit ini, turun Rp8,9 triliun
atau 33,8 persen bila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan defisit
anggaran dalam APBN-P 2004 sebesar Rp26,3 triliun (1,3 persen
terhadap PDB).

Memenuhi kewajiban pembayaran pokok pinjaman (termasuk pembelian
kembali) Surat Utang Negara (SUN), cicilan pokok utang luar negeri
dan penyertaan modal negara (SMF), yang secara keseturuhan berjumlah
Rp68,7 tritiun (3,1 persen terhadap PDB). Jurniah ini, apabila dibandingkan
dengan kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi seluruh kewajiban
pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar
negeri pada APBN-P 2004 sebesar Rp69,5 triliun (3,5 persen terhadap
PDB), berarti mengalami penurunan Rp0,8 triliun atau 1,2 persen.

Jumlah tersebut terdiri dari (i) pembayaran pokok yang jatuh tempo dan
pembelian kembali SUN Rp20.9 triliun (1,0 persen terhadap PDB),
(1} pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Rp46,8 triliun (2,1 persen
terhadap PDB); dan (7ii) penyertaan modal negara Rp1,0 triliun (0,1
persen terhadap PDB).

Tabel V.7

ANG GARAN BELANJA UNTUK DAERAH, APBN-P 2004 dan APEN 2005 "
(trillun ruplah)

2004
Uralan % thd % thd
APBMN-F PDB APEN FDBE
. Dena Parlimbangan 1231 8,2 124,3 5.7
a, Dana Bagl Hasll ar,d 1,8 31,2 1.4
1. Pajak 17.7 [+R:] 19,5 0,8
i, Pajak Penghasilan 4.8 02 6,4 0,3
i Pajak Bumi dan Bangunan 9.9 0.5 9.8 0,4
iiil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 3.2 D2 3.2 0.1
Bangunan
2. Sumber Daya Alam 19,8 1,0 t1.8 0.5
i Minyak Bumi 9.7 0.4 4.7 0,2
i Gas Alam 77 D.4 4.6 0,2
iin Partamgangan Umum 1.4 o1 1,8 0,1
iv Kehutanan 0.5 oa 0.3 0.0
v Parikanan 0.2 0.0 0.6 2.0
b. Dana Alokasl Umum az,1 4,1 88,8 4,1
1 Propinsi 8,2 0.4 8.9 0.4
2 Kabupaten 739 a7 799 36
¢, Dane Alakasi Khusus 3,7 0,2 4,3 0,2
1 Dena Reboisasi 08 (1Nv} G, 0.0
2 Non-dana Rebaisasi 2.8 o1 4,0 0.2
I, Dana Otonoml| Khusus dan Penyesualan 6.8 0,3 7.2 0,3
a Dana Otonomi Khusus 1.8 0,1 1,8 0,1
b Dana Penvasurian 82
8,5 131,86 8,0

1) Perbedaan salu angke df helakang koma ierhadap angke panjumlahan adalah karana pambulatan
Sumbar : Depertemen Keuangan Rl
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Kebutuhan pembiayaan
2003 Rp88, 1 triliun (3,9
persen terhadap PDB).

Kebutuhan untuk
menutup defisit Rpl7 4
triliun (0,8 persen
terhadap PDB)

Kebuiuhan untuk
memenuhi kewajiban
pembayaran pokok
utang Rp67,7 triliun
(3,1 persen terhadap
PDRE).

Pokok dan pembelian
kembali SUN Rp20.9
triliun. Pokok utang luar
negeri Rp46,8 triliun,
dan penyertaan modal
negara Rp {,0 triliun.



FPembiayaan dalam
negeri Rp39.5 triliun
(2,7 persen terhadap
PDB); Pembiayaan
perbankan dalam
negeri Rp9,0 wiliun (0,4
persen terhadap PDB).

Pembiayaan non
perbankan  dalam
negeri Rp50,5 triliun
(2,3 persen terhadap
PDB)  terdiri dari
privatisasi dan pen-
Jjualan aset program
restrukiurisasi per-
bankan Rp7.5 triliun,
dan SUN Rp43,0 triliun,

Rencarna perarikan
pirjaman {uar negeri
Rp26.6 triliun (1,2
persen terhadap PDB),
terdiri dari pinjaman
program Rp8,6 iriliun
dan pinjaman proyek
Bp 18,0 triliun,
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Kebututian pembiayaan tersebut akan diupayakan dapat dipenuhi dari
sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

Dalam APBN 2005, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam

berbagai pos tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan
anggaran, dan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan
dampaknya terhadap pelaksanaan program moneter.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber
nonperbankan dalam negeri (bruto) dalam APBN 2005 ditetapkan mencapai
Rp50,5 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini berasal dari :
(i) hasil privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan
Rp7,5 triliun (0,3 persen terhadap PDB), dan (i) penerbitan SUN Rp43,0
triliun (2,0 persen terhadap PDB). Privatisasi BUMN yang akan dilakukan
dalam tahun 2005 pada dasarmnya merupakan kelanjutan dari program
divestasi/pelepasan saham Pemerintah di BUMN pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, penjualan aset eks BPPN yang sekarang dikeloia oleh
PT (Persero) Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) akan diupayakan secara
optimal untuk memperoleh hasil dan harga yang terbaik sesuai dengan kondisi
pasar. Dalam hal penerbitan SUN, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah
dan DPR-RI pada Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN tahun
2005, Pemerintah diberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu maupun
denominasi mata uangnya dengan mempertimbangkan faktor kondisi pasar,
biaya, pengelolaan resiko, dan kebutuhan pembiayaan.(Lihat Boks 12:
Pengelolaan Surat Utang Negara).

Pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar
negeri (bruto) pada tahun 2005 ditetapkan mencapai Rp26,6 triliun (sekitar
US$3,1 miliar) atau 1,2 persen terhadap PDB, Jumlah ini, naik Rp4,9 triliun
atau 22,6 persen dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dalam
APBN-P 2004 sebesar Rp21,7 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Penarikan
pinjaman luar negeri tahun 2005 tersebut terdiri dari pinjaman program Rp8,6
triliun (sekitar US$1,0 miliar) atau 0,4 persen terhadap PDB, dan pinjaman
proyek Rp18,0 triliun (sekitar US$2,1 miliar) atau 0,8 persen terhadap PDB.
Sebagian besar pinjaman program tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari
pinjaman Bank Pembangunan Asia (4dsian Development Bank, ADB)
dalam kerangka pembaharuan tata kelola BUMN (State Owned Enterprises
Governance Loan), program pembaharuan tatakelola dan keuangan
pemerintah daerah (Local Government Finance and Governance Reform
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Boks 12:  Pengelolaan Surat Utang Negara

gVi-lai nominal Surat Utang Negara per 29 Desember 2004 yang telah diterbitkan adalah sebesar
Rp621,18 triliun dan US$ 1,0 miliar, dengan perincian sebagai berikut:

A. Surat Utang Negara yang diterbitkan dalam mata uang Rupiah:

1. Obligasi Negara dengan tingkat bunga tetap (fixed rafe bonds} sebesar Rp178,73
triliun,
2. Obligasi Negara dengan tingkat bunga mengambang (variable rate honds) sebesar
Rp220,57 triliun,
3. Obligasi Negara lindung nilai (hedge bonds) sebesar Rp2,71 triliun,
4. Obligasi Negara kepada Bank Indonesia sebesar Rp219,17 triliun,
B. Surat Utang Negara dalam valuta asing sebesar US$1,0 miliar.

Di dalam portofolio Surat Utang Negara terkandung aspek biaya dan risiko. Secara umum,
tujuan pengelolaan Surat Utang Negara adalah untuk meminimalkan biaya bunga dalam jangka
panjang pada tingkat ristko yang dapat dikendalikan. Risiko-risiko yang dihadapi dalam
pengelolaan Surat Utang Negara, antara lain, adalah: (7) risiko tingkat bunga (interest rate
risk), yaitu potensi penambahan beban bunga akibat kenaikan suku bunga, (2 risiko nilai tukar
(currency risk), yaitu potensi penambahan beban bunga akibat melemahnya nilai tukar Rupiah,
dan (3) risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) yaitu, risiko yang dihadapi Pemerintah
untuk membiayai kewajiban pokok yang jatuh tempo dari hasil penerbitan baru dengan biaya
yang mahal. Refinancing risk ini muncul sebagai akibat terkonsentrasinya struktur jatuh tempo
Surat Utang Negara dalam periode tertentu dan terbatasnya daya serap pasar dalam periode
tersebut.

Interest rate risk dan currency risk dalam portofolio Surat Utang Negara dapat dilihat melalui
analisa sensitivitas berikut, yaitu (7} kenaikan tingkat bunga sebesar 1% akan mengakibatkan
potensi penambahan beban bunga sebesar Rp2,28 triliun, dan (2) pelemahan kurs Rupiah terhadap
US dolar sebesar Rp100,00 akan mengakibatkan potensi penambahan beban bunga sebesar
Rp9,69 miliar.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan Surat Utang Negara saat ini adalah
refinancing risk sebagai akibat terlalu terkonsentrasinya jatuh tempo Surat Utang Negara
dalam periode 2004 — 2009. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan Surat Utang Nepara, yang
meliputi kegiatan penerbitan (issuance), pembelian kembali (buyback), dan penukaran
(switching), lebih ditujukan dalam kerangka untuk mengurangi refinancing risk.

Selain itu, permasalahan beban bunga utang yang cukup besar di dalam APBN secara berangsur
telah diupayakan untuk terus menurun, seiring dengan semakin menurunnya tingkat bunga SBI
sebagai hasil upaya kebijakan makro ekonomi Pemerintah bersama Bank Indonesia. Koordinast
antara otoritas fiskal dan moneter sangat diperlukan agar penerbitan Surat Utang Negara dapat
tepat waktu, sehingga risiko beban jangka pendek maupun jangka panjang yang timbul dapat
dikelola secara optimal.

Dalam rangka mengurangi jumiah Surat Utang Negara yang diterbitkan dalam rangka program
rekapitalisasi perbankan, Pemerintah telah melaksanakan program asset-bond swap pada tahun
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2002 dan 2003, vaitu program penjualan aset BPPN yang pembayarannya menggunakan Surat
Utang Negara yang jatuh tempo pada tahun 2004 dan 2005. Program ini dilakukan untuk
menurunkan jumlah Surat Utang Negara, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban bunga
utang di dalam APBN dan refinancing risk. Jumlah Surat Utang Negara yang telah dilunasi
dalam program ini adalah sebesar Rpl1,61 triliun.

Pengelolaan Surat Utang Negara dapat dilakukan secara efektif dan optimal apabila didukung
oleh pasar surat utang negara yang aktif dan likuid. Oleh karena itu, upaya pengembangan
infrastruktur pasar surat utang negara merupakan bagian penting yang terintegrasi di dalam
strategi pengelolaan Surat Utang Negara. Pada hakekainya, pasar surat utang negara yang
likuid dapat memberikan peluang bagi Pemerintah untuk meminimalkan biaya penerbitan dan
mengelola risiko Surat Utang Negara secara lebih optimal.

Inisiatif untuk mengembangkan infrastruktur pasar surat utang negara yang likuid meliputi,
antara lain: {7) menyediakan harga acuan melalui pengembangan pasar antar pedagang surat
utang negara, (2) membangun dan mengembangkan pasar repo (repurchase agreement),
(3) menerbitkan Surat Utang Negara yang menjadi acuan, (4) memperluas basis investor melalui
kerjasama dengan pemodal institusional, antara lain dana pensiun, reksadana, dan perusahaan
asuransi, (3) meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, sete/men, dan registri, dan
(6) menciptakan kerangka hukum yang dapat mewujudkan pasar yang transparan dan menjamin

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Takun Anggaran 20035

terlindunginya kepentingan pemodal (investor).

Rasio wtang terhadap
PDE mengalami penu-
runan, yakni 62,4 per-
sen pada tahun 2004
menjadi 54,9 persen
pada fahun 2003
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Program), dan dukungan terhadap pembahatuan pengawasan keuangan negara
(Support for State Audit Reform), Selanjutnya, penarikan pinjaman proyek
diharapkan terutama dari pinjaman yang telah disepakati dengan donor, yang
direncanakan akan dapat dicairkan dalam tahun 2005. Pinjaman tersebut
bersumber dari Bank Dunia (/nternational Bank for Reconstruction and
Development, IBRD), Bank Pembangunan Asta (Asian Development Bank,
ADB), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dan Fasilitas
Kredit Ekspor (FKE). Rincian kebutuhan dan sumber pembiayaan dalam APBN-
P 2004 dan APBN 2005 dapat dilihat pada Tabel IV.8.

Selanjutnya dalam Tabel IV.9 dapat diikuti rincian pembiayaan defisit anggaran
APBN-P 2004 dan APBN 2005 dalam format yang sesuai dengan Undang-
undang APBN.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, dan mempertimbangkan tidak adanya
lagi penjadwalan ulang (rescheduling) utang luar negeri pada tahun 2004 dan
2005, maka posisi utang luar negeri pemerintah diperkirakan akan menurun
dari 30,7 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi 25,0 persen terhadap
PDB pada tahun 2005. Demikian pula, posisi utang dalam negeri diperkirakan
juga akan mengalami penurunan, yaitu dari 31,8 persen terhadap PDB pada
tahun 2004 menjadi 29,9 persen terhadap PDB pada tahun 2005. Dengan
demikian, secara keseluruhan posisi (stok) utang pemerintah diperkirakan akan
menurun dari 62,4 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi 54,9 persen
terhadap PDB pada tahun 2005. Dengan perhitungan PDB atas dasar tahun
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Tabel V.8
KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

APEN-P 2004 dan APBN 2005 "
{triliun rupiah)

2004 2005

Uraian % thd % thd

APBN-P PDB APBN POB

A.Kebutuhan Pembiayaan 95,8 4,8 86,1 3.9

i. Defisit APEM 26,3 1,3 17.4 0,8

ii. Pembayaran Pokok Utang 69,5 3,5 67.7 31

iii Penyerlaan Modal Negara (SMF) 0,0 0,0 1.0 0.0

B Sumber Pembiayaan 95,8 4B 86.1 3,9

i, Dalam Megeri 74,1 3.7 58,5 27
a. Perbankan Dalam Negeri (Rek.

Pemerintah) 239 1.2 9,0 04

b.Non Perbankan Dalam Negeri 502 2.5 50,5 2,3

ii. Luar Negeri 217 1.1 266 1.2

a.Pinjaman Program 31 6,2 86 0.4

b. Pinjaman Proyek 18,6 0.9 18.0 08

1) Perbedaan satu digit di belakang kema terhadap angka penjumiahan adalah karena pembulatan
Sumber : Departemen Keuangan RI

Tabel IV.9
PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN
APBN-P 2004 dan APBN 2005

2004 2005
Uraian % thd % thd
APBN.P ’;E_',DB apBN o0
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 50,1 2,5 37,6 1,7
1. Perbankan Dalam Negeri 23,9 1,2 8,0 0,4
2. Non Perbankan Dalam Negeri 26,1 1,3 28,6 1,3
I PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (Neto) -23,8 1,2 -20,2 -0,9
1. Pinjaman Luar Negeari (Bruto) 21,7 1,1 26,6 1,2
a. Pinjaman Program 31 0.2 8,6 0.4
b. Pinjaman Proyek 18,6 0,9 18,0 0,8

2. Pembayaran Cicllan Pokok Utang LN -45,5 -2,3 -46,8 -2,1
JUMLAH 26,3 1.3 17,4 0.8

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumiahan adalah karena pembulatan
Sumber Departemen Keuangan Rl
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2000, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 47 persen (Lihat
Boks 3: Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya).
Rasio utang pemerintah terhadap PDB dari tahun 2002 dan proyeksinya pada
tahun 2004 dan tahun 2005 dapat diikuti pada Grafik IV.2.



Lampiran |

Lampiran 1

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN,
APBN-P 2004 DAN APBN 2005 "

(miliar rupiah)
. APBN-P APBN % A thd.
Uraian
2004 2005 APBN-P
1 (2) (3} (4)
A. Pajak Dalam Negeri 267.033 4 285.481 4 6,9
L Pajak Penghasilan {PPh) 135.853,0 142.192,6 4,7
1. PPh Migas 23.085,8 13.568,6 -41,2
a. PPh Minyak Bumi 8.115,5 36125 -55.3
b. PPh Gas Alam 14.970,3 9.956,1 <335
2. PPh Nonmigas 112.767,2 128.624,0 14,1
4. PPh Pasal 2l 22,256,2 29.275.8 31,5
b. PPh Pasal 22 11.460,5 11.626,6 75,5
b 1. PPh Pasal 22 Nonimpor 272210 43749 97.0
b 2. PPh Pasal 22 Impor 9.23%,5 7.251,7 -21,5
c. PPh Pasal23 11.638,1 13.047.8 12,1
d. PPh Pasal 25/29 47 334,5 51.164.4 8.1
d.1. PPh Pasal 25/29 Pribadi 1 6705 28224 69,0
d 2. PPh Pasal 25/29 Badan 45 664,0 48.342,0 59
. PPh Pasal 26 7.551,4 7.312,% -32
f.  PPh Finaldan Fiskal Luar Negeri 12.526,5 16.196,5 293
IL Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPN/PPnBM) §7.506,3 08.828,4 12,9
Pajalk Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea
Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) 13,3939 13.486.9 0,7
1. PBE 102117 142722 0.6
2. BPHTB 31822 3.214,7 1,0
Iv. Cukai 28,4419 289336 1,7
V. Pajak Lainnya 1.838,3 2.0399 11,0
B. Pajak Perdagangan Internasional 12,174,1 12.362,7 1.5
1. BeaMasuk 11.837.6 12.017,9 1,5
Ii. Pajak/Pungutan Ekspor 336,5 Jd4.8 2.5
JUMLAH 279.207,5 297.844,1 6,7

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan
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Lampiran 2

Lampiran 2

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,
APBN-P 2004 DAN APBN 2005 Y

(miliar rupiah)

URAIAN

(L

Penerimazn Negara Bukan Pajak
A. Penerimaan SDA

L.
2.
3.

Minyak Burni
(Gas Alam
Pertambangan Umuin

i. Iuran tetap

ii. Turan eksplorasi dan eksploitasi (Royalti)

Kehutanan

i. Turan hak pengusahaan hutan (ITHPH})
ii. Pravisi sumber daya hutan (PSDH)
iii. Dana reboisasi

Perikanan

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

PNEP Lainnya

I i ol S

I1, Hibah

Pendapatan Penjualan

Pendapatan Sewa

Pendapatan Jasa

Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
Pendapatan Pendidikan

Pendapatan Pelunasan Piutang
Pendapatan Lain-lain »

JUMLAH

APBN-P
2004

ey

123.824,4

92.407,6
63.863,9
23.783,5
1.760,2
40,9
1.719,3
2.700,0
6,0
664,4
2.029,6
300,0

9.103,5

22.313,3
1.295,2
30,8
41553
198,6
40,7
1.422,6
7.691,6
7.478,5

737,7

124,562,1

APEN 2005

(3)
81.783,0

50.941,4
31.855,7
15.265,4
20187
44.5
1.974.2
1.101,6
6,0
3228
772,8
700,0

10.591,3

20.250,3
1.246,1
24,8
5.359,0
456,1
19.3
3.600,0
6.250,0
3.295,1

750,0

82.533,0

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumiahan adalah karena pembulatan

2) Termasuk di dalamnya premi penjaminan perbankan nasional dan GN-RHL

130

% A thd.
APBN-P
2004
{4

(34,0)
(44,9}
-50,1
-35,8
14,7
8.8
14,8
-59,2
514
61,9
133,3

16,3

9,2
-3,8
-15,4
29,0
1296
52,7
153,1
-18,7
-55,9

1,7

-33,7



Lampiran 3

Lampiran 3

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
REKENING DANA INVESTASI (RDI), APBN-P 2004 DAN APBN 2005 "

(miliar rupiah)
[]
Uraian APBN-P APBN :P%gldl‘
2004 200 )
S 2004
(1) (2) (3} (4)
A. Pencrimaan 8.313,3 7.067,9 -15,0
I. Penerimaan Pinjaman RDI 1.533,4 1.371.8 -10,5
a. Pokok 11877 1.062,6 -10,5
b. Bunga 3447 3084 -10,5
¢. Biaya Komitmer/denda 1,0 0.9 -12,6
H. Penerimaan Pinjaman Rekening

Pemerintah Daerah (RPD) 92,4 82,7 -10,5
a. Pokok ! 433 38,7 -10,5
b. Bunga 48,7 43.6 -10,5
¢. Biaya Komitmen/denda 0,4 0.4 -12,5

II1. Penerimaan Pinjaman Subsidiary Loan
Agreement (SLA) 6.687,5 5.613.4 ~16,1
a. Pokok 3.082.8 2.469,8 -199
b. Bunga 3.594.3 3.1344 -12,8
c. Biaya Komitmen/denda 10,3 92 -10,6
B.Pengeluaran 621,7 817.9 31.6
I. Pengelnaran RDI 3417 735,2 115,2
a. Pemberian/pencairan Pinjaman RDI 2500 644.5 157.8
b. Pencairan Jasa Bank SLA 91,7 90,8 -1,0
1I. Pengeluaran RPD 280,0 82,7 -70,5
Surplus disetor ke APBN 7.691.6 6.250,0 -18,7

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumiahan adalah karena pembulatan
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Lampiran 4

BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA,

APBN 2004 DAN APBN 2005 V
{miliar rupiah)

URAIAN

m
Belanja Pegawai
a. (aji dan Tunjangan
h. Honorarium, vakasi, dll
¢ Kaontribusi Sosial
Belanja Barang
a Belanja Barang
b. Belanja Jasa (5960)
¢ Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Perjzlanan
Belanja Modal
Pembayaran Bunga Utang
a, Utang Dalan Negeri
b. Utang Luar Negeri
Subsidi
a. Perusahaan Negara
i. Lembaga Keuangan
1 PNM (Eks Pola KLBI)
2 DBank BUMN
3 Bank BPD
il Lembaga Non Keuangan
!PT Pertamina (Persera)
Perum Bulog
PT PLN (Persero)
Subsidi Pupuk

PT Pertani (Persero)
UPT Pusat DKP
PT Kereta Api (Persero)

NOOO0 -] N th o o b

—_
=

11 PT TVRI (Persero)
b. Perusahaan Swasta
Belanja Hibah

‘7. Bantuan sosial

a  Penangpulangan Bencana

b, Bantuan vang diberilcan oleh K/

Belanja Lain-lain

Jumlah

T Sang Hyang Scri {Persera)

PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

2004

APBN

(2
57.235,2
34.264,5

44447
18.526,0
35.639.8
13 320,1
18.103,1

2.526.5

1690,1
39.775,1
65.651,0
412750
24375,
26.638,2
26.589.,6

8534
2982
5386
16,6

25 7361
14.527,1

54755

3.3633

13532

64,1
359
21,0
285,0
115,1
2200
2759
48,6
14.293,3

2.000,0
12 2933
16.076,5

255.309.0

% thd
FDB

<]

0.7
0,1

0.6
0.8

12,8

1) Perbedaan sat angka di belakang koma terhadap angka penumlahan adalah karena pembulatan
2) Termasuk untuk penangkar swasta di bawal koordinasi PT SHS dan PT Pertani

2005

APBN

)
60.743,7
34 861,2
6.648.9
19.233.6
34.038,6
14 766,6
14.974.00
26791
1618,8
43.078,9
64.136,8
38.994,5
25 142.4
31.295,7
31.221,8
7718
426.2
3312
14,4
30 450.0
19.000,0
5916.7
33633

13000 '
60,7
353
20,0
200,0
50,0
250,0
2500
73,9
17.106,7
2.000,0
15.106.7
15.819,9

266.220,3

% thd
PDB
(5

10,4



KODE

1

01.01.01
01.01.06

01.01 10
01.01.12
01.01.13

2

01.01.01
01.01.160
01.01.12
01.01.13

4

01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.12
01.01.13

5

01.01.10
01.01.13
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
03.03.00
03.03.07
03.03.08
03.04.01
11.05.01

Lampiran 5

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT ORGANISASI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)

APBN 2005
(ribu rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Program Penyempumaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar-
Lembaga

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Fimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Program Penyempumnaan dan Penguatan Kelembagaan Polilik
Program Pengelolaan Swnber Daya Manusia Aparatur

Pragram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembaganan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

MAHKAMAH AGUNG

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Perencanaan Hukum

Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM

Program Pembentukcan Hukum

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Program Pelayanan dan Bantnan Hukum

Program Penegakan Hukum dan HAM

Program Pembinaan Profesi Hukum

Frogram Pembinaan Sarana dan Prasarana Hulum

Program Pembinaan Peradilan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Lampiran 3

JUMLAH

218.168.162
128.676.678

2.000.000
957.560
74.957.710
11.576.214

750.152.648

447 081.160

3.552.734
196.830.536
102.638.218

226.413.668

123.099.824
999.999
10.080.000
74.999.997
17.233.848

1.105.417.200

137268
64.691.678
5.000.000
506.076.349
5.000 000
3.000.000
4.250.000

- 9.077.347
9.325.000
197.155.234
300.704 324
1.000.000
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Lampiran 5

KODE

6

03.03.02
03.03.04
(3.03.05
03.03.06
03.03.07
03.03.08
03.04.01
11.05.01

7

01.01.03
01.G1.09
01.01.10
0L.01.12
01.01.13
08.03.01

8

01.01.11
01.01.12
01.01.13

10

01.01.01
01.01.04
01.01.05
01.01 08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.03.01
01.03.02
01.03.04
01.04.01
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
03.01.06
03.03.03
03.03.04

134

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEJAKSAAN AGUNG

Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Program Penegakan Hukum dan HAM

Program Pembinaan Profesi Hukum

Program Pambinaan Sarana dan Prasarana Hukum

Program Pembinaan Peradilan

Program Penpuatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

KEPRESIDENAN

Program Peningkalan Kerjasama Internasional

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penpelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

WAKIL PRESIDEN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Polittk
Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Program Rekonsiliasi Nasionai

Program Peningkatan Penpawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Penelitian dan Pengembangan limu Pengetahuan dan Teknologi
Program Penataan Otonomi Daerah

Program Pengembangan Otonomi Daerab

Program Pembinaan Daerah

Program Penanganan Daerah Khusus

Program Pemeliharaan Kamtibmas

Program Pembentukan Hukum

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

JUMLAH

858.058.977

1.500 000
13.000.000
1 000.000
514.080.477
11 600.000
311.678.500
5.000.000
§00.000

727.209.610

1.500.000
12.500.000
62.250.000

142 054.834
499.904.776
9.000.000

72.864.943

2.000.000
37.000.000
33.864.943

883.617.900

33.293.244
10.000.000
5.000.000
18 844.852
1.000.000
27.990.884
2,000.000
86.307.804
110.064.102
23.010.000
10.654.397
180.941.758
13.352.762
1.000.000
273.119.075
20.841.406
6 500.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000



KODE

04.03.05
05.04 01
05.05.01
06.06.01
06.06.02
08 03.01
10.05 01

11

01.01.01
nL.oto2
01.01.03
01.0[.08
01 01.09
01 01.10
01.01.11
01.0t 12
nLoL1s
01 04.01

12

020101
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.02.01
(2.02.02
(2.02.03
02.03.01
02.04 01
02.05.01

13

01.01.04
{101 08
01.01.10
01.01.13
01 04 6t
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Program Pengembangan dar Pengelolaan Sumbcer Daya Kclautan
Pragram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Penataan Ruang

Program Pengembangan Wilayah

Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

Pragram Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Program Peningkatan Kapasitas Politik dan Hubungan Luar Negeri
Program Peningkalan Kerjasama Internasional

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabelitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Prograr Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparalur Negara

Program Penyelengparaan Pimpinan Kencgaraan dan Kepemerinlahan
Program Penelitian dan Pengembangan lmu Pengetahuan dar Teknologi

DEPARTEMEN PERTAIIANAN

Program Pengembangan Pertahanan Integratif

Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat
Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut
Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara
Program Pencgakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI
I'rogram Pengembangan Sistem dan Sirategi Pertahanan
Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan
Program Pengembangan Industri Pertahanan

Program Kerjasama Militer Internasional

Program Penelitian dan Pengembangan I'ertahanan
Program Operasi Bhakti [NI

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

Program Peningkatan Komitmen Persaluan dan Kesatuan Nasional
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program I*enyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan [lmu Pengetahuan dan Teknologt
Program Perencanaan Hukum

Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM

Program Pembentukan Hukum

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Lampiran 3

JUMLAH

1.000.000
4.200.000
4 Q00 000
7 500 000
2.000.000
529.421
30.968.195

J3.748.518.400

3369 434 626
15 GO0 000
30.000.000
11.500.472

1 500 000
9.085.227
3.000 000
20.000.000
283 538.788
5459287

21.978.597.200

2150 010.640
9052.604 211
3.187.952.828
2.377.112.942
25 759 920
52.587.019
5.017.139.560
19.314 956
40.789.490
28 756.549
26.569.085

1.607.100.300

19 384.071
9534 §57
11.053.421
167.155.049
1 900 987
5.500,000
211.835.463
15 600.000
546.930.044
112,152,209
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KODE

03.03.06
03.03.07
03.03 08
10.05.01
11.05.01

15

01.01.08
01 01.1¢
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.0E.15
01.01.16
01.01.17
01.01.18
01.01.19
10.05.01

18

010108
01.01.10
01.01.13
01.04.01
(4,03.02
04.03.03
04.03.07
08.03.03

10.05.01
19

01.01.08
N1.01.10
01.01.12
010113
03.03.03
04.01.01
04 01.02
04 01.03
04.01.04

04.01.05
04.01.06
04.01.08
04.07.02

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Program Penegakan Hukum dan HAM

Program Pembinaan Profesi [Mukumn

Program Pembinaan Sarana dar Prasarana Hukum

Program Pendidikan Kedinasan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

DEPARTEMEN KEUANGAN

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatn

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyclenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara

Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara

Program Pengembanpgan Kelembagaan Keuangan

Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan

Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang

Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEMEN PERTANIAN

Program Pcningkalan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Penyelenggalaan Pimpinan Kenegaraon dan Kepemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Pengembangan Agribisnis

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan
Prasarana l'eknologi Informasi dan Penyiaran

Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEMEN PERINDUS [RIAN DAN PERDAGANGAN

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengelolaan Samber Daya Manusia Aparalur

Program Peningkalan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pembentukan Hukum

Program Persaingan Usaha

Program Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Program Pengembangan Distribusi Nasional

Progiam Pembinaan 'engamanan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan
Sistem Distribusi Nasional

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor-Impor
Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

JUMLAH

2.500.000
49 950.000
448 130.190
4.724.609
750.000

4.565.973.000

26728238
3201 000

1 212.589.557
90.148.102
2392.480.647
634.914.747
50 575.066
28 353 485
59.904.488
6340724

60 736 946

4.024.803.890

12680327
35100114
5L 074,061
145.086 451
1.778.118.178
1.486 090.736
424.461.000

53662.485
38.530.538

1.414.990.179

14 966.974
27.922988
17.250 000
39,707.829
2.000.000
25 000.000
27.000 000
142.288.565

12.645.774
55.000.000
90.762.866
303 218.260
195 664 000



KODE

Ugd 07Ul

N4.07.04
04 07.05
04.07.06

08.03.03

10.05.01
20
01.01.08
0101.10
0101.11
(HENE
01.04.01

03.03.03
N4 035.01

04.05.02
04.05.03

04.05 04
04 05.06
64.05 07
04 05.08
04.035.09
04.06.01
04.06.02
04.06 03
04.07.0}
05.03 01
05.04 01

05.04.02
{(5.04.03

05.07.01

10 05.01

22

01 01.07
01.01.08

Lampiran 5 (lanjutan)

EKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Yrogram Pembinaan Industel luman Langga, Industnt Kecil dan Industr Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Tcknologi Industri

Program Penataan Strukiur lndustri

Progiam Pembinasn Kemampuan Teknologi Industri dan Penataan Struktur
Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarans dan
Prasarana Teknologi informasi dan Penyiaran

Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAY A MINLERAL

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinlahan

Program Penelilian dan Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Pembentukan ITukum

Program Pembmaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi
Terbarukan dan Konservasi Energl

Pragram Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarsna dan Prasarana Encrgi
Program Penyempumnaan Restrukturisas: dan Relormasi Sarana dan Prasarana
Energi

Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Dacrah, Koperasi dan Masyarakat
terhadap Jasa I'elzyanan Sarana dan Prasarana Energi

Program Peningkatan Kualitas Jusa Pelayanan Sarana dan Prasarana
Ketenagalistrilan

Program Penyempurnaan Restrukturisasi dun Reformasi Sarana dan Prasarana
Ketenagalistrikan

Program Peningkatan Aksesibililas Pemerinlah Dagrah, Koperasi dan Masyarakat
terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis
Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral
dan Batubara

Program Pembinaan Pengelolaan Usaka Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Program Pengembangan Usaha dan Pemaniaatan Minyak dan Gas Bumi
Program Peningkatan Kapasitas [ptek Sistem Produksi

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program Pengembangan Kapasilas Pengelotaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan ITidup

Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Progzam Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Lampiran 3

JUMLAH

24.407 881
223.896.254
141.542.350

13 052.885

3011 764
55.651.789

3.296.646.,498
22334.535
24.500 143
42.350 061
20.241 426
3.844.008
6.000,000

31 516473
44,899,593

6 904.191
82 500 000
1898.878 311
12 653 856
5 176548
67 299 035
545.443.608
132.360.361
240.000.000
24 954.059
7.386 402
2201.890
5.135.580
49 869 040

10.000 000
9.695.378

5.826.091.401

1.626.104
10.823.240
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Lampiran 5

KODE

ora 0
01.01.12
01.01.13
01.04.01
03.02.01
04.08.04

04.08.05

04.08.06

04.08.07

04.09.01
04.0%.02

10.05.01
23

01.01.08
01.01.10
01.01.12
01.01.13
01.04.0}
08.02.01
08.02.02
08.02.03
08.02.04
08.02.03
10.01.01
10.02.01
16.03 01
10.04.0t
10.06.01
10.07.01
10.07.02
10.07.03
10.09.01
11.05.01

24

01.01.08
01.01 10
010113
06.02.01
07.01.01
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Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Pragram Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Program Penelitian dan Pengermbangan [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Pencarian dan Penyelamatan

Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunao Transporlasi
Daral

Prograimn Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi
[Laut

Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi
Udara

Program Restrukturisasi, Reformasi Perhubungan dan Pengembangan Transporiasi
antarmoda

Program Penyelesaian Restrukiurisasi Sektor Pos dan Telekomunikasi

Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan
Prasarana Pos dan Telekomunikasi

Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Nepara
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program P'engembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

Irogram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Progrdm Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembitan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non-Tarmal

Program Pendidikan inggi

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Budaya Raca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

DEPARTEMEN KESEIIATAN

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Lingkungan Sehat

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

JUMLAHN

271,533,783
43.482.391
42,278.556
20,504 813

104.375.141

1922.642.941

1241.979 441}

1596 (45 330

16 000 000
2.000.000

416 153.213
136.646 448

21.585.110.292

26 500.000

5 000.000
02.215.149
1.566.691.406
40 000.000
5.000 000

75 021.804
35 000.000
95.000 000
84.873 352
253.060.000
6451 58I 87T
2 478.160.000
344,190 000
6.812 154,496
2 747.335.000
T 275.208
299.360 000
86.390.000
17.300.000

7.795.955.24%

19.034.195
11605229
814,383 398
282.658,539
150.740: 517



KODE

07.02.01
07.03.01
07.03.02
07.03.03
07.03.04
07.05.01
07.06.01
07.06.02
10.05.01

25

01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
08.02.02
09.01.01
09.01.02

09.02.01
09.03.01
09.04.01

10.01.04
10.02.01
10.03.01
10.04.01
10.06.01
10.07.01
10.07.03
10.08.01
11.05.01

26

01.01.08
01.01.10
01.01.12
01.01.13
01.04.03
01.06.05
04.02.01
04.02.02
04.02.03

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pragram Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pencegahian dan Pemberantasan Penyakit

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehalan
Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEMEN AGAMA

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Propram Peninglkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penyelengparaan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pembinaan dan Peninglatan Partisipasi Pernuda

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program Peninglcatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan

Nilai-nilai Keagamaan
Program Peninglkatan Kerukunan Umat Beragama
Program Penelitian dan Pengembangan Agama

Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagumaan dan Lembaga

PPendidikan Keagamaan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Seinbilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Nen-Formal

Program Pendidikan Tinggi

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Penitgkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pengnatan Kelembagaan Timu Pengetahuan dan Teknologi
Program Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Ketja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Program Perluasan dan Pengembanpgan Kescmpatan Kerja

Lampiran 3

JUMLAH

2.238.795.245
28.876.345
1.783.461.688
807.185.819
178.500.000
72.138 248
155.855.185
1.002.622.799
250.098.042

6.690.523.166

i7.355.435
2.000.000
20.786.734
21.213.101
15.000.000
284.233.287
1.000.000
173.953.986

386.370.860
14.850.000
11.062 577

105.025.443
22.160.000
2267512305
846.092.809
26.0%0.000
920.870.356
100.000.000
17.130.000
1.436.596.273
1.000.000

1.470.179.400

11.979.122
26.808.575
2 750.000
68.275.699
14.134.976
752 521.528
324.844.889
97.009.155
171.855.456



Lampiran 5

KODE

27

01.01.08
01.01.1¢
01.01.12
01.01.13
10.05.01
11.04.01

11.05.01
11.06.01
11.06.02
11.08.01
11.09.01
11.10.01
11.10.02

[ 29

01.01.08
01.01.13
01.04.01
04.03.01
04.03.04
05.04.01
02.04.02
05.07.01

10.05.01
32

01.01.08
01.01.13
01.04.01
04.03.03
04.03.06
05.04.01
05.04.02
05.05.01
08.03.03

10.05.01

140

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DEPARTEMEN SOSIAL

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparalur Negara

Program Penyelengparaan Pimpinan Kencgaraan dan Kepemerintahan
Prograin Pendidikan Kedinasan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalalh Kesejahteraan Sosial Lainnya

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kescjahteraan Sosial

Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Program Penelitian dan Penpembangan Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesgjahierzan Sosial

DEPARTEMEN KEHUTANAN

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan [Imu Pengetahuan dan Teknologi
Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan

Program Pembinsan Produksi Kehutanan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Tlidup -

Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuniabilitas Aparaiar Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Pregram Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Penataan Ruang

Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan
Prasarana Teknologi Informasi dan Penyiaran

Program Pendidikan Kedinasan

JUMLAH

2.021.779.600

4.869.800
31.656 813
15.000.000
77.113.521
16.837.668

566.629.927
600.000
522.818.000
22.447.300
571.882.465
96.148.813
3.124.500
92,650.291

1.278.627.759

21.842,291
127.901.016
118.478.376
128.230 000
253.580.000
354.162.000
210.914.000

10.000.000
53.520.076

2.028.670.509

13,796,976
13.213.713
55.427.365 |
406.568.938 |
1.393.703.397 |
14.000.000 |

78.000.000
7.000.000

2.082.439
44.875.681 |



KODE
13

01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.04.01
04.04.01

04.04.02

04.07.01
04.08.02
(4.08.03
05.01.01
05.04.04
05.05.01
06.01.01
00.02.01
06.02.02
06.03.01
06.03.02
06.06.01
06.06.02
08.03.01
10.05.01
10.06 01

3

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
nr.or.os
01.01.06

01.01.07
01.01.13
01.06.01
02.02.02
03.01.10
03.03.06

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pefayanan Publik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
air Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan/Pembangunsn Jalan dan Jembatan

Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase
Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Program Penataan Ruang

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Wilayah

Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Program Pendidikan Kedinasan

Program Pendidikan Tinggi

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN

Program Penyempumaan dan Penguatan Kelembagaan Politik
Program Pcningkatan Kapasitas Politik dan Hubungan Luar Negert
Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Program Rekonsiliasi Nasional

Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar-
Lembaga

Program Penerapan Kepemerintahan vang Baik

Program Penyclenggaraan Pimpinan Kenegaraan dian Kepemerintahan
Program Penataan Otonomi Daerah

Frogram Pengembangan Potensi Dukungan Perfahanan

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Program Penegakan Hulwm dan HAM

Lampiran 5

JUMLAH
13.081.899.000

19.103.613

9.000.000
56.587.134
18.000.000

6.000.000
38.559.158
72.935.613

713.748.461

2.577.972.291
12.537 768
1.402.339.451
4.438.106.397
335.898.624
1.332.102.741
37.875.000
512.424.512
582.556
598.484.166
330.830.402
467.998.623
35.000.000
33.784.395
4.806.139
21,942,012
5.47%.904

67.752.148

14.600.600
2.500.000
1.000.000

15.000.000
6.000.000

2.000.000
2.500.000
17.477.148
1.000.000
1.000.000
3.275.000
2.000.000
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Lampiran 5

KODE

35

01.01 13
01.01 18

36

01.01.13
11.09.02

40

01.01.08
01.01.09
01.01.13
08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.01.04
08.01.05
08.01.06

41

01.01.11
01.01.12
04.11.04

42

01.01.03
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
(1.04.01
01.04.02
01.04.03
02.02.03
03.03.03
04.01.06
04.03.05
04.07.01
04.11.03

142

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Stabilisasi Ekonorni dan Keuangan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisala

Program Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Program Peninglkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN.

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOILOGI

Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Program Peningkatan Pecngawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengclotaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan limu Pengetahuan dan Teknologi
Program Difusi dan Pemanfaatan llmu Penpetatan dan Teknologi
Program Penguatan Kelembagaan 1lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Pengembangen Industri Pertahanan

Program Pembentukan Hukurm

Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor-Impor
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelantan
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Penpembangan Standardisasi Nasional

JUMLAH

64.458.481

9.458 510
54.999 971

40.929.202

10.929.227
29.999.975

510.471.703

10.013.000
35.636.948
92.596.003
42 231.000
27.101.000
101.670.042
104.288.000
71.682.292
25253418

55.477.000

3.000.000
2.500.000
49.977.000

1.396.810.864

6.987.441
17.744.017
998.840
19.464 049
1.899.920
32.179.866
231.016.253
557.966,138
67.159.013
172.799.982
400.000
500.000
12.055.270
10.499.997
116.511.331
28.662.830
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05.03.01
05.04.01
05.05.01
05.07.01

06.06.01
08.03.01

43

01.01.12
010115
05.03.01
05.04.1
05.04.03

05.07.01
10.05.01
44

01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01 12
04.01.07
04.01.09
04.01.10
04.01.11

47

O1.0L13
11.04.02
11.04.03
11.05.01

11.05.02

48

01.01.07
01.01.08
(11.01.09
01.01.10
0101t
01.0%1.12
01.01.13

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Penataan Ruang

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Wilayah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengembangan Kapasilas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Duaya Alam dan
Lingkungan FHidup

Program Pendidikan Kedinasan

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DPAN MENENGAH

Program Peningkatan Pengawasan dan Akunlabililas A paraiur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manwsia Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penciptaan klim Usaha KUKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM

Program Pemberdayaan Usaha Mikro

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Program Keserasian Kebijakan Peninglkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Propram Peninglatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penvelenggaraan Pimpinan Keneparaan dan Kepemerintahan

Lampiran

JUMLAH

39 149.000
7 500.000
63 334 033

6.994.452
1.100.000
I 888 432

218.120.600

4.000.000
10195 744
63 627.906
56.000 000

71.085.000

12.000.600
1.211.950

1.065.189.905

2 300.0600

6 900.000
3.000 000
5.000 000
5.000 000
99 499.905
262.840 000
370.450 000
3106.000 00Q

84.552.000

13.689 038
5 500.000
6 000.000

50 400.000
8.962.912

822.162.000

7.478.219
246.496.123
55 054.788
46 995 218
25.518.000
232000 133
1195411231



Lampiran 5

KODE

01.04.01
01.06.03
08.03 01
10.05.01

50

01.01.04
01.01.13
03.01.05
03.01.07

51

01.01.13
03.01.08
10.05.01

52

02 01.01
02.02.01

54

31.o1.12
01.01.13
(1.0303

55

01.01.0¢
G101 1¢
01.01.12
0LOL.13

36

0L.01.10
01.01.12
D1.01.13
05.05.02
10.05.01

57

01.01.10
01.01.12

144

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Program Penclitian dan Pengembangan [Imu Pengefahuan dan Teknologi
Irogram Pembinaan Dacrah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Program Pendidikan Kedinasan

BADAN INTELIJEN NEGARA

Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Program Pengembangan Penycelidikan, Pengamanan dan Pengpgalangan Keamanan
Negara

LEMBAGA SANDI NEGARA

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kencparaan dan Kepemerintahan
Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara
Program Pendidikan Kedinasan

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Program Pengembangan Pertahanan Integratif
Program Pengembangan Sistem dan Stratcgi Pertahanan

BADAN PUSAT STATISTIK

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penyclenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintalan
Program Penyempumaan dan Pengembangan Statistik

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BAPPENAS

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintaban

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penvelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pengelolaan Perlanahan

Program Pendidikan Kedinasan

PERPUSTAKAAN NASTONAL

Program Pengelolaan Sumber Draya Manusia Aparatur
Program Pepingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

JUMLAH

38314 279
1 000,000
1.307.983

45.456 026

676.768.600
60.336.158
279 336 065
64 836 807
272.239 570
364.686.300

16.0181.953
345.000 000
3604.347

20.974.500

5.974.500
15 000.000

346.906.608

41 589.218
18 848 532
286.468.8538

181.236.972

116.399.972
22 500.000
18.000 000
23.337.000

1.006.606.000

3.840.365
10.000 600
700 803.239
286 588 073
5.374 323

100.282.000

5.000.000¢
22.604.000
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01.04.03
08.01.01
08.01.02
10.07.02

59-A
H.01.06

01.01.08
01.01.09
01.01.10
nLortz2
nroriz
04.09.03

08.03 01
08.03.02
(8.03.03

60

03 01.01
g3oroz
03.01.03
03.01.04
03.01.05
03 01.06
03.01 1

63

(1 01.08
07.01.02
07.0103

64

01.01.08
01.01.10
G1.01.13
01.04.01
03.00.02

65

01.01 11
0101.13

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknelogi
Program Pengembangar Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekuayaan Budaya

Program Peningkatan Budava Baca dan Pembinaan Perpustakaan

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar-

Lembaga

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanzan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program P'eningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Progiam Penyelenggaraan Pimpinegn Kenegarazn dan Kepemerintahan

Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan

Komunikasi
I'rogram Penpembangan Komunikasi, Informasi den Media Masa

Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Teknologi Informasi dan Penyiaran

Program Penpembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan
Prasarana Tcknologi Informasi dan Penyiaran

KETOLISIAN NEGARA

Program Pengembangan SDM Kepolisian

Programn Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

P'rogram Pemeliharaan Kamtibmas

Program Penyelidikan dan Penvidikan lindak I"idana

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obal Asli Indonesia

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Progtam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan Tlmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Pengembangan Sarzna dan Prasarana Kepolisian

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pragram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Penvelenggaraan Yimpinan Keneparaan dan Kepemerintahan

Lampiran 5

JUMILAH

29.282.000
18 800.000

8 250000
16.350.000

279.180.600

70 195 185
3.691.759
3.000.000

29 B46 338

44 613 053

65 232721

3 000.000
38.601.544
1.700.000

12.300.000
11.165.862.931

6900 271 248
2.823.413 661
14715782
28.451.003
8.166.502
1.348.691.545
42.153.100

206.979.900
1.080.565
196.45%.344
9.439.99]
41.165.900

1.503.054
7 882433
11.599 200
1.681.213
18.500 000

220.616.100

54.000.000
19 616.100
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04.11.01
04.11.02

66

01.01.13
{3.01.09

03.03.06
03.04.01
08.0202
08.03 01
10 04.01
11.06.01

67

01.01.04
01.01.09
01.01.10
01.01.12
01.01.13
01.06.04
03.03.04
04.11.02
05.04.03

06.06.01
68

01.01.08
01.01.10
01.01.13
07.04.0M1
07.04.02
07.04.03
11.04.04

74
0r.0113
75

04.08.09

Lampiran 5 (lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Program Peningkatan [klim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama [nvestasi

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Program Penyelengparaan Pimnpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba

Program Penegakan Hukum dan HAM

Program Pembinaan Peradilan

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

I'rogram Pengembangan Komunikast. Informasi dan Media Masa

Program Pendidikan Non-Formal

Program Pelayanan dan Rehahbilitasi Kesejahteraan Sostal

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Program Peningkatan Komilmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kencgaraan dan Kepemerintahan
Program Penanganan Drerah Khusus

Program Peningkatan Kcesadaran Hukum dan HAM

Program Peningkatan Promos: dan Kerjasama Investasi

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alan dan
Lingkungan 1lidup

Program Peagembangan Wilayah

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Program Peningkalan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Progran Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kencgaraan dan Kepemerintahan
Program Kejuarga Berencana

Program Keschatan Reproduksi Remaja

Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

KOMISI NASIONAL HAK AZAST MANUSIA
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Program Pengembangan dan Pembinaan Meiearologi dan Geofisika

JUMLAH

000 000
46 000.000

194.463.800

19.419 067

150.000.000
5.126 946
478 515
4.000.000
330,404
706.380
14.402.548

77.324.638

3.000.000
15.000.000
2.000 00¢
2 500.000
14.824.688
24,500,000
1,500,000
3 000.000

3.000 000
8.000 004

595.519.900

i514.748
25.761 218
180.312.300
281.113.000
8.629.910
74.284.230
23.904 488

14.794.086
14.794.086
179.837.100

179 837 100
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76

01.01.04
01.01.13

77

03.03.02
03.03.05
03.03.08

Lampiran 5 {(lanjutan)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Program Penringkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Program Penyelenggaraan Pimpinan Keneparaan dan Kepemnerintahan

MAHKAMAH KONSTITUSI

Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM
Program Pelayanan dan Bantwan Hukum
Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukunt

JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

61

01.05.0
01.08.02

62

01.08.01
01.08.02

69

01.01.10
01.01.12
01.03.03
01.03.04
01.06.04
01.08.01
01.08.02
04.01.10
04.03.03
04.03.07
04.05.02
04.06.03
04.07.04
05.03.01
07.06.01
08.03.01

CICILAN DAN BUNGA UTANG

Program Pembayaran Bunge Utang
Program Pembiayaan Lain-lain

SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA

Program Subsidi dan Transfer Lainnya
Program Pembiayaan Lain-lain

BELANJA LAIN-LAIN

Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur negara

Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik

Program Pemberdayaan magyarakat

Program Penanganan Daerah Khusus

Program Subsidi dan Transfer Lainnya

Program Pembiayaan lain-lain

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Pemberdayaan masyarakat pertanian

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
Program Pengembangan Usaha dan Pemanfantan Minyak dan Gas Bumi
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program Sumber Daya Kesshatan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media masa

JUMLAH BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Lampiran 5

JUMLAH

11.906.979

2.589.473
9.317.506

155.000.000

2.755.021
77.244.979
75.000.000

127.422.406.418

64.665.751.000

64.136.849.000
528.902.000

58.358.250.900

50.279.079.900
§.079 171.000

15.773.846.682

35.000.000
156.392.010
150.000.000
792.502.000
210.000.000
250.179.000

12.741.744 672
£40.000.000
399.000.000

64.385.000
265.000.000
330.000.000

72.000.000

32.644.000

50.000.00¢

$5.000.000

138.797.848.582

266.220.255.000
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Lampiran 6

ALOKASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, APBN 2005

(ribu rupiah)
KODE FUNGSI JUMLAH

0 PELAYANAN UMUM 158.552.303.88¢
01.01 Lembaga Eksekutil dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar

Negeri 18.446.737.008
010101 Program Penyempumaan dan Penguatan Kelembapaan Politik 3,992 485 708
01,0102 Program Peningkatan Kapasitas Politik dan Hubungan Luar Negeri 17 500.000
0L 03 Program Peningkatan Kerjasama Internasional 39.487 441
01 0L04 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional [10.309.702
01.01 05 Program Rekonsiliast Nasional 11.000.060
010106 Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar-

Lembaga 74 195,185
Q10107 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 11 604.323
0101.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 669 738 017
101,09 Program Penataan Keleinbagaan dan Kelatalaksanaan 259 990,547
0! 0i.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 844 099228
01.01.1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 177 981 (082
01.01 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 2.607 812.258
01.01,13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 6.402,964 389
010114 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 2392 4801647
0101.13 Program Peningkalan Efektivitas Pengeluaran Negara 634.914.747
01.01.16 Program Pembinaan Akuntanst Keuangan Negara 50 575.066
010117 Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan 28,353 485
01.01.18 Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan 114 904.459
01.01.19 Progran Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 6.340 724
01.02 Bantuan Luar Negeri _
01.03 Pelayanan Unium 1.443.877.013
01030t Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 23 010,000
0143.02 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.654 397
01,0303 Program Penyempumaan dan Pengembangan Statistik 436.463.858
01 03.04 Program Pemberdayaan Masyarakat 973,443 7158
01.04 Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek 1.362.582.284
01.04.0% Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1.979 206 313
01 04.02 Program Difusi dan Pemanfaatan llmu Pengetahuan dan Teknologi 67 159013
01.04.03 Program Penguatan Kelembapaan lmu Pengetahuan dan Teknologi 216216 958
1.05 Pinjaman Pemerintah 64.136.845.000
01.05.01 Program Pembayaran Bunga Utang 64.136.849 0G0
01.06 Pembangunan Daerzh 1.290.482.00%
010601 Program Penataan Otonomi Daerah 2.000.000
01.06.02 Program Pengembangan Otonomi Daerah 273119 075
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0140603
010604
010605

0L07

01.08
010801
010802

02

02.01

020101
020102
020103
020104
020103

02.02

020201
020202
020203

02.03
020301

02,04
020401
020402

02.05
020501

03

(13.01

03010t
03.01.02
0301803
03.01 04
03.0105
030106
03.01.07

03.0108

Lampiran 6 (lanjutan)

FUNGSI

Program Pembinaan Daerah
Program Penanganan Daerah Khusns
Program Transmigrasi

Litbang Pelayanan Umum

Pelayanan Umum Lainnya
Program Subsidi dan Transfer [ ainnva

Program Pembiayaan Lain-lain

PERTAIIANAN

Pertahanan Negara

Program Pengembangan Pertahanan Integratil

Program Pcngembangan Pertahanan Matra Darat

Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut

Program Penpgembangan Pertahanan Matra Udara

Program Penepakan Kedaulatan dzn Penjagasn Keuluhan Wilayah NKRT

Dukungan Pertahanan

Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan
Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan
Program Pengembangan Industri Pertahanan

Bantuan Militer Luar Negeri
Program Kerjasama Militer [nternasional

Litbang Pertahanan
Program Penelitian dan Pengembanpan Perlahanan
Program Pengembangan Ketahanan Masional

Pertahanan Lainnya
Program Operasi Bhakti TIN1

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Kepaolisian

Program Pengembangan S[IM Kepolisian

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
Program Kerjasama Keamanan dan Kelerliban

Program Pengembangan Strateg: Keamanan dan Keterliban
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Program Pemeliharaan Kamtibmas

Program Penpembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan

Negara
Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Nepara

Lampiran 6

JUMLAH

21.841 406
241,000.000
752 521 528

7T1.879.076.572
50 529258 900
21349817 672

22.000.971.700

16.799.415.041
2,155 985.140
G052.604 211
3 187952 828
2377112942

25759920

5.105.441.535
67 587019
5018 139 560
19 714 956

40,789,490
40 789 490

28.756.549
28 756 549

26.569.085
26.569 083

15.585.405.026

12.020.734.308
6900271 248
2841913 6ol
14715 782
28451093
73023 309
1349 691 545

272239570
345 000 000
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KODE

030309

330110
G301 11

(3.02
030201

03.03

030301
030302
030303
0305 04
030305
03.03.00
030307
030308

03.04
03 04 01

#3.05
03.06

03.07

04

04.01

0401 01
04,01 02
040103
040104

040105
04 01 06
4 0107
G4 GI GR
04 0109
04 0110
04 01 11

(14.02

0402 C1
04 0202
04 02 03
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FUNGSI]

Program Pencegahan dan Pember antasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gielap

MNarkoba
Program Pemeantapan Keamarsn Dalam Negeri
Program Penyelidikan dan Penyidikan [indak Pidana

Penanggulangan Beneana
Program Pencarian dan Penyelamatan

Pembinaan Hukwmn

Program Perencanaan Hukum

Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM
Program Pembentukan Hukum

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Program Penegakan Hukum dan HAM

Program Pembinaan Profesi Hukum

Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum

Peradilan
Program Pembinaan Peradilan

Lembaga Pemasyarakatan
Litbang Ketertiban dan Keamanan

Ketertiban dan Keamanan Lainnya

EKONOMI

Perdagangan, Pengemibangan Gsatia, Koperasi dan TKM
Program Persaingan Usaha

Prograba Pengamanan Perdagangan dan Perlindunpan Kensumen

Program Pengembangan Distribusi Nasional

Program Pembinazn Pengamanan Perdapgangan, Perlindungan Konsumen dan Sistom

Distribus: Nasional
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Intemasional dan Ekspor-Impor

Propgram Penciptaan [klim Usaha KUKM
Program Pengembangan tkspor

Program Pengembangan Kewiransaliaan dan Daya Saing KUKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KIUTKM
Program Pemberdayaan Usaha Mikro

Tenaga Kerja

Program Peningkalan Kualitas dan Produktivitas | enapa Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kenja

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

JUMLAH

150 000 DOE
2273000
42 153 100

104.375.141
104.375 141

3.154,412,738
10 500,000
717911 812
30,600 000
565 430 044
194 647 188
532784 770
70275000
1031963 924

306.182.839
306 182 839

28,016.074.385

1.850.760.640
25000 090
27 000 000
142 288 565

12645774
55 000 090
102 818 136
99 499 905
303 218 260
262,840 000
510450 000
310 000 000

593,709.500
324 %44 889

97 009 155
171 855 456
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04.03

04 03 01
14 903.02
040303
04.03.404
04,0305
040306
04 03 07

04.04
04 04 Ot

04 04 02

04.05
04 05 01

04 0502
040503
04 0504

04 0505
04 05 06
04 0507

04 0508

04 0509

04.00
04 06 01

04 06 02
0406 03

04.07

04 0701
04,07 02
04 0703
04 07 04
0407 Q5
0407 06
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FUNGSI

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautap

Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan

Program Pengembangan Agribisius

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Pembinaan Produksi Kehutanan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

Pengairan

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air
Lamnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya

Bahan Bakar dan Energi
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalisirikan, Usaha Energi

Terbarukan dan Konservasi Energl

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi

Program Penyempumaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat
terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energl

Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Scrta Teknologi Encrgi

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
Program Penyempumaan Restruklurisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana
Ketenagalistrikan

Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat
terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis
K.etenagalistrikan

Pertambangan

Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan
Batubara

Program Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi

Industri dan Konstruksi

Program Peningkatan K apasitas Iptek Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Pembinaan Industri Rumah Tangga, [ndustri Kecii dan [ndustri Mcnengah
Program Peninpkatan Kemampuan Teknologi [ndustri

Progratn Penataan Struktur Industri

Program Pembinaan Kemampuan Teknolog: Industri dan Penataan Struktur

Lampiran 6

JUMLAH

6.345.639.246
12§ 230.000
1778 118 178
1 385 090,736
233 580 000
418 068 935
1393 705 397
488.846 000

3.291.520.752
713 748 46l
2,577 772,291
2.414.830.007
31516473
309 899 593
6904 191

82 500 000
1898 878 311
12 655 856
5.176.548

67 299 035
1.248.303.969
545 443 608
132.860.361
570 000 000
824.5006.524
154 003 158
195.664.000
24 407 881
295 896 234

141 542 350
13052 885
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KODE

04.08

0408 01
04,08 02
0408 03
04 0% 04
04 08 035
04 08 06
04 08 07

04 08 08
04,08 0Y

04.09
04 09 01
04 09 02

040903

04.10

04.11

N4 1101
04 1102
041103
04 11,04

05

05.01
D501 01

05.02

05.03
050301

05.04

(3.04.01
050402
050403

0504 04
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FUNGSI

Transportasi

Program Pembinaan Jalan dan Jembatan

Progiam Rehabilitasi/Pemelibaraan Jalan dan Jembatan

Prugram Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pemcliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangnnan Transportasi
Program Pemecliharaan, Rehabilitasi, Peninglkatan dan Pembangunan Transportasi Laut
Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transporiasi
Program Restrukturisasi, Reformasi Perhubungan dan Pengembangan Transportasi
antarmoda

Program Peningkatan Sarana dan ['rasarana

Programn Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika

Telekomurikasi

Program Penyelesaian Restrukturisasi Scktor Pos dan Telekomunikasi

Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
Pos dan Telekomunikas

Program Pengrasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Litbang Ekonomi

Ekonomi Lainnya

Program Peningkatan Tkltm Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan ’romosi dan Kerjasama [nvestasi
Program Pengembangan Standardisasi Nastonal

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN

LINGKUNGAN IIDUP

Manajemen Limbah
Pragram Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampalian dan Drainase
L)

Manajemen Air Limbah

Penanggulangan Polusi
Program Pcngendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Konservasi Sumberdaya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
1Tidup

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

JUMLAH

10.796.950.700

1.402 335,491
4438 106 397
1 922,642,941
1241975 441
1 566 045 330

16.000 000

179,837 1G0

421.153.213
2 000 000

416 153213

3 600 000

228.639.830
101 G00.000
49 (00 000
28 662 830
49 977 600

3.104.667.741

335.898.624
335 898 624

142.807.308
142 807 308

2.188.170.251
438 063 890
294 049 330

123 954 049
1.332 102 74)
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05.05
03.0501
05.0502

05.06

05.07
050701

06

06.01
06 05.01

06.02
06 (02.01
06.62.02

16.03
06.03 01
060302

06,04

06.05

B5.00
06.06.01
06.06 02

07

07.01

070101
07.01.02
07.04 03

07.02
07.0201

07.03

47.03 01
07.0302
(7 03.03
070304

07.04
07.04 01
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FUNGSI

Tata Ruang dan Pertanahan
Program Penataan Ruang
Program Pengelolaan Pertanzhan
Litbang Lingksngan Hidup

Lingkungan Hidup Lainnya

Program Peningkatan Kualitas dan Akses [nformasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

Pengembangan Perumahan
Program Penpembangan Perumahan

Pemberdayaan Komunitas Permukiman
Program Lmgkungan Sehat
Program Peinberdayaan Komunilas Perumahan

Penvediaan Air Minum
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah

Penerangan Jalan
Lithang Perumahan dan Fasilitas Umum

Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya
Programn Pengembangan Wilayah
Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan

KESEHATAN

Obat dan Perbekalan Keselhatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Penpawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli lndonesia

Pelayanan Kesehatan Perorangan
Program Upaya Kesehatan Perorangan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Program Perbaikan Gizi Masyarakal

Kependudukan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana

Lampiran 6

JUMLAH

J98.797.106
112 209.033
286 588073

38.994.452
38,994,452
2.280.363.193

512.424.512
5§12 424.512

§81.725.261
283.241.095
598.484 100

798.829.025
330.830.402
467.998.623

87.384.395
51.600.000
35784 395

7.038.102.327

356.639.852
150 740.517
196 459 344

9.439.991

2.238.795.245
2238.795 245

2.798.023.852
28.8760.345
1.783.461.688
807 185 B1%
178.500.000

364.027.146
281.113.000
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KODE

07.04 02
07 04.03

07,05
070501

07.06
07.06 01
07 06,02

08

08.01

08 01.01
08.01.02
08.01 03
08.01.04
08.01 05
08.01 06

08.02

0806201
08 02.02
08.02 03
(8.02.04
80205

08.03

(8 03 01
08.03.02
08.03.03
08.04
08.05

09

09.01

05 01 01
09.01.02

09.02
09.02.01

19.03
0903.01
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FUNGSI

Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Litbang Kesehatan
Program Penelitian dan Pengembanpan Kesehatan

Kesehatan Lainnya
Program Sumber Daya Keschatan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

PARIWISATA DAN BUDAYA

Pengembangan Pariwisata dan Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan Pemasaran Panwisata

Program Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga

Program Pengentbangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran
Program Pengembangan Konumnikasi, Informasi dan Media Masa
Program Penyelesaian Restrukturisasi Scktor Teknologi Informasi dan Penyiaran

Propram Pengembangan, Pemeratasn dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Teknologi Informasi dan Penyiaran

Litbang Pariwisata dan Budaya

Pariwisata dan Budaya Lainnya

AGAMA

Peningkatan Kehidupan Beragama

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program Peningkatan Pemahaman, Penighayatan, Pengamalan dan Pengembangan
Nilai-nilai Keagamaan

Kerukunan Hidup Beragama
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Lithang Agama
Program Penelitian dun Pengembangan Agama

JUMLAH

8.629.910
74.284.236

72.138.248
721138 248

1.208.477.984
205.855 185
1 002 622 799

920.351.519

399,275.752
61.031.000
35351000
101 670,042
104.288.000
71682292
25253 418

299.895.156
5.000.000
80 021 804
35,000,060
45 000 000
84 873 352

221.220.611
141 463,923
1 700 000

78 056.688

691.262.860

56{.324.846
173 953 986

386.370.860
14.850.000
14 830 000

11.062.577
11 062 577
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09 04,01

L

10.01
1001 0]

10.02
10 0201

10.03
10 03.01

10.04
14.04.01

10.05
130501

164.06
10.06 01

14,07

160701
10 07.02
10.07.03

10.08
10108.01

10L09
140901

10.10

11

11.01

11.02

11.03

11.04
11.04 01
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Pelayanan Keagamaan Lainnya

Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sasial K cagamaan dan Lembaga
Pendidikan Keagamaan

PENDIDIKAN

Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dasar
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Menengah

Pendidikan Non-Formal dan Tnfermal
Program Pendidikan Non-Formal

Pendidikan Kedinasan
Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan Tinggi
Program Pendidikan Tinggi

Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pragram Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan Keagamaan
Pragram Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Lithang Pendidikan
Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Pendidikan Lainnya

PERLINDUNGAN SOSIAL

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Orang Sakit dan Cacat

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Lansia

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kelaarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan,
Pejugap

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Lampiran 6

105.025.443
105.025.443
25.987.390.636

275,220,000
275 220 000

8.719.096,182
8 719.096.142

3.324.252.809
3.324 252 809

370.986.380
370,986,350

785.874.028
785.874 028

7.738.504.756
7738504756
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1104.02
11.04 03
11.04.04

11.05
11.05.01
11.05.02

11.06
11 06.01
11 06.02

11.07

11.08
11.08.01

11.99
11.09.01
11.09.02

11.10

11.10.01
11 10.02

156

Lampiran 6 (lanjutan)

FUNGSI

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan Perempuan
Program Penpuatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungen Perempuan

Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Kualitas Pepyuluhan Kesejahteraan Sosial

Bantuan Perumahan

Bantuan dan Jaminan Soslal
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Litbang Perlindungan Sosial
Program Penelitian dan Pengembangan Kescjahtcraan Sosial
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kescjahteraan Rakyat

Perlindungan Sosial Lainuya

Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial
Frogram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejaliteraan Sosial

JUMLAH

JUMLAH

5.500.000
6,000,000
23.904.438

80.812.912
71.850.000
8.962.912

559.668.348
537.220.548
22.447.800

571.882.465
571.882.465

126.148.790
96.148.815
20999975

95.774.791

3.124.500
92.650.291

266.220.255.000
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RINCIAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN,
APBN-P 2004 DAN APBN 2005 "

(miliar rupiah)

URAIAN

(L

A. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
I. Perbankan Dalam Negeri
II. Non Perbankan Dalam Negeri
|, Privatisasi

2 Pen). Aset Prog. Restr Perbankan

3. Surat Utang Negara (nelo)
a. Penerbitan
b Pembayaran Pakok
¢. Pembelian kembali

4. Penyertaan Modal Negara (SMF)

B. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)

I Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)

. Pinjaman Program
2. Pinjaman Proyek

H. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN

JUMLAH

APBN-P
2004

(2)

50.050,4
23.911,8
26.138,6
5.000,0
12.913.3
8.2253
32.300,8

-23.075.5
-1.000,0

-23.778.,9

21.745,6
3.140,8
18.604,8

-45.524,5

262716

APBN
2005

(3)

37.5858
9.000,0
28.585,8
3.500,0
4.000,0

22.085,8
43.000,0
<19.750,4
-1.163,8

-1.000,0

-20.193.6

26.642,9
8.600,0
18.042,9

-46.836.,5

17.392,2

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Lampiran 7

% A thd
APBN-P

4

-24,9
-62,4
9.4
-30,0
-69,0
168,5
33,1
14,4
16,4

-15,1

21,5
173.8
-3,0

2,9

-33.8
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Lampiran 8

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2005 disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan Negara;

¢. babwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 berpedoman pada rencana
kerja pemerintah tahun 2005 dalam rangka mempercepat reformasi,
meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a, b, dan
¢, perlu membentuk Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayal (1) dan ayat
(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lembaran Negara Nomor 4357),

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848},



Menetapkan

Lampiran 8

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4134);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Ne gara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 110, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4236);

Undang-lindang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Noinor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Dengan Persetnjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005,

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal
dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan
hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam
negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan
atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan, cukat, dan pajak lainnya.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal
dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara
dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba
badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan
pemerintah luar negeri.

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk
membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran negara
vang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan
program-program yang akan dijalankan.

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara
yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan,
fungst ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi
perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya,
fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah semua pengeluaran negara
yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja
modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan
belanja lain-lain.

Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk
membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada
pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas
di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.

Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk
membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi
barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Pembayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan
untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal
outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung
berdasarkan posisi pinjaman.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa,
yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga
jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.



16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

25,
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Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/
barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi
internasional.

Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/
barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga,
guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

Belanja lain-lain adalab semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang
tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja scbagaimana dimaksud
dalam angka 1! sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.

Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana
perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber
daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan
Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan
kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan
kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 {entang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah, serta untuk membiayai pos
anggaran tertentu dalam belanja daerah apabila ada kebijakan pemerintah yang
berpengaruh pada pos anggaran tersebut.

Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program
pembangunan pada akhir tahun anggaran.
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(3)

(4)

Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan
dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahvn anggaran berikutnya.

Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari
perbankan dalam negeri, hasil privatisasi, penjualan aset eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), dan surat utang negara.

Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga
dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang
Surat Utang Negara.

Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari
penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program,
pinjaman proyek, dan penerbitan obligasi internasional, dikurangi dengan
pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.

Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam
bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.

Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar
pinjaman prograr.

Tahun Anggaran 2005 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperoleh
dari sumber-sumber:

a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak;
¢. Penerimaan hibah.,

Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh
triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan sebesar Rp81,783.000.928.000,00 (delapan puluh satu triliun tujuh
ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ ditetapkan
sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
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(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2005
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sebesar
Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh
tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 3

(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri

a. Pajak dalam negeri;
b. Pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
ditetapkan sebesar Rp285.481.430.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima
triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf'b ditetapkan sebesar Rp12.362.700.000.000,00 (dua belas triliun tiga
ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) terdiri dari:
a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
¢. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebesar Rp50.941.400.000.000,00 (I1ima puluh triliun sembilan ratus
empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).

(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurof b ditetapkan sebesar Rp10.591.303.000.000,00 (sepuluh
triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga juta rupiah).

(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ ditetapkan sebesar Rp20.250.297.928.000,00 (dua puluh triliun dua
ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua
puluh delapan ribu rupiah).

(5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan
ayat ini.
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(2)

()

(4)

(D

Pasal 5
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari:
a. Anggaran belanja pemeriniah pusat;
b. Anggaran belanja untuk daerah.

Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam
triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan sebesar Rp131.549.054.661.000,00 {seratus tiga puluh satu triliun
lima ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta enam ratus enam
puluh satu ribu rupiah).

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar Rp397.769.309.661.000,00 (tiga
ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga
ratus sembilan juta enam ratus enam pufuh satu ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi;
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00
(dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dva pulubh miliar dua ratus lima
puluh lima juta rupiah).

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam
puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta
rupish).

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam
puluh enam triliun dua ratus dua puivh miliar dua ratus lima puluh lima juta
rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ terdiri dari:
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(1)

(2)
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a. Belanja pegawal;

b. Belanjabarang;

¢. Belanjamodal;

d. Pembayaran bunga utang;

e. Subsidi;

f. Belanja hibah;

g. Bantuan sosial,
h. Belanja lain-lain,

Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2005 menurut
organisasi/bagian anggaran dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Pasal 8

Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menurut unit organisasi/bagian anggaran dan
menurut kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Hasil pembahasan rincian lebih lanjut anggaran belanja pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.

(3) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat

oy

(@)

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pergeseran anggaran belanja
antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran dan/atau antarkegiatan dalam
satu program ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1} huruf'b terdiri dari:

a. Dana perimbangan;
b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian,

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
sehesar Rp124.306.511.996.000,00 (seratus dua puluh empat triliun tiga ratus
enam miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah).

Dana otoniomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufb ditetapkan sebesar Rp7.242.542.665.000,00 (tujuh triltun dua ratus empat
puluh dua miliat lima ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima

ribu rupiah}.
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Pasal 10

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
terdiri dari:

a. Dana bagi hastl;
b. Dana alokasi umum;
¢. Dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar
Rp31.217.791.996.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus tujuh belas miliar
tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah).

Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan

sebesar Rp88.765.600.000.000,00 (defapan puluh delapan triliun tujuh ratus
enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).

Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ ditetapkan
sebesar Rp4.323.120.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar
seratus dua puluh juta rupiah).

Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kevangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 11

Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana otonomi khusus;
b. Dana penyesuaian.

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
sebesar Rp1.775.262.665.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar
dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
sebesar Rp5.467.280.000.000,00 (lima triliun empat ratus enam puluh tujuh
miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 12

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2005 sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga
ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh
delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), yang
berarti lebih kecil dari jumliah Anggaran Belanja Negara sebesar
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Rp397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus
enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh
satu ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), schingga
dalam Tahun Anggaran 2005 terdapat Defisit Anggaran sebesar
Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar
seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang
akan dibiayai dari pembiayaan anggaran.

Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoteh dari sumber-sumber:

a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp37.585.752,733.000,00 (tiga puluh
tujuh triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua
jula tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp20.193.574.000.000,00
(dua puluh triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh
empat juta rupiah).

Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 13

Pada pertengahan Tahun Anggaran 2005, Pcmerintah menyusun Laporan
tentang Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Laporan schagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2005, untuk dibahas
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dafam Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
‘Tahun Anggaran 2005 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2005.

Pasal 14

Sisa kredit anggaran program pada belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran
2005 yang masih diperlukan untuk penyelesaian program, dipindahkan ke Tahun
Anggaran 2006 menjadi kredit anggaran Tahun Angpgaran 2006.

Pemindahan sisa kredit anggaran program-program pada belanja pemerintah
pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
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Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran program-program yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa
Kecuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2006.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2005 ditampung
pada pembiayaan perbankan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana
talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun
anggaran berikutnya.

ey

(2)

()

(2)

Pasal 16

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2005, apabila terjadi:

a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang
digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2005,

b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

¢. Keadaan yang menycbabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antarunit organisasi, antarprogram, dan antarjenis belanja;

d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran
2005.

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berdasarkan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 20035 herakhir.

Pasal 17

Setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005, setelah Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling
lambat 8 (delapan) bulan setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir untuk
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
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Pasal 18
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 130
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005

UMUM

Sebagai perwujudan dari amanat konstitusi yang digariskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005
merupakan APBN tahun pertama, setelah akhir masa berlakunya Undang-undang Nomor 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang
dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Sehubungan dengan akhir
masa berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, maka penyusunan APBN Tahun
Anggaran 2005 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Fkonomi Makro, dan Pokok-
pokok Kebijakan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan un

serta prinsip-prinsip penyelenggaraan perneril

Anggaran 2005 memiliki fandasan hukum y

diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 1

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Ketiga undang-undang dimaksud merupakan pengganti ketentuan yang ditetapkan pada masa
pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu Indische Comptabiliteitswet ICW), Regelen voor
het Administratif beheer (RAB), dan Instructie en verdere Bepalingen voor de Algemene
Rekenkamer (IAR). Dalam ketiga undang-undang.dimaksud ditetapkan berbagai ketentuan
baru, yang sekaligus merupakan penyempurnaan dan perubahan yang bersifat mendasar terhadap
berbagai ketentuan dan tata cara dalam penge

Penyempurnaan dan perubahan dimaksud di s

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di i

mengantisipasi perubahan standar akuntan

akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional.
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Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai
kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara, dengan kemampuan untuk membiayainya. Dalam
mewujudkan tujuan bernegara, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai sejak terjadinya
krisis enam tahun yang lalu, masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam tahun
2005, terutama:

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, mempercepat
pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memantapkan pelaksanaan desentralisasi;

b. Mengatasi masalah sosial yang mendasar, yang tercermin dari jumlah penduduk miskin dan
tingkat pengangguran. Jumlah penduduk miskin menunj ukkan penurunan dari 24,2 persen
pada awal krisis, menjadi 17,4 persen pada akhir tahun 2003. Sementara itu, jumlah angka
pengangguran terbuka pada akhir tahun 2003 masih sekitar 9,5 juta jiwa;

c¢. Mengeliminasi potensi disintegrasi bangsa, meskipun gejalanya telah menunjukkan penurunan
dibandingkan dengan pada saat awal terjadinya krisis. Dengan demikian, masalah separatisme
di beberapa daerah terutama Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan daerah pasca konflik
perlu ditangani dan dituntaskan secara komptehensif. Sementara itu, beberapa daerah terpencil
dan wilayah perbatasan juga perlu mendapatkan perhatian serius, guna mempertebal rasa
kebangsaan dan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan tersebut, penyusunan APBN Tahun
Anggaran 2005 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu:

a. Mempercepat reformasi;
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
¢. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.

Dalam pelaksanaannya, ketiga agenda dimaksud dijabarkan dalam langkah-langkah kebijakan
dalam berbagai bidang pembangunan, dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender
dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

Agenda mempercepat reformasi ditempuh melalui pembangunan politik, pembangunan hukum
dan penyelenggaraan negara, dan pembangunan bidang-bidang terkait lainnya. Agenda
meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain ditempuh melalui pembangunan sumber daya
manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, agama, serta bidang-bidang lain yang terkait. Sementara
itu, agenda memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ditempuh melalui pembangunan politik,
pertahanan dan keamanan, agama, serta kebudayaan.

Di samping berbagai tantangan yang harus diselesaikan, terdapat pula beberapa masalah pokok
yang membutuhkan penanganan lintas bidang dan perlu ditangani secara lebih sungguh-sungguh
dalam tahun 2005. Beberapa masalah pokok dimaksud meliputi antara lain: (@) penanganan
Aceh, Papua, dan daerah pasca konflik; (5) pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah
perbatasan, dan terpencil; (c) pemberantasan korupsi; (d) pengentasan kemiskinan; dan
(e) peningkatan ketahanan pangan.

Sementara itu, dari sisi ketersediaan anggaran, dapat disampaikan dalam uraian berikut yang
diawali dengan perkembangan dan perkiraan perekonomian sebagai landasan penyusunan APBN
Tahun Anggaran 2005.
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Di samping mempertimbangkan kinerja ekonomi nasional dan kondisi sosial politik dalam negeri,
penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi
dunia. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2001 dan menunjukkan perbaikan sejak tahun
2002, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan mengalami perbaikan yang cukup
berarti. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terkendalinya laju inflasi,
relatif stabilnya nilai tukar rupiah, dan menuronnya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI) tiga bulan.

Terpeliharanya kepercayaan pasar sejak awal proses pemilihan umum (Pemilu) yang didukung
oleh lingkungan eksternal yang cukup kondusif, memberikan dampak positif terhadap kinetja
ekonomi nasional dalam tahun 2004. Surplus neraca perdagangan dalam tahun 2004 diperkirakan
akan sedikit berkurang sehubungan dengan meningkatnya impor yang lebih tinggi dibandingkan
kenaikan ekspor. Kenaikan impor tersebut terutama terkait dengan meningkatnya kebutuhan
barang modal untuk investasi, Sekalipun demikian neraca berjalan diperkirakan masih akan
mengalami surplus yang cukup tinggi yaitu sekitar 2,3 persen terhadap PDB. Demikian pula
cadangan devisa diperkirakan berada pada kisaran UUS$33,2 miliar atau setara dengan sekitar
5,7 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang {uar negeri pemerintah.

Di sisi eksternal, perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2005 diperkirakan tidak sekuat
tahun 2004, namun dengan pengelolaan ekonomi nasional yang mantap diharapkan dapat
memberikan peluang yang cukup kuat bagi prospek ekonomi Indonesia, Perkembangan ekonomi
dunia dafam tahun 2004 merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang didukung
oleh membaiknya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, masih tingginya pertumbuhan ekonomi
China, dan pemulihan ekonomi Jepang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Dalam
tahun 2005, kecenderungan meningkatrya suku bunga global dan upaya perlambatan pertumbuhan
ekonomi China merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan perkembangan perekonomian
dunia diperkirakan tidak akan sekuat tahun 2004, namun masih tetap dalam jalur penguatan.
Pada tahun 2005, kebijakan fiskal yang ekspansif dari negara-negara maju utama diperkirakan
masih akan mendukung tingkat produksi global yang tinggi, sehingga negara industri maju
diperkirakan tumbuh sekitar 3,1 persen dalam talun 2005, dengan perekonomian Amerika Serikat
sebagai penggerak utama diperkirakan tumbuh 3,9 persen. Sementara itu, perekonomian negara-
negara berkembang pada tahun 2005 diperkirakan tumbuh 5,9 persen, dengan perekonomian
Asia terutama China sebagai penggeraknya.

Dengan memperhatikan lingkungan eksternal yang cukup kondusif, terpeliharanya stabilitas
ekonomi makro, membaiknya kondisi sosial politik dan keamanan dalam negeri, menurunnya
premi risiko dan membaiknya peringkat utang, masih cukup kuatnya permintaan konsumsi,
meningkatnya ekspor, serta harapan kembalinya momentum peningkatan investasi, pertumbuhan
ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 5,4 persen, lebih tinggi
dari perkiraan dalam tahun 2004 sebesar 4,8 persen. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan
sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah dalam tahun 2005 yang merupakan salah satu
faktor utama yang mempengaruhi tingkat inflasi dan suku bunga dalam negeri diperkirakan akan
dapat stabil pada kisaran Rp8.600 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, laju inflasi
diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 5,5 persen dan rata-rata suku bunga SB1 3 bulan
6,5 persen. Dengan mempertimbangkan perkembangan penawaran dan petmintaan, rata-rata
harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2005 diperkirakan akan
berada pada tingkat US$24 per barel, dengan tingkat produksi 1,125 juta barel per hari.
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Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya, kerangka kebijakan APBN
Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk lebih memantapkan proses konsolidasi fiskal dan
penychatan APBN, melalui pengendalian defisit dan penurunan rasio utang publik terhadap
PDB, guna menunjang peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fisca! sustainabifity).

Dalam kerangka kebijakan dimaksud, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kebijakan
fiskal dalam APBN Tahun Anggaran 2005 makin bertambah berat karena tidak hanya terfokus
pada upaya mengendalikan defisit, melainkan bergeser kepada masalah pemenuhan kebutuhan
pembiayaan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang terbatas. Hal ini
terutaina berkaitan dengan membengkaknya beban kewajiban pembayaran pokok utang, baik
utang dalam negeri maupun utang luar ncgeri dalam jumlah yang sangat besar. Kewajiban tersebut
harus dipenuhi seluruhnya dan secara tepat waktu sebagai konsekuensi dari diakhirinya program
kerjasama dengan IMF. Dengan berakhirnya program kerjasama tersebut, sejak tahun 2004
Pemerintah tidak lagi mendapat fasilitas penjadwalan ulang (reschedulling) utang luar negeri
melalui forum Paris Club,

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun 2005 tetap dijaga agar
konsisten dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, pengendalian dan efisiensi
belanja negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran, Strategi
ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan (reformasi) yang berkelanjutan pada berbagai
Jenis instrumen fiskal, yang meliputi: (@) bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP); (b) penganggaran belanja negara; (¢j pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayaan
anggaran; serta (d) penataan kelembagaan keuangan negara.

Dibidang perpajakan, reformasi perpajakan yang diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2005
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak, tarif dan klasifikasi atau strata
tarif, serta prosedur dan administrasi perpajakan. Reformasi tersebut akan dilakukan melalui
perubahan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Undang-
Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Langkah-langkah pembaharuan yang akan
dilakukan tersebut diperkirakan baru akan menuai hasil pada tahun 2006, Dalam jangka pendek,
pembaharuan kebijakan perpajakan tersebut justru diperkirakan akan menyebabkan terjadinya
potensi kehilangan {porential ioss) pada penerimaan perpajakan. Untuk mengkompensasikan
penurunan penerimaan pajak tersebut, pelaksanaan langkah-langkah modernisasi dan reformasi
administrasi perpajakan akan diintensifkan, disertai dengan upaya-upaya khusus lainnya (extra
effort), terutama melalui intensifikasi pernungutan dan peningkatan pelayanan.

Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kebijakan vang ditempuh Pemerintah dalam
tahun 2005 meliputi: (@) optimalisasi dan efektivilas PNBP yang bersumber dari sumber daya
alam (SDA) dengan terencana dan berwawasan lingkungan yang lestari; (h) peninjauan dan
penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing kementerian negara/lembaga;
{c) penerapan law enforcement yang lebih tegas terhadap penebangan hutan secara liar (illegal
logging), pencurian ikan (illegal fishing), dan penambangan tanpa izin (illegal mining),
(d) penertiban penyetoran penerimaan SDA migas dan pembayaran subsidi BBM; fe) evaluasi
dan koordinasi penetapan jenis dan tarif berbagai pungutan PNBP di berbagai kementerian
negara/lembaga; (f) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan berbagai
penyempurnaan organisasi, manajemen dan operasional, serta penerapan prinsip-prinsip
pengelolaan perusahaan yang sehat (good corporate governance); serta (g) peningkatan
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pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP yang dikelola kementerian
negara/lembaga ke Kas Negara.

Di bidang hibah akan terus diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi
hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai kementerian negara/lembaga. Langkah-
langkah penertiban administratif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan,
baik dalam perencanaan maupun datam pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana
hibah vang dimanfaatkan oleh segenap kementerian negara/lembaga.

Di sisi anggaran belanja negara, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam
tahun 2005 diarahkan untuok:

a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara; dan
b. Penyemputnaan manajemen belanja negara secara bertahap, meliputi:
(i) Penganggaran terpadu (unified budger);
(ii)  Anggaran berbasis kinerja; dan
(iti) Kerangka pengeluaran negara dalam jangka menengah dan standar akuntansi
pemerintah.

Sesuai dengan amanat yang digariskan dalam pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mulai tahun angaran 2005 anggaran belanja negara
khususnya anggaran belanja pemerintah pusat, disusun berdasarkan format baru, yaitu format
anggaran terpadu (unified budger). Sedangkan menurut klasifikasi ekonomi, anggaran belanja
negara tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

Di samping untuk menyesuaikan dengan klasifikasi yang berlaku secara internasional,
penyempurnaan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan anggaran belanja negara, guna mengurangi adanya tumpang tindih (duplikasi) rencana
kerja, serta meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang dicapai
dengan penganggaran organisasi pemerintahan. Berdasarkan format anggaran tersebut
penyusunan anggaran belanja kebutuhan organisasi pemerintahan dilakukan secara terintegrasi
untuk seluruh jenis anggaran belanja pemerintah pusat, yang didasarkan pada prinsip pencapaian
kinerja.

Mengacu kepada ketentuan dimaksud, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun
Anggaran 2005 dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja pemerintah
pusat menurut organisasi disesuaikan susunan organisasi pemerintahan (kementerian negara/
lembaga). Sementara itu, rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari:
() pelayanan umum; (b) pertahanan; (c) ketertiban dan keamanan; (d) ekonomi; (e) lingkungan
hidup; (/) perumahan dan fasilitas umum; (gj kesehatan; (h} pariwisata dan budaya; (i} agama;
(i) pendidikan; dan (%) perlindungan sosial. Sedangkan rincian belanja pemerintah pusat menurut
jenis belanja terdiri dari: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang; (¢) belanja modal;
(d) pembayaran bunga utang; (¢) subsidi; (/) belanja hibah; (g) bantuan sosial; dan (k) belanja
lain-lain.

Di bidang belanja pegawai, kebijakan alokasi anggaran dimaksud dalam tahun 2005 antara lain
diarahkan untuk: (a) perbaikan pendapatan aparatur negara terbatas untuk mempertahankan
pendapatan nominal relatif tetap melalui pemberian gaji ke-13; (h) perbaikan manfaat tunjangan
hari tua (THT) dan perubahan sharing beban pembayaran pensiun; serta (c) penyediaan anggaran
untuk mengisi formasi pegawai baru, utamanya di bidang kependidikan, kesehatan, dan agama.
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Di bidang belanja barang, kebijakan alokasi anggaran dimaksud antara lain diarahkan untuk:
{a) mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah; dan () meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta pemeliharaan aset
negara.

Di bidang belanja modal, kebijakan alokasi anggaran dimaksud diarahkan untuk mempercepat
penyediaan sarana dan prasarana fisik yang dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu lebih dari
1 {satu) tahun.

Sementara itu, alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri didasarkan
kepada rencana pembayaran jatuh tempo utang dalam negeri dan luar negerti, penerbitan surat
utang negara, penarikan pinjaman luar negeri, dan kebijakan lainnya yang akan ditempuh
pemerintah dalam pengelolaan utang negara.

Di bidang subsidi, kebijakan alokasi anggarannya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga,
membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian
kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Sebagian
besar alokasi subsidi disalurkan melalui perusahaan negara, yang manfaatnya akan dirasakan
oleh masyarakat dalam bentuk harga yang lebih murah untuk barang dan jasa yang disubsidi.
Perusahaan negara yang menvalurkan subsidi yang relatif besar antara lain adalah PT Pertamina
(Persero) sebagai pengelola subsidi BBM, Perum Bulog sebagai pengelola subsidi pangan dan
penugasan mengelola stok beras nasional, PT PLN (Persero) sebagai pengelola subsidi listrik,
beberapa BUMN produsen pupuk yang mengelola subsidi pupuk, serta beberapa BUMN lainnya
penerima bantuan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah (public service obligation/
PSO).

Di bidang belanja hibah, kebijakan alokasi anggaran dimaksud diprioritaskan untuk membantu
korban bencana alam di negara lain, yang disalurkan secara langsung maupun melalui lembaga
internasional.

Di bidang bantuan sosial, kebijakan alokasi anggaran dimaksud lebih diprioritaskan pada program-
program bantuan sosial yang telah dijalankan selama ini, dengan melakukan berbagai
penyempurnaan mekanisme penyalurannya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Scdangkan untuk belanja lain-lain, diarahkan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang belum
tertampung pada pos-pos belanja negara di atas dan penyediaan dana cadangan umunn.

Untuk mendukung proses konsolidasi dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan alokasi
anggaran belanja bagi daerah, baik dalam bentuk dana perimbangan, maupun dana otonomi
khusus dan penyesuaian diupayakan tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Dalam
tahun anggaran 2005 kebijakan dimaksud lebih dititikberatkan pada:
a. Kebijakan yang bersifat umum, meliputi:

(i) Meningkatkan efisiensi sumber daya nasional;

(i) Memperhatikan aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi
pendapatan;

(iiij Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
(iv) Memperkuat koreksi kesenjangan fiskal antardaerah (horizontal imbalance),

(v) Memperkecil kesenjangan pelayanan publik antardaerah (public service provision
gap) terutama melalui penyusunan standar pelayanan minimum (SPM);

175



Lampiran 8

176

fvi) Memperlahankan kebijakan fiskal Khususnya untuk mendukung kebijakan makro
ekonomi; dan

(vii) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah/PAD
(taxing power).

buh.

makin besar.

Kebutuhan pembiayaan tersebut akan diupayakan dapat dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan
dalam negeri dan pembiayaan luar negerl.

igelolaan utang secara terpadu.

angkah vang ditempuh antara Jain meliputi:
injaman proyek maupun pinjaman program secara
-atan pinjaman; (c) mengupayakan konversi utang;

Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan
terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan
disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran
Program-program yang masih diperlukan untuk penyelesaian program dalam tahun anggaran
2005 dipindahkan menjadi kredit anggaran tahun anggaran 2006.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2005 disusun berdasarkan asimsi sebagai berikut:
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momian dunia pada tahun 2005 diperkirakan tidak
gan pengelolaan ekonomi nasional yang mantap
yang cukup kuat bagi prospek ekonomi Indonesia

b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam tahon anggaran 2005 diharapkan
akan didukung ofeh situasi politik, sosial, dan keamanan yang semakin kondusif, sehingga
dapat mengalami pertumbuban yang lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonom; dalam
tahun 2004,

c. bahwaharga minyak bumi di pasar internasional dalam tahun 2005 diperkirakan lebih tinggi
dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan dalam tahus 2004;

d.  bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (sustainable),
sekaligus untuk menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, maka pengerahan
dan penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu terus ditingkatkan;

e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang dan
jasa kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, dengan harga
yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat;

f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perfu didukung oleh adanya
kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif,
dan bertanggung jawab (accountable),

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh
tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) terdiri
atas:
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(dalam rupiah)

285.481.430.000.000,00
142.192.630.000.000,00

Pajak dalam negeri
4111 Pajak penghasilan (PPh)

41112 Pajak penghasilan nonmigas 128.624.030.000.000,00
411121 PPh Pasal 21 29.275.800.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 4.374.900.000.000,00

411123 PPh Pasal 22 impor
411124 PPh Pasal 23

7.251.700.000.000,00
13.047.800.000.000,00

411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi 2.822.400.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan 48.342.030.000.000,00
411127 PPh Pasal 26 7.312.900.000.000,00

411128 PPh final dan fiskal luar negeri
41111 PPh minyak bumi dan gas alam
411111 PPh minyak bumi
411112 PPh gas alam
4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa
dan pajak penjualan atas barang mewah

16.196.500.000.000,00
13.568.600.000.000,00
3.612.500.000.000,00
9.956.100.000.000,00

(PPN dan PPnBM) 98.828.400.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 10.272.200.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) 3.214.700.000.000,00
4115 Pendapatan cukai 28.933.600.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya 2.039.900.000.000,00
Pajak perdagangan internastonal 12.362.700.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk 12.017.900.000.000,00
4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 344.800.000.000,00
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Bagian pemerintah atas Jaba badan usaha milik negara (BUMN) secara rata-rata dihitung
berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan
pajak, termasuk PT Pertamina (Persero).
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Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp81.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu
triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
terdiri atas:

{(dalam rupiah)

2. Penerimaan sumber daya zlam 50.941.400.000.000,00
4211  Pendapatan minyak bumi 31.855.700.000.000,00
421111 Pendapatan minyak bumi 31.855.700.000.000,00
4212 Pendapatan gas alam 15.265.400.000.000,00
421211 Pendapatan gas alam 15.265.400.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum 2.018.700.000.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap 44.500.000.000,00
421312 Pendapatan royalti batubara 1.974.200.000.000,00
4214  Pendapatan kehutanan 1.101.600.000.000,00
42141 Pendapatan dana rchoisasi 772.800.000.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan 322.800.000.000,00
42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan 6.000.000.000,00
4215  Pendapatan perikanan 700.000.000.000,00
421511 Pendapatan perikanan 700.000.000.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.591.303.000.000,00
4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.591.303.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak lainnya 20.250.297.928.000,00
42311 Penjualan hasil produksi/sitaan 1.217.834.188.000,00
423111 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan

perkebunan 2.345.006.000,00
423112 Penjualan hasil peternakan dan perikanan 8.133.384.000,00
423113 Penjualan hasil tambang 1.185.876.139.000,00

423114 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta
peninggalan 6.010.193.000,00

423115 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi

lainnya 155.000.000,00

423116 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan
hasil cetakan lainnya 13.325.354.000,00
423119 Penjualan lainmya 1.989.112.000,00
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42312 Penjualan aset
423121 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan
tanah
423122 Penjualan kendaraan bermotor
423123 Penjualan sewa beli
423129 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/
dihapuskan
42313 Pendapatan sewa
423131 Sewa rumah dinas, rumah negeri
423132 Sewa gedung, bangunan, gudang
423133 Sewa benda-benda bergerak
423139 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
42314 Pendapatan jasa |
423141 Pendapatan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya
423142 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum
dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)
423143 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor,
SIM, STNK, dan BPKB
423144 Pendapatan hak dan perizinan
423145 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/
pemeriksaan
423146 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan,
jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa
teknologi, pendapatan BPN, pendapatan
DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)
423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama
423148 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan,
dan kenavigasian
42315 Pendapatan jasa II
423151 Pendapatan jasa lembaga keuangan
(jasa giro)
423152 Pendapatan jasa penyelenggaraan
telekomunikasi
423153 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin
423155 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa
423156 Pendapatan uang pewarganegaraan

28.244.444.000,00

553.476.000,00
1.367.072.000,00
25.000.000.000,00

1.323.896.000,00
24.777.410.000,00
9.253.547.000,00
12.103.108.000,00
1.788.947.000,00
1.631.808.000,00

4.366.021.229.000,00

136.366.043.000,00

2.468.830.000,00

1.107.319.725.000,00
1.607.451.504.000,00

58.937.633.000,00

1.147.370.520.000,00

65.000.100.000,00

241.106.874.000,00
993.006.287.000,00

38.587.988.000,00

395.000.000.000,00
4.971.880.000,00

2.515.400.000,00
50.000.000,00



42316

42321

42331

42341

42342

42344

42347

423157 Pendapatan bea lelang

423158 Pendapatan biaya pengurusan piutang dan
lelang negara

423159 Pendapatan jasa lainnya

Pendapatan bukan pajak dari luar negeri

423161 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan
Repubiik [ndonesia

423162 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen
konsuler

Pendapatan kejaksaan dan peradilan

423211 Legalisasi tanda tangan

423212 Pengesahan surat di bawah tangan

423213 Uang meja (leges) dan upah pada panitera
badan pengadilan (peradilan}

423214 Hasil denda/tilang dan sebagainya

423215 Ongkos perkara

423219 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

Pendapatan pendidikan

423311 Uang pendidikan

423312 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan

423313 Uangujian untuk menjalankan praktik

423319 Pendapatan pendidikan lainnya

Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

tahun anggaran berjalan

423411 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

423413 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah
murni

Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

tahun anggaran yang lalu

423421 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

423422 Penerimaan kembali belanja pensiun

423423 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah
murni

Pendapatan pelunasan piutang

423441 Pendapatan pelunasan piutang

Pendapatan lain-lain

Lampiran 8

20.929.000.000,00

80.435.000.000,00
450.517.019.000,00
456.063.914.000,00

27.769.057.000,00

428.294.857.000,00
19.300.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00

681.000.000,00
13.972.000.000,00
3.600.000.000,00
897.000.000,00
3.599.974.033.000,00
2.606.981.777.000,00

13.605.406.000,00
11.820.000,00
979.375.030.000,00

2.800.044.000,00
2.614.864.000,00

185.180.000,00

3.100.923.318.000,00
744.218.000,00
3.000.000,00

3.100.176.100.000,00
6.250.000.000.000,00
6.250.000.000.000,00

191.353.061.000,00
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423471 Penerimaan kembali persekot/uang muka

Zajl 2.277.000.000,00
423472 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan pemerintah 7.067.390.000,00
423473 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara 6.642.170.000,00
423479 Pendapatan anggaran lain-lain 175.366.501.000,00
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan selambatnya dalam
bulan November 2004,
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Alokasi dana otonomi khusus sesvai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang
jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU}) secara
nasional, digunakan untuk pembiayaan peningkatan pendidikan dan kesehatan serta berlaku
selama 20 tahun sejak tahun 2002.
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Penyaluran dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap triwulan, yaitu triwulan 1 sebesar
15 persen, triwulan II sebesar 30 persen, triwulan 11l sebesar 40 persen, dan triwulan 1V
sebesar 15 persen.

Mekanisme penyaluran ke kabupaten/kota dilaksanakan melalui Gubernur, yang difasilitasi
oleh tim teknis yang dibentuk Pemerintah.

Ayat (3)
Dana penyesuaian sebesar Rp5.467.280.000.000,00 terdiri dari dana penyesuaian murni
Rp805.480.000.000,00 dan dana penyesuaian ad-Aoc Rp4.661.800.000.000,00.

Dana penyesuaian murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan
DAU berdasarkan formula, lebih rendah dibandingkan dengan alokasi DAU ditambah
dana penyesuaian murni tahun anggaran sebelumnya (hold harmless).

Dana penyesuaian ad-foc merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah
dalam rangka perbaikan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sebesar
Rp3.876.300.000.000,00, dan untuk membantu keuangan daerah tertentu sebesar
Rp785.500.000.000,00 dalam rangka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan
daerah, khususnya pada daerah-daerah pemekaran. Dana penyesuaian ini bersifat
bantuan, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengatasi atas kekurangan pengeluaran daerah
dalam APBD.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus
sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu
rupiah) terdiri atas:

I. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp37.585.752.733.000,00 (tiga puluh tujuh triliun lima
ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga
ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)
Perbankan dalam negeri 9.000.000.000.000,00
b. Privatisasi dan penjualan aset program
restrukturisasi perbankan 7.500.000.000.000,00
c. Surat utang negara bersih 22.085.752.733.000,00
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s Penerbitan 43.000.000.000.000,00
s Pembayaran pokok dan pembelian kembali —20.914.247.267.000,00
s Pembayaran charge kepada Bank Indonesia —
d. Penyertaan modal pemerintah SMF - 1.000.000.000.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah di Bank Indonesia,
baik rekening dana investasi (RDI} maupun rekening-rekening lainnya di luar RDI, seperti
rekening transitori migas.

2. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp20.193.574.000.000,00 (dua puluh
triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terdiri
atas:

{dalam rupiah)

a. Penarikan pinjaman luar negeri 26.642.886.000.000,00
= Penarikan pinjaman program 8.600.000.000.000,00
s Penarikan pinjaman proyek 18.042.886.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri — 46.836.460.000.000,00

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)

Laporan Keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ayat (2}
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
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